
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IO5 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Tahun 2O2O-2O24;

Mengingat

2

1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OL4 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembhran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OL4 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2020-2024.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRANAS-PPDT
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah nasional.

2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nasional yang selanjutnya disingkat
RAN-PPDT adalah dokumen perencanaan tahunan
pembangunan daerah tertinggal yang disusun dengan
memperhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan
dalam pen5rusunan rencana kerja pemerintah.

3. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disingkat
STRADA-PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima)
tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral
dari rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Kabupaten yang selanjutnya disingkat
STRADA-PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima)
tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian
integral dari rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

(1) Dalam rangka percepatan pembangunan daerah
tertinggal secara nasional ditetapkan STRANAS-PPDT.

(2) STRANAS-PPDTmemuat:

a. isu, kebijakan, dan sasaran percepatan
pembangunan daerah tertinggal;
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b. strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal;

c. program-kegiatan strategis percepatan pembangunan
daerah tertinggal; dan

d. strategi pembinaan daerah tertinggal terentaskan.

(3) Program-kegiatan strategis percepatan pembangunan
daerah tertinggal tahun 2O2O telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, dan bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didukung oleh pelaku usaha, masyarakat,
dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Pelaksanaan STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) STRANAS-PPDT menjadi pedoman penyusunan rencana
strategis kementerian/lembaga terkait.

(21 Gubernur menetapkan STRADA-PPDT Provinsi yang
merupakan penjabaran dari rencana pembangunan
jangka menengah daerah provinsi dan memperhatikan
STRANAS-PPDT.
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(3) Bupati menetapkan STRADA-PPDT Kabupaten yang
merupakan penjabaran dari rencana pembangunan
jangka menengah daerah kabupaten dan memperhatikan
STRADA-PPDT Provinsi dan STRANAS-PPDT.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
tingkat capaian STRADA-PPDT Kabupaten dan hasilnya
dilaporkan kepada Gubernur.

(21 Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap tingkat capaian STRADA-PPDT Provinsi, dan
STRADA-PPDT Kabupaten dan hasilnya dilaporkan
kepada Menteri.

(3) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
tingkat capaian pelaksanaan STRANAS-PPDT,
STRADA-PPDT Provinsi, dan STRADA-PPDT Kabupaten
dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

(41 Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terhadap
daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status
daerah tertinggal diberikan pembinaan oleh Menteri
paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan.

(2) Strategi pembinaan terhadap daerah tertinggal yang telah
terentaskan berdasarkan penetapan pada tahun 2Ol9
dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mehgenai pembinaan daerah
tertinggal yang telah terentaskan diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Pasal 7

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan
STRANAS-PPDT bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
dan/atau

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendanaan STRANAS-PPDT dapat berasal dari sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) STRANAS-PPDT dapat dilakukan penyesuaian atas target
dan kebutuhan pendanaan berdasarkan evaluasi paruh
waktu dan akhir tahun rencana pembangunan jangka
menengah nasional.

(21 Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam RAN-PPDT.

Pasal 9

( 1) Menteri memfasilitasi pen5rusunan STRADA-PPDT
Provinsi dan STRADA-PPDT Kabupaten.

(21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Peraturan Presiden
diundangkan.

Pasal 10

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pen gundangan Peraturan Pre siden ini den gan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2O2t

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
D Perundang-undangan dan

strasi Hukum,
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2O2I

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O -2024

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2020-2024

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

BAB II ISU, KEBIJAKAN, DAN SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

A. Isu Pembangunan Daerah Tertinggal

B. Arah Kebijakan dan Sasaran Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal

C. Tahapan dan Kerangka Logis Pencapaian Sasaran Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Integrasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

B. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah
Papua

C. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah
Maluku

D. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah
Nusa Tenggara

SK No 104004 A

E.Strategi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-
E. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah

Sulawesi

F. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah
Sumatera

BAB IV PROGRAM-KEGIATAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

A. Program-Kegiatan Strategis Kementerianl Lerrrbaga Mendukung
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

B. Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Wilayah Papua

C. Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Wilayah Maluku

D. Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

E. Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Wilayah Sulawesi

F. Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Wilayah Sumatera

BAB V STRATEGI PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN

BAB VI PENUTUP
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi bagian dari perwujudan
tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bagian dari cita-cita
nasional untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di mana masih terdapat
kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal, sehingga perlu
dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus,
terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan
kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan
keberpihakan yang besar dari Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2O2O-2O24 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 disusun berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2OOO-2O25, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi
Presiden 2O2O-2O24. Visi Misi Presiden 2O2O-2O24 adalah "Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong" yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenat sebagai
Nawacita Kedua.

RPJPN Tahun 2OO5-2O25, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden
menjadi landasan utama pen5rusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu: (i) memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
(v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
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pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim; dan (vii) memperkuat stabilitas politik, hukum,
pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan kewilayahan tahun 2O2O-2O24 menekankan keterpaduan
pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial, mengutamakan
pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara
menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling
relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan.
Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2O2O-2O24 antara lain
pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk
mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas
perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan
transmigrasi, melalui: (i) perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan; (ii) penyediaan sarana-prasarana dasar perumahan, air bersih dan
sanitasi, dan listrik; (iii) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai,
laut dan udara; (iv) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
sebagai basis ekonomi digital; (v) perluasan kerja sama dan kemitraan dalam
investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa daerah tertinggal adalah
daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah
ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: (a) perekonomian
masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana-prasarana;
(d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah
serta dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 terdapat 62 (enam puluh dua) kabupaten
yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24. Adapun sebaran
daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24 adalah 7 (tujuh) kabupaten di wilayah
Sumatera, 14 (empat belas) kabupaten di wilayah Nusa Tenggara, 3 (tiga)
kabupaten di wilayah Sulawesi, 8 (delapan) kabupaten di wilayah Maluku, dan
30 (tiga puluh) kabupaten di wilayah Papua.

Sebagai bentuk pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal maka perlu
disusun Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(STRANAS-PPDT). STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2024 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2O2O-2O24.
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Percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pembangunan

kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerja
sama dan keterpaduan program dan kegiatan antarkementerian/lembaga,
antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah,
serta antara Pemerintah dan badan usaha dalam perencanaan, pendanaan dan
pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

B. Maksud dan T\rjuan

Penyusunan STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 dimaksudkan untuk
mendorong upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah
tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 adalah:

1. mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah dalam menjamin
terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional;

2. mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana-prasarana dasar
daerah tertinggal;

3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pusat dan
daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi;

4. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan
pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut:

a. memberikan pedoman tentang upaya-upaya strategis dan afirmasi yang
perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten serta pemangku kepentingan lain
dalam men5rusun program dan kegiatan percepatan pembangunan
daerah tertinggal yang berorientasi pada hasil (outcomel dan dampak
(impact) bukan hanya keluaran kegiatan (outputl dengan capaian yang
terukur;

b. memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten dalam men5rusun STRADA-PPDT Provinsi dan
STRADA-PPDT Kabupaten; dan

c. memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten dalam men5rusun Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) provinsi dan kabupaten.
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BAB II

ISU, KEBIJAKAN, DAN SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

A. Isu Pembangunan Daerah Tertinggal

Penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun
2O2O-2O24 memiliki permasalahan dan tantangan dari berbagai aspek,
di antaranya yaitu kesenjangan pembangunan antarkabupaten daerah
tertinggal. Kondisi 62 (enam puluh dua) kabupaten daerah tertinggal
tahun 2O2O-2O24 saat ini berdasarkan capaian tahun 2079 indikator makro
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata daerah tertinggal yaitu 58,91
(lima puluh delapan koma sembilan satu) dan nasional yaitu 7 L,92 (tujuh puluh
satu koma sembilan dua) sedangkan daerah tertinggal yang telah terentaskan
tahun 201,9 relatif lebih baik dengan IPM sebesar 65,64 (enam puluh lima koma
enam empat). Persentase Penduduk Miskin (PPM) daerah tertinggal pada
tahun 2OIg yaitu 25,85o/o (dua puluh lima koma delapan lima persen)jauh lebih
tinggi dari angka daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2Ol9 yaitu
t4,Ol%o (empat belas koma nol satu persen) dan nasional yaitu 9,22o/o (sembilan
koma dua dua persen).

Gambar 2.1. Grafik Capaian Indikator Makro Daerah Tertinggal Tahun 2Ol9

Faktor ekonomi menjadi permasalahan di setiap wilayah daerah tertinggal.
Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat di
daerah tertinggal yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor
pertanian. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dengan keterampilan
i.r,"g" kerja yang terbatas dalam mengolah dan memberikan nilai tambah
terhadap hasil pertanian atau produk unggulan daerahnya. Selain itu,
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karakteristik daerah di daerah tertinggal didominasi oleh wilayah pegunungan,
kepulauan, dan daerah rawan bencana yang mengakibatkan sulitnya
aksesibilitas menuju atau keluar daerah tertinggal. Hal tersebut menjadi
permasalahan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
untuk dapat memenuhi standar minimal pelayanan sarana-prasarana dasar di
daerah tertinggal. Rendahnya pendapatan asli daerah di daerah tertinggal juga
menjadi permasalahan karena pembiayaan pembangunan daerah masih
bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, secara
umum dapat dirumuskan isu strategis percepatan pembangunan daerah
tertinggal yakni rendahnya perekonomian masyarakat, rendahnya aksesibilitas,
kurang tersedianya sarana-prasarana, rendahnya sumber daya manusia,
rendahnya kemampuan keuangan daerah, dan berbagai keterbatasan pada
wilayah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

B. Arah Kebijakan dan Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2Ol5-2O19 menetapkan 122 (seratus dua puluh dua) daerah
tertinggal tahun 2Ol5-2O19. Dari 122 (seratus dua puluh dua) daerah tertinggal
tersebut yang dinyatakan terentaskan pada tahun 2Ol9 yakni sebanyak
62 (enam puluh dua) kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 79 Tahun 2Ol9 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang
Terentaskan Tahun 2015-2019. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
mengamanatkan bahwa terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari
status daerah tertinggal diberikan pembinaan paling lama selama 3 (tiga) tahun
setelah terentaskan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 terdapat 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang tersebar di 11 (sebelas) provinsi di 5 (lima) wilayah yakni Papua,
Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Daerah tertinggal yang telah
ditetapkan tahun 2O2O-2O24 memiliki wilayah serta masyarakat yang kurang
berkembang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini ditandai dengan indikator
IPM yang rendah (dengan indeks rata-rata 58,91 pada tahun 2ol9l dan angka
kemiskinan yang tinggi (dengan rata-rata 25,85o/o pada tahun 2}lgl.
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Adapun arah kebijakan dan sasaran percepatan pembangunan daerah
tertinggal tahun 2O2O-2O24 adalah sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Tahun 2O2O-2O24:

a. pengembangan perekonomian masyarakat melalui pelatihan
pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi akses permodalan
termasuk melalui croudfunding dan peer to peer lending, membuka
peluang pasar ekspor, serta kegiatan pendukung lainnya
berkolaborasi bersama mitra;

b. peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas
tenaga kesehatan dan guru serta meningkatkan pelayanan dengan
dukungan teknologi di bidang terkait;

c. percepatan pembangunan sarana-prasarana/infrastruktur wilayah
untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) serta peningkatan konektivitas dan sistem logistik
antarwilayah;

d. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi
digital serta pemanfaatan untuk mendukung pelayanan pendidikan,
kesehatan dan pelayanan publik lainnya;

e. peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah tertentu melalui
pengembangan sosial, ekonomi, dan kawasan sesuai karakteristik
wilayah;

f. pembinaan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan
tahun 2Ol9 melalui peningkatan daya saing dan kerja sama dalam
bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung
kemajuan dan kemandirian daerah; dan

g. penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19) melalui pencegahan dan pendekatan
kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan jaring pengaman
sosial, peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,
revitalisasi ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal yang
terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

SK No 067990 A
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2. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24

adalah sebagai berikut:

a. PPM di daerah tertinggal25,85o/o (dua puluh lima koma delapan lima
persen) pada tahun 2Ol9 turun menjadi 23,5o/o (dua puluh tiga koma
lima persenl - 24o/o (dua puluh empat persen) pada tahun 2024;

b. IPM di daerah tertinggal 58,91 (lima puluh delapan koma sembilan
satu) pada tahun 2Ol9 naik menjadi 62,2 (enam puluh dua
koma dua) - 62,7 (enam puluh dua koma tujuh) pada tahun 2024;

c. jumlah daerah tertinggal dari 62 (enam puluh dua) kabupaten
berkurang menjadi 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten (25 kabupaten
terentaskan) pada tahun 2024; dan

d. terlaksananya pembinaan pada 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2OI9.

C. Tahapan dan Kerangka Logis Pencapaian Sasaran Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Upaya pengentasan daerah tertinggal dilaksanakan secara fokus, terencana,
dan bertahap. Tahapan penanganan 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal
tahun 2O2O -2024 memperhatikan:

o kemampuan fiskal/keuangan negara dan prioritas/fokus belanja yang
diperkirakan masih dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan perekonomian
dampak pandemi COVID- 19;

o periode penahapan dilakukan dalam kurun waktu 2o2l-2o24
(memperhatikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
setiap tahunnya);

o Daerah Tertinggal Potensi Entas sesuai dengan target RPJMN; dan

. daerah dengan indikator ketertinggalan tinggi.

Tahapan penanganan 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal tahun
2O2O-2O24 sebagai bentuk afirmasi dan penentuan lokus prioritas penanganan
serta fokus sesuai potensi dan penyebab ketertinggalan daerah. Penanganan
daerah tertinggal diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal
dengan mengutamakan target pengentasan 25 (dua puluh lima) kabupaten pada
tahun 2024. Tahapan penanganan62 (enam puluh dua) daerah tertinggal tahun
2O2O-2O24 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

SK No 105676 A
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Tabel 2.1.
Tahapan Penanganan 62 Daerah Tertinggal (DT) Tahun 2O2O-2O24

No Klaster Kelas 202r 2022 2023 2024
I 25 DT Potensi Entas

(Peringkat 1-25)
Kelas 1 (1-9) 9 9 9
Kelas 2 (lO-L7l 8 8 8
Kelas 3 (18-25) 8 8 8

2 28 DT Indeks Ketertinggalan
sedang (peringkat 26-53)

Kelas 1(26-43], 18 18
Kelas 2 (44-531 10 10

3 9 DT Indeks Ketertinggalan
Parah (peringkat 54-621

9 9 9

Total Kabupaten 35 44 44 35

Selain pengentasan daerah tertinggal, sasaran percepatan pembangunan
daerah tertinggal dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24 adalah untuk meningkatkan
IPM dan menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal. Kerangka
logis pencapaian sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal terdapat
pada Gambar 2.2. Adapun target pencapaian sasaran percepatan pembangunan
daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24 terdapat pada Tabel2.2.

Gambar 2.2. Kerangka Logis Pencapaian Sasaran Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24

SK No 105830 A
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Tabel2.2.
Target Pencapaian Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24

Sasaran
Tahun Dasar Target

Indikator Sasaran Antara
Tahun
Dasar Target

Indikator Sasaran Langsung
Tahun
Dasar Target

2019 2024 2018 2024 2018 2024
Meningkatnya IPM

di daerah
tertinggal (Indeks)

58,91 62,2-62,7 Angka Harapan Hidup
(Tahun)

64,24 65,51 Persentase desa yang mempunyai
sarana kesehatan (%)

41,50 42,45

Persentase desa yang ada dokter
(%l

8,88 11,48

Persentase desa yang mudah
mencapai fasilitas kesehatan (%)

75,41 78,54

Persentase anak 0-4 tahun yang
diberikan imunisasi lengkap (%)

35,33 42,97

Persentase penolong kelahiran
dengan tenaga medis (%)

60,70 74,76

Harapan Lama Sekolah
(Tahun)

11,22 12,29 Persentase desa yang ada SD (%) 70,85 72,42

SK No 064142C
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Sasaran
Tahun Dasar Target

Indikator Sasaran Antara
Tahun
Dasar Target

Indikator Sasaran Langsung
Tahun
Dasar Target

20t9 2024 2018 2024 2018 2024
Rata-Rata [,ama Sekolah

(Tahun)
6 20 6,88 Persentase desa yang ada SMP (%) 31,95 35 ,65

Pengeluaran Per Kapita
(Rp Ribu/Tahun)

6639 739t Persentase desa yang mudah
mencapai SMP (% desa)

67 23 80,82

Angka Partisipasi Sekolah SMP (%) 87,62 89,47

Angka Partisipasi Sekolah SMA (%) 68,22 70,59
Menurunnya
Persentase

Penduduk Miskin
f/"1

25,85 23,5-24 PDRB/Kapita
(Rp Juta/Tahun)

24 60 25,36 Persentase desa yang mempunyai
kelompok pertokoan/ pasar
bangunan permanen / semi
permanen (7o)

13,04 13,93

Pengangguran (o/o) 29,66 31,38 Persentase rumah tangga
pengguna listrik (%)

73,14 90,58

Persentase rumah tangga
pengguna telepon (HP) (%)

67,O9 78,O4

Persentase pengguna internet (7o) 14,O9 31,53

SK No 064141 C,
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Sasaran
Tahun Dasar Target

Indikator Sasaran Antara
Tahun
Dasar Target

Indikator Sasaran l,angsung
Tahun
Dasar Target

20t9 2024 2018 2024 2018 2024
Persentase rumah tangga
pengguna air bersih (%)

41,59 50,18

Persentase desa beraspal (%) 35,43 44,25

Persentase pengeluaran rumah
tangga bukan untuk makanan (7o)

40,49 44,2L

Persentase penduduk yang bekerja
di sektor nonpertanian (o/ol

32 99 39 1 o

PAD per kapita (Rp Ribu/Tahun) 311,230 364,953
Belanja Modal Daerah (Miliar
Rupiah)

240,76 266,33

SK No 064140C
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BAB III

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Integrasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24,
Pemerintah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima
arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan
infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan
transformasi ekonomi.

RPJPN Tahun 2OO5-2O25, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden
menjadi landasan utama pen5rusunan RPJMN Tahun 2O2O-2O24, diterjemahkan
ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, salah satunya adalah
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan. Dalam konteks pembangunan nasional, 5 (lima) arahan utama dan
7 (tujuh) agenda pembangunan nasional adalah sebagai dasar dalam
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah
tertinggal. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan pendekatan
kolaboratif dan afirmatif yang berbasis kewilayahan dengan lokasi prioritas
62 (enam puluh dua) daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24 dan 62 (enarn puluh
dua) daerah tertinggal yang telah terentaskan pada tahun 2Ol9 melalui
peningkatan keterkaitan sektor dan kawasan.

Dalam agenda pembangunan Prioritas Nasional (PN) RPJMN
Tahun 2O2O-2O24, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan,
perdesaan, dan transmigrasi termuat Prioritas Nasional 2 (PN 2l yakni
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan, mendapat dukungan lintas PN RPJMN Tahun 2O2O-2O24
(Gambar 3.1). PN 2 selanjutnya diturunkan dalam Program Prioritas (PP) yang
terbagi dalam pembangunan wilayah berbasis pulau, dan diuraikan menjadi
Kegiatan Prioritas (KP) sehingga dapat dijelaskan pembangunan daerah
tertinggal dalam struktur RPJMN Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana dalam
Gambar 3.2.

SK No 105681A
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Gambar 3.1. Dukungan Lintas Prioritas Nasional (PN) RPJMN Tahun
2O2O-2O24 terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,

Perdesaan dan Transmigrasi

Gambar 3.2. Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Struktur RPJMN
Tahun 2O2O-2O24

SK No 105829 A
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Adapun Proyek Prioritas Nasional sebagai bagian KP berkontribusi dalam
mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal antara lain
pengembangan wilayah adat Papua, peningkatan kesejahteraan dan tata kelola
di kecamatan lokasi prioritas, pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN), pembangunan desa terpadu, pembangunan kawasan perdesaan
prioritas nasional, dan revitalisasi kawasan transmigrasi.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24
dilaksanakan secara terintegrasi, membangun sinergi dan sinkronisasi
kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara
nasional dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan pelaku
usaha dan masyarakat. Integrasi percepatan pembangunan daerah tertinggal
dapat dilakukan berbasis tematik pengembangan potensi wilayah atau dalam
konteks pengentasan kriteria-indikator penyebab ketertinggalan daerah.

Secara umum daerah tertinggal memiliki potensi sumber daya alam
terutama sektor pertanian, perikanan, kerajinan dan karya sebagai buah dari
kearifan lokal serta potensi wisata. Pengembangan potensi diarahkan berbasis
kawasan secara terpadu dari penyiapan sektor hulu sampai pengembangan
sektor hilir yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing.

Kunci pengentasan daerah tertinggal adalah penyelesaian terhadap kriteria
penyebab ketertinggalan yang meliputi kriteria perekonomian masyarakat,
sumber daya manusia, sarana-prasarana, aksesibilitas, kapasitas keuangan
daerah, dan karakteristik daerah. Upaya pengentasan daerah tertinggal bersifat
multidimensi, sehingga perlu dilakukan dengan strategi kolaboratif yang
melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku, meliputi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta
dukungan pelaku usaha/mitra termasuk keterlibatan masyarakat di tingkat
desa.

Adapun strategi dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan daerah
tertinggal dapat dilihat pada Gambar 3.3.

SK No 105692 A
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Gambar 3. 3. Strategi dan Kolaborasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Tahun 2O2O-2O24

B. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua

Wilayah Papua dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah adat, yakni terdiri atas:

1. Wilayah adat Tabi meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo
Raya;

2. Wilayah adat Saereri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten
Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen;

3. Wilayah adat Anim Ha meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi;

SK No 105827 A

4.Wilayah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18-

4. Wilayah adat Laa Pago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten
Puncak;

5. Wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai,
Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan
Kabupaten Mimika;

6. Wilayah adat Domberay meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni,
dan Kabupaten Teluk Wondama; dan

7. Wilayah adat Bomberay meliputi Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten
Kaimana.

Secara ekologi, wilayah adat Papua tersebut tersebar pada berbagai tipologi
wilayah yakni dataran rendah utara, pegunungan tengah, dataran rendah
selatan, serta kepulauan dan pesisir.

Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia,
terdapat 30 (tiga puluh) kabupaten di wilayah Papua yang dikategorikan
tertinggal yaitu 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Papua Barat dan
22 (dua puluh dua) kabupaten di Provinsi Papua. Semakin tinggi penyebab
ketertinggalan pada suatu indikator maka semakin tinggi prioritas intervensi
pada indikator tersebut. Daftar kabupaten tertinggal di wilayah Papua
ditunjukkan dalam Tabel 3.1 berikut ini. '

Tabel 3.1.
Daftar Kabupaten Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Papua

No. Provinsi Kabupaten
1 Papua Barat Teluk Wondama

2 Papua Barat Teluk Bintuni
3. Papua Barat Sorong Selatan

4 Papua Barat Sorong

5 Papua Barat Tambrauw
6 Papua Barat Maybrat
7 Papua Barat Manokwari Selatan
8 Papua Barat Pegunungan Arfak
9 Papua Jayawijaya

SK No 105685 A
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No. Provinsi Kabupaten

10. Papua Nabire

11 Papua Paniai

I2 Papua Puncak Jaya
13 Papua Boven Digoel

t4 Papua Mappi
15 Papua Asmat

16 Papua Yahukimo

t7 Papua Pegunungan Bintang
18 Papua Tolikara
19 Papua Keerom

20 Papua Waropen

2T Papua Supiori
22 Papua Mamberamo Raya

23. Papua Nduga

24. Papua Lanny Jaya

25 Papua Mamberamo Tengah

26. Papua Yalimo

27 Papua Puncak

28 Papua Dogiyai

29 Papua Intan Jaya

30 Papua Deiyai

Wilayah Papua terdiri atas Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari 42 (empat
puluh dua) jumlah kabupaten/kota di wilayah Papua terdapat 30 (tiga puluh)
kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal pada tahun 2O2O-2O24
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24. Daerah tertinggal di wilayah Papua
memiliki rata-rata IPM sebesar 54,69 (lima puluh empat koma enam sembilan)
pada tahun 2Ol9 dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Nduga sebesar
30,75 (tiga puluh koma tujuh lima), Kabupaten Puncak sebesar 42,70 (empat
puluh dua koma tujuh nol), Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar
45,21 (empat puluh lima koma dua satu), Kabupaten Mamberamo Tengah dan
Kabupaten Intan Jaya sebesar 47,23 (empat puluh tujuh koma dua tiga) dan
47,51 (empat puluh tujuh koma lima satu) sedangkan nilai IPM Nasional sebesar
71,92 (tujuh puluh satu koma sembilan dua) pada tahun 2019. Adapun target
rata-rata IPM daerah tertinggal di wilayah Papua adalah 62,45 (enam puluh dua
koma empat lima) pada tahun 2024.

SK No 105686 A
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Indikator makro lainnya yaitu PPM, 30 (tiga puluh) daerah tertinggal di
Papua memiliki rata-rata PPM sebesar 33,40% (tiga puluh tiga koma empat nol
persen) dengan PPM tertinggi yaitu Kabupaten Deiyai sebesar 43,65oh (empat
puluh tiga koma enam lima persen), Kabupaten Intan Jaya sebesar
42,92o/o (empat puluh dua koma sembilan dua persen) dan Kabupaten Lanny
Jaya sebesar 39,52/o (tiga puluh sembilan koma lima dua persen), angka
nasional PPM yaitu sebesar 9,41% (sembilan koma empat satu persen) pada
tahun 2019. Hal ini tergambar dari angka rata-rata pengeluaran konsumsi per
kapita daerah tertinggal di Papua yang rendah yakni sebesar 6.039,43 ribu
rupiah per tahun. Pada tahun 2024 target rata-rata PPM daerah tertinggal di
wilayah Papua adalah 23,75o/o (dua puluh tiga koma tujuh lima persen).

Adapun capaian dan target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada
indikator IPM dan PPM daerah tertinggal wilayah Papua dapat dilihat pada
Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada Indikator IPM dan

PPM Daerah Tertinggal Wilayah Papua

Wilayah Adat Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

2018 20t9 2024 2018 2019 2024

Domberay Teluk Wondama 58,86 59 t 82 63,36 33,32 32,42 28,47

Domberay Teluk Bintuni 63 , 1 3 64 67,54 31,3 30 t 57 27,33

Domberay Sorong Selatan 61,01 61,93 65,47 19,14 18,41 15,16

Domberay Sorong 64,32 65,29 68,83 30,19 29,61 2r,66
Domberay Tambrauw 51,95 52,9 56,44 34,59 33,66 29,16

Domberay Maybrat 58 , 1 6 59 1 5 62,69 32,89 32,2 29,14

Domberay Manokwari Selatan 58 ,84 59,72 63,26 30,87 29,94 25,93

Domberay Pegunungan Arfak 55,31 56,15 59,69 35,72 34,83 30,85

La Pago Jayawijaya 56 82 57 79 61,33 38,66 38,33 35 , 39

Mee Pago Nabire 67,7 68,53 72,O7 25 1 7 24,81 22 , 64

Mee Pago Paniai s5 83 56,59 60,12 37,35 37,16 33,01

La Pago Puncak Jaya 47,39 48,33 51,87 36 27 35,71 30,64

Anim Ha Boven Digoel 60,83 61,51 65 05 20,35 19,66 L6,62

Anim Ha Mappi 57,72 58 , 3 61,84 25,64 25,5 20,60

Anim Ha Asmat 49,37 50 , 37 53,91 27,41 26,6 23,O2
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Wilayah Adat Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

2018 20L9 2024 2018 20t9 2024

La Pago Yahukimo 48,51 49,25 52,79 39,25 38,82 36 79

La Pago Pegunungan Bintang 44,22 45,21 48,75 30,75 30,51 26 92

La Pago Tolikara 48,95 49,68 53,22 33 , 1 4 32,9 31,01

Tabi Keerom 65,75 66 59 7O,13 16,9 16,83 14,o7

Saereri Waropen 64,8 65 , 34 68 88 30 , 53 30,95 21,16

Saereri Supiori 61,84 62 3 65 , 84 39,22 38,79 28,41

Tabi Mamberamo Raya 5r,24 52 2 55,74 30,1 29,13 24,41

La Pago Nduga 29,42 30,75 34,29 38,13 38 24 34 25

La Pago Lanny Jaya 47,34 48 51,54 40 ,o6 39,52 36,93

La Pago Mamberamo Tengah 46,41 47,23 50 , 77 37,O2 36 93 35,63

La Pago Yalimo 47,13 48,09 51,62 35,45 34 , 52 30,35

La Pago Puncak 41,81 42,7 46 24 38,15 38 24 33,93

Mee Pago Dogiyai 54,44 55,41 59,95 30,48 31,12 28,O3

Mee Pago Intan Jaya 46,55 47,51 51,05 42,7 | 42,92 37,99

Mee Pago Deiyai 49,55 50,1 1 53,65 43,49 43 , 65 39,47

Papua 60,06 60,84 27,74 26,64

Papua Barat 63,74 64,7O 23,O1 21,37

Nasional 71,39 71,92 9,66 9,4L

Rata-rata 62 DT 58,11 58,91 62,45 26,12 25,85 23,75

1. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua

a. Sarana-Prasarana

1) jaringan telekomunikasi dan informatika masih belum
menjangkau banyak wilayah kampung antara lain di Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya,
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan
Kabupaten Nduga. Di sisi lain, kondisi geografis wilayah papua
dan permukiman banyak yang tersebar di sekitar dan dalam
kawasan hutan dan pegunungan;
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2l ketersediaan bahan bakar dan tenaga listrik yang masih terbatas
dalam mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi
antara lain di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Manokwari
Selatan;

3) sarana-prasarana permukiman, air bersih, sanitasi, dan listrik
yang terbatas khususnya di wilayah terpencil, pedalaman, dan
pegunungan wilayah Papua;

4l akses masyarakat ke layanan pendidikan yang rendah
disebabkan oleh penduduk yang tersebar sampai ke pedalaman,
di sisi lain ketersediaan lembaga pendidikan yang perlu
ditingkatkan antara lain di Kabupaten Teluk Wondama,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mappi,
dan Kabupaten Waropen; dan

5) keterbatasan sarana-prasarana kesehatan baik jumlah maupun
kualitas khusus di daerah terisolir Papua.

b. Aksesibilitas

1) tingginya kesenjangan antarwilayah disebabkan keterbatasan
aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk ke fasilitas
pendidikan dan kesehatan karena kondisi geograhs wilayah
Papua yang sangat sulit khususnya di daerah pedalaman, hutan,
dan pegunungan Papua; dan

2) jaringan jalan dan jembatan serta jaringan transportasi yang
memadai belum menjangkau banyak wilayah pemukiman
penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh
sebagian besar penduduk.

Perekonomian Masyarakat

1) pengembangan komoditas unggulan daerah masih terbatas,
termasuk belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal,
baik sumber daya alam maupun budaya lokal Papua, serta
lemahnya pengembangan industri kecil, menengah, termasuk
industri kerajinan rumah tangga; dan

C
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2l peran masyarakat adat, lembaga keagamaan, dan lembaga lokal
lainnya masih perlu ditingkatkan dalam melakukan
pendampingan, pengembangan ekonomi dan pendapatan
penduduk, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

d. Sumber Daya Manusia

1) tingginya angka stunting antara lain di Kabupaten Dogiyai,
Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny
Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Jayawijaya;

2) masih rendahnya akses pendidikan dasar dan menengah
termasuk pendidikan nonformal yang diakibatkan pendekatan
yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis dan
sosial budaya masyarakat setempat;

3) rendahnya ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan serta
distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang belum merata
khususnya di daerah pedalaman dan pegunungan Papua;

4l masih rendahnya upaya promotif dan preventif kesehatan fagi
masyarakat, termasuk kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis
Masyarakat di tingkat kampung;

5) rendahnya daya saing pendidikan di daerah tertinggal Papua, hal
ini karena keterbatasan guru dan tenaga kependidikan serta
distribusi guru dan tenaga kependidikan yang belum merata
khususnya di daerah pedalaman dan pegunungan Papua; dan

6) masih rendahnya kapasitas tenaga kerja khususnya di daerah
pedalaman dan pegunungan Papua dalam mendukung ekonomi
masyarakat.

e Kemampuan Keuangan Daerah

Masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah sehingga belum mampu mengoptimalkan
pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari sektor
nonpertambangan dan migas di antaranya pertanian, perkebunan,
perikanan, kehutanan, dan pariwisata.
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f. KarakteristikDaerah

1) Papua memiliki risiko bencana yang tinggi karena upaya mitigasi
dan adaptasi yang belum optimal, serta terbatasnya sarana-
prasarana untuk mencegah kerusakan bencana;

2l kurang optimalnya pengembangan pulau kecil dan terluar di
wilayah Papua antara lain di Kabupaten Supiori;

3) belum optimalnya pengembangan daerah perbatasan di wilayah
Papua antara lain di Kabupaten Supiori, Kabupaten Keerom, dan
Kabupaten Boven Digoel;

4) masih terdapat daerah rawan pangan di wilayah Papua
khususnya di wilayah pegunungan, pedalaman, dan terpencil
antara lain di Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten
Manokwari Selatan, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Mamberamo Raya,
Kabupaten Puncak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten
Deiyai, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Asmat, dan Kabupaten Maybrat; dan

5) masih terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan
ketertiban umum di wilayah Papua.

2. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua

Selain berdasarkan indikator dan kriteria ketertinggalan, percepatan
pembangunan daerah tertinggal juga mempertimbangkan potensi dan
sumber daya wilayah yakni mendorong unggulan masing-masing daerah
tertinggal di wilayah Papua, arttara lain melalui:

a. peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan setempat
untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, dan perikanan;

b. pengembangan destinasi, pengelolaan atraksi, dan manajemen
pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif;

c. peningkatan kapasitas masyarakat serta peningkatan pelibatan
kelembagaan lokal I adat Papua;

d. untuk menunjang pengembangan sektor unggulan, diperlukan
pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan
hilir (keterkaitan sektor); dan
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dengan didukung peningkatan konektivitas antarwilayah termasuk
dalam rangka pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
melalui sistem transportasi darat, laut, dan udara, termasuk
pemanfaatan tol laut dan jembatan udara.

Adapun pusat pertumbuhan/kawasan strategis yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah
tertinggal wilayah Papua antara lain Kota Baru Sorong, Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP) Raja Ampat, DPP Biak-Teluk Bay, PKSN Jayapura, PKSN
Tanah Merah, PKSN Merauke, Kawasan Industri Teluk Bintuni, dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi baru di timur Indonesia sangat strategis untuk pengembangan
industri logistik, agroindustri serta pertambangan. Selanjutnya orientasi
pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah
yakni ke Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Nasional di Papua serta
orientasi pasar nasional maupun ekspor.

Gambar 3.4
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Gambar 3.4. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Papua
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Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal
di wilayah Papua sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan adalah
sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana-Prasarana

Peningkatan sarana-prasarana untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah tertinggal di daerah tertinggal wilayah Papua dapat
dilakukan melalui:

1) penyediaan sarana-prasarana telekomunikasi dan informatika antara
lain di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny
Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan
Kabupaten Nduga yaitu penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
telekomunikasi dan informasi berupa sarana pengembangan
kawasan lBase Transceiuer Station (BTS) lLastmile;

2) penyediaan bahan bakar untuk mendukung aktivitas masyarakat
dan kegiatan ekonomi melalui pendistribusian jenis Bahan Bakar
Minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus, pengaturan, penetapan dan
pengawasan pada penyediaan dan pendistribusian BBM dan kegiatan
usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa berupa supervisi progres
pembangunan penyalur BBM satu harga, penyediaan tenaga listrik
antara lain di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Manokwari Selatan,
koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrhstruktur
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta
revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan
(PLT EBT);

3) penyediaan sarana-prasarana air bersih, sanitasi, dan perumahan
antara lain pembangunan rumah khusus, penyelenggaraan
permukiman dan bangunan gedung;

4l peningkatan ketahanan sumber daya air antara lain melalui
pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air
lainnya, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan
non-padi serta pengembangan jaringan air tanah dan air baku;

5) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara tain di
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan
Jaya, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Waropen antara lain melalui
pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan;
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6) peningkatan aksesibilitas ke pelayanan kesehatan sesuai kondisi
lokal Papua melalui pelayanan kesehatan bergerak;

7l penyediaan sarana-prasarana kesehatan melalui program pelayanan
kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain peningkatan
pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, peningkatan
sarana, prasarana, alat kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan rujukan, distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis
pakai dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke puskesmas; dan

8) pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP, sarana-prasarana
asrama (tempat tidur, lemari, meja belajar), penyediaan air bersih,
dan pembangunan sekolah.

b. Peningkatan Aksesibilitas

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan aksesibilitas di
wilayah Papua yaitu:

1) meningkatkan konektivitas antarwilayah di Papua antara lain
pembangunan prasarana bidang konektivitas udara berupa
pembangunan bandara baru Nabire, pengembangan Bandara Kepi,
Bandara Ewer, Bandara Sobaham dan Korupun, pengembangan
fasilitasi sisi darat (terminal), sisi udara (apron) dan taxiwag,
pelapisan runwaa dan perpanjangan runwaa, serta pelayanan publik
lainnya berupa penerbangan perintis dan penerbangan perintis
kargo;

2l pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
antara lain preservasi jalan Moanemani-Bedudipa, preservasi jalan
waropko-Mindiptana, holding ruas jalan Bofuer-Furwata,
pembangunan jalan ruas Enarotali-Sugapa (peningkatan struktur),
preservasi ruas jalan Bts Kota Sorong-Aimas (Km 23)-Klamono-Bts
Kabupaten Sorong Selatan; dan

3) meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan
infrastruktur konektivitas transportasi laut antara lain
pembangunan fasilitas penunjang Pelabuhan Kaibus, pembangunan
rehab gedung dari pemerintah daerah, .pekerjaan saluran drainase
dan pengembangan Faspel Wasior, pembangunan Pelabuhan Nabire,
serta pembangunan Faspel Moor.
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Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tertinggal di
wilayah Papua dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1) bantuan peningkatan nilai tambah prukades di daerah tertinggal

dengan komoditi utama yaitu kopi, sagu, dan buah merah;

2) ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dalam rangka
mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah industri kecil,
menengah, dan kerajinan rumah tangga;

3) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa dengan pemberdayaan dan
pendampingan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan
penduduk;

4l peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
melalui fasilitasi dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM);

5) peningkatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi di Papua antara
lain melalui penumbuhan wirausaha, pengembangan Industri Kecil
Menengah (IKM)/ Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM),
pengembangan manajemen koperasi, penguatan kapasitas usaha,
serta peningkatan akses pembiayaan wirausaha;

6) pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);

7l penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui
penyediaan bantuan sarana-prasarana perikanan baik tangkap
maupun budi daya serta logistik hasil kelautan dan perikanan;

8) peningkatan pengelolaan sumber daya bahari yang lebih optimal
antara lain melalui perlindungan dan pemanfaatan kawasan
konservasi dan keanekaragaman hayati laut;

9) pengembangan produk unggulan Papua melalui bantuan pengolahan
pascapanen produk unggulan daerah perbatasan, Smart Farming 4.O
(penciptaan ekosistem) dan duta petani muda, literasi digital serta
riset dan inovasi teknologi IPTEK (penelitian dan rekayasa);

10) perlindungan sosial melalui penyelenggaraan program sembako;
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11) pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi
kreatif di Papua antara lain melalui masyarakat yang memperoleh
pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok
industri pariwisata dan pengembangan atraksi pariwisata dalam
rangka gerakan sadar wisata;

12) pengembangan desa wisata di daerah tertinggal;
13) penyediaan sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di sektor

KP dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing industri;
14) peningkatan keterkaitan dan integrasi pengembangan ekonomi

wilayah Papua dengan kawasan strategis antara lain KEK Sorong,
SKPT Biak Numfor, SKPT Sarmi, SKPT Mimika, SKPT Merauke,
termasuk pengembangan infrastruktur kawasan strategis; dan

l5)Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak,
Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Dogiyai.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia daerah tertinggal di wilayah Papua antara lain
sebagai berikut:
1) konvergensi pencegahan stunting di desa antara lain di Kabupaten

Dogiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny
Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tambratrw, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Keerom, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, dan
Kabupaten Jayawijaya;

2l pemerataan layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas antara
lain dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pembelajaran, penyediaan data dan statistik, serta
pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk
pendidikan dan kebudayaan, pembinaan guru dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan khusus serta layanan
pembiayaan pendidikan tinggi;

3) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan
peningkatan sarana bidang kesehatan serta fasilitasi dan pembinaan
kelompok masyarakat;
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4l pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional melalui
pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan;

5) peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui peningkatan
kualitas surveilans gizi, pelatihan bidang pendidikan dalam rangka
pembinaan gizi masyarakat, dan pendayagunaan dokter spesialis di
wilayah Papua dan Papua Barat;

6) peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal melalui
pendidikan dan pelatihan vokasi serta pembinaan ketenagakerjaan;

7) pengadaan dan distribusi gu.u dan tenaga kependidikan antara lain
dengan bantuan pendidikan dasar dan menengah/guru non-pNS
penerima insentif, pembayaran tunjangan profesi guru pendidikan
Agama Islam PNS pada sekolah umum;

8) peningkatan kesehatan masyarakat antara lain persalinan di fasilitas
kesehatan, penguatan intervensi sfitnting, gerakan masyarakat hidup
sehat dan penyehatan kesehatan lingkungan;

9) pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja
pembinaan pelatihan dan produktivitas (binalattas) melalui pelatihan
bidang industri/PBK;

1O) pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja antara
lain tenaga kerja yang mengikuti kegiatan padat karya; dan

11) Satgas Kaki Telanjang (tenaga medis perawat dan dokter) serta
program 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan melalui dukungan
pemerintah daerah provinsi. :

Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah
Papua yaitu:
1) peningkatan pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah

nonmigas di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan,
kehutanan, dan pariwisata, serta peningkatan sumber-sumber
pendapatan melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar;

2l peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dengan mengadakan
pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan
masyarakat desa, bimbingan teknis, dan pembinaan pengelolaan aset
desa;
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3) perbaikan tata kelola keuangan daerah antara lain melalui penguatan
kelembagaan pemerintah desa dan pengembangan desa digital;

4) penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di wilayah Terdepan, Terluar dan
Tertinggal (3T); dan

5) pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi
penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di
wilayah 3T).

f. Penanganan Karakteristik Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan
karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua,
antara lain:

1) mitigasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana antara lain melalui
budaya sadar bencana, penanganan bencana yang efektif (bantuan
peralatan kebencanaan trailer dapur lapangan), inventarisasi,
verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana, pengadaan sarana-prasarana jaringan
komunikasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dalam rangka
terselenggaranya layanan bidang data, informasi, dan komunikasi
penanggulangan bencana;

2l pengembangan pulau kecil dan terluar wilayah Papua di Kabupaten
supiori antara lain pemberian bantuan sarana-prasarana
pemerintahan di perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar;

3) pengembangan daerah perbatasan di Kabupaten Supiori, Kabupaten
Keerom, dan Kabupaten Boven Digoel;

4l penanganan daerah rawan pangan di wilayah Papua antara lain
melalui peningkatan kapasitas berbasis keterampilan dan
kewirausahaan dalam mendukung diversifikasi pangan di daerah
tertinggal antara lain di Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire,
Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Keerom, Kabupaten
waropen, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Mamberamo Raya,
Kabupaten Puncak, Kabupaten sorong Selatan, Kabupaten Deiyai,
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan
Kabupaten Maybrat; 
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5) rehabilitasi sosial dan ekonomi daerah pascakonflik antara lain
melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan
masyarakat adat dan lembaga keagamaan serta pemerintahan lokal
di daerah rawan konflik;

6) program Bangga Papua dalam rangka penanganan konflik di wilayah
Papua melalui dukungan pemerintah daerah provinsi;

7) pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan antara lain fasilitasi
restorasi gambut pada daerah rawan kebakaran hutan; dan

8) pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, serta peningkatan kapasitas kelompok usaha perhutanan
sosial dan kemitraan lingkungan.

C. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku
Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia,

terdapat 8 (delapan) kabupaten di wilayah Maluku yang dikategorikan tertinggal
yaitu 6 (enam) kabupaten di Provinsi Maluku (Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram
Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan)
dan 2 (dua) kabupaten di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Kepulauan Sula
dan Kabupaten Pulau Taliabu). Semakin tinggi penyebab ketertinggalan pada
suatu indikator maka semakin tinggi prioritas intervensi pada indikator
tersebut. Daftar kabupaten tertinggal di wilayah Maluku ditunjukkan dalam
Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Daftar Kabupaten Tertinggal Tahun 2o2o-2o24 di wilayah Maluku

No Provinsi Kabupaten

1 Maluku Kepulauan Tanimbar

2 Maluku Kepulauan Aru

3 Maluku Seram Bagian Barat

4 Maluku Seram Bagian Timur

5 Maluku Maluku Barat Daya

6 Maluku Buru Selatan

7 Maluku Utara Kepulauan Sula

8 Maluku Utara Pulau Taliabu
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PPM daerah tertinggal di Maluku masih tinggi yakni rata-rata sebesar
21,72o/o (dua puluh satu koma tujuh dua persen) dengan PPM tertinggi di
Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 29,43o/o (dua puluh sembilan koma
empat tiga persen), Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 27,25o (dua puluh
tujuh koma dua lima persen), dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 26,73oh
(dua puluh enam koma tujuh tiga persen), sedangkan PPM Nasional yaitu
sebesar 9,4lVo (sembilan koma empat satu persen) pada tahun 2019.

Rata-rata IPM daerah tertinggal di Maluku sebesar 63,25 (enam puluh tiga
koma dua lima) pada tahun 2OI9 dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Pulau
Taliabu sebesar 60,62 (enam puluh koma enam dua), Kabupaten Maluku Barat
Daya sebesar 61,55 (enam puluh satu koma lima lima), dan Kabupaten
Kepulauan Tanimbar sebesar 62,86 (enam puluh dua koma delapan enam). Nilai
IPM wilayah Maluku masih di bawah IPM nasional sebesar 71,92 (tujuh puluh
satu koma sembilan dua) pada tahun 2019. Hal ini disebabkan angka harapan
hidup yang tergolong rendah yaitu 62,4 (enam puluh dua koma empat) tahun,
serta rendahnya rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di Maluku dengan
nilai sebesar 7.416,25 ribu rupiah pertahun, rasio jumlah dokter per 1.000
(seribu) penduduk dengan nilai rasio sebesar O,2O (nol koma dua nol), serta
keterbatasan sarana-prasarana kesehatan di Maluku ditandai dengan
rendahnya jumlah prasarana kesehatan per 1.000 (seribu) penduduk dengan
rasio sebesar 0,95 (nol koma sembilan lima).

Adapun capaian dan target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada
indikator IPM dan PPM daerah tertinggal wilayah Maluku dapat dilihat pada
Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada Indikator IPM dan

PPM Daerah Tertinggal Wilayah Maluku

Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

2018 2019 2024 2018 2019 2024

Kepulauan Tanimbar 62,39 62 , 86 66 ,4 28,08 27,25 23 , 23

Kepulauan Aru 63,12 63,64 67,18 27,12 26,73 24,91

Seram Bagian Barat 65,14 65,49 69,03 25,62 25,16 22,9r
Seram Bagian Timur 62,98 63,74 67,28 23,62 23 , 1 3 20,96

Maluku Barat Daya 60,64 61,55 65,09 30,2 29 43 25,65

Buru Selatan 63,62 64,42 67,96 16,31 16,13 14,55
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Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

2018 20t9 2024 2018 20t9 2024

Kepulauan Sula 62,96 63,64 67,18 8,89 8,98 8,44

Pulau Taliabu 59,67 60,62 64,16 7,35 7,53 6,00

Maluku 68,87 69,45 18,12 L7,44

Maluku Utara 67,76 68,7O 6164 6,78

Nasional 71,39 71,92 9,66 9r4L

Rata-rata 62 DT 58,11 58,91 62,45 26,L2 25,85 23,75

Kemampuan keuangan daerah relatif rendah dengan rata-rata sebesar
391.494 juta rupiah, sehingga pembangunan sarana-prasarana wilayah juga
terbatas, hal ini tergambar dari kualitas jalan dengan indikasi desa dengan jenis
permukaan jalan utama terluas berupa aspal dengan persentase desa sebesar
38,42o/o (tiga puluh delapan koma empat dua persen), serta desa dengan jenis
permukaan jalan utama terluas berupa diperkeras dengan persentase desa
sebesar 15,27o/o (lima belas koma dua tujuh persen), sedangkan di sisi lain desa
di kawasan hutan lindung Maluku masih cukup banyak dengan persentase desa
sebesar 68,220/0 (enam puluh delapan koma dua dua persen).

1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku
a. Perekonomian Masyarakat

1) rendahnya produktivitas, pengolahan, dan pemasaran produk
unggulan sehingga menurunkan nilai tambah komoditas
unggulan setempat;

2l belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan, karena
pengelolaan belum terintegrasi kegiatan sektor hulu-hilir
termasuk sistem rantai dingin yang belum memadai;

3) kualitas sumber daya manusia dan kinerja lembaga ekonomi yang
belum optimal dalam mengonsolidasikan kegiatan ekonomi
terutama di kelompok masyarakat miskin;

4l rendahnya kompetensi tenaga kerja dalam rangka pengelolaan
sumber daya ekonomi lokal karena terbatasnya pendidikan dan
pelatihan vokasi bagi masyarakat;
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5) masih rendahnya kewirausahaan pelaku ekonomi daerah
tertinggal di wilayah Maluku, termasuk dalam pemanfaatan
teknologi era industri 4.O untuk kegiatan kemitraan dan
pemasaran produk unggulan daerah; dan

6) pengembangan pariwisata daerah tertinggal di wilayah Maluku
belum dikelola secara optimal, termasuk belum sepenuhnya
memanfaatkan keberadaan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) Morotai dan kawasan strategis lainnya.

b. Sarana-Prasarana

1) masih terbatasnya ketersediaan bahan bakar dan energi listrik
daerah tertinggal di wilayah Maluku;

2l rendahnya ketersediaan sarana-prasarana pendidikan antara lain
kurangnya jumlah ketersediaan SD, SMP, ruang kelas baru, serta
sekolah berasrama;

3) masih rendahnya ketersediaan sarana-prasarana permukiman,
air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah kepulauan dan 3T;

4l masih kurangnya ketersediaan sarana-prasarana telekomunikasi
dan informatika di wilayah Maluku sehingga pemerataan dan
akselerasi pembangunan/konektivitas telekomunikasi
terhambat; dan

5) rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan dan layanan dokter,
antara lain kurangnya ketersediaan rumah sakit serta layanan
bagi ibu hamil dan melahirkan.

Aksesibilitas

1) masih terbatasnya sarana-prasarana transportasi darat untuk
meningkatkan konektivitas wilayah dalam mendukung
pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal di wilayah
Maluku;

2l terbatasnya konektivitas infrastruktur perhubungan
antarwilayah seperti belum maksimalnya konektivitas pelabuhan
sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang
disebabkan kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas
pulau-pulau kecil yang tersebar; dan

c
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3) masih rendahnya aksesebilitas masyarakat desa menuju layanan
dasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta
pelayanan publik lainnya terutama di daerah kepulauan dan
3T di wilayah Maluku.

d. Sumber Daya Manusia

1) tingginya angka stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Aru, dan
Kabupaten Seram Bagian Barat;

2) belum meratanya layanan kesehatan dan gizi masyarakat yang
berkualitas antara lain disebabkan ketersediaan dokter dan
tenaga kesehatan yang belum merata serta ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan yang terbatas khususnya di daerah
kepulauan Maluku;

3) masih rendahnya layanan kesehatan berkualitas berbasis gugus
pulau; dan

4) kurangnya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan
disebabkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik belum
berbasis kebutuhan.

Kemampuan Keuangan Daerah

1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur
pemerintah daerah akibat terbatasnya penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan terutama dalam pengelolaan aset dan
keuangan daerah;

2) belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber
pendapatan asli daerah; dan

3) masih belum optimalnya tata kelola keuangan daerah/desa
termasuk dalam pengendalian dana desa dan manajemen
administrasi aset desa.

f. KarakteristikDaerah
1) tingginya risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi

dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dengan
mempertimbangkan daerah tertinggal di wilayah Maluku yang
pada umumnya berkarakteristik kepulauan;

e
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2) belum optimalnya pengembangan pulau kecil dan terluar yang
tersebar di daerah tertinggal di wilayah Maluku;

3) tingginya tingkat kerawanan pangan di wilayah Maluku antara
lain di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Maluku Barat Daya,
Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru;

4l kurang optimalnya pengembangan daerah perbatasan di wilayah
Maluku antara lain di Kabupaten Maluku Barat Daya dan
Kabupaten Kepulauan Aru;

5) belum optimalnya upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
hidup di daerah tertinggal di wilayah Maluku; dan

6) akibat konflik antarkelompok masyarakat sehingga berdampak
pada aspek sosial dan ekonomi, yang membutuhkan berbagai
pendekatan dalam meningkatkan persatuan dan persaudaraan
termasuk melalui pendekatan pranata adat dan budaya.

2. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku

Wilayah Maluku merupakan lumbung ikan nasional di Indonesia. Peran
wilayah Maluku dalam hal sumber daya alam nasional didasarkan atas
potensi dari sumber daya perikanan terutama perikanan tangkap dan hasil
laut di samping potensi perkebunan antara lain cengkeh dan kelapa.
Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap merupakan yang terbesar
di Indonesia, begitu pula dengan produksi perikanan laut menduduki
peringkat ke-5 terbesar.

Dalam rangka mengembangkan sektor primer yang merupakan sektor
basis di seluruh daerah tertinggal di wilayah Maluku, diperlukan
pengembangan potensi wilayah dari aspek hulu dan hilir secara terintegrasi,
antara lain melalui pengembangan SKPT. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan
struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri.

Adapun pusat pertumbuhan/kawasan strategis lainnya yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah
tertinggal wilayah Maluku antara lain KEK Morotai, Kota Baru Sofifi, dan
Kawasan Industri Teluk Weda. Selain itu terdapat Pusat Kawasan Strategis
Nasional Saumlaki dilakukan melalui pengembangan pusat perdagangan
dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan

SK No 105744 A

pariwisata . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

pariwisata, pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam
ralqrat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi,
dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim, pusat
pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian
tanaman pangan, dan hortikultura, pusat promosi pariwisata dan komoditas
unggulan berbasis potensi lokal, pusat pelayanan pendidikan dan
kesehatan, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan
angkutan barang regional, pusat pelayanan transportasi laut internasional
dan nasional, dan pusat pelayanan transportasi udara internasional dan
nasional.

Gambar 3.5
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Gambar 3.5. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Maluku
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Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal

di wilayah Maluku, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan adalah
sebagai berikut:

a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tertinggal di
wilayah Maluku yang berbasis komoditas dan kawasan pariwisata dapat
dilakukan strategi yang dapat mendukung kebijakan tersebut yaitu:
1) bantuan peningkatan nilai tambah prukades di daerah tertinggal

untuk komoditi kelapa, dan cengkeh;

2) pengembangan SKPT Saumlaki dan Moa yang mandiri;
3) ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas untuk

mendukung peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran
komoditas antara lain bantuan saprodi dan sapronak;

4l pengelolaan sumber daya perikanan melalui perlindungan dan
pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut
dan penyediaan sarana-prasarana perikanan baik tangkap maupun
budi daya;

5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
dalam pengelolaan BUM Desa dan KUKM antara lain melalui
pengembangan IKM / KUKM;

6) penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui
logistik hasil kelautan dan perikanan serta pemasaran hasil kelautan
dan perikanan;

7) riset dan inovasi teknologi untuk mendukung Smart Farming 4.O
(penciptaan ekosistem) dan duta petani muda dalam rangka
peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi
pertanian presisi di daerah tertinggal (drone spraAer, drone
surueillance, soil and ueather sensor, earla warning system dan
lainnya);

8) peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
melalui fasilitasi dan pembinaan UMKM;

9) penyediaan sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di sektor
KP dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing industri;

10) pengelolaan perbenihan ikan berupa benih bermutu ikan air laut
yang didistribusikan ke masyarakat;
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11) peningkatan usaha ekonomi di daerah tertinggal melalui literasi
digital;

12) peningkatan kompetensi kewirausahaan, UMKM, dan koperasi
melalui fasilitasi sistem digitalisasi pada koperasi, usaha mikro yang
difasilitasi perluasan jangkauan pemasaran melalui
e-commerce/ online, dan UKM yang ditingkatkan kompetensinya
melalui penguatan kapasitas yang terstandarkan.

13) peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk unggulan
dan turunannya berbasis komoditi kelapa, pala, dan cengkeh melalui
pengadaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah
perbatasan;

14) pengembangan pemasaran produk terutama olahan hasit pertanian,
perikanan, dan hasil laut melalui penguatan kapasitas pengusaha
dalam rangka pengembangan usaha;

15) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian;

16) pengembangan sumber daya pariwisata berbasis wisata alam/bahari,
sejarah, dan budaya dengan memanfaatkan keberadaan KSPN
Morotai dan kawasan strategis lainnya melalui sumber daya manusia
pariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan masyarakat;
dan

17) peningkatan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan program
sembako.

b. Peningkatan Sarana-Prasarana

Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan sarana-
prasarana daerah tertinggal di wilayah Maluku antara lain sebagai
berikut:

1) pemerataan bahan bakar dan energi listrik melalui pendistribusian
jenis BBM tertentu dan BBM khusus, supervisi progres
pembangunan penyalur BBM satu harga serta koordinasi,
sinkronisasi program pembangunan infrastruktur EBTKE serta
penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan dan
daerah tertinggal;
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2l peningkatan ketahanan sumber daya air melalui pengembangan
jaringan air tanah dan air baku;

3) peningkatan sarana-prasarana untuk mendukung pemerataan
layanan pendidikan berbasis gugus pulau di Maluku antara lain di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya melalui
pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan;

4) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana permukiman
dan wilayah antara lain di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten
Seram Bagian Barat, pembangunan rumah khusus di Kabupaten
Kepulauan Sula, serta penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang
layak;

5) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan
informasi antara lain sarana pengembangan kawasan IBTSlLastmile;
dan

6l peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan antara lain di
Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Pulau Taliabu berupa pelayanan kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional melalui pelayanan kesehatan bergerak.

Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas di daerah tertinggal dapat dilakukan melalui:

1) pembangunan sarana-prasarana transportasi darat untuk
mendukung pengembangan ekonomi lokal dan membuka keterisoliran
daerah melalui pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas
jalan nasional antara lain pembangunan Jembatan Loke Tepa VI dan
Loke Tepa VII, preservasi jalan Namlea Marloso Mako
Modanmohe - Namrole, preservasi jalan Piru - Kairatu - Waiselan -
Liang (SYC to MYQ;

2) peningkatan konektivitas inter dan intra wilayah Maluku yang
berbasis gugus pulau melalui rehabilitasi fender Pelabuhan Dobo dan
pengembangan Faspel Laut Dobo, dan rehabilitasi dermaga
Pelabuhan Moa;

3) peningkatan prasarana konektivitas udara antara lain melalui
pembangunan terminal baru; dan
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4) pembangunan jalan TransMaluku, jalan TransAru, nras jalan
Kobamar-Wokam, ruas jalan Piru-Loki dan Kairatu-Hunitetu, serta
ruas Pilam-Tounwawan-Weet dan ruas Tepa-Letuwurung,
pengembangan pelabuhan rakyat Derak Desa Amarsekaru,
pembangunan dermaga Pulau Panjang Kecamatan Pulau Panjang
serta penyediaan infrastruktur bongkar-muat Pelabuhan Namrole
melalui dukungan pemerintah daerah provinsi.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia
di wilayah Maluku yaitu:

1) penanganan stunting dan peningkatan usaha kesehatan berbasis
masyarakat antara lain di Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Aru, dan
Kabupaten Seram Bagian Barat melalui pembinaan gizi masyarakat
yaitu balita kurus dan ibu hamil yang mendapat makanan tambahan;

2l program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
antara lain melalui pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan;

3) peningkatan sumber daya manusia kesehatan antara lain melalui
fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat, pelatihan bidang
pendidikan dalam rangka pembinaan gizi masyarakat;

4) pengembangan kualitas pembelajaran dan pengajaran dengan
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelaj aran, penyediaan data dan statistik serta pengembangan
dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan
kebudayaan;

5) pemerataan layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas antara
lain dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan khusus serta pendidikan dan pelatihan pendidik dan
tenaga kependidikan; dan

6) penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas melalui penugasan
khusus tenaga kesehatan secara individu, pendayagunaan dokter
spesialis, serta pelatihan bidang kesehatan.
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Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan
karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Maluku,
antara lain:

1) peningkatan . kualitas sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset
dan keuangan daerah melalui bimbingan teknis dan pembinaan
pengelolaan aset desa dan pelatihan aparat pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan masyarakat desa;

2l peningkatan sumber-sumber pendapatan antara lain melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,
fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi
penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan
dasar;

3) peningkatan tata kelola keuangan pemerintahan daerah dan desa
yang transparan antara lain melalui penguatan kelembagaan
pemerintah desa, pengendalian dana desa, dan penertiban
administrasi pengelolaan aset desa;

4l penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di wilayah 3T; dan

5) pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi
penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di
wilayah 3T).

f. PenangananKarakteristikDaerah

Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah
Maluku yaitu:

1) mitigasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana dengan karakteristik
daerah kepulauan antara lain penanganan bencana yang efektif
melalui penyediaan peralatan kebencanaan mobil pick up dan
bantuan peralatan kebencanaan trailer tangki air serta layanan
pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama
perkotaan, dan pengaman pantai;

e
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2l pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di perbatasan
negara dan pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Maluku;

3) penanganan daerah rawan pangan di wilayah Maluku antara lain di
Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Maluku Barat Daya,
Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru melalui
pendidikan, pelatihan vokasi, serta penyuluhan dalam mendukung
diversifikasi pangan di daerah tertinggal (komoditas unggulan: sagu);

4l pengembangan daerah perbatasan di wilayah Maluku antara lain di
Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru;

5) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup
antara lain melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan,
peningkatan usaha ekonomi produktif baik berupa barang maupun
jasa (kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi), kegiatan
kemitraan konservasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan,
pembangunan rendah karbon, dan pemulihan lahan akses terbuka;
dan I

6) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah di daerah rawan
konflik.

D. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia,
terdapat 14 (empat belas) kabupaten di wilayah Nusa Tenggara yang
dikategorikan tertinggal yaitu 1 (satu) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Kabupaten Lombok Utara) dan 13 (tiga belas) kabupaten di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu
Raijua, dan Kabupaten Malaka). Semakin tinggi penyebab ketertinggalan pada
suatu indikator maka semakin tinggi prioritas intervensi pada indikator
tersebut. Daftar kabupaten tertinggal di wilayah Nusa Tenggara ditunjukkan
dalam Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5.
Daftar Kabupaten Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Nusa Tenggara

No Provinsi Kabupaten

1 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara

2 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat

3 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur
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No. Provinsi Kabupaten

4 Nusa Tenggara Timur Kupang

5 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan

6 Nusa Tenggara Timur Belu

7 Nusa Tenggara Timur Alor

8 Nusa Tenggara Timur [,embata

9 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao

10 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah

11 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya

t2 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur

13 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua

l4 Nusa Tenggara Timur Malaka

PPM daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara masih tinggi yakni 25,65o/0
(dua puluh lima koma enam lima persen) dengan PPM tertinggi yaitu Kabupaten
Sumba Tengah sebesar 34,620/o (tiga puluh empat koma enam dua persen),
Kabupaten Sabu Raijua sebesar 3},52oh (tiga puluh koma lima dua persen), dan
Kabupaten Sumba Timur sebesar 3O,O2o/o (tiga puluh koma nol dua persen),
sedangkan PPM nasional yaitu sebesar 9,41o/o (sembilan koma empat satu
persen) pada tahun 2019. Selain itu pengeluaran konsumsi per kapita relatif
rendah dengan rata-rata sebesar 6.933,57 ribu rupiah per tahun.

Daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara memiliki rata-rata IPM sebesar
62,27 (enam puluh dua koma dua tujuh) pada tahun 2Ol9 dengan IPM terendah
yaitu Kabupaten Sabu Raijua sebesar 56,66 (lima puluh enam koma enam
enam), Kabupaten Malaka sebesar 60,34 (enam puluh koma tiga empat), dan
Kabupaten Manggarai Timur sebesar 60,47 (enam puluh koma empat tujuh).
Nilai IPM wilayah Nusa Tenggara masih berada di bawah rata-rata nasibnal
sebesar 71,92 (tujuh puluh satu koma sembilan dua) pada tahun 2019, hal ini
disebabkan antara lain rendahnya rasio jumlah dokter per 1.000 (seribu)
penduduk dengan rasio sebesar 0,14 (nol koma satu empat), jumlah sarana-
prasarana kesehatan per 1.000 penduduk dengan rasio sebesar 0,8O (nol koma
delapan nol), serta jumlah SD dan SMP per 1.0OO (seribu) penduduk dengan
rasio sebesar 1,34 (satu koma tiga empat).

Adapun capaian dan target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada
indikator IPM dan PPM daerah tertinggal wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat
pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6.
Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada Indikator IPM dan

PPM Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

20t8 2019 2024 2018 20t9 2024

Lombok Utara 63,83 64,49 68,03 28 , 83 29,o3 27,41

Sumba Barat 62,91 63,56 67,1 28,51 28,29 25,45

Sumba Timur 64 65 65,34 6g,gg 30 1 3 30,O2 28,19

Kupang 63 , 55 64,43 67,97 23,1O 23,O3 18,52

Timor Tengah Selatan 61,58 62,23 65,77 28,06 27,97 26,94

BeIu 61,86 62,54 66,09 15,7O 15,54 14,O9

Alor 60,r4 61,03 64,57 21,63 21,59 20,48

Lembata 63,96 64,91 68,45 26,45 26 3 23 69

Rote Ndao 61,51 62,22 65,76 28,O9 27,95 22 , 84

Sumba Tengah 60,o7 61,01 64 , 55 34,85 34,62 31,09

Sumba Barat Daya 61,89 62,6 66 1 4 28,88 28,06 24,38

Manggarai Timur 59,49 60,47 64,O1 26,5 26,49 24,55

Sabu Raijua 55,79 56,66 60 2 30,93 30,52 25,93

Malaka 59,66 60,34 63 , 88 16,34 16,12 14,96

Nusa Tenggara Barat 67,3O 68,14 t4,75 L3,97

Nusa Tenggara Tlmur 64,39 65,23 21,35 20,9O

Nasional 71,39 71,92 9,66 9,41

Rata-rata 62 DT 58,1 I 58,91 62,45 26,L2 25,95 23,75

Pada aspek kemampuan keuangan daerah, daerah tertinggal di witayah Nusa
Tenggara masih rendah dengan rata-rata sebesar 346.369juta rupiah, sehingga
pembangunan daerah relatif terbatas. Di sisi lain potensi bencana di wilayah
Nusa Tenggara sangat tinggi.
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1. Isu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

a. PerekonomianMasyarakat

1) belum dikembangkannya kawasan pertanian dan peternakan
yang memiliki potensi yang sangat besar di wilayah Nusa
Tenggara untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah
yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan pemanfaatan
teknologi yang masih terbatas;

2l belum terintegrasinya sumber daya antarkawasan berbasis
tipologi perdesaan dan daerah tertinggal. Di samping itu,
kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi
masih terbatas; t

3) tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah karena
terbatasnya kapasitas dan akses masyarakat miskin termasuk
komunitas adat terpencil, dan kelompok marginal lainnya
terhadap aset dan sumber daya ekonomi;

4) belum optimalnya pengelolaan BUM Desa dan KUKM sebagai
pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pengembangan produk
unggulan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal;

5) belum optimalnya pengembangan pariwisata daerah tertinggal
serta melalui pengembangan pariwisata berbasis alam,
komunitas, budaya, dan ekonomi kreatif memanfaatkan
keberadaan KSPN Labuan Bajo, KSPN Mandalika, dan kawasan
strategis ekonomi sekitarnya; dan

6) masih rendahnya usaha masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya perikanan dan kelautan termasuk dalam pengembangan
kawasan perikanan antara lain di Kabupaten Sumba Timur dan
Kabupaten Rote Ndao.

b. Sarana-Prasarana

1) belum meratanya ketersediaan bahan bakar dan energi lisrik
daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara;

2) masih rendahnya jaringan telekomunikasi dan informatika serta
terbatasnya pemanfaatan untuk mendukung pengembangan dan
promosi pariwisata, pemasaran produk unggulan daerah
tertinggal di wilayah Nusa Tenggara;
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3) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih antara
lain di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan
Kabupaten Kupang serta terbatasnya sarana-prasarana
permukiman dan wilayah antara lain di Kabupaten Lombok
Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba
Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu
Raijua; dan

4) belum meratanya layanan pendidikan di daerah 3T dan
perbatasan yang disebabkan terbatasnya sarana-prasarana
pendidikan seperti SD, SMP, ruang kelas baru, dan mes guru di
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten
Manggarai Timur, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Aksesibilitas
1) masih rendahnya konektivitas antarwilayah daerah tertinggal di

Nusa Tenggara serta dengan daerah pusat pertumbuhan
terutama melalui pemanfaatan jalur transportasi laut/udara
untuk mendukung sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang
berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah;

2l terbatasnya infrastruktur dan moda transportasi darat yang
mengakibatkan rendahnya aksesibilitas menuju daerah potensi
ekonomi, wilayah perbatasan, dan daerah terisolir;

3) rendahnya kualitas dan ketersediaan jalan dan jembatan untuk
mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata,
serta masih terdapat daerah yang terpencil dan terisolir; dan

4l rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal
bidang pendidikan dan kesehatan antara lain karena akses
menuju layanan kesehatan dan pendidikan terutama di daerah
3T yang terbatas.

d. Sumber Daya Manusia
1) masih tingginya angka stunting antara lain di Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur,
Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Sabu
Raijua, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten
Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba
Timur;
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e

2) rendahnya jumlah dan kualitas dokter, tenaga kesehatan, serta
layanan kesehatan terutama di wilayah 3T;

3) rendahnya akses layanan kesehatan masyarakat terutama di
wilayah yang terbatas sarana-prasarana kesehatan;

4) masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena belum
meratanya layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas
terutama di daerah 3T; dan

5) belum optimalnya peran lembaga pendidikan dan keterampilan
serta kelembagaan sosial budaya dalam peningkatan kualitas dan
kompetensi pelajar dan pemuda dalam pengelolaan sumber daya
ekonomi di wilayah Nusa Tenggara.

Karakteristik Daerah

1) tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan,
tsunami, dan gempa bumi akibat posisi sesar aktif di kepulauan
Nusa Tenggara;

2l belum optimalnya penerapan model pembangunan berkelanjutan
sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk dalam
pemanfaatan jasa lingkungan dan pengelolaan kawasan
konservasi/ taman nasional;

3) belum optimalnya pengembangan pulau kecil dan terluar di
wilayah Nusa Tenggara antara lain di Kabupaten Rote Ndao,
Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor;

4) belum optimalnya pengembangan daerah perbatasan di wilayah
Nusa Tenggara antara lain di Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor,
Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu; dan

5) belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan sosial budaya
untuk mengurangi dan merehabilitasi konflik sosial di
masyarakat di berbagai tempat daerah tertinggal di wilayah Nusa
Tenggara.

f. Kemampuan Keuangan Daerah

1) masih rendahnya kapasitas aparatur sipil negara akibat
terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sehingga
sumber daya ekonomi belum dikelola secara optimal untuk
mendukung pembangunan daerah tertinggal; ,
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2) belum optimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi dan
informasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah
terutama melalui sektor pariwisata; dan

3) belum diterapkannya e-GOVyang terintegrasi dan terpadu dalam
tata kelola keuangan daerah.

2. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal wilayah Nusa
Tenggara antara lain melalui peningkatan produksi dan nilai tambah
komoditas unggulan setempat untuk mendorong pengembangan ekoqomi
lokal sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Percepatan
pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui
pengembangan industri pada SKPT. Untuk mendukung pintu gerbang
pariwisata alam dan budaya melalui pengembangan pariwisata berbasis
alam dan bahari, budaya, dan pengembangan industri ekonomi kreatif.

Adapun pusat pertumbuhan/kawasan strategis yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah
tertinggal wilayah Nusa Tenggara antara lain PKSN Atambua, PKSN
Kefamenanu, DPP Labuan Bajo, dan KEK Mandalika untuk mengakselerasi
sektor pariwisata wilayah Nusa Tenggara yang sangat potensial dan produk
unggulan lainnya. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan
tersebut menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Wilayah
dan Pusat Kegiatan Nasional di Nusa Tenggara.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan, diperlukan
pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir
(keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan
antarnegara melalui sistem transportasi darat, laut, dan udara, termasuk
meningkatkan pemanfaatan tol laut.

Gambar3.6...
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Gambar 3.6. Peta Seba.ran Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 da'I Pusat Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara

Strategi
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Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal
di wilayah Nusa Tenggara, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan
adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan perekonomian
masyarakat di wilayah Nusa Tenggara yaitu:

1) pengembangan desa wisata di daerah tertinggal;

2l ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas berupa
bantuan sarana produksi (saprodi) dalam rangka peningkatan
produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas;

3) bantuan peningkatan nilai tambah prukades di daerah tertinggal
untuk komoditi jagung, padi, dan kelapa;

4l pengelolaan sumber daya perikanan antara lain melalui perlindungan
dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati
laut dan penyediaan bantuan sarana-prasarana perikanan baik
tangkap maupun budi daya;

5) riset dan inovasi teknologi berupa Smart Farming 4.O (penciptaan
ekosistem) dan duta petani muda dalam rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian presisi
di daerah tertinggal;

6) pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk menunjang
penghidupan masyarakat (liuelihood) melalui perlindungan sosial
dengan penyelenggaraan program sembako;

7l peningkatan kapasitas BUM Desa dan koperasi untuk mendukung
pengembangan produk unggulan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi
di daerah tertinggal melalui pengembangan BUM Desa serta fasilitasi
sistem digitalisasi pada koperasi;

8) peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
melalui fasilitasi dan pembinaan UMKM;

9) pengembangan SKPT Sumba Timur untuk meningkatkan
pengelolaan sumber daya bahari yang lebih optimal antara lain
melalui penyediaan sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di
sektor KP dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri;

10) pengelolaan perbenihan ikan berupa bantuan benih bermutu ikan air
laut, air payau, dan air tawar;
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11) penataan dan pemanfaatan jasa kelautan antara lain melalui
pengembangan wisata bahari;

12) penguatan kapasitas usaha melalui usaha mikro yang difasilitasi
perluasan j angkauan pemasaran melalui e-commerce / online;

13) pendidikan, pelatihan vokasi, dan penyuluhan serta peningkatan
nilai tambah dan daya saing industri pertanian sebagai bentuk
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas;

14) fasilitasi pengembangan destinasi dan promosi kawasan pariwisata
daerah (Festival Kuda Sandalwood, Kain Tenun Ikat dan Tenun
Pewarna Alami, Pasola) yang diintegrasikan dengan pengembangan
desa wisata berbasis wisata alamlbahari, sejarah/budaya, industri
kerajinan dan ekonomi kreatif, serta aplikasi teknologi dan digital
(e-ticketingl dengan memanfaatkan KSPN Labuan Bajo, KSPN
Mandalika, dan kawasan strategis ekonomi sekitarnya, fasilitas dan
pembinaan Pemerintah Desa/Desa Berinovasi, Festival Sasando, dan
Festival Tenun Ikat;

15) penumbuhan KEK Melolo-Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
(kawasan transmigrasi serta agroindustri gula, peternakan,
perikanan tangkap, dan pariwisata) dilengkapi keberadaan SKPT
Sumba Timur, penumbuhan KEK Moru (industri perikanan dan
pariwisata), penumbuhan KEK Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao
(industri pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budi daya),
dilengkapi keberadaan SKPT Rote Ndao;

16) peningkatan produksi dan pengolahan produk unggulan melalui
penyediaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah
perbatasan fiagung, padi, penepung jagurg, penggilingan mi jagung,
sapi, kopi, kelapa, jambu mete, alpukat, kemiri, pinang, pisang) serta
pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik
perdagangan; dan

17) pengembangan desa wisata di daerah tertinggal melalui
pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha bagi masyarakat
sebagai pemasok industri pariwisata, serta pembinaan sumber daya
manusia dan penguatan kapasitas desa wisata di daerah tertinggal
(stimulan, pelatihan pengelolaan aset dan manajemen wisata, serta
monitoring dan evaluasi untuk pengembangan pariwisata).
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b. Peningkatan Sarana-Prasarana 
Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan sarana-
prasarana daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara antara lain sebagai
berikut:
1) penyediaan bahan bakar dan energi listrik melalui pendistribusian

jenis BBM tertentu dan BBM khusus, supervisi progres
pembangunan penyalur BBM satu harga, dan koordinasi dan
sinkronisasi program pembangunan infrastruktur EBTKE dalam
rangka pemerataan energi listrik di daerah tertinggal;

2) penyediaan sarana-prasarana telekomunikasi dan informatika untuk
mendukung pengembangan dan promosi pariwisata, pemasaran
produk unggulan daerah, dan layanan publik dengan penyediaan dan
pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi berupa
sarana pengembangan kawasan lBTSlLastmile serta akses internet;

3) peningkatan ketahanan sumber daya air melalui pengembangan
bendungan di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
dan Kabupaten Kupang, danau, dan bangunan penampung air
lainnya, pengembangan jaringan air tanah dan air baku,
pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan nonpadi;

4) penyediaan sarana-prasarana permukiman dan air bersih antara lain
di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten
Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu
Raijua melalui penyelenggaraan air minum yang layak,
pembangunan rumah khusus di Kabupaten Sumba Timur dan
Kabupaten Manggarai Timur; dan

5) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara lain di
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten
Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai Timur,
dan Kabupaten Sabu Raijua.

Peningkatan Aksesibilitas
Peningkatan aksesibilitas di daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara
dapat dilakukan melalui:
1) peningkatan aksesibilitas wilayah melalui pengembangan

transportasi darat menuju daerah potensi ekonomi, wilayah
perbatasan, dan terisolir melalui pembangunan Terminal Barang
Internasional Motaain NTT;

c
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2l pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
melalui preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan, preservasi rutin
jembatan, serta penanganan drainase, trotoar dan fasilitas
keselamatan jalan antara lain preservasi jalan Baranusa-Kabir,
preservasi jalan Kalabahi-Taramana dan Junction-Lapter Mali,
preservasi jalan Waikelo-Kota Waikabubak, preservasi jalan dalam
Kota Kupang-Bolok-Tenau, preservasi jalan Oesapa-Batas Kota Soe,
preservasi jalan Bolow-Seba-Mesara, preservasi jalan Bts. Kota
Kefamenanu-Atambua-Motaain, preservasi jalan Taramana-Lantoka-
Maritaing, preservasi dan pelebaran jalan Papela-Pantebaru-Baa,
preservasi jalan Bts. Kota Ruteng-km. 2lO, dan preservasi jalan
Krr.. 21 0-Batas Kabupaten Manggarai;

3) peningkatan konektivitas transportasi laut melalui pembangunan
gedung kantor Pelabuhan Lewoleba; dan

4l peningkatan konektivitas wilayah dengan pusat pertumbuhan dan
sistem logistik nasional antara lain melalui penyelenggaraan
angkutan laut perintis.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal di
wilayah Nusa Tenggara dapat dilakukan strategi yang dapat mendukung
kebijakan tersebut yaitu:
1) konvergensi pencegahan shtnting dan peningkatan usaha kesehatan

berbasis masyarakat antara lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba
Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten
Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba
Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Timur;

2) peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan
bidang pendidikan dalam rangka pembinaan gizi masyar4kat,
fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat;

3) pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain
melalui pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan;

4) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan
pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat di wilayah Nusa
Tenggara melalui pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan, bantuan pendidikan dasar dan menengah/guru
non-PNS penerima insentif, pembinaan guru dan tenaga
kependidikan, dan pendidikan dasar;
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5) peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal antara lain
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; dan

6) pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja
binalattas melalui pelatihan bidang industri/PBK.

Penanganan Karakteristik Daerah
Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan
karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Nusa
Tenggara, antara lain:
1) pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim antara

lain melalui pengadaan sarana-prasarana jaringan komunikasi
Pusdalops, inventarisasi, verilikasi, dan pendampingan analisis
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penanganan
bencana yang efektif (bantuan peralatan kebencanaan tenda
pengungsi);

2l pelatihan ketahanan bencana dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh bencana melalui budaya sadar
bencana;

3) pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan antara lain melalui
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pengelolaan kawasan
konservasi;

4l pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di perbatasan
negara dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah NusaTenggara antara
lain di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten
Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten
Malaka, dan Kabupaten Alor; dan

5) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditi
unggulan terutama di PKSN Atambua, Kabupaten Belu.

f. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah
Nusa Tenggara yaitu:
1) peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara

melalui pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan
masyarakat desa, bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset
desa;

e
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2l peningkatan sumber-sumber pendapatan melalui fasilitasi
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi penerapan
belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar;

3) perbaikan tata kelola keuangan daerah antara lain melalui penguatan
kelembagaan pemerintah desa dan penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang mendukung iklim investasi terutama di wilayah
3T; dan

4) pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi
penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di
wilayah 3T).

E. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia,
terdapat 3 (tiga) kabupaten di wilayah Sulawesi yang dikategorikan tertinggal
yaitu 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala,
Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi). Semakin tinggi penyebab
ketertinggalan pada suatu indikator maka semakin tinggi prioritas intervensi
pada indikator tersebut. Daftar kabupaten tertinggal di wilayah Sulawesi
ditunjukkan dalam Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7.
Daftar Kabupaten Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Sulawesi

No. Provinsi Kabupaten

1 Sulawesi Tengah Donggala

2 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una

3 Sulawesi Tengah Sigi

Daerah Tertinggal di wilayah Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah
yang memiliki rata-rata IPM sebesar 66,06 (enam puluh enarn koma nol enam)
pada tahun 2Ol9 dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Tojo Una-Una sebesar
64,52 (enam puluh empat koma lima dua) dan Kabupaten Donggala sebesar
65,49 (enam puluh lima koma empat sembilan). Nilai IPM wilayah Sulawesi
masih di bawah IPM nasional sebesar 71,92 (tujuh puluh satu koma sembilan
puluh dua) pada tahun 2019. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya rasio
jumlah dokter per 1.000 (seribu) penduduk dengan nilai rasio sebesar O,12 (nol
koma satu dua), jumlah sarana-prasarana kesehatan per 1.000 (seribu)
penduduk dengan rasio sebesar 1,15 (satu koma satu lima), serta terbatasnya
ketersediaan SD dan SMP per 1.000 (seribu) penduduk dengan rasio sebesar
1,56 (satu koma lima enam).
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Indikator makro lainnya yaitu PPM, 3 (tiga) daerah tertinggal di Sulawesi
memiliki PPM sebesar l6,24oh (enarn belas koma dua empat persen) dengan PPM
tertinggi yaitu Kabupaten Donggala sebesar l8,4Oo/o (delapan belas koma empat
nol persen), Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 17,160/0 (tujuh belas koma satu
enam persen), dan Kabupaten Sigi sebesar 12,91% (dua belas koma sembilan
satu persen), sedangkan angka nasional PPM yaitu sebesar 9,41% (sembilan
koma empat satu persen) pada tahun 2OI9. Adapun capaian dan target
STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada indikator IPM dan PPM daerah
tertinggal wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada Indikator IPM dan

PPM Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

2018 2019 2024 2018 20t9 2024

Donggala 65 1 4 65,49 69,03 18,03 18,4 17,lg
Tojo Una-Una 63 38 64,52 68,06 18,27 17,16 1 1,93

Sigi 67,66 68,16 71,7 12,6 12,91 1 1,90

Sulawesi Tengah 68,99 69,5O 14,O1 12,92

Nasional 7L,39 7L,92 9166 9,41

Rata-rata 62 DT 58,1 1 58,91 62,45 26,12 25,85 23,75

Kondisi perekonomian daerah tertinggal relatif rendah ditandai rendahnya
pengeluaran konsumsi per kapita di wilayah Sulawesi dengan rata-rata sebesar
7.983,33 ribu rupiah per tahun dan kemampuan keuangan daerah dengan rata-
rata sebesar 396.862 juta rupiah. Infrastruktur jalan juga terbatas dengan
indikasi desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas berupa diperkeras
dengan persentase desa sebesar 13,27yo (tiga belas koma dua tujuh persen),
jalan aspal dengan persentase desa sebesar 65,lOo/o (enam puluh lima koma satu
nol persen). Di sisi lain tiga daerah tertinggal di wilayah Sulawesi merupakan
wilayah yang rawan bencana.
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1. Isu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal wilayah Sulawesi
a. Sarana-Prasarana

1) ketersediaan bahan bakar daerah tertinggal di wilayah Sulawesi
yang belum merata;

2l masih kurangnya sarana-prasarana telekomunikasi dan
informatika yang mendukung kegiatan ekonomi antara lain di
Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi;

3) daerah tertinggal di wilayah Sulawesi adalah daerah yang
terdampak bencana, sehingga menyebabkan kerusakan sarana-
prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sigi dan
Kabupaten Donggala;

4l masih rendahnya ketersediaan sarana-prasarana air bersih,
sanitasi, dan permukiman daerah tertinggal di Kabupaten Sigi
dan Kabupaten Donggala; dan

5) kurangnya sarana-prasarana pendukung pengembangan
ekonomi lokal dan pariwisata antara lain keterbatasan sarana-
prasarana ekonomi/pasar, jaringan internet, dan penyediaan
akses listrik.

b. Perekonomian Masyarakat
1) belum optimalnya pengembangan pariwisata di daerah tertinggal

hal ini disebabkan antara lain sarana-prasarana dan manajemen
pariwisata yang terbatas;

2l belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan dan
pengelolaan kawasan pertanian;

3) masih rendahnya peran lembaga lokal dalam mendukung
pengembangan produk unggulan berbasis pengembangan
industri pengolahan sehingga pengelolaan potensi daerah
tertinggal meliputi perikanan, pariwisata, dan pertanian belum
dikelola dengan baik;

4l pengembangan dan pemasaran hasil produksi perikanan belum
didukung oleh sistem rantai suplai yang memadai, di sisi lain
posisi strategis Sulawesi Tengah sebagai penghubung Kawasan
Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia belum
dioptimalkan; dan '

5) masih tingginya angka kemiskinan terutama petani dan nelayan
karena kapasitas yang terbatas dan tingkat pendapatan yang
rendah.
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Sumber Daya Manusia
1) tingginya angka stunting di Kabupaten Sigi dan Kabupaten

Donggala;

2l rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kesehatan antara
lain disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pelatihan sumber
daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas
kader posyandu/bidan puskesmas/puskesmas pembantu serta
pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan yang masih
terbatas;

3) terdapat daerah yang memiliki keterbatasan layanan pendidikan
karena rendahnya tenaga kependidikan dan sarana-prasarana
pendidikan yang kurang memadai; dan

4) masih rendahnya kapasitas tenaga kerja dalam mendukung
perekonomian masyarakat di wilayah Sulawesi.

d. Aksesibilitas
1) rendahnya aksesibilitas di wilayah Sulawesi akibat terbatasnya

sarana-prasarana jalan dan jembatan serta transportasi darat
menuju kawasan sentra produksi, kawasan pariwisata serta
kawasan strategis ekonomi lainnya;

2l belum optimalnya pengembangan transportasi laut/Angkutan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) untuk mendukung
konektivitas antarwilayah, di sisi lain, daerah tertinggal di wilayah
Sulawesi dapat sebagai penghubung antara Kawasan Timur dan
Kawasan Barat Indonesia; dan

3) masih terdapat daerah dengan akses yang rendah ke pelayanan
kesehatan.

Karakteristik Daerah
1) tingginya potensi bencana di daerah tertinggal di wilayah Sulawesi

yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan
adaptasi yang komprehensif termasuk dalam pemulihan daerah
pascabencana;

2) belum optimalnya pengelolaan daerah sungai dan kawasan
konservasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
dan

3) masih rendahnya akses pangan dan gizi masyarakat karena
belum optimalnya pemanfaatan lahan dan sumber pangan lokal.

e
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f. Kemampuan Keuangan Daerah

1) semua daerah tertinggal di wilayah Sulawesi memiliki kapasitas
keuangan daerah yang rendah, antara lain karena masih
rendahnya kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola
sumber-sumber pendapatan asli daerah;

2l belum terkonsolidasinya data dan sistem dalam pengelolaan aset
dan keuangan daerah; dan

3) belum optimalnya tata kelola keuangan daerah terkait
administrasi pengelolaan aset desa dan pemanfaatan sistem
elektronik bagi pelayanan publik.

2. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Pengembangan potensi daerah tertinggal di wilayah Sulawesi
memperhatikan potensi yang dimiliki pada setiap kabupaten sehingga
diharapkan dapat menghasilkan potensi unggulan wilayah. Dalam rangka
mengembangkan sektor perkebunan, perikanan, dan produk pertanian
lainnya yang merupakan sektor basis di seluruh daerah tertinggal di wilayah
Sulawesi maka diperlukan pengembangan potensi wilayah dari kriteria hulu
dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan
dapat mentransformasikan struktur ekonomi wilayah dari perkebunan,
perikanan, dan produk pertanian lainnya ke industri dengan berbasis pada
agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada
keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya.

Adapun pusat pertumbuhan/kawasan strategis yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah
tertinggal wilayah Sulawesi antara lain PKSN Tahuna, DPP
Manado-Likupang, DPP Makassar-Selayar-Toraja, DPP Wakatobi, Wilayah
Metropolitan Makassar, Wilayah Metropolitan Manado, KEK Bitung, dan KEK
Palu. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut
menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat
Kegiatan Nasional di Sulawesi. Hal ini didukung dengan peningkatan
konektivitas antarwilayah dan antarnegara melalui sistem transportasi
darat, laut, dan udara, termasuk meningkatkan pemanfaatan tol laut.
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Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal
di wilayah Sulawesi, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan adalah
sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana-Prasarana

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan sarana-prasarana di
wilayah Sulawesi yaitu:

1) pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus, pengembangan
gardu induk, supervisi progres pembangunan penyalur BBM satu
harga;

2l penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
antara lain melalui sarana pengembangan kawasan IBTSlLastmile di
Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi;

3) peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan di
Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;

4l peningkatan ketahanan sumber daya air melalui pengembangan
jaringan air tanah dan air baku, serta pengembangan jaringan irigasi
permukaan, rawa, dan non-padi;

5) peningkatan kinerja penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi,
dan peningkatan rumah layak huni, permukiman dan transmigrasi
antara lain melalui penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang
layak;

6) pengembangan transmisi dan gardu induk serta penyediaan tenaga
listrik; dan

7l penyediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan
ekonomi lokal dan pariwisata antara lain melalui peningkatan
kemampuan pengelolaan pasar rakyat serta pelatihan dan
pengembangan kapasitas pelaku usaha.

b. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan perekonomian
masyarakat daerah tertinggal di wilayah Sulawesi antara lain sebagai
berikut:

1) pengembangan desa wisata di daerah tertinggal;
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2l pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung komoditi
unggulan kelapa melalui peningkatan ketersediaan akses dan
konsumsi pangan berkualitas berupa bantuan saprodi (sarana
produksi), dan penerapan literasi digital;

3) pengembangan BUM Desa untuk memenuhi kebutuhan desa dan
KUKM untuk mendukung pengetnbangan produk unggulan berbasis
pengembangan industri pengolahan pertanian dan perikanan;

4) pengembangan produk unggulan daerah melalui penyediaan alat
pascapanen produk unggulan di wilayah 3T dan perbatasan;

5) pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi antara lain
melalui fasilitasi sistem digitalisasi pada koperasi, serta pelatihan
kepada pengurus atau pengelola koperasi;

6) pendidikan, pelatihan vokasi, dan penyuluhan yang didukung
penerapan Smart Farming 4.O (penciptaan ekosistem) dan
peningkatan nilai tambah prukades serta riset dan inovasi teknologi;

7) peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
berupa fasilitasi dan pembinaan UMKM;

8) perlindungan sosial melalui penyelenggaraan program sembako;

9) pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik
perdagangan melalui pembangunan/revitalisasi pasar ra}ryat;

10) penyediaan sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di sektor
KP untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;

11) peningkatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara lain
pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner; dan

12) pengelolaan sumber daya perikanan antara lain melalui perlindungan
dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati
laut dan penyediaan bantuan sarana-prasarana perikanan baik
tangkap maupun budi daya.
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c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal wilayah
Sulawesi dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1) konvergensi pencegahan stunting di desa didukung oleh peningkatan

usaha kesehatan berbasis masyarakat antara lain di Kabupaten Sigi
dan Kabupaten Donggala;

2l peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan
melalui pembinaan gizi masyarakat, fasilitasi dan pembinaan
kelompok masyarakat;

3) pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional melalui
pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan;

4l pemerataan layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas melalui
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelajaran, penyediaan data dan statistik serta pengembangan
dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan
kebudayaan;

5) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui
pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;

6) pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga melalui antara lain
orientasi peningkatan kesehatan kerja bagi masyarakat, fasilitasi dan
pembinaan pemerintah daerah/provinsi yang difasilitasi dan dibina
terkait penguatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) serta penyediaan
sarana-prasarana/ penyediaan pos UKK kit;

7) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan
peningkatan sarana kesehatan; dan

8) peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal melalui
pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja
binalattas melalui pelatihan bidang industri/PBK.

d. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggat di wilayah Sulawesi dapat
dilakukan melalui:

1) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
antara lain preservasi jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana,
preservasi jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana MyC,
preservasi jalan Tagolu - Malei - Uekuli - Marowo - Ampana MyC,
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preservasi jalan Tagolu Malei Uekuli Marowo - Ampana,
preservasi jalan Malala - Ogotua - Ogoamas - Tonggolobibi, preservasi
jalan Tompe - Pantoloan - Surumana, preservasi jalan Tonggolobibi -
Sabang - Tambu - Tompe melalui preservasi pemeliharaan rutin
jalan, penanganan drainase, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan,
serta preservasi jembatan;

2) peningkatan aksesibilitas infrastruktur konektivitas transportasi
darat melalui prasarana bidang konektivitas darat; dan

3) pembangunan aksesibilitas melalui transportasi laut/ASDP untuk' meningkatkan konektivitas antarwilayah antara lain melalui
pengadaan Emergencg Assistance fo, Rehabilitation And
Reconstntction (EARR) Port of Pantoloan Donggala Wani.

Penanganan Karakteristik Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan
karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Sulawesi,
antara lain:

1) mitigasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana antara lain melalui
budaya sadar bencana, inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan
analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta
pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan,
dan pengaman pantai; dan

2l pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
antara lain melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan,
pembangunan rendah karbon, dan pemulihan lahan akses terbuka.

f. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah
Sulawesi yaitu:

1) meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui bimbingan
teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa;

2l peningkatan sumber-sumber pendapatan antara lain melalui
fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi
penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan
dasar;

e
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3) perbaikan tata kelola keuangan daerah antara lain melalui penguatan
kelembagaan pemerintah desa, penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang mendukung iklim investasi terutama di wilayah
3T, pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi
penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di
wilayah 3T).

F. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia,
terdapat 7 (tujuh) kabupaten di wilayah Sumatera yang dikategorikan tertinggal
yaitu 4 (empat) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Nias,
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat),
1 (satu) kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan
Mentawai), 1 (satu) kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Musi
Rawas Utara), dan 1 (satu) kabupaten di Provinsi Lampung (Kabupaten Pesisir
Barat). Semakin tinggi penyebab ketertinggalan pada suatu indikator maka
semakin tinggi prioritas intervensi pada indikator tersebut. Daftar kabupaten
tertinggal di wilayah Sumatera ditunjukkan dalam Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9.
Daftar Kabupaten Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Sumatera

No Provinsi Kabupaten

1 Sumatera Utara Nias

2 Sumatera Utara Nias Selatan

3 Sumatera Utara Nias Utara

4 Sumatera Utara Nias Barat

5 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai

6 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara

7 Lampung Pesisir Barat

Daerah tertinggal di wilayah Sumatera memiliki rata-rata IPM sebesar 62,25
(enam puluh dua koma dua lima) pada tahun 2Ol9 dengan IPM terendah yaitu
Kabupaten Nias Barat sebesar 61,14 (enam puluh satu koma satu empat),
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,26 (enam puluh satu koma dua
enam), Kabupaten Nias Selatah sebesar 61,59 (enam puluh satu koma lima
sembilan) dan Kabupaten Nias sebesar 61,65 (enam puluh satu koma enam
lima). Nilai IPM wilayah Sumatera berada di bawah IPM nasional sebesar 71,92
(tujuh puluh satu koma sembilan dua) pada tahun 2019.
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Untuk indikator makro lainnya yaitu PPM, daerah tertinggal di Sumatera
memiliki PPM sebesar 18,160/o (delapan belas koma satu enam persen) dengan
PPM tertinggi yaitu Kabupaten Nias Barat sebesar 25,51o/o (dua puluh lima koma
lima satu persen), dan Kabupaten Nias Utara sebesar 24,99o/o (dua puluh empat
koma sembilan sembilan persen), sedangkan PPM nasional yaitu sebesar 9,41o/o
(sembilan koma empat satu persen) pada tahun 2otg.Indikator perekonomian
daerah tertinggal juga rendah ditandai dengan rendahnya kemampuan
keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 382.59O juta rupiah, serta rata-rata
pengeluaran konsumsi per kapita yang sebesar 7.I57,29 ribu rupiah pertahun.

Adapun capaian dan target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada
indikator IPM dan PPM daerah tertinggal wilayah Sumatera dapat dilihat pada
tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Capaian dan Target STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 pada Indikator IPM dan

PPM Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

Kabupaten

IPM PPM

Capaian Target Capaian Target

20t8 2019 2024 2018 2019 2024

Nias 60,82 61,65 65,19 16,37 15,94 13,84

Nias Selatan 60,75 61,59 65,13 16,65 16,45 15,50

Nias Utara 61,08 61,98 65,52 26,56 24,99 17,46

Nias Barat 60,42 61,14 64,68 26,72 25,51 19,65

Kepulauan Mentawai 60,28 61,26 64 8 14,44 14,43 12,o7

Musi Rawas Utara 63,75 64,32 67,86 19,12 19,12 17,oo

Pesisir Barat 62,96 63,79 67,33 14,98 14,48 12,og

Sumatera Utara 71,18 71,74 9,22 8r75

Sumatera Barat 7L,73 72,39 6,65 6,28

Sumatera Selatan 69,39 70,O2 L2,8O L2,66

Lampung 69,o2 69,57 13,L4 L2,34

Naslonal 71,39 71,92 9166 9r4l
Rata-rata 62 DT 58,1 I 58,91 62,45 26,12 25,85 23,75
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Pada aspek sarana-prasarana wilayah daerah tertinggal di Sumatera, antara

lain rendahnya rasio jumlah dokter per 1.000 (seribu) penduduk dengan nilai
rasio sebesar 0,1O (nol koma satu nol), rendahnya kualitas jalan dengan indikasi
desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas berupa diperkeras dengan
persentase desa sebesar 25,O2o/o (dua puluh lima koma nol dua persen), jalan
aspal dengan persentase desa sebesar 52,O5o/o (lima puluh dua koma nol lima
persen), serta rendahnya persentase rumah tangga pengguna air bersih yaitu
sebesar 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen).

Selanjutnya, keterbatasan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan
ditandai dengan rendahnya jumlah SD dan SMP per 1.000 (seribu) penduduk
dengan rasio sebesar 1,20 (satu koma dua nol), rendahnya jumlah prasarana
kesehatan per 1.000 (seribu) penduduk dengan rasio sebesar 1,O5 (satu koma
nol lima). Selain itu, wilayah Sumatera merupakan wilayah yang rawan bencana,
hal ini ditandai dengan tingginya persentase desa gempa bumi sebesar 54,770
(lima puluh empat koma tujuh tujuh persen).

Isu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

a. Perekonomian Masyarakat

1) belum optimalnya pengelolaan produk unggulan untuk
mendukung pengembangan ekonomi daerah tertinggal di
Sumatera di sektor perikanan maupun di sektor pertanian;

2l rendahnya kewirausahaan, aktivitas industri pengolahan dan
perdagangan yang terbatas karena tidak didukung oleh sistem
logistik yang memadai menyebabkan dinamika perekonomian
perdesaan dan daerah tertinggal di Sumatera terutama di daerah
kepulauan dan 3T masih rendah;

3) masih rendahnya kapasitas lembaga ekonomi terutama di
perdesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal;

4) masih tingginya persentase penduduk miskin karena masih
rendahnya kapasitas masyarakat dan akses masyarakat terhadap
aset dan sumber daya ekonomi masih terbatas terutama pada
daerah-daerah kantong kemiskinan termasuk komunitas adat
terpencil; dan

5) belum optimalnya pengembangan ekonomi wilayah antara lain
karena sumber daya pariwisata daerah tertinggal di wilayah
Sumatera baik pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi
kreatif belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik.

1
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b. Sarana-Prasarana

1) masih kurangnya sarana-prasarana ekonomi serta masih
terbatasnya cakupan layanan dan kegiatan perdagangan untuk
mendukung pengembangan ekonomi lokal;

2l masih kurangnya sarana-prasarana telekomunikasi dan
informatika yang mendukung kegiatan ekonomi, layanan
kesehatan dan pendidikan, dan layanan publik lainnya terutama
di daerah kepulauan dan 3T di wilayah Sumatera antara lain
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Nias Barat;

3) masih belum meratanya fasilitas layanan pendidikan yang
berkualitas di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten
Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pesisir Barat seperti
sarana-prasarana pendidikan serta pembangunan perpustakaan
dan laboratorium; dan

4l masih rendahnya sarana-prasarana permukiman dan wilayah di
Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Pesisir Barat.

Sumber Daya Manusia

1) tingginya angka stunting dan gizi buruk antara lain di Kabupaten
Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten
Nias Selatan, dan Kabupaten Pesisir Barat;

2l masih rendahnya usaha kesehatan berbasis sumber daya
masyarakat antara lain penyelenggaraan posyandu, imunisasi,
dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang belum terlaksana
secara optimal;

3) tingkat pendidikan masyarakat masih rendah karena
ketersediaan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang
terbatas dan belum merata;

4l rendahnya akses siswa terhadap fasilitas dan media pembelajaran
di daerah kepulauan dan 3T; dan

5) rendahnya derajat kesehatan masyakat antara lain karena
rendahnya gizi masyarakat, belum optimalnya penanganan
penyakit menular (malaria) serta belum meratanya ketersediaan
dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas.

c
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d. Aksesibilitas
1) terbatasnya sarana-prasarana jalan dan jembatan untuk

mendukung konektivitas wilayah, menghubungkan daerah 3T ke
pusat pertumbuhan, dan sistem jaringan utama logistik
(pelabuhan/hub tol laut) akibat rendahnya kualitas infrastruktur
jalan di desa-desa;

2l terbatasnya pembangunan aksesibilitas antarwilayah yang
disebabkan daerah tertinggal di Sumatera umumnya wilayah
kepulauan dengan tingkat aksesibilitas masih rendah dan
terbatasnya transportasi laut/ASDP dan udara; dan

3) terbatasnya aksesibiltas menuju layanan kesehatan dan
pelayanan dasar di daerah kepulauan dan 3T yang disebabkan
terbatasnya pengadaan sarana penunjang pelayanan kesehatan
dan pendidikan.

Karakteristik Daerah

1) belum optimalnya pengelolaan sumber daya lahan di daerah
tertinggal di wilayah Sumatera;

2) daerah tertinggal di Sumatera yang berkarakteristik kepulauan
dan pesisir merupakan daerah rawan bencana namun upaya
mitigasi dan adaptasi dalam pembangunan daerah masih
terbatas;

3) kurang optimalnya pengembangan pulau kecil dan terluar di
wilayah Sumatera antara lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Pesisir
Barat; dan

4l rendahnya tingkat ketahanan pangan masyarakat kairena belum
optimalnya pengelolaan hutan berkelanjutan di Kabupaten Musi
Rawas Utara dan sumber daya pangan lokal.

f. Kemampuan Keuangan Daerah
1) masihnya rendahnya kapasitas aparatur sipil negara yang

disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil
negara; dan

2l belum optimalnya tata kelola keuangan daerah dan desa karena
masih rendahnya sistem penyelenggaraan administrasi keuangan
dan pengelolaan aset.
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2. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

Pengembangan potensi daerah tertinggal di wilayah Sumatera dengan
memperhatikan sektor unggulan terutama pada sektor pertanian dan
perkebunan. Dalam rangka mengembangkan potensi daerah tertinggal di
wilayah Sumatera maka diperlukan peningkatan produksi dan nilai tambah
komoditas unggulan setempat untuk mendorong pengembangan ekonomi
lokal, antara lain melalui pengembangan agroindustri dan pengembangan
kawasan pertanian dan perkebunan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan
struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri dengan berbasis pada
agroindustri.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan, diperlukan
pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir
(keterkaitan sektor), pemanfaatan pusat pertumbuhan/kawasan strategis
seperti DPP Danau Toba, DPP Padang-Bukittinggi, KEK Sei Mangkei,
Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan
Industri Way Pisang, dan Kawasan Industri Sebalang. Selanjutnya orientasi
pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah,
yakni ke Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Nasional di Sumatera
serta meningkatkan konektivitas antarwilayah dan antarnegara melalui
sistem transportasi darat, laut, dan udara, termasuk meningkatkan
pemanfaatan tol laut.

Gambar 3.8
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Gambar 3.8. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24 dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera
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Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal
di wilayah Sumatera, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan aaatafr
sebagai berikut:
a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tertinggal di
wilayah Sumatera dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1) peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas

berupa bantuan saprodi untuk meningkatkan peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran komoditas;

2) bantuan peningkatan nilai tambah prukades di daerah tertinggal
untuk komoditi kopi, pisang, kelapa;

3) BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa;
4) perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan

keanekaragaman hayati laut serta penyediaan bantuan sarana-
prasarana perikanan baik tangkap maupun budi daya dalam rangka
peningkatan sumber daya perikanan;

5) peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam
melalui fasilitasi dan pembinaan UMKM;

6) pengembangan SKPT;

7) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian dalam
rangka peningkatan nilai tambah dan pemasaran melalui Smart
Farming 4.o (penciptaan ekosistem) dan duta petani muda,
peningkatan kewirausahaan, kerja sama p"-""".", (online dan
offline), serta membangun sistem logistik dan ekosistem strategis
untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;

8) pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal
dan rawan pangan;

9) penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berupa logistik
hasil kelautan dan perikanan;

10) peningkatan kapasitas masyarakat terutama di kantong kemiskinan,
komunitas adat terpencil dengan melakukan perlind--ungan sosial
antara lain melalui penyelenggaraan program sembako;

negeri
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11) peningkatan usaha ekonomi desa dan daerah tertinggal melalui
pengembangan IKM/KUKM, literasi digital, pengembangan
manajemen koperasi, penguatan kapasitas usaha serta penumbuhan
wirausaha;

12) peningkatan produksi perikanan dan hasil laut yang diintegrasikan
dengan SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mandiri, serta
peningkatan produksi pertanian, riset dan inovasi teknologi dalam
rangka implementasi pertanian presisi dan pengembangan komoditi
unggulan kelapa, karet, kopi dan pisang;

13) pengembangan pemasaran produk unggulan melalui fasilitasi
pendaftaran produk, merek dagang, dan sertilikat halal;

14) pembangunan lumbung pangan dan pemberian alat pascapanen
untuk mendukung produk unggulan daerah;

15) pengembangan kawasan wisata melalui pelatihan sumber daya
manusia pariwisata (pramuwisata, pembuatan suvenir/cendera
mata, dan resepsionis pariwisata), pengembangan desa wisata dalam
mendukung KSPN serta sumber daya manusia tersertifikasi dan
memperoleh pembekalan bidang pariwisata serta gerakan sadar
wisata berupa sumber daya manusia pariwisata yang difasilitasi
pelatihan dan pembinaan masyarakat; dan

16) peningkatan mutu kualitas kerajinan berbahan baku lokal di
Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias
Barat melalui dukungan pemerintah daerah provinsi.

b. Peningkatan Sarana-Prasarana

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan sarana-prasarana di
wilayah Sumatera yaitu:

1) pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus, supervisi
progres pembangunan penyalur BBM satu harga, revitalisasi
PLT EBT, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
infrastruktur EBTKE;

2l penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berupa
sarana pengembangan kawasan lBTSlLastmile di Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Nias Barat;
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3) pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas antara lain di
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara,
Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan
Kabupaten Pesisir Barat melalui pembangunan dan rehabilitasi
prasarana pendidikan;

4l penyediaan sarana-prasarana permukiman dan wilayah melalui
pembangunan rumah khusus di Kabupaten Nias Utara dan
Kabupaten Pesisir Barat; dan

5) pengembangan gardu induk dan penyediaan tenaga listrik.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia daerah tertinggal di wilayah Sumatera antara lain
sebagai berikut:

1) penanganan stunting dan peningkatan surveilans gizi antara lain di
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara,
Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Pesisir Barat;

2l pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional melalui
pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa pengembangan
Rumah Sakit Pratama Nias Barat dan pembangunan baru
RS Pratama Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

3) peningkatan kesehatan berbasis sumber daya masyarakat antara lain
melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat serta
pelatihan bidang pendidikan untuk tenaga kesehatan;

4l peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran & dukungan
manajemen melalui pendayagunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk pembelaj ararL, penyediaan data dan statistik serta
pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk
pendidikan dan kebudayaan;

5) Jaminan Kesehatan Nasional melalui penugasan khusus tenaga
kesehatan secara individu dan pendayagunaan dokter spesialis;

6) penyehatan lingkungan melalui bantuan sarana-prasarana kesling kif
dan sanitaian kit;
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7l pembinaan gizi masyarakat berupa bantuan masyarakat kepada
balita kurus mendapat makanan tambahan dan ibu hamil
Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan serta
surveilan s gizi yang ditingkatkan kualitasnya;

8) pembinaan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan
bergerak; dan

9) dokter terbang (dokter spesialis yang diterbangkan ke Kabupaten
Nias) dan guru terbang melalui dukungan pemerintah daerah
provinsi.

d. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas untuk mendukung percepatan pembangunan
daerah tertinggal di daerah tertinggal wilayah Sumatera dapat dilakukan
melalui strategi sebagai berikut:

1) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
antara lain preservasi jalan dan jembatan Bts. Gunungsitoli
Tethosi - Lahusa - Teluk Dalam dan jalan dalam Kota Gunungsitoli
di Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli - Teluk Dalam di Kabupaten
Nias Selatan, Toa Pejat - Rokot - Sioban - Katiet di Kabupaten
Kepulauan Mentawai, ruas Bts. Prov Jambi - Maur - Terawas - Bts.
Kota Lubuklinggau - Sp. Periuk - Muara Beliti di Kabupaten Musi
Rawas Utara, ruas Bts. Prov. Bengkulu - Sp. Gunung Kemala -
Padang Tambak di Kabupaten Pesisir Barat;

2l peningkatan konektivitas transportasi darat melalui prasarana
bidang konektivitas darat;

3) pengembangan aksesibilitas infrastruktur konektivitas transportasi
udara melalui pembiayaan SBSN untuk pembangunan bandara baru
Mentawai;

4l peningkatan pelayanan transportasi udara antara lain penerbangan
perintis KPA Binaka Gunungsitoli di Kabupaten Nias Selatan; dan

5) pembangunan pelabuhan penyeberangan Teluk Dalam Tahap III di
Kabupaten Nias Selatan.
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Penanganan Karakteristik Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan
karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Sumatera,
antara lain:

1) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
melalui optimasi lahan telantar dan pelaksanaan pemulihan
lingkungan pada lahan akses terbuka;

2l ketahanan bencana antara lain melalui bantuan peralatan
kebencanaan trailer tangki air, penerapan satuan pendidikan aman
dari bencana, pemenuhan kebutuhan peralatan PB, pendampingan
pemulihan dan peningkatan fisik pada wilayah terdampak pada
sektor infrastruktur, budaya sadar bencana serta pelaksanaan
pendampingan personel Tim Reaksi Cepat daerah dalam penanganan
darurat;

3) pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di perbatasan
negara dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Sumatera antara lain
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias
Utara, dan Kabupaten Pesisir Barat; dan

4l pemulihan kualitas lingkungan, pengelolaan hutan berkelanjutan di
Kabupaten Musi Rawas Utara.

f. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah
Sumatera yaitu:
1) peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan aparat

pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa,
bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa;

2l peningkatan sumber-sumber pendapatan antara lain melalui
fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi
penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan
dasar; dan

3) perbaikan tata kelola keuangan daerah/desa antara lain melalui
penguatan kelembagaan pemerintah desa, pemberian layanan
pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan
Indonesia sadar Administrasi Kependudukan di wilayah 3T),
penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di wilayah 3T.
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BAB IV
PROGRAM-KEGIATAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

Program-kegiatan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal
meliputi program-kegiatan strategis kementerian/lembaga sebagai kebijakan
nasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta
indikasi kebutuhan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yang
memperhatikan karakteristik, potensi dan permasalahan serta prioritas
pembangunan di daerah tertinggal.

A. Program-Kegiatan Strategis Kementerian/Lembaga Mendukung Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Tabel 4. 1. Program-Kegiatan Strategis Kementerian/Lembaga Mendukung
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24

No.
Progrem-Kegiatan

Kementerian ll*.mbasa
Uraian Pregram-Kegtatarr

Kementerian1Lembaga
1 Kementerian Agama

Insentif dan Tunjangan Profesi Guru PAK Insentif Guru PAK Non-PNS
Insentif dan Tunjangan Profesi Guru PAK
PNS
Tunjangan Profesi Guru PAK Non-PNS
Tunjangan Profesi Guru PAK PNS

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI
PNS pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI
PNS pada Sekolah Umum

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non
PNS

Program Bimas Katolik Bimbingan Masyarakat Katolik
Program Kualitas Pengajaran
Pembelajaran

dan Peningkatan Mutu dan
Pendidikan Agama Buddha

Relevansi

Program Bimas Islam
Fasilitasi dan Pembinaan Industri Fasilitasi dan Pembinaan Industri

Fasilitasi pendaftaran
dagang, sertifikat halal

produk, merek

2 Kementerian Dalam Negeri
Bimbingan teknis dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimbingan teknis dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Fasilitasi penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada SPM pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada SPM pelayanan dasar

Fasilitasi peningkatan pajak Daerah dan
retribusi Daerah

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
mengenai Pajak dan Retribusi
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Na Frogram-Kegratan
Kemerrterian flr;mbagla

Uraian Program-Ke gratan
Keme*terianILembaga

Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa Lingkup Regional

Pelatihan aparat pemerintah desa dan
pengurus kelembaga€rn masyarakat desa

Pemberian bantuan sarana-prasarana
pemerintahan di perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-prasarana
pemerintahan di perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian layanan pencatatan sipil di
wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan
Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan/GISA di wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan sipil di
wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan
Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan/GlSA di wilayah 3T)

Penerapan inovasi daerah yang bersifat
tematik yang mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang bersifat
tematik yang mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penguatan kelembagaan pemerintah
desa (peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan pemerintah desa

3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di daerah tertinggal

BUM Desa yang dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

Fasilitasi pembangunan peningkatan
jalan desa strategis

Fasilitasi pembangunan peningkatan,jalan
desa strategis

Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal dan
rawan pangan

Pembangunan embung dan bangunan air
lainnya di daerah tertinggal dan rawan
pangan

Pengembangan desa wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata di daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan dan daerah tertinggal

Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal
perbatasan

Pembangunan embung dan bangunan air
lainnya di daerah tertinggal perbatasan

Smart Farming 4.O (Penciptaan
ekosistem) dan duta petani muda

Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Bantuan pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah perbatasan

Bantuan pengolahan pascapanen produk
unggulan daerah perbatasan

4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan
BBM Khusus

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan
BBM Khusus
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No
Program-Kegpatart

Kernenterian/[rmbaga
Uraian Program-Keglatan

KemonterianlLembaEa
Penyediaan Tenaga Listrik Penyediaan Tenaga Listrik
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan
pada Penyediaan dan Pendistribusian
BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa

Supervisi Progres Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Perencanaan, Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)

Perencanaan, Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi

Konverter Kif BBM ke Bahan Bakar Gas
untuk Nelayan Sasaran

5 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Program kualitas lingkungan hidup Pencegahan dan pemulihan kerusakan

pesisir dan pulau-pulau kecil

Perlindungan dan pemanfaatan kawasan
konservasi dan keanekaragaman hayati
laut

Program nilai tambah dan daya saing
industri

Pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri (sarana-prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor KP)

Program pendidikan dan pelatihan
vokasi

Pendidikan dan pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada masyarakat)

Program pengelolaan perikanan dan
kelautan

Logistik hasil kelautan dan perikanan

Pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan

Pengelolaan perbenihan ikan
Pengembangan perikanan tangkap dan
budi daya

Pengembangan SKPT (Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu)

6 Kementerian Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan publik kepada masyarakat

(penugasan khusus tenaga kesehatan
secara individu)

Kesehatan masyarakat Pelatihan bidang pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan anak serta
pembinaan gizi masyarakat

Pembinaan gizi masyarakat
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No.
Program-Kegratan

Ksment+f,ian l*ffibaga
Uraian Prograrrr*Ke #atarr

XsmenterianlLembaga
Sarana bidang kesehatan fasilitasi dan
pembinaan kelompok masyarakat

Pelayanan kesehatan dan JKN Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan
Pembinaan kesehatan masyarakat Pembinaan upaya kesehatan kerja dan

olahraga

Pembinaan pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan bergerak

7 Kementerian Ketenagakerj aan
Program peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja melalui
pelatihan dan pemagangan

Program peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga ke{a melalui
pelatihan dan pemagangan

Pendidikan dan pelatihan vokasi Pengembangan standardisasi kompetensi
kerja dan pelatihan kerja binalattas

Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal

Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal

8 Kementeria* Komunikasi dan Informatika
Pembinaan dan penerapan smart citg Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah

Daerah / Masterplan Smart Citu
Pengelolaan konten dan diseminasi
informasi publik

Komunikasi publik/diseminasi informasi
melalui media kominfo (GPR TV)

Komunikasi publik/diseminasi informasi
mengenai stunting
Komunikasi publik/diseminasi informasi
melalui media kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Pengembangan literasi digital bagi
masyarakat

Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/
literasi digital

Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
telekomunikasi dan informasi

Sarana pengembangan kawasan/akses
internet
Sarana Pengembangan Kawasan/BTS/
Lastmile

9 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pendampingan, pengawasan, penyuluhan
dan peningkatan sumber daya manusia
koperasi

QDD/kelompok masyarakat
membentuk koperasi

untuk

Pengembangan bisnis UKM jasa QDG/UKM yang difasilitasi peningkatan
manajemen dan mutu di sektor jasa

Pengembangan manajemen koperasi QDF/Koperasi yang difasilitasi sistem
digitalisasi

Penguatan kapasitas usaha BDG/usaha mikro yang difasilitasi
perluasan jangkauan pemasaran melalui
e-commerce/ online

SK No 105702 A

Peningkatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

No
Program-Keg*tart

Kementsriaf,r fl*fraga
Uraian Program-Kegiatan
Kanenterian/Ixmbaga

Peningkatan kualitas sumber daya
manusla

DAA/UKM yang
Kompetensinya melalui
Kapasitas yang terstandar

ditingkatkan
penguatan

SCF/Pengurus atau pengelola koperasi
yang diberikan pelatihan

10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaflan
Pemulihan kualitas lingkungan Lahan bekas pertambangan rakyat yang

dipulihkan

Lahan gambut yang direstorasi pada 7
provinsi

Program ketahanan bencana dan
perubahan iklim

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Program Pengelolaan
Berkelanjutan

Hutan Pengembangan
hutan

perbenihan tanaman

Peningkatan kapasitas kelompok usaha
perhutanan sosial
Peningkatan penyuluhan

Pengukuhan dan penatagunaan kawasan
hutan
Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan
konservasi
Pengelolaan kawasan konservasi

11
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Gerakan Sadar Wisata SDM pariwisata yang difasilitasi pelatihan
dan pembinaan masyarakat

Pelatihan bidang pariwisata SDM pariwisata yang difasilitasi pelatihan
dan pembinaan masyarakat

Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata SDM pariwisata yang tersertifikasi

L2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Layanan pembiayaan pendidikan tinggi Bantuan pendidikan tinggi

sarana-Pemban gunan / rehabilitasi
prasarana pendidikan

Pembangunan / rehabilitasi
sarana-prasarana pendidikan

Program PAUD Wajar 12 tahun PAUD Wajar 12 tahun

13 Kementerian Perdagangan
Pengembangan sarana distribusi
perdagangan dan kapasitas logistik
perdagangan

Fasilitasi dan pembinaan lembaga

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
danPeningkatan penggunaan

pemasaran produk dalam negeri
Fasilitasi dan pembinaan UMKM
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No
Program-Kegtatan

Kementerian/Lembaga
Uraian fuogram-Kegratan

KementerianlLembaga
14 Kementerian Perhubungan

Infrastruktur konektivitas transportasi
darat

Pembangunan / rehabilitasi/
pengembangan fasilitas transportasi darat

Infrastruktur konektivitas transportasi
laut

Prasarana bidang konektivitas laut

Penyediaan dan pengembangan moda
transportasi

Moda transportasi laut

Subsidi transportasi Subsidi angkutan perintis transportasi
udara

Infrastruktur konektivitas transportasi
udara

Pelayanan transportasi udara

Prasarana bidang konektivitas udara
15 Kementerian Perindustrian

Fasilitasi dan pembinaan industri Fasilitasi dan pembinaan industri

16 Kementerian Pertanian

Ketersediaan akses dan konsumsi
pangan berkualitas

Ketersediaan akses dan konsumsi pangan
berkualitas

Nilai tambah dan daya saing industri
pertanian

Nilai tambah dan daya saing industri
pertanian

Pendidikan, pelatihan vokasi dan
penyuluhan

Pendidikan, pelatihan
penyuluhan

vokasi dan

Riset dan inovasi IPTEK Riset dan inovasi IPTEK

17 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program infrastruktur konektivitas Jalan Trans pada 18 (delapan belas) pulau

tertinggal, terluar, dan terdepan (Major
Project)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18
(delapan belas) pulau tertinggal, terluar dan
terdepan (Major Project)
Pelaksanaan preservasi dan peningkatan
kapasitas jalan nasional

Program Ketahanan Sumber Daya Air Pengembangan bendungan, danau, dan
bangunan penampung air lainnya

Pengembangan jaringan air tanah dan air
baku
Pengembangan jaringan irigasi permukaan,
rawa, dan non-padi (hanya irigasi primer)

Pengendalian banjir, lahar , pengelolaan
drainase utama perkotaan, dan pengaman
pantai

Program Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Pembangunan rumah khusus
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No.
Program-Kegiatan

Kementerian/Lembaga
Uraian Program-Kegatan
Kementsrian/kmbaga

Bantuan stimulan perumahan swadaya
Pembangunan dan rehabilitasi prasarana
pendidikan
Penyelenggaraan permukiman
bangunan gedung

dan

Penyelenggaraan air minum yang layak
Penyelenggaraan sanitasi yang layak

18 Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

Pengembangan Sistem Inovasi Fasilitas dan pembinaan pemerintah
desa/desa berinovasi
Fasilitas dan pembinaan pemerintah
desa/desa inovasi berketahanan sosial

L9 Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Program Sembako Bantuan keluarga (keluarga yang

memperoleh bantuan sosial pangan
sembako)

20 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
Pencarian dan Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan Pembinaan
Pelatihan teknis potensi SAR

Masyarakat/

2T Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional {BKKBN)
Program Bangga Kencana Pelayanan KB di wilayah khusus

22 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Bantuan peralatan kebencanaan Bantuan peralatan untuk penanganan

bencana yang efektif
Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan kegiatan mewujudkan

masyarakat sadar bencana
Inventarisasi,
pendampingan
rehabilitasi
pascabencana

verifikasi, dan
analisis kebutuhan
dan rekonstruksi

Pemulihan sarana-prasarana sosial,
ekonomi, dan produktivitas sumber daya
alam pada daerah terdampak
pascabencana

Penanganan bencana melalui program
tanggap darurat jika terjadi bencana di
Daerah Tertinggal

Penanganan bencana melalui program
tanggap darurat jika terjadi bencana di
daerah tertinggal

Pengadaan sarana-prasarana jaringan
komunikasi Pusdalops

Penyelenggaraan layanan
informasi dan
penanggulangan bencana

bidang data,
komunikasi

23 B,adadt Nssio$sl Peggclo1a Fcrbafasan WhIPP,
Akses Pos Lintas Batas Negara Akses Pos Lintas Batas Negara
Pembangunan Jalan Perbatasan Pembangunan Jalan Perbatasan

SK No 104010 A

B. Program



PRE S IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-
B. Program-Kegiatan Strategis PPDT Wilayah Papua

"label 4 .2 . Program-Kegiatan Strategis PPDT Tahur. 2O2O-2O24 di Wilayah Papua

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Papua Barat

Teluk
Wondama

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
U Desa
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

11 Desa Kab. Teluk
Wondama

202r-
2023

Kementerian Desa
PDTT

5 Kegiatan Kampung
Menarbu,

Kampung Inday
Distrik Roon,

Kampung Yari-
Yari, Kampung

Isenebuay
Distrik

Rumberpon, dan
Kampung
Aisandami

Distrik Teluk
Duairi

2021-
2023

Kementerian Desa
PDTT
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Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang dikembangkan ekonominya

1 Kawasan Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi cabai

1 Lokasi 8 Distrik (Distrik
Roon, Distrik

Wondiboy,
Distrik Wamesa,
Distrik Rasiei,
Distrik Wasior,
Distrik Teluk

Duairi, Distrik
Nikiwar, dan

Distrik Naikere)

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi durian

5 Kegiatan Distrik Nikiwar
dan Distrik

Windesi Kab.
Teluk Wondama

2021 Kementerian
Pertanian

Revitalisasi dan penataan objek
wisata Pantai Rowor

1 Lokasi Pantai Rowor
dan Distrik

Teluk Duairi

2021 Kementerian
Pertanian

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV)

I Paket Kab. Teluk
Wondama

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Keglatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis Internet of Things (loTl
mendukung sektor pertanian,
perikanan, perdagangan dan
investasi, kesehatan, dan
pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penggunaan dan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
Pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Teluk
Wondama

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

441 KPM Kab. Teluk
Wondama

2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming da-lam
rangka peningkatan
produ ktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
ser6or, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pertanian
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume $atuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan pengawasan
sumber daya alam pesisir dan
laut berbasis Sawora
(pendekatan kearifan lokal) di
Taman Nasional Laut Teluk
Cenderawasih

5 Lokasi Kampung
Sombokoro

Distrik Windesi,
Kampung
Menarbu,

Kepulauan Auri
Distrik Roon,

Kampung
Waprak Distrik

Roswar, dan
Kampung
Yomakan

(Kepulauan
Puru| Distrik
Rumberpon

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi durian

5 Kegiatan Distrik Nikiwar
dan Distrik

Windesi Kab.
Teluk Wondama

2023-
2024

Kementerian Desa
PDTT
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

PenanggungJawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi perikanan tanskap

5 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Teluk
Wondama

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan uocational 30 Orang Kab. Teluk
Wondama

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Sarana dan Prasarana
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Teluk
Wondama

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

27 Paket Distrik Naikere,
Distrik Nikiwar,
Distrik Roon,

Distrik Roswar,
Distrik

202r Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064507 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Rumberpon,
Distrik Soug

Wepu, Distrik
Teluk Duairi,

Distrik Wamesa,
Distrik Windesi,
dan Distrik Kuri

Wamesa
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Teluk
Wondama

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat daerah tertinggal 30 Unit Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Masyarakat daerah tertinggal di
Desa Bingolut, Kecamatan
Menyambou

30 Unit Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penyelenggaraan air
minum yang layak

Optimalisasi SPAM IKK Anggris
dan Kawasan Warayaru
Kabupaten Teluk Wondama

40 SR Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064508 C
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahu.n-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelavanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Teluk
Wondama

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

202r-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Holding Jalan Ambuni - Tandia 8 Km Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pekerl'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Jalan Windesi -
Ambuni

6 Km Kab. Teluk
Wondama

202r Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakvat
Pemeliharaan Rutin Jalan
Ambuni - Tandia

51 Km Kab. Teluk
Wondama

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064509 C
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REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Ifrdikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan t,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan Rutin Jembatan
Ruas Ambuni - Tandia

952 M Kab. Teluk
Wondama

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi
Jalan Ambuni - Tandia

11 Km Kab. Teluk
Wondama

2021. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penanganan Longsoran Ruas
Jalan Ambuni - Tandia

1 Kabupaten Kab. Teluk
Wondama

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Inventarisasi, verifikasi,
dan pendampingan
analisis kebutuhan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pascabencana

Pemulihan sarana dan
prasarana sosial,
ekonomi, dan
produktivitas sumber
daya alam pada daerah
terdampak
pascabencana

Melaksanakan inventarisasi,
verifikasi, dan pendampingan
analisis kebutuhan rehabilitasi
dan rekonstruksi untuk
pemulihan daerah terdampak
pascabencana

1 Kegiatan Kab. Teluk
Wondama

202). Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

4 Lokasi Kab. Teluk
Wondama

202L Kementerian
Pertanian

SK No 064510 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaral Penanggung Jawab

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Distrik Wasior 202r Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Teluk
Bintuni Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

11 Desa Kab. Teluk
Bintuni

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pembangunan pabrik dan
industri pengolahan keladi
iepang

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari padi dengan
jagung

25 Ha Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pertanian

Optimalisasi pengembangan
budi daya padi sawah

200 Ha Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan pabrik dan
industri pengolahan keladi
jepang

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064t77 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan keladi jepang 1 Kabupaten Distrik Tuhiba,
Distrik Tembuni,
Distrik Merdei,

dan Distrik
Manimeri

2021 Kementerian
Pertanian

Pembukaan dan pengembangan
lahan baru budi daya iazung

200 Ha Distrik Bintuni 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan

100 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan program
sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T[nai
Bersyarat bagi keluarga miskin

t.349 KPM Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064178C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sproger, drone
surueillance, soil and taeather
sen-sor, earlg utanning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi u nggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'I

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064513 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

20,to Persen Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan irigasi untuk
komoditi padi sawah

1 Kabupaten Distrik Meiado 2021 Kementerian
Pertanian

Pembenahan jaringan air baku
eksisting (pembangunan
embung)

1 Lokasi Rajawali Distrik
Manimeri

2021 Kementerian
Pertanian

Pendistribusian jenis
Bahan Bakar Minyak
(BBM) Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian Jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064179 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan t,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Teluk
Bintuni

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
pengelolaan infrastruktur

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Telekomunikasi dan
informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

65 Paket Distrik Aroba,
Distrik Babo,

Distrik Bintuni,
Distrik Biscoop,
Distrik Dataran
Beimes, Distrik

Fafurwar, Distrik
Kaitaro,
Distrik

Kamundan,
Distrik Kuri,

Distrik Masyeta,
Distrik Merdey,
Distrik Meyado,
Distrik Moskona

Barat, Distrik
Moskona

Selatan, Distrik

2027 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064515 C
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Moskona Timur,
Distrik Moskona

Utara, Distrik
Tembuni, Distrik

Tomu, Distrik
Tuhiba, Distrik

Wamesa, Distrik
Weriagar, dan

Distrik Aranday
Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Rehabilitasi dan peningkatan Air
Baku Kota Bintuni di Teluk
Bintuni

15 Km Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi sarana-
prasarana sekolah Kabupaten
Pegunungan Bintang, Jayawijaya,
dan Puncak

8 Unit Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Teluk
Bintuni

2023-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Si( No 064516 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah
Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

1 Lokasi Distrik Aranday 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

2 Kegiatan Kab. Teluk
Bintuni

2020-
202r

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Holding Ruas Jalan Bofuer -
Furwata

4 Km Kab. Teluk
Bintuni

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064517 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pembangunan Jembatan Ruas
Mameh - Bintuni

84 M Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan / Penggantian
Jembatan Ruas Hurimber -
Bomberai - Furwata

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Ruas Jalan Bofuer - Furwata

1.41 M Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan
Bofuer - Furwata

48 Km Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bomberai -
Aroba - Furwata (preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

76 Km Kab. Teluk
Bintuni

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064518 C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegratan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

,{nggaran PenanggungJawab

Preservasi Jalan Bomberai -
Aroba - Furwata (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

t2 Km Kab. Teluk
Bintuni

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RakYat
Preservasi Jalan Bomberai -

Aroba - Furwata (Preservasi
Rutin Jembatan)

745 M Kab. Teluk
Bintuni

202r Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Mameh -
Bintuni (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

62 Km Kab. Teluk
Bintuni

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Mameh -
Bintuni (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

2 Km Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Mameh -

Bintuni (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

6 Km Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064519 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

Provinsi/
Kabupaten

Program*Kegiataxt Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Mameh - Bintuni
(Preservasi Rutin Jembatan)

1.189 M Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan rumah
pangan lestari/ pemanfaatan
tanamarr pangan rumah tangga

1 Kabupaten Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pertanian

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan parrgan
(alat pascapanen pengolah gabah,
ubi ialar, pisans)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air Lainnya
di daerah tertinggal dan
rawan paIlgan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya
(Pembangunan Dam Parit)

I Unit Daerah Rawan
Pangan

2021-2024 Kementerian Desa
PDTT

Pembenahan jaringan air baku
eksistine (pembansunan embuns)

1 Lokasi Rajawali Distrik
Manimeri

2021-2024 Kementerial Desa
PDTT

Program Ketahanal
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan pengaman
pantai

Pengendalian banjir Sungai Tubhi
di Teluk Bintuni

0,18 Km Kab. Teluk
Bintuni

202t Kementerian
Pekerl'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064520C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan kawasan hutan untuk
Tanah Objek Reforma Agraria
(TORAI

5.088,
72

Ha Kab. Teluk
Bintuni

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelaniutan

200 Desa Kab. Teluk
Bintuni

2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Distrik Bintuni 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan PenSruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen3ruluhan

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversihkasi pangan
di daerah tertinggal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Sorong
Selatan

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

11 Desa Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha ekonomi desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
denqan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064521 C
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REPIJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas penerapan budi daya
kacang tanah

5 Kegiatan Distrik
Moswaren,

Distrik Saifi,
Distrik Sawiat,
Distrik Fokour,

dan Distrik
Salkma

2021 Kementerian
Pertanian

Fasilitas sarana produksi budi
dava ubi ialar

20 Ha Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pembuatan masterplan sago I Kabupaten Distrik
Teminabuan,
Distrik Kais

Darat, Distrik
Kais, Distrik
Inanwatan,

Distrik
Metemani,

Distrik Kokoda,
Distrik Kokoda
Utara, Distrik
Seremuk, dan
Distrik Saifi

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064522C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegpatan Uraian
Program-Keglatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

1 Lokasi Distrik
Moswaren,

Distrik
Metemani,

Distrik
Teminabuan,

Distrik Saifr, dan
Distrik Wayer

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kakao

5 Kegiatan Distrik
Moswaren,

Distrik Sawiat,
dan Distrik

Wayer

2027 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi kayu

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal

100 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,

100 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK lJo 064523 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan

Uraian
Frogram-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPIIT VoIume Satuan [akasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantu an Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

84 KPM Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg u-nrning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t Kementerian
Pertanian

SK No 464524C
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uLarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

I Lokasi Distrik
Moswaren,

Distrik
Metemani,

Distrik
Temanibuan,

Distrik Saifi, dan
Distrik Wayer

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064525 C
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Provinsi/
I(abupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi kayu

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

30 Orang Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

I Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas sekolah
vokasi sagu

I Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202L Kementerian
Pertanian

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di wilayah
khusus

Pelayanan KB di wilayah khusus t7,69 Persen Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

BKKBN

SK No 064526C
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REPIJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sorong
Selatan

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

65 Paket Distrik Fokour,
Distrik

Inanwatan,
Distrik Kais,
Distrik Kais

Darat, Distrik
Kokoda, Distrik
Kokoda Utara,
Distrik Konda,

Distrik
Matemani,

Distrik

202L Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No A64527 C



FRES IDEN
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDI Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Moswaren,
Distrik Saifi,

Distrik Salkma,
Distrik Sawiat,

Distrik Seremuk,
Distrik

Teminabuan,
dan Distrik

Wayer
Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Air Baku
Teminabuan di Sorong Selatan

8 Km Kab. Sorong
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana dan
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan 1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064528C,
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
IFM)

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Sorong
Selatan

202r-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

S1( lrlo 064529 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Sorong
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

3 Km Distrik Saifi 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi jalan Bts. Kabupaten
Sorong Selatan-Ayamaru

11 Km Kab. Sorong
Selatan

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Bts.
Kabupaten Sorong Selatan-
Kumurkeh (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

l06 Km Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064530 C
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Provinsi/
Kabupaten ProgramrKegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Ruas Jalan Bts.
Kabupaten Sorong Selatan-
Kumurkeh (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

I Km Kab. Sorong
Selatan

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Ruas Jalan Bts.
Kabupaten Sorong Selatan-
Kumurkeh (Preservasi Rutin
Jembatan)

495 M Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

4 Lokasi Kab. Sorong
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
(Pembangunan Embung / Dam
Parit untuk Irigasi Pertanian)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L Kementerian
Pertanian

SK No 064531 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDI VoIume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversifikasi pangan
di daerah tertinggal (komoditas
unggulan: Sazu)

I Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

4 Lokasi Kab. Sorong
Selatan

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
(Pembangunan Embung / Dam
Parit untuk Irigasi Pertanian)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sorong Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

27 BUM Kam Desa Mlat, Desa
Klalin Mos, Desa

Moos, Desa
Maibo, Desa
Aimo, Desa

Klawren, Desa
Dulbatan, Desa

Posa, Desa

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064176C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lakasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Klawana, Desa
Klain, Desa

Maladofok, Desa
Sayosa, Desa
Masmili, Desa
Woloin, Desa
Wayenkede,
Desa Klalin,

Desa Malaflon,
Desa Klabot,

Desa Wonosari,
dan Desa Mlaron

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
densan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 1.000 Ha Distrik Salawati,
Distrik Mariat,

Distrik
Mayamuk, dan
Distrik Aimas

2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan benih padi inbrida
lahan kering

50 Ha Distrik Salawati,
Distrik

Mayamuk,
Distrik Mariat,

202L Kementerian
Pertanian

SK No 064533 C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegratan Uraian
Program-Keglatan

Indikasi Kebutuhan PPLIT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Distrik Klamono,
Distrik Moisegen,

dan Distrik
Malabotom

Fasilitas penerapan budi daya
kacang tanah

5 Kegiatan Distrik Klamono,
Distrik Klabot,
Distrik Klawak,

dan Distrik
Salawati

202t Kementerian
Pertanian

Fasilitas sarana produksi budi
daya ubi jalar

100 Ha Distrik Salawati,
Distrik Aimas,
Distrik Klayili,

Distrik
Mayamuk, dan
Distrik Mariat

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan bibit berkualitas dan
produktif pada kawasan hutan

1 Kabupaten Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

5 Kegiatan Distrik Klayili,
Distrik Salawati,
Distrik Makbon,

Distrik
Mayamuk, dan
Distrik Mega

2021 Kementerian
Pertanian

sl,i l,io tt6453/ c
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan t okasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

1 Paket Kab. Sorong 2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Sorong 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinseal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Sorong 2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.r23 KPM Kab. Sorong 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan perbenihan
ikan

Bantuan bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Sorong 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Calon Induk 1 Kabupaten Kab. Sorong 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064143 C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kebun bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Sorong 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sorong 2021-

2024
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinssal

5 Kegiatan Kab. Sorong 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

5 Kegiatan Distrik Klayili,
Distrik Salawati,
Distrik Makbon,

Distrik
Mayamuk, dan
Distrik Meea

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Ahrmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

I Kegiatan Kab. Sorong 202L Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064536 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan kerja
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/PBK 1 Kegiatan Kab. Sorong 2021-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stuntinq

Komunikasi Publik/Diseminasi
Informasi mengenai stunting

I Paket Kab. Sorong 2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelaiaran

Peningakatan mutu dan
relevansi pendidikan
aqarna Buddha

Pembinaan sekolah 6 Orang Kec. Aimas 2021 Kementerian
Agama

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Sorong 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Sii Nu 054537 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-123-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pen gelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Sorong 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4c (4.0) di
daerah yang blankspof di daerah
tertinggal

t74 Paket Distrik Aimas,
Distrik Bagun,
Distrik Beraur,
Distrik Botain,
Distrik Buk,

Distrik Hobard,
Distrik Klabot,

Distrik Klamono,
Distrik Klaso,

Distrik Klawak,
Distrik Klayili,
Distrik Konhir,
Distrik Makbon,

Distrik
Malabotom,

Distrik Maudus,
Distrik

Mayamuk,
Distrik Moisegen,

Distrik

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064144 C



PRES IDEN
REFIJBLIK INDONESIA

-t24-

Provinsil
Kabupaten Program*Keglatarl

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan FPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Saengkeduk,
Distrik Salawati,
Distrik Salawati
Selatan, Distrik

Salawati Tengah,
Distrik Sayosa,
Distrik Sayosa
Timur, Distrik
Seget, Distrik
Segun, Distrik
Sorong, Distrik

Sunook, dan
Distrik Wemak

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan
Bendungan, Danau, dan
Bangunan Penampung
Air Lainnya

Rehabilitasi Embung Klalele
Kelurahan Giwu di Kota Sorong

1 Unit Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai tambah
dan daya saing industri
(sarana-prasarana
pengolahan dan
pemasaran di sektor KP)

Bantuan peralatan pengolahan 1 Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064539 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-r25-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

lndikasi Kebutuhan PPDT Volume $atuan Lokasi
Tahun-

,{nggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Sorong 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
IFM)

1 Kabupaten Kab. Sorong 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Sarana dan Prasarana
Perikanan Budi Daya

1 Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Peserta didik LPKB 2L Unit Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
penselolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sorong 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

I Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064540 C



FRE S I OEN
REPUBLIK INDONESIA

-126-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

mengenai pajak dan
retribusi

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T/Terdepan,
Terluar dan Tertinggal)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T/Terdepan,
Terluar dan Tertinggal)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/ GISA di wilayah
3T)

I Kabupaten Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik
yang mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Sorong 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sorong 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064511 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t27-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

2 Kegiatan Kab. Sorong 2020-
202r

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Ruas Jalan Bts Kota
Sorong - Aimas (Km 23) -
Klamono - Bts Kabupaten
Sorong Selatan

13 Km Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Bts.
Kabupaten Sorong Selatan-
Kumurkeh (Kabupaten Sorong)

62 M Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Sorong -
Makbon

1 Km Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064542C



FRE S I OEN
REPUBLIK INDONESIA

-r28-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Preservasi Ruas Jalan Basuki
Rahmat - Pel. Arar (Penanganan
Drainase, Trotoar, dan Fasilitas
Keselamatan Jalan)

1 Kabupaten Kab. Sorong 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Basuki
Rahmat - Pel. Arar (Preservasi
Jembatan)

78 M Kab. Sorong 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Basuki
Rahmat - Pel. Arar (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

29 Km Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Basuki
Rahmat - Pel. Arar (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

1 Km Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Ruas Jalan Basuki
Rahmat - Pel. Arar (Preservasi
Rutin Jembatan)

534 M Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Bts. Kota
Sorong-Klamono-Bts.
Kabupaten Sorong Selatan
(2O2 1l (Preservasi Jembatan)

226 M Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064543 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-r29-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume $atuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Preservasi Ruas Jalan Bts. Kota
Sorong-Klamono-Bts.
Kabupaten Sorong Selatan (2021)
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

1 Km Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Ruas Jalan Bts. Kota
Sorong-Klamono-Bts.
Kabupaten Sorong Selatan (2021)
(Preservasi Rutin Jembatan)

375 M Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakvat
Preservasi Ruas Jalan Sorong-
Makbon (202 1) (Preservasi
Jembatan)

220 M Kab. Sorong 2021, Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Ruas Jalan Sorong-
Makbon (202 1) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

36 Km Kab. Sorong 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakvat
Preservasi Ruas Jalan Sorong-
Makbon (202 1) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan)

1 Kabupaten Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Ruas Jalan Sorong-
Makbon (2021) (Preservasi Rutin
Jembatan)

2r6 M Kab. Sorong 202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064544C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-130-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Sorong 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Ketahanan
Bencana dan Perubahan
Iklim

Pencegahan kebakaran
hutan dan lahan

Pencegahan kebakaran hutan
dan lahan

1 Kabupaten Kab. Sorong 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Pengendalian banjir Sungai
Klafama dan Sungai Remu di
Sorong

1 Km Kab. Sorong 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

47 Pendamping Kab. Sorong 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064545 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-131 -

Provinsi/
Kabupaten Frogram*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Tambrauw Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ungzulan Desa

l1 Desa Kab. Tambrauw 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
densan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Tambrauw 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan peralatan
pascapanen pengolahan VCO
dan turunan lainnya,
peningkatan kapasitas SDM,
dan fasilitasi pemasaran (kelapa)

5 Lokasi Sausapor, Bikar 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan start
up capital

2 IKM Kab. Tambrauw 202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan Benih jagung hibrida 300 Ha Distrik Kebar,
Distrik Kebar
Timur, Distrik
Abun, Distrik

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064546C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-132-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatau lndikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sausapor, dan
Distrik Bikar

Fasilitas penerapan budi daya
kacang tanah

5 Kegiatan 5 Distrik (Distrik
Abun, Distrik
Kebar, Distrik
Senopi, Distrik
Kebar Selatan,

dan Distrik
Amberbaken)

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi cabai,
bawang merah, sapi potong

I Lokasi Kab. Tambrauw 202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal

too Kegiatan Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan

100 Kegiatan Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

:lK No 464547 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-133-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 2023 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

I Kabupaten Kab. Tambrauw 2023 Kementerian
Perdagangan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Tambrauw 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPIEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and tueather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Tambrauw 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi perikanan tangkap

5 Kegiatan Kab. Tambrauw 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064145 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t34-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan peralatan
pascapanen pengolahan VCO
dan turunan lainnya,
peningkatan kapasitas SDM,
dan fasilitasi pemasaran (kelapa)

5 Lokasi Distrik Sausapor
dan Distrik Bikar

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Tambrauw 202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Tambrauw 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

5,62 Persen Kab. Tambrauw 2020-
2024

BKKBN

SK No 064549 C



FRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA

-135-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPIIT Yolume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Fenanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung 5 Kegiatan Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung dan
Banzunan Air Lainnya

1 Unit Distrik Yembun
dan Distrik Bikar

202r Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Tambrauw
(di Lokasi
Prioritas

Perbatasan)

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Tambrauw 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet (termasuk melalui Bakti
Srnyal/ Lastmilel

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064550 C



PRE S IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

198 Paket Distrik Abun,
Distrik

Amberbaken,
Distrik

Amberbaken
Barat, Distrik
Ases, Distrik
Bamusbama,
Distrik Bikar,
Distrik Fef,

Distrik Ireres,
Distrik Kasi,

Distrik Kebar,
Distrik Kebar

Selatan, Distrik
Kebar Timur,

Distrik Kwesefo,
Distrik Kwoor,

Distrik Manekar,
Distrik

Mawabuan,
Distrik Miyah,
Distrik Miyah

Selatan, Distrik

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064551 C



PRES IOEN
REFUBLIK INDONESIA

-L37-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Yolume $atuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Moraid, Distrik
Mpur, Distrik

Mubrani, Distrik
Sausapor,

Distrik Selemkai,
Distrik Senopi,
Distrik Sy.ujak,

Distrik
Tinggouw,

Distrik Tobouw,
Distrik Wilhem

Roumbouts, dan
Distrik Yembun

Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana-
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan 1 Kabupaten Kab. Tambrauw 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064552C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-138-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDt Volume $atuan l,okasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

ASN di Pemerintah Daerah
Kabupaten Tambrauw

44 Unit Kab. Tambrauw 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penugasan lainnya di Kamp
Anjai Distrik Kebar

30 Unit Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Tambrauw 2020-
2022

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 202r-
2024

Kementerian Dalam
Neseri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK Nc 064553 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-139-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PFDT Volume Satuan lnkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemberian layanan
pencatatan sipil di wilayah
3T (Fasilitasi Penerapan
Gerakan Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wi.layah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/ GISA di wilayah
3T)

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 202L-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di
wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Tambrauw 2021-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regiona.l

I Kegiatan Kab. Tambrauw 202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Pengu.atan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Tambrauw 202r-2024 Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064554C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140-

Provinsi/
I(abupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Bantuan stimulan
Pembangunan Jalan
lingkungan

2 Lokasi Distrik Sausapor
dan Distrik

Yembun

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan dan peningkatan
.falan desa strategis

4 Km Distrik Abun dan
Distrik Fef

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Alih Trase Jalan
Kumurkeh-Ayawasi

3 Km Kab. Tambrauw 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ayawasi - Sisu
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

68 Km Kab. Tambrauw 202L Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ayawasi - Sisu
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

9 Km Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ayawasi - Sisu
(Preservasi Rutin Jembatan)

703 M Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064555 C



FRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-t4t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPfrI Volume $atuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Makbon - Mega
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

43 Km Kab. Tambrauw 202L Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Makbon - Mega
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

13 Km Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Makbon - Mega
(Preservasi Rutin Jembatan)

366 M Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Sisu - Snopy -
Kebar (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

45 Km Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Sisu - Snopy -
Kebar (Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

8 Km Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064556 C



FRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-t42-

Provinsi/
I{abupaten Program*Kegatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Yalume Satuan lnkasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Sisu - Snopy -
Kebar (Preservasi Rutin
Jembatan)

319 M Kab. Tambrauw 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Snopy - Kebar -
Pralr (Snopy - G. Pasir) (2o2ll
(Preservasi Jembatan)

75 M Kab. Tambrauw 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Snopy - Kebar -
Prafi (Snopy - G. Pasir) (2o2ll
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

56 Km Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Snopy - Kebar -
Prafi (Snopy - G. Pasir) (2o2ll
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

2 Km Kab. Tambrauw 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Snopy - Kebar -
Prafi (Snopy - G. Pasir) (2O2Ll
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

4 Km Kab. Tambrauw 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064'157 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-t43-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-KegSatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Snopy - Kebar -
Prafi (Snopy - G. Pasir) (2o2ll
(Preservasi Rutin Jembatan)

495 M Kab. Tambrauw 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen pengolah
sabah)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan Dan

Daerah
Perbatasan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur/
pembangunan lumbung pangan
lokal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen pengolah
gabah)

I Kabupaten Rawan Pangan
Dan Daerah
Perbatasan

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064558 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-144-

Provinsi/
Kahupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tnkasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kegiatan Kab. Tambrauw 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Maybrat Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ungzulan Desa

11 Desa Kab. Maybrat 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Maybrat 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 400 Ha Distrik Ayamaru
dan Distrik

Aitinyo

202r Kementerian
Pertanian

Fasilitas penerapan budi daya
kacang tanah

5 Kegiatan Distrik Ayamaru
Selatan, Distrik

Ayamaru Selatan
Jaya, Distrik
Aitinyo, dan

Distrik Aitinyo
Barat

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064559 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t45-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatau Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kakao

5 Kegiatan Distrik Ayamaru
Selatan dan

Distrik Aitinyo

202t Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab. Maybrat 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait pen ggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perilganan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Maybrat 2023 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertingsal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Maybrat 2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.530 KPM Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian Sosial

PenanggungJawab

.iK n"c C5/5i0 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-t46-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Maybrat 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Maybrat 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kakao

5 Kegiatan Distrik Ayamaru
Selatan dan

Distrik Aitinyo

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyalu ran fasilitas sarana
pascapanen tanaman pangan -
pouer thre sher multigu na

5 Unit Distrik Ayamaru
Selatan

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064146C



FRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-t47-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Yolume Satuan Lokasi

Tahqn-
hnggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Maybrat 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Maybrat 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

8,43 Persen Kab. Maybrat 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064562C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-148-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegntan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

204 Paket Distrik Aifat,
Distrik Aifat

Selatan, Distrik
Aifat Timur,
Distrik Aifat
Timur Jauh,
Distrik Aifat

Timur Selatan,
Distrik Aifat

Timur Tengah,
Distrik Aifat

Utara, Distrik
Aitinyo, Distrik
Aitinyo Barat,
Distrik Aitinyo
Raya, Distrik

Aitinyo Tengah,
Distrik Aitinyo
Utara, Distrik

Ayamaru, Distrik
Ayamaru Barat,
Distrik Ayamaru

Jaya, Distrik
Ayamaru

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064563 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-t49-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Selatan, Distrik
Ayamaru Selatan

Jaya, Distrik
Ayamaru

Tengah, Distrik
Ayamaru Timur,
Distrik Ayamaru
Timur Selatan,

Distrik Ayamaru
Utara, Distrik

Ayamaru Utara
Timur, Distrik

Mare, dan
Distrik Mare

Selatan,
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan
Permukiman dan
Bangunan Gedung

Penataan Kws. Samubaah
Kabupaten Maybrat

I Kawasan Kab. Maybrat 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Maybrat 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 054147 C



PRE S I OEN
REPUBLIK INDONESIA

-150-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Maybrat 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Maybrat 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Maybrat 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengunrs kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Maybrat 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064565 C



PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-151 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lnkasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jalan Bintuni -
Susumuk

5 Km Kab. Maybrat 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Pemmahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ayamaru -
Kambuaya

9 Km Kab. Maybrat 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Kambuaya -
Kumurkeh

t2 Km Kab. Maybrat 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversihkasi pangan
di daerah tertinggal (komoditas
unggulan: sagu)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202r Kementerian
Pertanian

SK Nlo 064566 C



FRES IDEN
REPLJELIK INDONESIA

-r52-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan [.okasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen pengolah
gabah)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

t.676 Ha Kab. Maybrat 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelaniutan

233 Desa Kab. Maybrat 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Manokwari

Selatan
Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

57 Unit Kab. Manokwari
Selatan

202L Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064561 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-153-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPBI Volume Satuan Lokaei
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan start
up capital

lo IKM Kab. Manokwari
Selatan

2023 Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan kebun entres
tanaman kakao

249 Ha 3 Lokasi (Distrik
Ransiki)

202t Kementerian
Pertanian

Pengadaan sarana produksi
pertaniarl

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditas kopi
(Saprodi)

100 Ha Distrik Ransiki
dan Distrik

Neney

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditas
unggulan coklat (Saprodi)

4 Kegiatan Distrik Ransiki,
Distrik Momi

Waren, Distrik
Tahota, dan

Distrik Dataran
Isim

202r Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064148 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-154-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi Jalar, kayu, dan
talas

900 Ha Kab. Manokwari
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

I Kabupaten Kab. Manokwari
Selatan

2023 Kementerian
Perdagangan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064569 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-155-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi u nggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprayer, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uLarning sgstem
dan lainnya)

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

57 Paket Kab. Manokwari
Selatan

2022 Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan Sarana Produksi
Pertanian

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan komoditas kopi
(Saprodi)

100 Ha Distrik Ransiki
dan Distrik

Neney

2023-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK l\o 064570 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-156-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengembangan komoditas
unggulan coklat (Saprodi)

4 Kegiatan Distrik Ransiki,
Distrik Momi

Waren, Distrik
Tahota, dan

Distrik Dataran
Isim

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi kayu

300 Ha Kab. Manokwari
Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi talas

300 Ha Kab. Manokwari
Selatan

2027-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Ahrmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

4 Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Manokwari
Selatan

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064149 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t57-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

20,06 Persen Kab. Manokwari
Selatan

2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Manokwari
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan Tenaga
Listrik

Penyediaan Tenaga
Listrik

Penyediaan j aringan elektrifrkasi I Kabupaten Kab. Manokwari
Selatan

2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Manokwari
Selatan

2021-
2024

Kementerian Dalam
Neseri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangzrn
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Manokwari
Selatan

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengunrs kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064572C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-158-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurtrs kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Manokwari
Selatan

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Drs Esau Sesa
- Oransbari (Preservasi
Jembatan)

113 M Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Drs Esau Sesa
- Oransbari (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

75 Km Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Drs Esau Sesa
- Oransbari (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

1 Km Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Drs Esau Sesa
- Oransbari (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

2 Km Kab. Manokwari
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064573C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-159-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vohrme Satuan Lokasi
Tahun-

.Anggaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Drs Esau Sesa
- Oransbari (Preservasi Rutin
Jembatan)

t.204 M Kab. Manokwari
Selatan

2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

Preservasi Jalan Oransbari -
Mameh (Preservasi Jembatan)

220 M Kab. Manokwari
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Oransbari -
Mameh (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

93 Km Kab. Manokwari
Selatan

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Oransbari -
Mameh (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

4 Km Kab. Manokwari
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Oransbari -
Mameh (Preservasi Rutin
Jembatan)

697 M Kab. Manokwari
Selatan

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064150 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-160-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan FPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen pengolah
keladi/talas)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Distrik Ransiki 202L Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan PenSruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversihkasi pangan
di daerah tertinggal (komoditas
unggulan : keladi/talas)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L Kementerian
Pertanian

Pegunungan
Arfak

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

11 Desa Kab.
Pegunungan
Arfak (Distrik

Anggi Gida
untuk Danau

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064575 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-161 -

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatarr Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Anggi Gida);
(Distrik Anggi
dan Sururei

untuk Danau
Ansei Giii)

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Fasilitasi penyediaan alat
pascapanen, pelatihan,
pemasaran, pengemasan (kopi)
untuk kelompok masyarakat

5 Kegiatan Distrik Anggi,
Distrik

Minyambouw,
dan Distrik
Anssi Gida

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan starf
up capital

2 IKM Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitasi penyediaan alat
pascapanen, pelatihan,
pemasaran, pengemasan (kopi)
untuk kelompok masyarakat

5 Kegiatan Distrik Anggi,
Distrik

Minyambouw,
dan Distrik
Angqi Gida

2021 Kementerian
Pertanian

SK l'Jo 064576 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L62-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemasaran produk hortikultura
(sayuran dataran tinggi:
kentang, wortel, kubis, daun
bawang, buncis, bawang merah,
bawang putih, singkong, ubi
ialar, talas)

5 Kegiatan Semua Distrik 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditas Kopi
Anggi (sudah dipatenkan)

5 Kegiatan Distrik Anggi 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi petsai/sawi

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202r Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan kewirausahaan dan
fasilitasi pemasaran

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2023 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2023 Kementerian
Perdagangan

SK No 064151 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-163-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Perranggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\r nai
Bersyarat bagi keluarga miskin

111 KPM Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IP/IEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensorl earlg uarning sgstem
dan lainnva)

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

6 Kegiatan Distrik Anggi,
Distrik Hingk,

Distrik Sururei,
Distrik Taige,

Distrik
Menyambouw,

dan Distrik
Ansei Gida

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064578C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t64-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuarr Lokaei
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pemasaran produk hortikultura
(say'uran dataran tinggi:
kentang, wortel, kubis, daun
bawang, buncis, bawang merah,
bawang putih, singkong, ubi
.ialar, talas)

5 Kegiatan Semua Distrik 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan komoditas Kopi
Anggi (sudah dipatenkan)

5 Kegiatan Distrik Anggi 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi petsai/sawi

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
sfitnting di desa

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Ahrmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064579 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-165-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab.
Pegunungan

Arfak

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

1,56 Persen Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

27 Desa Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan / Akses Internet

Layanan Akses Internet serta
penambahan kapasitas
banduidth internet

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064580 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-166-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab.
Pegunungan

Arfak

2022-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Arfak

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064581 C



PFIES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-t67-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
(Pembangunan Embung / Darn
Parit untuk Irigasi Pertanian)

4 Lokasi Kab.
Pegunungan

Arfak

2021 Kementerian
Pertanian

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

2.O29,
20

Ha Kab.
Pegunungan

Arfak

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Distrik Anggi 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Papua

Jayawijaya Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Distrik Wamena 2022 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064582C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-168-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pelatihan pendampingan petani
dalam pengolahan pascapanen
dan packaqinq (madu)

5 Kegiatan Distrik Wamena 2022-
2023

Kementerian
Perindustrian

Pengembangan atraksi
pariwisata (mendukung festival
Lembah Baliem) (peningkatan
kapasitas, pembangunan f,rsik
sesuai kebutuhan)

5 Paket Distrik Welesi 202t-
2023

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari ka5ru, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan s/arf
up capital

5 IKM Distrik Wamena 2022-
2024

Kementerian
Perindustrian

Pengembangan dan Penyediaan
Alat Pascapanen Produk
Unggulan di wilayah 3T dan
perbatasan (sa5rur-may'ur dan
madu)

15 Lokasi Distrik Bugi,
Bpiri, Wolo,

Napua, Koragi,
Hubikosi,
Libarek,

Witawaya,
Walelaga,

Tagime, Wolo,
Piramid,

Asologaima,

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

-iK t{o 054583 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t69-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuarr lokasi Tahun-
,{nggaran Penanggung Jawab

Asotipo dan
Maima

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Distrik Wamena 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan produk
unggulan (kopi Arabika
Wamena, stroberi dan buah
naga)

5 Kegiatan Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kopi,
cabai, bawang merah, wortel,
kentang, daun bawang, kol,
keladi dan kacang kedelai

15 Lokasi Distrik Hubikosi,
Distrik Tagineri,

Distrik
Asologaima,

Distrik
Musatfak,

Distrik
Wadangku,

Distrik
Popugoba,

Distrik Maima,
Distrik Bolakme,

Distrik Bugi,
Distrik Bpiri,
Distrik Wolo,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064152C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-170-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Libarek,
Distrik Wita

Waya, Distrik
Napua, dan

Distrik Wouma

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pembangunan desa wisata
destinasi baru mendukung
Lembah Baliem

5 Kegiatan Distrik Kurulu,
Distrik Usilimo,

Distrik Silokarno
Doga, Distrik

Pisugi dan
Distrik Welesi

2022-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

lo0 Kegiatan Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan

100 Kegiatan Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 054585 C



FRES IDEN
REFUtsLIK INDONESIA

- t7t -

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
D-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Jayawijaya 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan kewirausahaan dan
fasilitasi pemasaran

1 Kabupaten Kab. Jayawijaya 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

642 KPM Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian Sosial

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Jayawijaya 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pelatihan pendampingan petani
dalam pengolahan pascapanen
d,an packaqinq (madu)

5 Kegiatan Distrik Wamena 2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan produk
unggulan (Kopi Arabika
Wamena, stroberi dan buah
naga)

5 Kegiatan Kab. Jayawijaya 2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 054586 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-r72-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vclume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gLi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Distrik Wamena
(SMK Pertanian,
SMK Pariwisata,
SMK Bangunan)

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Jayawljaya 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

4,61 Persen Kab. Jayawijaya 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064153 C



FRES IDEN
REFLJBLIK INDONESIA

-t73-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPEIT Yolume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan / BTS / La.stmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

246 Paket Distrik
Asologaima,

Distrik
Asolokobal,

Distrik Asotipo,
Distrik Bolakme,

Distrik Bpiri,
Distrik Bugi,

Distrik Hubikosi,
Distrik Ibele,
Distrik Itlay

Hisage, Distrik
Koragi, Distrik
Kurulu, Distrik
Libarek, Distrik
Maima, Distrik
Molagalome,

Distrik Muliama,
Distrik

Musatfak,

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064588 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-t74-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Ke$atan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan FPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Distrik Napua,
Distrik Pelebaga,
Distrik Piramid,
Distrik Pisugi,

Distrik Siepkosi,
Distrik

Silokarnodoga,
Distrik Taelarek,
Distrik Tagime,
Distrik Tagineri,
Distrik Trikora,
Distrik Usilimo,

Distrik
Wadangku,

Distrik Walaik,
Distrik

Walelagama,
Distrik Wame,

Distrik Wamena,
Distrik Welesi,

Distrik Wesaput,
Distrik Wolo, dan
Distrik Yalenssa

Sia i.Jc C.14589 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-t75-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Air Baku SA
Sungai Wasi Wamena
Jayawijaya Tahap I

1 Km Kab. Jayawijaya 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal
Jimmy Aso

6 Unit Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakvat
Masyarakat Daerah Tertinggal
Suku Muko-Muko

18 Unit Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Masyarakat Daerah Tertin ggal
Suku Silo Sukarno

18 Unit Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

1 Lembaga
Penyalur

Kab. Jayawijaya 2022 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064154C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t76-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Kemampual Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Jayawijaya 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linskup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Jayawijaya 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan Transportasi
Udara

Pelayanan Transportasi Udara 4 Kegiatan Kab. Jayawijaya 2020-
2023

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jalan Habema -
Mugi (MYC Lanjutan)

4 Km Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Usilimo-
Karubaga (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

65 Km Kab. Jayawijaya 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064155 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t77-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Keglatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Usilimo-
Karubaga (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

4 Km Kab. Jayawijaya 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Usilimo-
Karubaga (Preservasi Rutin
Jembatan)

288 M Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ral<yat
Preservasi Jalan Wamena -
Habema (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

22 Km Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Wamena -
Habema (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

t4 Km Kab. Jayawijaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Subsidi transportasi Subsidi angkutan

perintis transportasi
udara

Subsidi angkutan transportasi 85 Rute Distrik Walaik
Dan Trikora

2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertingsal rawan pangan

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202r Kementerian
Pertanian

SK No C64592C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-t78-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

6.795 Ha Kab. Jayawijaya 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

125 Desa Kab. Jayawijaya 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pengelolaan Kawasan
Konservasi bersama masyarakat
desa di sekitar kawasan
konservasi

5 Kegiatan Kab. Jayawijaya 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Distrik Wamena 2021 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

I Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064593 C



FRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA

-r79-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegratan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Nabire Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Nabire 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
densan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Nabire 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan sfart
up capital

9 IKM Kab. Nabire 2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan sentra produksi
unggulan lokal

5 Kegiatan Kab. Nabire 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gaaebo, titian, papan
informasi, toilet)

I Lokasi Distrik Teluk
Kimi

202t Kementerian
Pertanian

Pengolahan hasil sagu 6 Kegiatan Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu ffEKADI

5 Kegiatan Kab. Nabire 202r Kementerian
Pertanian

SK No 064594C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-180-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Yolume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Nabire 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

68 KPM Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan alat penangkapan ikan I Kabupaten Kab. Nabire 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bioflok 1 Kabupaten Kab. Nabire 202t-

2024
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064595 C



FRE S I DEN
REFt]BLIK INDONESIA

-181 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

,{nggaran Penanggung Jawab

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg u.nrning system
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uLeather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertingqal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Nabire 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064596C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-182-

Provinsi/
Kabupaten Program*Keglatarl Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pembangunan sentra produksi
ungsulan lokal

5 Kegiatan Kab. Nabire 202t-
2Q24

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan pascapanen fferuk) 5 Kegiatan Distrik Nabire
Barat, Distrik
Teluk Kimi,

Distrik Wanggar,
dan Distrik

Nabire

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting I Kabupaten Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

30,2r Persen Kab. Nabire 2020-
2024

BKKBN

SK No 064597 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-183-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelaiaran

Peningakatan Mutu dan
Relevansi Pendidikan
Agama Buddha

Pembinaan Sekolah 4 Orang Distrik Nabire
Barat dan

Distrik Uwapa

2021 Kementerian
Agama

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Nabire 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

46 Paket Distrik Dipa,
Distrik Makimi,
Distrik Menou,

Distrik Kepulauan
Moora, Distrik
Siriwo, Distrik
Teluk Umar,

Disbik Uwapa.

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064598 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-t84-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Wapoga,
Distrik Yaro,
Distrik Yaur,

Distrik Napan,
dan Distrik

Uwapa
Penyediaan Tenaga
Listrik

Penyediaan Tenaga
Listrik

Penyediaan jaringan elektrifikasi 1 Kabupaten Kab. Nabire 2022 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Rehabilitasi Jaringan Air Baku
Kabupaten Nabire

1 Km Kab. Nabire 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa,
dan non-padi (hanya
irigasi primer)

Pembangunan Bendung
Wanggar DI Wanggar 32O0 Ha
Kabupaten Nabire Tahap III

1 Bendung Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pembangunan Saluran Primer,
Sekunder dan Tersier BKI l0 -
BKI.1 1. 1 DI. Kalibumi Kiri
Kabupaten Nabire

2 Km Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064599 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-185-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat daerah tertinggal di
Kampung Waharia Distrik Teluk
Kimi

30 Unit Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan paj ak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Nabire 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Nabire 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064i56 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-186-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatar Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Peningkatan jalan strategis yang
dibangun/ditingkatkan di
daerah tertinggal dalam rangka
mendukung destinasi wisata
baru (Pembangunan Jalan
stratesis)

20 Km Distrik Makimi 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan transportasi
udara

Pelayanan transportasi u dara 50 Rute Kab. Nabire 2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

3 Kegiatan Kab. Nabire 2020-
2022

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Holding Jalan Kimibay - Legare 11 Km Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pembangunan Jalan Wanggar-
Kwatisore-Kamp. Muri (Bts.
Provinsi Papua Barat)

8 Km Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064230C



PRE S I DEN
REFUBLIK INDONESIA

-t87-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan Berkala Jembatan
Ruas Moanemani-Bedudipa

519 M Kab. Nabire 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Pemeliharaan Rutin Jalan
Kimibay - Legare

11 Km Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Pemeliharaan Rutin Jembatan
Kimibay - Legare

567 M Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi
Kimibay - Legare

27 Km Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bedudipa-Bts.
Kota Nabire (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

90 Km Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064602C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-188-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Preservasi Jalan Bedudipa-Bts.
Kota Nabire (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

1 Kabupaten Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bedudipa-Bts.
Kota Nabire (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

2 Km Kab. Nabire 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bedudipa-Bts.
Kota Nabire (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.036 M Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bts. Kota
Nabire-Kimibay (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

t7 Km Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bts. Kota
Nabire- Kimibay (Preservasi
Rutin Jembatan)

494 M Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Kota Nabire
(Preservasi Pemeliharaan Ru tin
Jalan)

l4 Km Kab. Nabire 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064603 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-189-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Kota Nabire
(Preservasi Rutin Jembatan)

267 M Kab. Nabire 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Moanemani-
Bedudipa (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

98 Km Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Moanemani-
Bedudipa (Preservasi Rutin
Jembatan)

664 M Kab. Nabire 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Nabire-
Wanggar-Kwatisore (Bts.
Provinsi Papua Barat)
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

t04 Km Kab. Nabire 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Nabire-
Wanggar-Kwatisore (Bts.
Provinsi Papua Barat)
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

1 Kabupaten Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064604C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

- 190-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

,{nggaral Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Nabire-
Wanggar-Kwatisore (Bts.
Provinsi Papua Barat)
(Preservasi Rutin Jembatan)

l.136 M Kab. Nabire 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Paniai Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Paniai 2022 Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Paniai 2022 Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slart
up capital

9 IKM Kab. Paniai 2023 Kementerian
Perindustrian

SK No 064605 C



FRES I DEN
REPTJBLIK INDONESIA

-191 -

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pelatihan teknis untuk petani
kopi

1 Kabupaten Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi Kopi

l0 Lokasi Distrik Wegee
Muka, Distrik

Aweida, Distrik
Paniai Timur,

Distrik Aradide,
Distrik Ekadide,

Distrik Kebo,
Distrik Topiyai,

dan Distrik
Deiyai Miyo

2021 Kementerian
Pertanian

Penyediaan bibit kopi 1 Kabupaten Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Diqital

Pelalihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Paniai 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064606C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-r92-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegtatarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tnkasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

18 KPM Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pemasaran hasil
kelautan dan perikanan

Sentra kuliner 1 Kabupaten Kab. Paniai 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Paniai 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uLeather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064607 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

- 193-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Paniai 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan produk unggulan
(peningkatan proses
pascapanen) (kopil

5 Kegiatan Kab. Paniai 2021 Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 13 Orang Kab. Paniai 2020-
2021

Kementerian
Agama

T\rnjangan Profesi Guru
PAK PNS

Tunjangan Profesi Guru PAK
PNS

20 Orang Kab. Paniai 2020-
202t

Kementerian
Agama

Jaminan Kesehatan
Nasional

Pelayanan publik
kepada masyarakat
(penugasan khusus
tenaga kesehatan secara
individu)

Penyediaan dokter (Nusantara
Sehat)

1 Kabupaten Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Kesehatan Masyarakat Pembinaan GLi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064608 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t94-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pembayaran T\rnjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan Profesi
Guru PAI PNS pada Sekolah
Umum

5 Kegiatan Kab. Paniai 2020-
202t

Kementerian
Agama

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

8,L2 Persen Kab. Paniai 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

60 Orang Kab. Paniai 2020-
202r

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064609 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-195-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

2t2 Paket Distrik Aradide,
Distrik Aweida,

Distrik Baya
Biru, Distrik

Bibida, Distrik
Bogobaida,

Distrik Deiyai
Miyo, Distrik

Dogomo, Distrik
Duma Dama,

Distrik Ekadide,
Distrik Fajar

Timur, Distrik
Kebo, Distrik
Muye, Distrik

Nakama, Distrik
Paniai Barat,
Distrik Paniai
Timur, Distrik

Pugodagi, Distrik
Siriwo, Distrik
Teluk Deya,

Distrik Topiyai,

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064191C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t96-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penalggung Jawab

Distrik Wegee
Bino, Distrik
Wegee Muka,
Distrik Yagai,

Distrik Yatamo,
dan Distrik

Youtadi

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Paniai 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Portable Cold Storage 1 Kabupaten Kab. Paniai 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Paniai 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064611 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-197-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan

Uraian
Program-Kegtatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Paniai 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Paniai 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus t embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Paniai 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jalan Ruas
Enarotali - Sugapa
(Peningkatan Struktur)

7 Km Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

SK No O646t2C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-198-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegratan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I.okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan Jalan Ruas
Enarotali - Sugapa (Danau
Enarotali) MYC

2 Km Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Transisi
Enarotali - Wagete (0 13)

1 Kabupaten Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Enarotali-
Wagete (013) (Preservasi
Jembatan)

75 M Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Enarotali-
Wagete (013) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

30 Km Kab. Paniai 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Enarotali-
Wagete (013) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

I Km Kab. Paniai 202r Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Enarotali-
Wagete (013) (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.99 M Kab. Paniai 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064613 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L99-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pen ingkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversifikasi pangan
di daerah tertinssal

I Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L Kementerian
Pertanian

Puncak
Jaya

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembukaan akses pemodalan
nonperbankan untuk BUM Desa
dan pelaku UMKM

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (buah merah)

5 Kegiatan Distrik Muara,
Distrik Yambi,

dan Distrik
Mewoluk, Dan
Distrik Yamo

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064614C



PRE S I DEN
REFLJBLIK INDONESIA

-200-

Proyinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (kopi)

5 Kegiatan Distrik Mulia,
Distrik Yamo,

Distrik
Tingginambut,

dan Distrik
Gurage

2027-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari kay'u, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slart
up capital

5 IKM Kab. Puncak
Jaya

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (ubi jalar, kopi,
buah merah, dan nanas duri)

4 Lokasi Distrik Mulia,
Distrik Ilu, Distrik

Tingginambut,
dan Distrik
Yamoneri

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

S1( No 0646i5 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Puncak
Jaya

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan kewirausahaan dan
fasilitasi pemasaran

1 Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2022 Kementerian
Perdagangan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komod iti unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprayer, drone
surueillance, soil and ueather
se/rsor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064616C



FRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-202-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan kerja sama dengan
offiake r untuk pemasaran
produk

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Tunjangan Profesi Guru
PAK PNS

Tunjangan Profesi Guru PAK
PNS

1 Orang Kab. Puncak
Jaya

2021 Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
str,tntinq di desa

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Puncak
Jaya

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064617 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-203-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokaei
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

202] Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

9 36 Persen Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Puncak
Jaya

2020-
202t

Kementerian
Asama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Puncak
Jaya

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan layanan
telekomunikasi

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064618 C



FRE S I DEN
REFUBLIK INDONESIA

-204-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan LoI<aei
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

292 Paket Kab. Puncak
Jaya

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Neeeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

I Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064619 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-205-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPET Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linskup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan nonstatus
untuk mendukung kantong
produksi komoditas unggulan
(kopi dan buah merah)

1 Kabupaten Distrik Mulia,
Distrik Yamo,

Distrik
Tingginambut,
Distrik Gurage,
Distrik Muara,
Distrik Yambi,

dan Distrik
Mewoluk

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064620C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-206-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi

Tahun-
Anggararr Penanggung Jawab

Peningkatan jalan nonstatus
menjadi beraspal sebagai akses
menuju kawasan pariwisata
(Wisata rohani Bukit Zaitun dan
Tuzu Roh Kudus)

1 Kabupaten Distrik Mulia
dan Distrik
Pagaleme

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan Transportasi
Udara

Pelayanan Transportasi Udara 5 Kegiatan Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

109 Desa Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Peningkatan Struktur Jalan
Karubaga-llu - Mulia (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

85 Km Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Peningkatan Struktur Jalan
Karubaga-Ilu-Mulia (Preservasi
Rutin Jembatan)

326 M Kab. Paniai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064621 C



PRES I DEN
REPLJELIK INDONESIA

-207 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPtrT Volume Satuan lnkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

t.394 Ha Kab. Puncak
Jaya

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

268 Desa Kab. Puncak
Jaya

202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan PenSruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Peningkatan Kapasitas Berbasis
Keterampilan dan
Kewirausahaan dalam
Mendukung Diversifikasi Pangan
di Daerah Tertinggal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021, Kementerian
Pertanian

Boven
DigoeI

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2022-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengembangan kawasan
pertanian padi berupa
penyediaan sarana pengolahan
pascapanen untuk pabrik dan
industri rumah tangga

1 Kabupaten Distrik Mandodo,
Distrik Iniandit,
Distrik Arimop,

dan Distrik Kouh

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064622C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-208-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slarf
up capital

6 IKM Kab. Boven
Digoel

202t-
2023

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pemeliharaan Kebun Entres
Karet yang telah ditetapkan

1 Ha Distrik
Mindiptana,

Distrik Kombut,
Distrik Jair,

Distrik Subur,
dan Distrik Ki

2021 Kementerian
Pertanian

Penambahan Alat Penggilingan
Karet

7 Lokasi Distrik
Mindiptana,

Distrik Kombut,
Distrik Jair,

Distrik Subur,
Distrik Ki,

Distrik Waropko,
dan Distrik
Iniyandit

202t Kementerian
Pertanian

Penambahan Alat Penyadapan
Karet

7 Lokasi Distrik
Mindiptana,

Distrik Kombut,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064623C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-209-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegtatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Jair,
Distrik Subur,

Distrik Ki,
Distrik Waropko,

dan Distrik
Iniyandit

Penambahan Bibit Unggul Karet 2l Ha Distrik
Mindiptana,

Distrik Kombut,
Distrik Jair,

Distrik Subur,
Distrik Ki,

Distrik Waropko,
dan Distrik
Iniyandit

2021 Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampu ng
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Disital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2022 Kementerian
Perdagangan

SK No 064624C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2lo-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegratar Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Safian Lokasi
Tahun-

.Anggaran
Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

938 KPM Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalarn
rangka peningkatan
produktivitas komoditi u nggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor) earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalarn
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnval

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian Desa
PDTT

SK No 054625 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-2tt-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinqgal

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2022 Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan / rehabilitasi pasar
kecamatan mendukung
prukades

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Airrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

2t,06 Persen Kab. Boven
Disoel

2020-
2024

BKKBN

SK No 064626C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2t2-

Provirsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT YoIume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelaiaran

Peningakatan mutu dan
relevansi pendidikan
asama Buddha

Pembinaan Sekolah 2 Orang Kec. Mandobo 202L Kerrrenterian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Boven
Digoel (di Lokasi

Prioritas
Perbatasan)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspof di daerah
tertinggal

72 Paket Distrik
Ambatkwi,

Distrik Arimop,
Distrik Bomakia,
Distrik Firiwage,

Distrik Fofi,
Distrik Iniyandit,

Distrik Jair,

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064627 C



FRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA

-213-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Distrik Kawagit,
Distrik Ki,

Distrik Kombay,
Distrik Kombut,
Distrik Kouh,

Distrik Mandobo,
Distrik

Manggelum,
Distrik

Mindiptana,
Distrik Ninati,

Distrik Sesnuk,
Distrik Subur,

Distrik Waropko,
Distrik Yaniruma

Penyediaan elektrifrkasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektriflkasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertingsal

Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan

22 Lokasi Kab. Boven
Digoel

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal 30 Unit Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

PenanggungJawab

SK No 06462-8 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-214-

Provinsi/
Kabupaten Fropam*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyelenggaraan
Permukiman dan
Bangunan Gedung

Pengembangan Pos lintas Batas
Negara (PLBN) Terpadu
Yetetkun, Kabupaten Boven
Digoel, Provinsi Papua

1 Kawasan Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

7 Lembaga
Penyalur

Kab. Boven
Digoel

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik
yang mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064629 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

5 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2022-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

28 Desa Kab. Boven
Digoel

202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Piogram Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Penanganan l,ongsoran Jalan
Waropko - Mindiptana

1 Kabupaten Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Waropko -
Mindiptana

38 Km Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Getentiri - Bts.
Kabupaten Merauke/ Boven
Digoel (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

56 Km Kab. Boven
Digoel

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064630 C
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REFUELIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatar Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Getentiri - Bts.
Kabupaten Merauke/ Boven
Digoel (Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

22 Km Kab. Boven
Digoel

202L Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Getentiri - Bts
Kabupaten Merauke/Boven
Digoel (Preservasi Rutin
Jembatan)

310 M Kab. Boven
Digoel

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Mindiptana -
Tanah Merah (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

46 Km Kab. Boven
Digoel

2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Mindiptana -
Tanah Merah (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

o2. Km Kab. Boven
Digoel

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat
Preservasi Jalan Mindiptana -
Tanah Merah (Preservasi Rutin
Jembatan)

395 M Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tanah Merah -
Getentiri (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

54 Km Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064631 C



FRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Tanah Merah -

Getentiri (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

19 Km Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Tanah Merah -
Getentiri (Preservasi Rutin
Jembatan)

451 M Kab. Boven
Digoel

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

15 Kegiatan Distrik Jair,
Distrik

Mindiptana, dan
Distrik Waropko

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversihkasi pangan
di daerah tertinggal rawan
pangan

30 Orang Daerah Rawan
Pangan (Distrik
Jair, Kampung

Kali Kaouh)

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064632C
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REFUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiataxr

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PP[/f Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air Lainnya
di daerah tertinggal dan
rawan pangan

Pembangu.nan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

15 Kegiatan Distrik Jair,
Distrik

Mindiptana, dan
Distrik Waropko

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-praszrrana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Boven
Digoel

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Mappi Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian Desa
PDT'T

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengal BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Mappi 202),-2024 Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kay'u, dan furnitur
yang telah mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital

6 IKM Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian
Perindustrian

SK No 064633C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan
pertanian jagung (Luas 3.000
Ha) berupa pengadaan bibit,
pupuk, dan media pendukung
budi daya

1 Kabupaten Distrik Obaa,
Distrik Venaha,

dan Distrik
Edera

2021 Kementerian
Pertanian

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Mappi 2021 Kementerian
Pertanian

Pengolahan Sagu di Papua
dengan pembangunan pabrik

1 Unit 3 Lokasi (Distrik
Minyamur,

Distrik Obaa,
dan Distrik
Mambioman

Bapai)

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi kayu dengan
pengadaan bibit, pupuk, dan
media pendukung budi daya ubi
kayu

5 Kegiatan Kab. Mappi 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064231 C



FRE S I DEN
REPUELIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Fasilitasi dan pembinaan UMKM I Kabupaten Kab. Mappi 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

294 KPM Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pemasaran hasil
kelautan dan perikanan

Sentra kuliner 1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Dava

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Mappi 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi un ggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensorl earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Mappi 202L Kementerian
Pertanian

SK No 064635 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program'Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Mappi 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Mappi 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi kayu dengan
pengadaan bibit, pupuk, dan
media pendukung budi daya ubi
kayu

5 Kegiatan Kab. Mappi 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Ahrmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Mappi 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064157 C
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Provinsi/
Kabupaten Fropam-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Mappi 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

2t,8 Persen Kab. Mappi 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Mappi 2020-
2021

Kementerian
Agama

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelajaran

Program Bimas Islam Pengelolaan dan pembinaan
urusan agama

5 Kegiatan Kab. Mappi 2020-
2021

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit
Pratama beserta sarana-
prasarananya

I Kabupaten Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan perguman tinggi
untuk sektor pertaniaan,
perikanan, kesehatan, dan
teknologi

1 Kabupaten Kab. Mappi 2027-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

30 Orang Kab. Mappi 2022 Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 464637 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

.dnggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

119 Paket Distrik Assue,
Distrik Bamgi,
Distrik Citak
Mitak, Distrik
Edera, Distrik
Haju, Distrik

Kaibar, Distrik
Mambioman

Bapai, Distrik
Minyamur,

Distrik Obaa,
Distrik Passue,
Distrik Passue
Bawah, Distrik

Syahcame,
Distrik TiZain,
Distrik Venaha,

dan Distrik
Yakomi

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064232C
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REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPTYT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logrstik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Portable Cold Storage 1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian

Kelautan dan
Perikanan

Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain IFM)

I Kabupaten Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat daerah tertinggal 30 Unit Kab. Mappi 202), Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Mappi 2027-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian Da-lam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan retribusi
daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064639 C



FRES IDEN
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Mappi 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Mappi 2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

52 Desa Kab. Mappi 202r-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Karakteristik Daerah

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Lahan Gambut yang
direstorasi pada tujuh
Provinsi

Luas lahan gambut yang
difasilitasi restorasi gambut
pada provinsi rawan kebakaran
hutan

1 Kabupaten Kab. Mappi 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064233C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

3.705 Ha Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Asmat Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Distrik Awyu,
Distrik Atsj,
Distrik Siret,
Distrik Agats,
Distrik Fayit,
Distrik Joerat,
Distrik Pulau
Tiga, Distrik

Korowai, Distrik
Suru-Suru,

Distrik Safan,
dan Distrik
Pulau Tiga

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Distrik Agats,
Distrik Atsj,

Distrik Kamur,
Distrik Sawa

Erma, dan Desa
Nakai

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064641 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari ka5ru, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slarf
up capital

6 IKM Distrik Agats,
Distrik Atsj,

Distrik Comoro,
Distrik Ayam,

dan Desa Basim

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan hutan
gaharu, kayu besi (Merbau Sp),
kayu Cina, mangroue, anggrek

7 Ha Distrik Atsy,
Distrik Awyu,
Distrik Unir

Sirau, Distrik
Sawa Erma,
Distrik Akat,

Distrik Suator,
Distrik Jetsi,
Distrik Siret,

Distrik
Betcbamu,

Distrik Agats,
Distrik Pulau
Tiga, Distrik
Suator, dan

Distrik Suru-
Suru

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064192C
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Provinsil
Kabupaten Program-Ke$atarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pengembangan kawasan
perkebunan lada berupa
pengembangan balai benih
induk lada yang disesuaikan
dengan kondisi alam

I Kabupaten Distrik Korowai,
Distrik Suru-

Suru, dan
Distrik Pulau

Tiga

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
pertanian padi berupa
pengembangan balai benih
induk padi yang disesuaikan
dengan kondisi alam

1 Kabupaten Distrik Awiu,
Distrik Atsy,

Distrik Sirets,
Distrik Agats,

dan Distrik Avip

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
pertanian sagu

I Kabupaten Kab. Asmat 2021 Kementerian
Pertanian

Pengolahan sagu di Papua 1 Unit Distrik Suru-
Suru, Desa

Basim, Desa
Aworket, Desa

Nakai, dan
Distrik Kamur

202t Kementerian
Pertanian

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

2 Unit Kec. Sirets, Kec.
Joerat (2 Unit),
Kec. Siret, Kec.

Akat, Kec. Fayit,
dan Kec. Unir
Sirau (1 Unit)

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064643 C



PRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-229-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

200 Ekor Kec. Sawa Erma,
Kec.Unir Sirau,

Kec.Suator,
Kec.Ayip,

Kec.Kopay, dan
Kec.Joutu

2021 Kementerian
Pertanian

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian (Lahan)

80 Ha Kec. Awyu (60
Ha), Kec. Safan,

Kec.Jetsy,
Kec.Betcbamu

(20 Ha)

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan wisata alam
(taman nasional, rawa, pantai),
wisata budaya (desa wisata,
museum, Pesta Budaya Asmat,
Suku Asmat), dan wisata sosial

1 Lokasi Distrik Agats 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Mappi 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064644C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-230-

Provinsi/
Kabupaten Frogram*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDI VoIume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Distrik Agats,
Distrik Atsj,
Distrik Sawa
Erma, Distrik
Kamur, dan
Desa Basim

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

195 KPM Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi un ggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Distrik Agats,
Distrik Comoro,
Desa Per, Desa

Sagare, dan
Distrik Atsj

202t Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 13 Orang Kab. Asmat 2020-
202t

Kementerian
Agama

SK No 064645 C



FRES IDEN
REFIJELIK INDONESIA

-231-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

T\:njangan Profesi Guru
PAK PNS

T\rnjangan Profesi Guru PAK
PNS

4 Orang Kab. Asmat 2020-
2021

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
shtntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Asmat 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan Profesi
Guru PAI PNS pada Sekolah
Umum

5 Kegiatan Distrik Agats,
Distrik Atsj, dan

Desa Ba5run

2020-
2021

Kementerian
Agama

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Asmat 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknolosi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

9,62 Persen Kab. Asmat 2020-
2024

BKKBN

SK No 064646C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-232-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh
Asama Kristen Non-PNS

T\rnjangan Pen5ruluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Asmat 2020-
202t

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Distrik Agats,
Distrik Atsj,
Desa Basim,

Distrik Kamur,
dan Distrik Sawa

Erma

202s-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Penyediaan layanan
telekomunikasi (internet)

I Kabupaten Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064647 C



PRES IDEN
REPIJELIK INDONESIA

-233-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/ BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

203 Paket Distrik Agats,
Distrik Akat,
Distrik Atsj,
Distrik Ayip,

Distrik Batcbamu,
Distrik Der

Koumur, Distrik
Fayit, Distrik
Jetsy, Distrik
Joerat, Distrik

Kolf Braza, Distrik
Kopay, Distrik
Pantai Kasuari,
Distrik Pulau
Tiga, Distrik

Safan, Distrik
Sawaerma,

Distrik Sirets,
Distrik Suator,
Distrik Suru-

Suru, Distrik Unir
Sirau, Distrik
Atsj, Distrik

Joerat, Distrik
Pantai Kasuari,

202r Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064648C



PRE S I DEN
REFUBLIK INDONESIA

-234-

Provinsil
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Yo1ume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Distrik Pulau
Tiga, Distrik
Safan, Distrik

Sawaerma,
Distrik Sirets,
dan Distrik
Suru-Suru

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Asmat 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal di
Kp. Ewer

28 Unit Kab. Asmat 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

4 Lembaga
Penyalur

Kab. Asmat 2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064649 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-235-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhaa PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di
wilayah 3T

I Kabupaten Kab. Asmat 2021-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Asmat 202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatanjalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Program Pembangunan Jalan
tanah beton L.4,5M

2 M Kec. Kolf Braza
dan Kec. Korrowai

Buluanop

2024 Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/ sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

64 Desa Kab. Asmat 2021-2024 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064650 C



FRE S I DEN
REFLJBLIK INDONESIA

-236-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegratan Uraian
Program-KeSIatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan
kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

I Kabupaten Kab. Asmat 202t Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversifikasi pangan
di daerah tertinggal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya
(Pembangunan Dam Parit)

1 Unit Daerah Rawan
Pangan

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kegiatan Kab. Asmat 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064651 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-237 -

Provinsi/
Kabupateu Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Pembangunan bangunan
perkuatan tebing sungai-sungai
di Kabupaten Asmat

o,37 Km Kab. Asmat 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Lahan gambut yang
direstorasi pada tujuh
provinsi

Luas lahan gambut yang
difasilitasi restorasi gambut
pada provinsi rawan kebakaran
hutan

1 Kabupaten Kab. Asmat 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

5.011,
o9

Ha Kab. Asmat 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Yahukimo Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unszulan Desa

10 Desa Kab. Yahukimo 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Yahukimo 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064234C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-238-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kopi

1 Lokasi Distrik
Kwelemdua,

Distrik Tangma,
Distrik Kurima,

Distrik Puldama,
Distrik Pasema,
Distrik Holuon,

dan Distrik
Panggema

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Distrik Dekai,
Distrik

Kwelemdua,
Distrik Ninia,
Distrik Silimo,
Distrik Obio,
Distrik Suru
Suru, Distrik
Pasema, dan
Distrik Soba

202t Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab. Yahukimo 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064653 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-239-

Provinsi/
Kabupaten Propam-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (Rumah Pohon)

5 Paket Distrik Dekai,
Desa Massi,

Distrik Seradala,
dan Kampung

Korowai

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis Io? mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Yahukimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 2022 Kementerian
Perdagangan

SK No 064654C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-240-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

823 KPM Kab. Yahukimo 2020-2024 Kementerian Sosia-l

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan produktivitas
komoditi unggulan dan
implementasi pertanian presisi di
daerah tertinggal
(Drone spraAer, drone surueillance,
soil and u.teather sensor, earlg
taarninq sustem dan lainnva)

5 Kegiatan Kab. Yahukimo 202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Yahukimo 2021-2024 Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Distrik Dekai,
Distrik

Kuelamdua,
Distrik Ninia,
Distrik Silimo,
Distrik Obio,

Distrik Surusuru,
Distrik Pasema,
dan Distrik Soba

202r-2024 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064655 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK PNS

Insentif dan Tunjangan Profesi
Guru PAK PNS

20 Orang Kab. Yahukimo 2020-
202t

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru PAI PNS
pada Sekolah Umum

Pembayaran T\rnjangan Profesi
Guru PAI PNS pada Sekolah
Umum

5 Kegiatan Kab. Yahukimo 2020-
202L

Kementerian
Agama

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Yahukimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Yahukimo 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

3,09 Persen Kab. Yahukimo 2020-
2024

BKKBN

SK No 064656C



FRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-242-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh
Asama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penl'uluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Yahukimo 2020-
202t

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Yahukimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Penyediaan layanan
telekomunikasi

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

513 Paket Distrik Amuma,
Distrik Anggruk,
Distrik Bomela,
Distrik Dekai,

Distrik
Dirwemna,

Distrik Duram,
Distrik

Endomen,
Distrik

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064657 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-243-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Hereapini,
Distrik Hilipuk,
Distrik Hogio,

Distrik Holuwon,
Distrik

Kabianggama,
Distrik Kayo,
Distrik Kona,

Distrik Korupun,
Distrik Kosarek,
Distrik Kurima,

Distrik
Kwelamdua,

Distrik Kwikma,
Distrik Langda,
Distrik Lolat,
Distrik Mugi,

Distrik Musaik,
Distrik Nalca,
Distrik Ninia,

Distrik Nipsan,
Distrik Obio,

Distrik
Panqqema,

SK No 064658 C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-244-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Pasema,
Distrik Pronggoli,
Distrik Puldama,

Distrik
Samenage,

Distrik Sela,
Distrik Seradala,
Distrik Silimo,
Distrik Soba,

Distrik
Sobaham,

Distrik Soloikma,
Distrik Sumo,

Distrik
Suntamon,

Distrik Suru
Suru, Distrik

Talambo, Distrik
Tangma, Distrik
Ubahak, Distrik
Ubalihi, Distrik
Ukha, Distrik

Walma, Distrik
Werima, Distrik

SK No 064659 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-245-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Wusama, Distrik
Yahuliambut,

dan Distrik
Yogosem

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Sumur Air Tanah
untuk Air Baku di Kabupaten
Yahukimo dan Sekitarnya

5 Lokasi Kab. Yahukimo 2021. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal di
Distrik Dekai, Kota Dekai

30 Unit Kab. Yahukimo 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Yahukimo

6 Unit Kab. Yahukimo 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064660 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-246-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Yahukimo 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Yahukimo 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064661 C



FRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-247 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan transportasi
udara

Pelayanan transportasi udara 5 Kegiatan Kab. Yahukimo 2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

1 Kabupaten Distrik
Sobaham,

Distrik Korupun,
Distrik Silimo,

Distrik Holuwon,
Distrik Ubahak,

Distrik Soba,
Distrik Pasema,
Distrik Anggruk,

dan Distrik
Samenage

2021 Kementerian
Perhubungan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

155 Desa Kab. Yahukimo 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064662C



FRES IOEN
REFUELIK INDONESIA

-248-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Valume Satuan lakasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan kewirausahaan
dalam mendukung diversilikasi
pansan di daerah tertinssal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan pengaman
pantai

Pembangunan Bangunan
Pengendali Banjir Sungai Brazza
Kabupaten Yahukimo

0,15 Km Kab. Yahukimo 202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagu.naan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan untuk
TORA

7.99A,7
9

Ha Kab. Yahukimo 2020-2024 Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup seca-ra
berkelaniutan

2t7 Desa Kab. Yahukimo 202t-2024 Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanal
Pegunungan

Bintang
Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ungzulal Desa

lo Desa Kab. Pegunungan
Bintang

202t-2024 Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Pegunungan
Bintang

202t-2024 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064663C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-249-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (gudang kopi,
lantai jemur, mesin pengupas
basah) (lantai jemur kopi) (mesin
pengupas kopi basah)

18 Unit Distrik Okbab,
Distrik Oklip,
Distrik Okbab,
Distrik Pepera,
Distrik Kiwirok,

dan Distrik
Serambakon

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan
pertanian kakao

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintane

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (FGD, MOU, dan
Workshopl

5 Paket Distrik Epumek,
Distrik Pamek,
Distrik Bime,

Distrik Weime,
Distrik Okbab,
Distrik Borme,

Distrik Alemsom,
dan Distrik Iwur

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintans

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064235 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-250-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenaaggungJawab

Masyarakat/ Literasi
Digital

Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan

100 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab.
Pegunungan

Bintang

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Neseri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Ban tuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

9 KPM Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064665 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 [,okasi Kab.
Pegunungan

Bintang

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 28 Orang Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2021

Kementerian
Agama

Tunjangan Profesi Guru
PAK PNS

T\rnjangan Profesi Guru PAK
PNS

10 Orang Kab.
Pegunungan

Bintang

202r Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064666C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-252-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

10,63 Persen Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

BKKBN

Program Bimas lGisten T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Pen5ruluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab.
Pegunungan

Bintans

2020-
2021

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab.
Pegunungan
Bintang (di

Lokasi Prioritas
Perbatasan)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064667 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-253-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atarl Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab.
Pegunungan

Bintang

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

26r Paket Distrik Aboy,
Distrik Alemson,
Distrik Awinbon,
Distrik Batani,
Distrik Batom,
Distrik Bime,

Distrik Borme,
Distrik Eipumek,

Distrik Iwur,
Distrik Jetfa,

Distrik
Kalombol,

Distrik Kawor,
Distrik Kiwirok,

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064668 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-254-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegtatan
Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Kiwirok
Timur, Distrik

Mofinop, Distrik
Murkim, Distrik
Nongme, Distrik
Okaom, Distrik
Okbab, Distrik
Okbape, Distrik

Okbemtau,
Distrik Okbibab,
Distrik Okhika,
Distrik Oklip,

Distrik Oksamol,
Distrik

Oksebang, Distrik
Oksibil, Distrik
Oksop, Distrik
Pamek, Distrik
Pepera, Distrik
Serambakon,
Distrik Tarup,

Distrik Teiraplu,
dan Distrik

Weime

SK No 064669 C



FRE S I OEN
REPUBLIK INDONESIA

-255-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegtatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

PenanggungJawab

Penyediaan elektrifikasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrihkasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrihkasi di desa
Iokasi prioritas perbatasan

60 Lokasi Kab.
Pegunungan

Bintang

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintans

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab.
Pegunungan

Bintang

2022-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelavanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064670 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-256-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegtatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/ GISA di wilayah
3T)

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik
yang mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064671 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-257 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuarr tokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembasaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Pegunungan
Bintang

202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan transportasi
udara

Pelayanan transportasi udara 5 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

83 Desa Kab.
Pegunungan

Bintang

202L-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pemeliharaan Rutin Jalan
Transisi Ruas Jalan Oksibil -
Seredala

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jalan
Transisi Ruas Jalan Seredala -
Dekai

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralqgat

SK No 064672C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-258-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penggantian Jembatan Seredala-
Dekail&2(MYC)

160 M Kab.
Pegunungan

Bintang

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Seredala-Dekai
(Preservasi Pemeliharaan Ru tin
Jalan)

99 Km Kab.
Pegunungan

Bintang

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Seredala-Dekai
(Preservasi Rutin Jembatan)

681 M Kab.
Pegunungan

Bintang

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur/
Pembangunan Lumbung Pangan
Lokal

1 Unit Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Jalan
Perbatasan

Pembangunan Jalan
Perbatasan

Pembangunan Jalan Iwur -
Waropko

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064158 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-259-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaian Penanggung Jawab

Pembangunan Jalan Oksibil -
Iwur

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2021-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pembangunan Jalan Perbatasan
Oksibil - Towe Hitam (MYC) / PN
olo

1 Kabupaten Kab.
Pegunungan

Bintang

2020-
202t

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab.
Pegunungan

Bintang

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

30 Orang Distrik Oksibil 2023 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 064236C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-260-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegtatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Tolikara Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Tolikara 2021-2024 Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Tolikara 2027-2024 Kementerian Desa
PDT'I

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Pengadaan mesin pengolahan
pascapanen Kopi Bio, tempat
pengeringan dan gudang
penyimpanan, bibit kopi

1 Kabupaten Distrik Kai,
Distrik Numba,

Distrik Karubaga,
Distrik Wunim,

Distrik Nabunage,
dan Distrik
Bokondini

202r-2024 Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan industri buah
merah (sabun, minyak), mesin dan
gudang pengolahan

1 Kabupaten Distrik Timori,
Distrik Panaga,

Distrik Bokondini,
Distrik Dewani,
Distrik Numba,

dan Distrik
Kondaga

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan tanaman-tanaman
tahunan dan penyegar di Papua
dan Papua Barat

5 Kegiatan Kab. Tolikara 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064675 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-26r-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan tokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kopi

1 Lokasi 3 Lokasi (Distrik
Bokondini, Distrik

Kanggime, dan
Distrik Kembu)

202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi nanas

5 Kegiatan Distrik Bokondini
serta di hampir
seluruh wilayah

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis Io? mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui D-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Tolikara 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064237 C



FRE S I DEN
REPUtsLIK INDONESIA

-262-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lckasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2022 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2022 Kementerian
Perdagangan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Tolikara 202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinssal

3 Lokasi Kab. Tolikara 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan dan pemasaran
jeruk

I Kabupaten Distrik
Bokondini serta

di hampir
seluruh wilayah

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064677 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-263-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiataxl Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi nanas

5 Kegiatan Distrik
Bokondini serta

di hampir
seluruh wilayah

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan mesin pengolahan
pascapanen Kopi Bio, tempat
pengeringan dan gudang
penyimpanan, bibit kopi

I Kabupaten Distrik Kai,
Distrik Numba,

Distrik
Karubaga,

Distrik Wunin,
Distrik

Nabunage, dan
Distrik

Bokondini

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS l3 Orang Kab. Tolikara 2020-
202t

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan GLi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stunting di desa

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064678C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-264-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tnkasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
vang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Tolikara 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Tolikara 202r Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

30 Orang Kab. Tolikara 2020-
202t

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan
Puskesmas/ Pustu (eristrng I 0
Puskesmas dan 28 Pustu untuk
46 distrik)

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan RS Pratama (Ruang
isolasi, Ruang perawatan)

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064679 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-265-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Tolikara 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

538 Paket Distrik Airgaram,
Distrik Anawi,
Distrik Aweku,
Distrik Bewani,
Distrik Biuk,

Distrik Bogonuk,
Distrik

Bokondini,
Distrik Bokoneri,
Distrik Danime,

Distrik Dow,
Distrik Dundu,
Distrik Egiam,
Distrik Geya,
Distrik Gika,

Distrik
Gilubandu,

Distrik Goyage,
Distrik Gundagi,

Distrik Kai,
Distrik

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No C64680 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-266-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kamboneri,
Distrik

Kanggime,
Distrik

Karubaga,
Distrik Kembu,
Distrik Konda/

Kondaga, Distrik
Kuari, Distrik

Kubu, Distrik Li
Anogomma,

Distrik
Nabunage,

Distrik Nelawi,
Distrik Numba,

Distrik
Nunggawi,

Distrik Panaga,
Distrik Poganeri,
Distrik Tagime,
Distrik Tagineri,

Distrik
Telenggeme,

SK No 064681 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-267 -

Provinsi/
Kabupaten Program-KeglataJr Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Timori,
Distrik Umagi,

Distrik Wakuwo,
Distrik

Wari/Taiyeve II,
Distrik Wenam,
Distrik Wina,

Distrik Woniki,
Distrik Wugi,

Distrik Wunim,
Distrik Yuko,
dan Distrik

Yuneri
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat daerah tertinggal di
Kampung Igari, Distrik Wenam

2l Unit Kab. Tolikara 202). Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064238C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-268-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Tolikara 2023-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

i Kabupaten Kab. Tolikara 2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Tolikara 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

7 Km Distrik Nunggawi
dan Distrik

Wakuwo

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064683 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-269-

Provinsi/
Kabupaten Program*Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPfrT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

t87 Desa Kab. Tolikara 202L-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Pembangunan sekolah
berasrama untuk SMP dan SMA

4 Unit Kab. Tolikara 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan
Bergerak

Penyediaan digital he althg
sgstem, drone pengiriman darah,
AMMDes Pengumpan Ambulan,
rumah tunggu ibu hamil,
layanan kesehatan mobile)

1 Kabupaten Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversifikasi pangan
di daerah tertinggal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064684C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-270-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertingeal rawan pangan

1 Paket Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

9t6 Ha Kab. Tolikara 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelaniutan

391 Desa Kab. Tolikara 202r-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Penyediaan Sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

I Paket Daerah Rawan
Pangan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Keerom Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Keerom 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Keerom 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064685 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-271-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan alsintan untuk budi
daya dan pascapanen

1 Kabupaten Kab. Keerom 202L-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slart
up capital

8 IKM Kab. Keerom 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (agrowisata)

5 Paket Kampung
Yowong

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan ekonomi &
pengelolaan SDM produk
ungzulan

5 Kegiatan Kab. Keerom 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditas
pertanian (prukades)

I Kabupaten Kab. Keerom 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan tanaman
tahunan dan penyegar di Papua
dan Papua Barat

5 Kegiatan Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan Kapasitas SDM
Pengelola Produk Unggulan di
Kawasan Transmigrasi

5 Kegiatan Kab. Keerom 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064686 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-272-

Provirsi/
Kahupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab. Keerom 202r Kementerian
Pertanian

Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang dikembangkan ekonominya
(padi)

2 Kawasan Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinesal

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (agrowisata)

5 Paket Kampung
Yowong

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal

100 Kegiatan Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoI mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Keerom 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

783 KPM Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064687 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-273-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillqnce, soil and uLeather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Keerom 202t Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produ ktivitas komoditi un ggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and weather
sensorJ earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Keerom 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Keerom 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064688 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-274-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L.okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan ekonomi &
pengelolaan SDM produk
unggulan

5 Kegiatan Kab. Keerom 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pascapanen (pasta coklat,
jagung, padi) dan bibit
(penanaman kembali lahan yang
terkena hama) (kakao, jagung,
padi)

15 Kegiatan Distrik Skanto,
Distrik Arso,
Distrik Arso

Barat, Distrik
Waris (Kakao 5

kegiatan); Distrik
Skanto, Distrik

Arso Barat,
Distrik Arso

Timur, Distrik
Mannem, Distrik

Waris, Distrik
Web, Distrik
Arso, Distrik
Yaffi, Distrik

Senggi (Jagung 5
kegiatan); Distrik
Skanto, Distrik
Arso, Distrik

Senggi, Distrik
Arso Barat,

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064239 C



FRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-275-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Distrik Arso
Timur, Distrik

Waris, dan
Distrik Mannem
(Padi 5 kegiatan)

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

I Kabupaten Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan kerja
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/PBK 1 Kegiatan Kab. Keerom 2021-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

SK No 064690C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-276-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelaiaran

Peningakatan mutu dan
relevansi pendidikan
agama Buddha

Pembinaan sekolah 1 Orang Kec. Arso 202r Kementerian
Agama

Peningkatan kapasitas
tenaga kerja di daerah
tertinggal

Peningkatan kapasitas
tenaga ke{a di daerah
tertinggal

Peningkatan kapasitas tenaga
kerja di daerah tertinggal

30 Orang Kab. Keerom 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Keerom 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064691 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-277 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Penyediaan layanan
telekomunikasi dan elektrifikasi
berupa pengadaan solar cell
terpusat terpadu dan PLTMH

1 Kabupaten Kab. Keerom 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

49 Paket Distrik Arso,
Distrik Arso

Timur, Distrik
Kaisenar, Distrik
Mannem, Distrik

Senggi, Distrik
Skanto, Distrik
Towe, Distrik
Waris, Distrik
Web, Distrik
Yafh, Distrik
Arso, Distrik
Arso Timur,

Distrik Mannem,
Distrik Senggi,

dan Distrik
Waris

2021-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 464692C



PRES I OEN
REFUBLIK INDONESIA

-278-

Provinsi/
Kahupaten Propam-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDI Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan tampungan air
hujan pada daerah kekeringan di
Arso V Distrik Arso Keerom

1 Unit Kab. Keerom 202t Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ralq;at
Pembangunan tampungan air
hujan pada daerah kekeringan di
Arso VI Distrik Arso Keerom

1 Unit Kab. Keerom 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Peningkatan / rehabilitasi sumur
air tanah Kabupaten Keerom

3 Lokasi Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logrstik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Keerom 202t-2024 Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Pembangunan Broncapturing Kap
5 L/detik SPAM IKK Kampung
Jomate Distrik Popugoba
Kabupaten Javawiiava

5 LiterlDetik Kab. Keerom 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan j aringan perpipaan
SPAM Distrik Skanto dan Arso
Untuk Kawasan Wulukubun
Kabupaten Keerom (Paket- 1 1 unit
dan Paket-2 1 unit)

2 Unit Kab. Keerom 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064693C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-279-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggrrng Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Keerom 2020-
2022

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik
yang mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Keerom 202t-
2024

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa
Lmgkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Keerom 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064694C



PRES ]DEN
REPIJBLIK INDONESIA

-280-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Abepura - Arso -

Waris - Yetti (Preservasi Jembatan)
113 M Kab. Keerom 2021 Kementerian

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Abepura - Arso -
Waris - Yetti (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

115 Km Kab. Keerom 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Abepura - Arso -
Waris - Yetti (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan)

I Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Abepura - Arso -
Waris - Yetti (Preservasi Rutin
Jembatan)

t.362 M Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo I (MYC) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

116 Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064244C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPrrT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo I (MYC) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

t9 Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo I (MYC) (Preservasi
Rutin Jembatan)

2.495 M Kab. Keerom 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo II (MYC) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

7 Km Kab. Keerom 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo II (MYC) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

13 Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Senggi -
Mamberamo II (MYC) (Preservasi
Rutin Jembatan)

755 M Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Ubrub -
Yambra - Towe Hitam (Preservasi
Jembatan)

20L M Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064696C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-282-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggiaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Yetti - Ubrub -
Yambra - Towe Hitam (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

57 Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Ubrub -

Yambra - Towe Hitam
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

0,30 Km Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Yetti - Ubrub -
Yambra - Towe Hitam (Preservasi
Rutin Jembatan)

948 M Kab. Keerom 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

1 Unit Kab. Keerom 202t Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan dan rawan
pangan (Pembangunan Dam
Parit)

5 Unit Kab. Keerom (di
Lokasi Prioritas

Daerah
Perbatasan (4),
Daerah Rawan

Panean (1))

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064697 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-283-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi

Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Keerom 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

39 Pendamping Kab. Keerom 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kab. Keerom 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Waropen Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ungzulan Desa

10 Desa Kab. Waropen 202r-
2024

Kementerian Desa
PDT't

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064240C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-284-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan
peternakan sapi dan babi
berupa pelatihan kelompok
peternak serta pengadaan bibit
dan alat ternak

1 Kabupaten Distrik Wapoga
dan Distrik

Oudate

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Waropen 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

5 Kegiatan Kab. Waropen 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
pertanian jagung, kelapa berupa
pelatihan kelompok petani serta
pengadaan bibit dan alat
pertanian

1 Kabupaten Distrik Oudate
dan Distrik

Masirei

2021 Kementerian
Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

30 Orang Kab. Waropen 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064241 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-285-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis 1oI mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Waropen 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Waropen 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather

5 Kegiatan Kab. Waropen 202r Kementerian
Pertanian

SK No 064700 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-286-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaral Penanggung Jawab

sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

5 Kegiatan Kab. Waropen 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan procluksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi perikanan tangkap

5 Kegiatan Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Waropen 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064701 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-287 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Waropen 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

19,18 Persen Kab. Waropen 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Waropen 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Penyediaan layanan
telekomunikasi (telepon dan
internet)

1 Kabupaten Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspof di daerah
tertinggal

103 Paket Distrik Demba,
Distrik Inggerus,

Distrik Kirihi,
Distrik Masirei,
Distrik Oudate,

Distrik Risei

2027 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064702C



PRES IDEN
REPUBI-IK INDONESIA

-288-

Provinsi/
Kabupaten Propam-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPIrr Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Sayati, Distrik
Soyoi - Mambai,

Distrik Urei
Faisei, Distrik

Wapoga, Distrik
Wonti, Distrik
Demba, Distrik

Urei Faisei,
Distrik Waropen

Bawah, dan
Distrik Wonti

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal 18 Unit Kab. Waropen 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Waropen

4 Unit Kab. Waropen 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064703 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-289-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Waropen 2022-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 054704C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-290-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

3 Desa Kab. Waropen 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan kebencanaan
rnobtl pickup

1 Kabupaten Kab. WaropenBantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Karakteristik Daerah

202t Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

692 Ha Kab. Waropen 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

4t Pendamping Kab. Waropen 202L-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 464745 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Supiori Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

lo Desa Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Supiori 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Rumah industri pengolahan
hasil sazu di 4 distrik

1 Kabupaten Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari ka5ru, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan starl
up capital

6 IKM Kab. Supiori 2027-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Supiori 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064706C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-292-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPtrT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kelapa

I Lokasi 3 Lokasi (Distrik
Supiori Barat,

Distrik
Kepulauan Aruri,

dan Distrik
Supiori Utara)

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi cabai merah

5 Kegiatan Kab. Supiori 2o21 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi cabai rawit

5 Kegiatan Kab. Supiori 202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kacang panians

5 Kegiatan Kab. Supiori 202t Kementerian
Pertanian

Peralatan pengolahan hasil sagu
(sensor, penghacur, penepung,
pompa air, dan perlengkapan
lainnya)

1 Kabupaten Kab. Supiori 2021 Kementerian
Pertanian

Rumah industri pengolahan
hasil sagu di 4 distrik

1 Kabupaten Kab. Supiori 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064707 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-293-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi disital

100 Kegiatan Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis 1oI mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

l0 UMKM Kab. Supiori 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.528 KPM Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064708 C



FRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-294-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Supiori 2021 Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensorr earlg utarning sgstem
dan lainnval

5 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi cabai merah

5 Kegiatan Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064709 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-295-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi cabai rawit

5 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kacans panians

5 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab. Supiori 2021, Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Supiori 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

24,39 Persen Kab. Supiori 2020-
2024

BKKBN

SK No 064710 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-296-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan RS Pratama I Kabupaten Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan,
alkes, dokter

I Kabupaten Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Supiori (di
Lokasi Prioritas

Perbatasan)

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

30 Orang Kab. Supiori 2022 Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penanggung Jawab

SK No rJ647ll C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-297 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

l9 Paket Distrik
Kepulauan Aruri,

Distrik Supiori
Barat, Distrik

Supiori Selatan,
dam Distrik

Supiori Utara

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyed iaan elektrifikasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektriflkasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrihkasi di desa
lokasi prioritas perbatasan

23 Lokasi Kab. Supiori 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan Energi Listrik 5 Unit Distrik
Kepulauan Aruri,

Distrik Supiori
Barat, dan

Distrik Supiori
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Sarana dan Prasarana
Perikanan Budi Daya

I Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064712C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-298-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

1 Lembaga
Penyalur

Kab. Supiori 2023 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan paj ak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Supiori 2021.-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi

1 Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064713 C



PRES I OEN
REFUBLIK INDONESIA

-299-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Kependudukan/GISA di wilayah
3r)

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik
yang mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

I Kabupaten Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Supiori 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064714 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-300-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vo1ume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

4 Km Distrik
Kepulauan Aruri

dan Distrik
Supiori Barat

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan sekolah
berasrama di Kepulauan Aruri
(asrama, air bersih)

1 Kabupaten Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan

Karakteristik Daerah

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan peralatan kebencanaan
trailer dapur lapangan

1 Kabupaten Kab. Supiori 202t Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertingqal rawan pangan

5 Kegiatan Kab. Supiori 2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

5 Kegiatan Kab. Supiori 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064715 C



FRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-301-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil
terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Supiori 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

34 Ha Kab. Supiori 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

24 Desa Kab. Supiori 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Mamberamo
Raya

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064716C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-302-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan staZ
up capital

8 IKM Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab.
Mamberamo

R"Ya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis .IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab.
Mamberamo

Raya

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantu an T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

cc KPM Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 0647 t7 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-303-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202L Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinqsal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

RaYa

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
shtnting di desa

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064718 C



FRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-304-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Layanan Pembiayaan
Pendidikan Tinggi

Bantuan pendidikan
tinggi

Mahasiswa Penerima Beasiswa
Ahrmasi Pendidikan Tinggi
(ADik)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab.
Mamberamo

Raya

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064719 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-305-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

47 Paket Distrik Benuki,
Distrik Iwaso,

Distrik
Mamberamo
Hilir, Distrik
Mamberamo
Hulu, Distrik
Mamberamo

Tengah, Distrik
Mamberamo

Tengah Timur,
Distrik Rufaer,
Distrik Sawai,

dan Distrik
Waropen Atas

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064720C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-306-

Provinsi/
Kabupaten ProgramrKegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2021.-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064721 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-307-

Provinsi/
Kabupaten Frogram*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

8 Desa Kab.
Mamberamo

Raya

202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Karakteristik Daerah

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan peralatan kebencanaan
mobll pickup

I Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan

kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

I Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Pengadaan sarana dan
prasarana jaringan
komunikasi pusdalops

Penyelenggaraan layanan
bidang data, informasi
dan komunikasi
penanggulangan bencana

Penyediaan sarana dan
prasarana jaringan komunikasi
pusdalops bidang data,
informasi dan komunikasi
penanggulangan bencana

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Raya

202r Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

SK No 064722C



FRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-308-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Nduga Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Nduga 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan jagung, ubi
ialar, keladi

I Lokasi Kab. Nduga 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan starl
up capital

5 IKM Kab. Nduga 202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan tanaman-
tanaman tahunan dan penyegar
di Papua dan Papua Barat

5 Kegiatan Kab. Nduga 202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Kab. Nduga 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kopi

5 Kegiatan Kab. Nduga 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064723 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-309-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan FPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (FGD, MOU, dan
Workshopl

5 Paket Distrik Pasir
Putih dan Distrik

Wusi

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Nduga 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis 1oT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Nduga 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Nduga 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

I Kabupaten Kab. Nduga 2022 Kementerian
Perdagangan

SK No 064724C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-310-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sen^sor, earlg warning sgstem
darr lainnya)

5 Kegiatan Kab. Nduga 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinqgal

3 Lokasi Kab. Nduga 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Kab. Nduga 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kopi

5 Kegiatan Kab. Nduga 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
shtntinq di desa

I Kabupaten Kab. Nduga 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064725 C



PRE S I DEN
REFUBLIK INDONESIA

- 311 -

Provinsi/
Kahupaten Program-Kegratan Uraian

Pragram-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana Bidang Kesehatan
Fasilitasi dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Nduga 2020-2024 Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kua.litas SDM DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas yang
terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Nduga 2023-2024 Kementerian
Koperasi dan UKM

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Nduga 2021 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknoloei

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah Khusus 36,23 Persen Kab. Nduga 2020-2024 BKKBN

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh
Asama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyrrluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Nduga 2020-2027 Kementerian Agama

Sarana dan Prasarana

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

76 Desa Kab. Nduga 202t-2024 Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064726C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3t2-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Nduga 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Nduga 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Nduga 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

243 Paket Distrik Alama,
Distrik Dal,

Distrik
Embetpen,

Distrik Gearek,
Distrik Geselma,
Distrik Inikgal,
Distrik Iniye,

Distrik Kegayem,
Distrik Kenyam,
Distrik Kilmid,
Distrik Kora,

Distrik Koroptak,

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064727 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-313-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraia.n
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPEII Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Distrik Krepkuri,
Distrik Mam,

Distrik
Mapenduma,
Distrik Mbua

Tengah, Distrik
Mbulmu Yalma,
Distrik Mbuwa,

Distrik Mebarok,
Distrik Moba,
Distrik Mugi,

Distrik
Nenggeagin,

Distrik Nirkuri,
Distrik Paro,
Distrik Pasir
Putih, Distrik
Pija, Distrik

Wosak, Distrik
Wusi, Distrik

Wutpaga, Distrik
Yal, Distrik

Yenggelo, dan
Distrik Yiei

SK No 064728C



PRES IDEN
REPtJtsLIK INDONESIA

-314-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal 30 Unit Kab. Nduga 202r Kementerian
Pekerl'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

4 Lembaga
Penyalur

Kab. Nduga 202r-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Nduga 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Nduga 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064729 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-315-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Nduga 202r-
2024

Lanny Jaya Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. LannyJaya 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi Pembentukan BUM
Desa Produktif

10 Desa Kab. Lanny Jaya 2021-
2022

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (bawang merah,
bawang putih tunggal, dan kopi)

15 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 202r-
2022

Kementerian
Perindustrian

SK No 064160 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3t6-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan
Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitasi pengolahan kopi 10 Distrik Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi, bawang merah,
bawang putih, kopi

40 Distrik Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Pertanian

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pengembangan Atraksi
Pariwisata (Air Terjun Kampung
Duran) (Peningkatan Kapasitas,
Pembangunan Fisik Sesuai
Kebutuhan)

5 Paket Tiom 2022 Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Fasilitasi peningkatan kapasitas
masyarakat dalam pengelolaan
daerah wisata

100 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis 1oI mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064242C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3t7-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui D-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Lanny Jaya 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

944 KPM Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Forming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

10 Distrik Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) Kampung

10 Distrik Kab. Lanny Jaya 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi Pengolahan Kopi 10 Distrik Kab. Lanny Jaya 202t Kementerian Desa
PDTT

SK No 064732C



FRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-318-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Keglatan Uraian
Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi, bawang merah,
bawang putih, kopi

40 Distrik Kab. LannyJaya 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan T\r njangan
Profesi Guru PAK

T\rnjangan Profesi Guru
PAK PNS

Tunjangan Profesi Guru PAK
PNS

t2 Orang Kab. Lanny Jaya 2020-
2021

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
sfitntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program PAUD Wajar l2
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

3,49 Persen Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Lanny Jaya 2020-
2021

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064733 C



PRES IOEN
REFUBLIK INDONESIA

-319-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Lanny Jaya 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Layanan Akses Internet I Kabupaten Kab. Lanny Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

351 Paket Distrik Awina,
Distrik

Ayumnati,
Distrik Balingga,
Distrik Balingga
Barat, Distrik
Bruwa, Distrik
Buguk Gona,

Distrik Dimba,
Distrik Gamelia,

Distrik Gelok
Beam, Distrik

Goa Balim,
Distrik Gollo,
Distrik Guna,

Distrik Gupura,
Distrik Karu,

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064734C



FRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-320-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Frogram-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Distrik Kelulome,
Distrik Kolawa,

Distrik Kuly
Lanny, Distrik

Kuyawage,
Distrik Lannyna,
Distrik Makki,
Distrik Melagi,

Distrik
Melagineri,

Distrik Milimbo,
Distrik Mokoni,
Distrik Muara,

Distrik Nikogwe,
Distrik Niname,

Distrik Nogi,
Distrik Pirime,
Distrik Poga,
Distrik Tiom,
Distrik Tiom
Ollo, Distrik

Tiomneri, Distrik
Wano Barat,

Distrik Wereka,

SK No 064735 C



PRE S I DEN
REFIJBLIK INDONESIA

-32r-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Distrik
Wiringgambut,
Distrik Yiginua,
Distrik Yiluk,
dan Distrik
Yugungwi

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan
Infrastruktur Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Enersi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

I Unit Kab. Lanny Jaya 202t Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Lanny Jaya 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Lanny Jaya 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Lanny Jaya 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064736C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-322-

Provinsi/
Kabupaten

Frogram-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus L,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

4 Kegiatan Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Penggantian Jembatan BTS Kota
Wamena - Piramid - Tiom (MYC
Lanjutan)

2t M Kab. LannyJaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

SK No 064737 C



PRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-323-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [akasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Piramid - Tiom
(MYC Lanjutan) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

69 Km Kab. LannyJaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Piramid - Tiom
(MYC Lanjutan) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

7 Km Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Preservasi Jalan Piramid - Tiom
(MYC Lanjutan) (Preservasi
Rutin Jembatan)

642 M Kab. Lanny Jaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralqlat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversifikasi pangan
di daerah tertinggal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 464738C



PRES IDEN
REFIJBLIK INDONESIA

-324-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Mamberamo
Tengah

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab.
Mamberamo

Tengah

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan alat pascapanen
(produksi) coklat

3 Lokasi 3 Lokasi (Distrik
Eragayam,

Distrik Ilugwa,
dan Distrik

Kelila)

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan alat pascapanen di
Wilayah 3T dan Perbatasan (ubi
jalar, kopi, buah merah, kacang
tanah, pisang, sagu, kelapa, dan
pinans)

24 Unit 3 Lokasi (Distrik
Eragayam,

Distrik Ilugwa,
dan Distrik

Kelila)

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan dan Perbaikan
jaringan irigasi (Oransbari)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
pertanian padi ladang

1 Kabupaten Distrik Kelila 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064739 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-325-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuarr Lokasi Tahun-

Anggararr
Penanggung Jawab

Pengembangan Sa5ruran
hortikultura

10 Kegiatan Distrik Kobagma,
Distrik llugwa,

dan Kab.
Mamberamo

Tengah

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis Io? mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab.
Mamberamo

Tengah

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan kewirausahaan dan
fasilitasi pemasaran

I Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2022 Kementerian
Perdagangan

SK No 064243C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-326-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

628 KPM Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensori earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab.
Mamberamo

Tengah

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064741 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-327-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegratan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan GLi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
shtnting di desa

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab.
Mamberamo

Tengah

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

1,32 Persen Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tlrnjangan Peny'uluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
202r

Kementerian
Agama

SK No 064742C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-s28-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab.
Mamberamo

Tengah

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layarran Akses Internet 1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Percepatan infrastruktur
komunikasi kabupaten dari
distrik ke kampung-kampung

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

54 Paket Distrik
Eragayam,

Distrik llugwa,
Distrik Kelila,

Distrik
Kobakma, dan

Distrik
Megambilis

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064743 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-329-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatarr

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan
bendungan, danau, dan
bangunan penampung
air lainnya

Mamb eramo Multipurpo se Dam
Deuelopment Sub Proj ect
Kabupaten Mamberamo Tengah

1 Unit Kab.
Mamberamo

Tengah

2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab.
Mamberamo

Tengah

2022-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064744C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-330-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab.
Mamberamo

Tengah

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus L,embaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengums kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab.
Mamberamo

Tengah

2021.-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

15 Desa Kab.
Mamberamo

Tengah

202L-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064745 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-331-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

497 Ha Kab.
Mamberamo

Tengah

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

59 Desa Kab.
Mamberamo

Tengah

2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Yalimo Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Yalimo 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan starf
up capital

5 IKM Kab. Yalimo 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064746C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-332-

Provinsi/
Kabupaten Propam-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Kopi: penyediaan lahan
(termasuk antisipasi longsor),
bibit, alat pertanian, pupuk,
mesin produksi, Iantai jemur/
alat pengeringan, gudang
penyimpanan dan pengeringan

1 Kabupaten Kab. Yalimo 2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Kawasan
agrowisata terpadu sektor
pertanian dan perikanan darat
di sepanjangjalan Jayapura -
Elelim: penyiapan lahan (APBD
kabupaten), kolam, bibit
(durian, mangga), sarana wisata,
peningkatan jalan Trans Papua

1 Kabupaten Kab. Yalimo 202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditas kopi
arabika, ubi jalar, vanila,
gaharu, sagu

150 Ha 3 Lokasi (Distrik
Elelim, Distrik
Welarek, dan

Distrik Abenaho)

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan tanaman-
tanaman tahunan dan penyegar
di Papua dan Papua Barat

5 Kegiatan Kab. Yalimo 202t Kementerian
Pertanian

SK No 064747 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-333-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Produk unggulan kopi di Distrik
Elelim, Welarek, Abenaho,
Apalapsiri dan buah merah

1 Kabupaten Distrik Elelim,
Distrik Welarek,
Distrik Abenaho,

dan Distrik
Apalapsili

2021 Kementerian
Pertanian

Ubi Jalar: Pembukaan lahan,
pengembangan produk turunan
(industri pengolahan),
penyediaan alat pertanian kecil

1 Kabupaten Kab. Yalimo 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis Io? mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/Online

10 UMKM Kab. Yalimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064748C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-334-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan kewirausahaan dan
fasilitasi pemasaran

I Kabupaten Kab. Yalimo 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

61 KPM Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian Sosial

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengembangan komoditas kopi
arabika, ubi jalar, vanila,
gaharu, sagu

150 Ha 3 Lokasi (Distrik
Elelim, Distrik
Welarek, dan

Distrik Abenaho)

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan GLi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
sfitnting di desa

1 Kabupaten Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Yalimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064749 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-335-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

,{nggaran Penanggung Jawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Ahrmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Yalimo 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

3,11 Persen Kab. Yalimo 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Yalimo 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

298 Paket Distrik Abenaho,
Distrik

Apalapsili,
Distrik Benawa,
Distrik Elelim,

dan Distrik
Welare

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064750 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-336-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat daerah tertinggal di
Distrik Elelim

2L Unit Kab. Yalimo 2021 Kemen'-erian
Pekerjaan Umum
dan Per.rmahan

Ralryat

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Yalimo 202).-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan / peningkatan
jalan strategis

143 Desa Kab. Yalimo 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Tahun-
Anggaran

SK No 064151 C

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Yalimo 2021-
2024



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-337-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Pelayanan transportasi
udara

Pelayanan transportasi udara 55 Rute Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

5 Kegiatan Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

36 Desa Kab. Yalimo 202r-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Wamena -
Passvaaley - Elelim (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

L29 Km Kab. Yalimo 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Wamena -
Passvaaley - Elelim (Preservasi
Rutin Jembatan)

990 M Kab. Yalimo 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

r.o29,
72

Ha Kab. Yalimo 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064752C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-338-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Keburuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelaniutan

183 Desa Kab. Yalimo 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Peningkatan Kapasitas Berbasis
Keterampilan dan
Kewirausahaan dalam
Mendukung Diversihkasi Pangan
di Daerah Tertingsal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Puncak Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Puncak 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Puncak 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (buah merah)

5 Kegiatan Kab. Puncak 2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (Kopi)

5 Kegiatan Kab. Puncak 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064753C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-339-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Wirausaha industri pangan,
barang dari ka5ru, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan slart
up capital

5 IKM Kab. Puncak 202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan tanaman-
tanaman tahunan dan penyegar
di Papua dan Papua Barat

5 Kegiatan Kab. Puncak 202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi iazuns, ubi

5 Kegiatan Kab. Puncak 202L Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi

5 Kegiatan Kab. Puncak 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi dieital

100 Kegiatan Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sosialisasi kepada masyarakat
terkait penggunaan aplikasi
berbasis IoT mendukung sektor
pertanian, perikanan,
perdagangan dan investasi,
kesehatan, dan pendidikan.

100 Kegiatan Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064754C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-340-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
D-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Puncak 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Peningkatan Kewirausahaan dan
Fasilitasi Pemasaran

1 Kabupaten Kab. Puncak 2022 Kementerian
Perdagangan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and tueather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Puncak 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Puncak 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi jagung, ubi

5 Kegiatan Kab. Puncak 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064755 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34r-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi

5 Kegiatan Kab. Puncak 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 13 Orang Kab. Puncak 2020-
2021

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Puncak 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064756C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-342-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegtatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program PAUD Wajar 12
tahun

PAUD Wajar 12 tahun Pemberian Beasiswa Afirmasi
untuk menempuh pendidikan
menengah (ADEM)

5 Kegiatan Kab. Puncak 202t Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

2,84 Persen Kab. Puncak 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

30 Orang Kab. Puncak 2020-
2021

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
disitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Puncak 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pen gelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Puncak 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan / BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4c (4.0) di
daerah yang blankspof di daerah
tertinggal

t40 Paket Kab. Puncak 2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064161 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-343-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Puncak 2022-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Puncak 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

I Kabupaten Kab. Puncak 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Puncak 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Puncak 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 464758C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-344-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Puncak 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pemban gu nan / peningkatan
jalan strategis

45 Km Kab. Puncak 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur
Konektivitas Transportasi
Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

5 Kegiatan Kab. Puncak 202r Kementerian
Perhubungan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

4l Desa Kab. Puncak 2021-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064159 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-345-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan lndikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Dogiyai Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Dogiyai 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Dogiyai 2027-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan s/arf
up capital

9 IKM Kab. Dogiyai 202L-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Buah Merah: pelatihan
pengolahan buah merah,
pembangunan pabrik, SPBU,
peningkatan kapasitas listrik,
jaringan telekomunikasi

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kopi

3 Lokasi 3 Lokasi (Distrik
Mapia, Distrik

Kamu, dan
Distrik Dosiyai)

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064760C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-346-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi

5 Kegiatan Kab. Dogiyai 2021 Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)

5 Kegiatan Kab. Dogiyai 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Dieital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Dogiyai 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

2t KPM Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone spranter, drone

5 Kegiatan Kab. Dogiyai 202r Kementerian
Pertanian

SK No 064761 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-347-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahurr*
Anggaran

Penanggung Jawab

surueillance, soil and taeather
sensor, earlg uanning sgstem
dan lainnya)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Dogiyai 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi

5 Kegiatan Kab. Dogiyai 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
stuntinq di desa

I Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

8,36 Persen Kab. Dogiyai 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan RS Pratama I Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064762C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-348-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Yolume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Pen gadaan sarana-pras ar ar,a,
alat kesehatan, tenaga medis
dan dokter di RS Pratama
(kebutuhan 3 dokter spesialis, 5
dokter umum)

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Dogiyai 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

74 Paket Distrik Dogiyai,
Distrik Kamu,
Distrik Kamu

Selatan, Distrik
Kamu Timur,
Distrik Kamu
Utara, Distrik
Mapia, Distrik

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064763 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-349-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuarr Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Mapia Barat,
Distrik Mapia

Tengah, Distrik
Piyaiye, dan

Distrik Sukikai
Selatan

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal 30 Unit Kab. Dogiyai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

1 Lembaga
Penyalur

Kab. Dogiyai 2023 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuaagan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064764C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-350-

Provinsi/
Kabupaten Program*Ke$atan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus lrmbaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Dogiyai 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Dogiyai 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

4 Km Kamu Utara 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama/sekolah satu atap
untuk peningkatan aksesibilitas
dari desa ke pusat pelayanan
pendidikan dasar

20 Desa Kab. Dogiyai 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

SK No 064765 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-351-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pemeliharaan Berkala Jembatan
Ruas Moanemani-Bedudipa

519 M Kab. Dogiyai 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Transisi
Wagete - Moanemani (014)

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Moanemani-
Bedudipa (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

98 Km Kab. Dogiyai 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Moanemani-
Bedudipa (Preservasi Rutin
Jembatan)

664 M Kab. Dogiyai 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Wagete-
Moanemani (014) (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

41 Km Kab. Dogiyai 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064766C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-352-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Preservasi Jalan Wagete-
Moanemani (0 1 4) (Preservasi
Rutin Jembatan)

261 M Kab. Dogiyai 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan
kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

1 Kabupaten Kab. Dogiyai 2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Intan Jaya Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terin tegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Intan Jaya 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Wirausaha industri pangan,
barang dari kayu, dan furnitur
yang telah mendapatkan
pelatihan kewirausahaan dan
teknis produksi, bantuan sfarf
up capitql

9 IKM Kab. Intan Jaya 202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064767 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-353-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengadaan alat pengolahan
garam

1 [,okasi Distrik Wandai 2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan alat pengolahan kopi I Lokasi Distrik Wandai
dan Distrik

Homeyo

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan kopi 5 Lokasi Kampung Sabisa
(514 Ha)dan

Distrik Wandai
(51a,35 Ha)

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Kawasan Kopi di
Kampung Sabisa (514 hektare),
Distrik Wandai (514,35 hektare)

I Kabupaten Distrik Wandai
dan Desa Sabisa

202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Kab. Intan Jaya 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064246C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-354-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Intan Jaya 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

300 KPM Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Intan Jaya 202L Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 [okasi Kab. Intan Jaya 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan Alat Pengolahan
Garam

1 Lokasi Distrik Wandai 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064769 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-355-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengadaan Alat Pengolahan Kopi 1 Lokasi Distrik Wandai
dan Distrik

Homeyo

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi buah merah

5 Kegiatan Kab. Intan Jaya 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

15,60 Persen Kab. Intan Jaya 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

T\rnjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

30 Orang Kab. Intan Jaya 2020-
2021

Kementerian
Agama

SK No 064770 C



PRES lDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-356-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Intan Jaya 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/ BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

97 Paket Distrik Agisiga,
Distrik

Biandoga,
Distrik Hitadipa,
Distrik Homeyo,
Distrik Sugapa,

Distrik
Tomosiga,

Distrik Ugimba,
dan Distrik

Wandai

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064771 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-357-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi sarana-
prasarana sekolah Kabupaten
Intan Jaya

2 Unit Kab. Intan Jaya 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

I kmbaga
Penyalur

Kab. Intan Jaya 2022 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Minera-l

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Intan Jaya 2021-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Intan Jaya 202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembasaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Intan Jaya 202t-2024 Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064772C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-358-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan ke pusat
pertumbuhan dari Kawasan
komoditi unggulan (kopi, buah
merah, garam)

52 Km Kab. Intan Jaya 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah
berasrama 4 unit untuk
peningkatan aksesibilitas dari
desa ke pusat pelayanan
pendidikan, 2 unit tingkat
pendidikan SLTP dan 2 unit
SLTA di distrik Homeyo dan
Sugapa

36 Desa Kab. Intan Jaya 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Karakteristik Daerah

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan Peralatan Kebencanaan
Mobll PickUp

1 Kabupaten Kab. Intan Jaya 2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

SK No 064713, C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-359-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan Kapasitas Berbasis
Keterampilan dan
Kewirausahaan dalam
Mendukung Diversifikasi Pangan
di Daerah Tertinggal

I Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

4.t39,
66

Ha Kab. Intan Jaya 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelaniutan

75 Desa Kab. Intan Java 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Deiyai Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
d ikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Deiyai 2021.-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Deiyai 202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064774C



PRES IDEN
REPLIBLIK INOONESIA

-360-

Provinsil
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

pengadaan bibit jahe,
pembuatan gula jahe

1 Kabupaten Kab. Deiyai 202r Kementerian
Pertanian

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Deiyai 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi kopi

I Lokasi 3 Lokasi (Distrik
Tigi, Distrik

Bowobado, dan
Distrik Kapiraya)

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi

5 Kegiatan Kab. Deiyai 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi ialar, babi

5 Kegiatan Kab. Deiyai 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Disital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Deiyai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Deiyai 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064775 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-361-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Yolume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Ban tuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

634 KPM Kab. Deiyai 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensorl earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Deiyai 202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengolahan hasil sagu 5 Kegiatan Kab. Deiyai 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi babi

5 Kegiatan Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi ubi jalar, babi

5 Kegiatan Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064776C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-362-

Provinsi/
Kabupaten Propam-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPET VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Insentif dan T\rnjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 10 Orang Kab. Deivai 2020-
2021

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
sfitntinq di desa

1 Kabupaten Kab. Deiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Deivai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

6,67 Persen Kab. Deiyai 2020-
2024

BKKBN

Program Bimas Kristen T\rnjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

Tunjangan Penl'uluh Agama
Kristen Non-PNS

40 Orang Kab. Deiyai 2020-
202r

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan fasilitas RS Pratama
(ruang operasi, alat kesehatan)

1 Kabupaten Kab. Deiyai 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Deiyai 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064777 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L.okasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan / Akses Internet

Layanan Akses Internet 1 Kabupaten Kab. Deivai 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

62 Paket Distrik
Bouwobado,

Distrik Kapiraya,
Distrik Tigi,
Distrik Tigi
Barat, dan
Distrik Tigi

Timur

2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
penselolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064778C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-364-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Deiyai 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan akses 47 Lokasi Distrik
Bowobado Dan

Kapiraya

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana-
Prasarana Pendidikan

Pembangunan sekolah berpola
asrama 1 unit di distrik Tigi
Barat untuk tingkat SMP/SMA
satu atap

I Unit Kab. Deiyai 202t-
2024

Kementerian
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

696 Ha Kab. Deiyai 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

23 Desa Kab. Deiyai 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064779 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-365-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Prov. Daerah Tertinggal

Kab. Daerah
Tertinggal

Perekonomian Masyarakat

Pengembangan Sistem
Inovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

20 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

202t Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Fasilitas dan Pembinaan
Pemerintah desa/desa
inovasi berketahanan
sosial

Fasilitas dan Pembinaan
Pemerintah desa/desa inovasi
berketahanan sosial

18 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Sarana dan Prasarana

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan
Infrastru ktur Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

43 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil survei
lapangan

2021 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan
Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi

Konverter Kit BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk
Nelayan Sasaran

Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk nelayan
sasaran

10.759 Unit L,okasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil verifikasi

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064780 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-366-

Provinsi/
Kabupaten Program'Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Bantuan stimulan
rumah swadaya

Peningkatan kualitas bantuan
stimulan rumah swadaya

I Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202L-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2021.-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakv-at

Karakteristik Daerah

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertingqal

Penanganan bencana melalui
program tanggap darurat jika
te{adi bencana di daerah
tertinggal

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

Terdampak
Bencana

202t-
2024

Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Bimas Katolik Bimbingan Masyarakat
Katolik

Bimbingan Masyarakat Katolik 1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2021-
2024

Kementerian
Agama

SK No 064781 C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

- 367 -

C. Program-Kegiatan Strategis PPDT Wilayah Maluku

Tabel 4.3. Program-Kegiatar Strategis PPDT Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Maluku

Provinsi/
Kabupaten Prograin-Keglatan Uraian

Program-Kegiatarr Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Maluku
Kepulauan
Tanimbar

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

3 Desa Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan alat pengolahan
pascapanen produk unggulan
daerah tertinggal dan
perbatasan (VCO, kelapa dan
rumput laut)

3 Lokasi Kec. Tanimbar
Selatan, Kec.

Tanimbar Utara,
dan Kec. Selaru

(VCO)

2021-
2022

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan Kawasan Kelapa 5 Lokasi Kec. Selaru, Kec.
Fordata, Kec.

Tanimbar
Selatan, Kec.
Wermaktian,

dan Kec.
Tanimbar Utara

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064782C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-368-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan VCO 5 Kegiatan Kec. Selaru, Kec.
Fordata, Kec.

Tanimbar
Selatan, Kec.

Nirunmas, dan
Kec. Tanimbar

Utara

202t Kementerian
Pertanian

Pengolahan kerajinan dengan
sabut kelapa dan lain-lain
(kelapa)

5 Kegiatan Kec. Selaru, Kec.
Fordata, Kec.

Tanimbar
Selatan, Kec.
Wermaktian,

dan Kec.
Tanimbar Utara

2021 Kementerian
Pertanian

Penyuluhan dan bimbingan
pemanfaatan produktivitas
lahan tidur (poktan)

163 Poktan Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinglal

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (bahari)

5 Paket Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064247 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-369-

Prwinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2023 Kementerian
Perdagangan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan I Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Kepulauan

Tanimbar
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Sentra
Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT)

Pengembangan Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu (SKPT)

1 Paket Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprayer, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064784C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem) dan
duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and taeather
sensor, earlg utaming sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Tanimbar

2024 Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengembangan VCO 5 Kegiatan Kec. Selaru, Kec
Fordata, Kec.

Tanimbar
Selatan, Kec.

Nirunmas, dan
Kec. Tanimbar

Utara

2022 Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan kerajinan dengan
sabut kelapa dan lain-lain
(kelapa)

5 Kegiatan Kec. Selaru, Kec.
Fordata, Kec.

Tanimbar
Selatan, Kec.
Wermaktian,

dan Kec.
Tanimbar Utara

2022 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064785 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-37r-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengadaan alat pengolahan
pascapanen Produk Unggulan
Daerah Tertinggal dan
Perbatasan (VCO, kelapa dan
rumput laut)

3 Lokasi Kec. Tanimbar
Selatan, Kec.

Tanimbar Utara,
dan Kec. Selaru

202t-
2022

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia
Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan publik kepada

masyarakat (penugasan
khusus tenaga
kesehatan secara
individu)

Pemenuhan tenaga kesehatan di
daerah tertinggal (Nusantara
Sehat)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No C64786C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-372-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

33,18 Persen Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(peny'uluhan kepada
masyarakat)

Pelatihan Masyarakat KP dan
Penl'uluh Kelompok Pelaku
Utama

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan gedung/ ruang
rawat inap pasien Rumah Sakit

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Penyediaan Alat Kesehatan I Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di
daerah tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Kepulauan
Tanimbar (di

Lokasi Prioritas
Perbatasan)

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064787 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-373-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Intemet

Pengadaan TIK Layanan
Perpustakaan Umum-Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan elektrifikasi di
desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi di
desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertineeal

Penyediaan elektrifrkasi di desa
lokasi prioritas perbatasan

53 Lokasi Kec. Fordata, Kec.
Wuarlabobar,

Dan Kec.
Molomaru

2023 Kementerian Desa
PDTT

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Kepulaual
Tanimbar

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Perikanan
Tangkap dan Budi Daya

Sarana dan Prasarana Perikanan
Budi Daya

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikal

Rehabilitasi dan renovasi sarana-
prasarana sekolah Kabupaten
Kepulauan Tanimbar

t2 Unit Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t Kementerian
Peke4'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan, dan
Pengawasan pada Penyediaan
dan Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

1 Lembaga
Penyalur

Kab. Kepulauan
Tanimbar

2024 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064788 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-374-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vofume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah
Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021,-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurLls kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan Strategis
yang dibangun/ditingkatkan di
Daerah Tertinggal dalam rangka
mendukung Aksesibilitas
(Status jalan kabupaten dan
sedang didorong untuk menjadi
jalan nasional fialan lingkar))

220,53 Km Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064789 C



FRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-375-

Frovinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan di Pulau Larat
dan Selaru (Preservasi
Jembatan)

tt2 M Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan di Pulau Larat
dan Selaru (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

65 Km Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan di Pulau Larat
dan Selaru (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

6 Km Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan di Pulau Larat
dan Selaru (SYC To MYC) (Jalan
Trans pada 18 Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan (MP))

3 Km Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan di Pulau
Yamdena (Preservasi Jembatan)

70 M Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan di Pulau
Yamdena (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

155 Km Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064790 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-376-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan di Pulau
Yamdena (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.458 M Kab. Kepulauan
Tanimbar

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
I{arakteristik Daerah
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur/
pembangunan lumbung pangan
lokal

1 Unit Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Tanimbar

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

52 Pendamping Kab. Kepulauan
Tanimbar

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kelurahan
Saumlaki

2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 054162C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-377-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I-okasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Kepulauan
Aru

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Kepulauan
Aru

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan peralatan
pengolahan pascapanen ikan
asin kadar rendah, udang, dan
seterusnya

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan / klaster
pertanian berbasis korporasi
petani (kopra, sagu, ikan asin,
perikanan budi daya)

4 Lokasi Kec. Pulau-
Pulau Aru, Kec.
Aru Utara, Kec.

Aru Tengah
Selatan, dan

Kec. Aru Selatan
Utara

2021. Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan Desa Wisata
Karangguli

1 Kabupaten Desa Karangguli,
Kec. Pulau-
Pulau Aru

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064248C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-378-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegqalan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

2.245 KPM Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Perlindungan Dan
Pemanfaatan Kawasan
Konservasi Dan
Keanekaragaman Hayati
Laut

Gita Laut dan Penanganan
Sampah

RO: Masyarakat Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang
Diedukasi Penanggulangan
Dampak Pencemaran

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

RO: Kawasan Konservasi
Perairan, Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil yang Operasional

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064793 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-379-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Kepulauan

Aru
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan peralatan
pengolahan pascapanen ikan
asin kadar rendah, udang, dan
seterusnya

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengelolaan pertanian terpadu
di wilayah 3T dan perbatasan
(ikan asin, perikanan budi daya
kerapu, lobster, rumput laut)

6 Lokasi Kab. Kepulauan
Aru

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan kawasan / klaster
pertanian berbasis korporasi
petani (kopra, sagu, ikan asin,
perikanan budi daya)

4 Lokasi Kec. Pulau-
Pulau Aru, Kec.
Aru Utara, Kec.

Aru Tengah
Selatan, dan

Kec. Aru Selatan
Utara

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064i94C



PFIES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-380-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembinaan Gizi
Masyarakat

Penanganan stttnting berupa
pemenuhan g:zibag) bayi dan
balita

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang Kesehatan
Fasilitasi dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas SDM DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas yang
terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kec. Pulau-Pulau
Aru (Desa
Durjela)

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah Khusus 29,37 Persen Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan pelatihan
vokasi (penyrluhan
kepada masyarakat)

Penyuluh/ Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064795 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-381 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya

1 Unit Desa Kaiwabar
Kec. Aru Tengah

Timur, Desa
Gomsei Kec. Sir-

Sir

202t Kementerian
Pertanian

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit
Pratama di pusat-pusat gugus
pulau

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan Manajemen
Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Kepulauan
Aru

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Penyediaan akses elektrifikasi
dan telekomunikasi untuk
beberapa kecamatan

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.O) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

47 Paket Kec. Aru Selatan,
Kec. Aru Selatan
Timur, Kec. Aru
Selatan Utara,

Kec. Aru Tenqah,

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064796C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-382-

Indikasi Kebutuhan PPDT
Provinsi/

Kabupaten Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Kec. Aru Tengah
Selatan, Kec.
Aru Tengah

Timur, Kec. Aru
Utara, Kec. Aru
Utara Timur,
Kec. Pulau-

Pulau Arr, dan
Kec. Sir-Sir

Penyediaan elektrifikasi di
desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Terpusat di
daerah tertinggal dan di desa
Iokasi prioritas perbatasan

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru dan lokasi

prroritas
perbatasan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
IFM), Portable Cold Storage

I Kabupaten 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064791 C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-383-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Ta-I.un-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang [.a.yak

Pembangu n an Broncapteing
Kap 5 l/det SPAM Desa Gomar
Sungai Kecamatan Aru Selatan
Timur Kabupaten Kep Aru

5 Liter/Detik Kab. Kepulauan
Aru

2021 Kementerian
Peke4'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pembangunan Broncaptering Kap.
2,5 Ltr / dtk SPAM Kawasan
Rawan Air Desa Longgar Kec. Aru
Tengah Selatan Kab. Kep. Aru

2,5 Liter/Detik Kab. Kepulauan
Aru

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan, dan
Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

6 Lembaga
Penyalur

Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah
Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064798C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-384-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana B idang Konektivitas
Udara

1 Paket Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pemeliharaan Rutin Jalan di
Pulau Trangan (34 km), Pulau
Wamar (13 km)

47 Km Pulau Trangan
(34 km), Pulau
Wamar (13 km)

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi di
Pulau Wamar

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Aru

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan di Pulau
Wamar (SYC to MYC)

I Km Kab. Kepulauan
Aru

202r Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064799 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-385-

Provinsil
Kabupaten

Program-Kegratan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan Rutin Jembatan di
Pulau Wamar

50 M Kab. Kepulauan
Aru

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan kewirausahaan
dalam mendukung diversifi kasi
pang€rn di daerah tertingeal

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung Pertanian
di daerah tertinggal dan rawan
pangan

11 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru (daerah
tertinggal 6

kegiatan, daerah
rawan pangan 5

kegiatan)

202t Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di
daerah tertinggal dan rawan
pangaIl

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal, perbatasan dan rawan
pangan

5 Unit Desa Kaiwabar
Kec. Aru Tengah

Timur Desa
Gomsei Kec. Sir-

Sir, lokasi
prioritas

perbatasan dan
daerah rawarl

pangan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'I

SK No 064800 C



PRE S I DEN
REFUELIK INDONESIA

-386-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Aru

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

51 Pendamping Kab. Kepulauan
Aru

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kota Dobo 2021 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Seram
Bagian
Barat

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kec. Seram
Barat dan Kec.

Huamual

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikemban gkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064801 C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-387-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iakasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan peralatan
pascapanen (kakao)

15 Kelompok Kec. Taniwel dan
Kec. Amalatu

2020-
2024

Kementerian
Perindustrian

Pengadaan peralatan
pascapanen (kopra putih)

10 Kelompok Kec. Elpaputih,
Kec. Amalatu,
Kec. Kairatu,
Kec. Taniwel,
Kec. Huamual
Belakang, dan

Kec. Seram
Barat

2020-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitasi pengolahan minyak
goreng kelapa

5 Unit Kec. Taniwel,
Kec.,Taniwel
Timur, Kec.

Huamal, Kec.
Kairatu

202t Kementerian
Pertanian

Intensil-rkasi tanaman cengkeh 300 Ha Kec. Amalatu 202r Kementerian
Pertanian

Pemeliharaan kebun induk
tanaman kelapa tahun

100 Ha Kec. Taniwel,
Kec. Taniwel
Timur, Kec.

Huamal, Kec.
Kairatu

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064802C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-388-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan kawasan pala,
dan cengkeh

5 Lokasi Kec. Seram
Barat dan Kec.

Huamual

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
strategis ekonomi pertanian
minyak atsiri

1 Kabupaten Kec. Seram
Barat, Kec.
Huamual

Belakang, Kec.
Kepulauan

Manipa, dan
Kec. Taniwel

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

202r Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)

72 Desa Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

50 Orang Kab. Seram
Bagian Barat

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa wisata di
daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival dan Promosi Desa
Wisata (Festival (Peragaan,
pameran, uorkshop, seminar
dan lomba)

5 Paket Kec. Seram Barat
dan Kec.
Huamual
Belakang

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Dieital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064803 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-389-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Onlire

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Seram
Bagian Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelen ggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

5.772 KPM Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1.000.
000

Ekor Kab. Seram
Bagian Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Seram

Bagian Barat
2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan alat penangkapan ikan I Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Kapal perikanan (SGT) 1 Kabupaten Kab. Seram

Bagian Barat
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064804 C



FRES I DEN
REPLJBLIK INDONESIA

-390-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Smart Fanning 4.O
(Penciptaan ekosistem) dan
duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
serl.sor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

7 Kegiatan Kec. Kairatu dan
Kec. Kairatu

Barat

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Fasilitasi pengolahan minyak
goreng kelapa

5 Unit Kec. Taniwel,
Kec. Taniwel
Timur, Kec.

Huamal, Kec.
Kairatu

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pascapanen tanaman pala 5 Unit Kec. Amalatu,
Kec. Seram

Barat, dan Kec.
Huamual

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan peralatan
pascapanen (kakao)

l5 Kelompok Kec. Taniwel dan
Kec. Amalatu

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064805 C



FRE S IDEN
REFUELIK INDONESIA

- 391 -

Provinsi/
Kabupaten

Progra-rn-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Pengadaan peralatan
pascapanen (kopra putih)

10 Kelompok Kec. Elpaputi,
Kec. Amalatu,
Kec. Kairatu,
Kec. Taniwel,
Kec. Huamual
Belakang, dan

Kec. Seram
Barat

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064806 C



PRES IDEN
REFUELIK INDONESIA

-392-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
shtntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

I Paket Kab. Seram
Bagian Barat

2023 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

39,1 1 Persen Kab. Seram
Basian Barat

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarala dan Prasarana
Pengembangan Manajemen
Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Seram
Bagian Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomu nikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Penyediaan jaringan
telekomunikasi

I Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Bantuan mobil refrigerasi
(berpendingin)

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064807 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-393-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Ta-l.un-

Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
IFM)

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan
sanitasi yang layak

Pembangunan IPAL Piru
Kabupaten Seram Bagian Barat

500 KK Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana Madrasah
Seram Bagian Barat

1 Unit Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakvat
Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Seram Bagian Barat

74 Unit Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202L-
2024

Kementerian Dalam
Neqeri

SK No 064808 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-394-

Provinsil
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pqlak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

2027-
2024

Kementerial Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa (peningkatan
kompetensi pemerintah dan
pengums kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Barat

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatanjalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan Strategis
yang dibangun/ditingkatkan di
daerah tertinggal da-lam rangka
mendukung aksesibilitas
(Pembangunan Jalan Strategis)

200 Km Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064809 C



FRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-395-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Ta.l.un-
Anggaran Penanggung Jawab

Infrastru ktu r konektivitas
transportasi darat

Pembangunan/
rehabilitasi/
pengembangan fasilitas
transportasi darat

CAC-Sarana Bidang
Konektivitas Darat

1 Unit Kec. Kepulauan
Manipa dan Kec,

Huamual
Belakang

2023-
2024

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jembatan Wai
Hanoli, CS (SYC to MYC)

15 M Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penggantian Jembatan Wai
Sapalewa - Wai Samaaf Pana -
Wai Kawa (UMYC)

t40 M Kab. Seram
Bagian Barat

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Piru - Waisala,
Piru - Sp. Pelita Jaya - Taniwel
(SYC to MYC)

I Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Piru - Kairatu -
Waiselan - Liang (Preservasi
Jembatan)

427 M Kab. Seram
Bagian Barat

2021. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Piru - Kairatu -
Waiselan - Liang (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

t32 Km Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064810 C



FRES IDEN
REPLJELIK INDONESIA

-s96-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-KegSalarr Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Piru - Kairatu -
Waiselan - Liang (Preservasi
Rutin Jembatan)

2.868 M Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Piru - Kairatu -
Waiselan - Liang (SYC to MYC)
(Jalan Trans pada 18 Pulau
Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (MP))

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Preservasi Jalan Piru - Waisala,
Piru - Sp. Pelita Jaya - Taniwel
(Jalan Trans pada 18 Pulau
Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (MP))

3 Km Kab. Seram
Bagian Barat

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Preservasi Jalan Piru - Waisala,
Piru - Sp. Pelita Jaya - Taniwel
(Preservasi Jembatan)

51 M Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Piru - Waisala,
Piru - Sp. Pelita Jaya - Taniwel
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

103 Km Kab. Seram
Bagian Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 06481 1 C



FRES IDEN
REPLJELIK INDONESIA

-397-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Piru - Waisala,
Piru - Sp. Pelita Jaya - Taniwel
(Preservasi Rutin Jembatan)

681 M Kab. Seram
Bagian Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Taniwel -
Saleman (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

76 Km Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Taniwel -
Saleman (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

23 Km Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Taniwel -
Saleman (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.678 M Kab. Seram
Bagian Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Jembatan Wai
Lola Besar

i13 M Kab. Seram
Bagian Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064812 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-398-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah
Program Ketahanan Sumber
Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Pembangunan pengaman pantai
Desa Sole, Pulau Seram, Seram
Bagian Barat

o,4 Km Kab. Seram
Bagian Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan 5.000 Batang Kec. Inamosol,
Kec.Elpaputih,

dan Kec. Taniwel

2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

101 Pendamping Kab. Seram
Bagian Barat

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kota Piru 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Seram
Bagian
Timur

Perekonomian Masyarakat
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari padi dengan
jagung

500 Ha Kec. Bula Barat,
Kec. Pulau

Gorom, Kec.
Kesui Watubela,

Kec. Gorom

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064163C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-399-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatar^ Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Timur, Kec.
Seram Timur,
Kec. Kilmury,

Kec. Tutuk Tolu,
dan Kec. Teluk

Waru
Intensifikasi tanaman cengkeh 500 Ha Kec. Kilmury,

Kec. Werinama,
Kec. Tutuk Tolu,

Kec. Pulau
Gorom, Kec.

Siritaun Wida
Timur, Kec.

Siwalalat, dan
Kec. Kian Darat

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
pertanian padi

2.240 Ha Kec. Bula Barat,
Kec. Werinama,
dan Kec. Teluk

Waru

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata 1 Lokasi Desa Kilbat
(Pulau Akad, Kec.
Tutuk Tolu), Desa

Kataloka (Kec.
Pulau Gorom)

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064814C



FRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-400-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Bimtek peningkatan kapasitas
kerja bidang ekonomi di daerah
tertinggal

100 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui D-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kec. Bula 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

2.758 KPM Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian Sosial

Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin
dan rentan

6.587 KPM Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064815 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-40t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Inkasi Tahun-
Anggaran

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and taeather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

1 Kegiatan Kec. Bula 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan

3 Lokasi Kec. Bula, Kec.
Seram Timur,

dan Kec. Pulau
Panjang

2022-
2023

Kementerian Desa
PDT'f

Pengembangan aneka produk
pertanian dan perikanan

5 Lokasi Kec. Seram
Timur, Kec.

Pulau Gorom,
Kec. Kesui

Watubela, Kec,
Teor, dan Kec.

Teluk Waru

202t-
2022

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan pemasaran
produk olahan masyarakat
pesisir

11 Kegiatan Kec. Bula, Kec.
Bula Barat, Kec.
Teluk Waru, Kec,
Tutuk Tolu, Kec.

2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

PenanggUng Jawab

SK No 064816 C



FRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-402-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Keglatan lndikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kian Darat, Kec.
Siritaun Wida
Timur, Kec.

Kilmury, Kec.
Teor, Kec. Pulau

Gorom, Kec.
Seram Timur,

dan Kec. Kesui
Watubela

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stunting

Komun ikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

I Paket Kab. Seram
Bagian Timur

2024 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064817 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-403-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan t.okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Kualitas SDM DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kec. Bula dan
Kec. Bula Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

19,31 Persen Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan pelatihan
vokasi (penyuluhan
kepada masyarakat)

Penyuluh/ Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan Prasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan irigasi tersier 5 Lokasi Kec. Sumber
Agung (1 Km),

Kec.
Waiketambaru
(300 M), Kec.

Jembatan Basah
(1 K M), Kec.
Jakarta Baru

(300 M), dan Kec.
Waisamet (200

M)

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064818 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-404-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit
Pratama

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Penyediaan jaringan
telekomunikasi dan elektrihkasi

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS I Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertingqal

148 Paket Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Program Ketahanan Sumber
Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan embung
Kabupaten Seram Bagian Timur

1 Unit Kab. Seram
Bagian Timur

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa,
dan non-padi (hanya
irigasi primer)

Pembangunan jaringan irigasi
D.I Bubi, Kabupaten Seram
Bagian Timur

L2,4 Km Kab. Seram
Bagian Timur

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064819 C



FRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-405-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana madrasah
Kabupaten Seram Bagian Timur

7 Unit Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Seram Bagian Timur
I dan II

20 Unit Kab. Seram
Bagian Timur

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Kemampuan Keuarrgan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064820C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-406-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Seram
Bagian Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Seram
Bagian Timur

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Jalan Lapen Batuasa Waikudal 5 Km Desa Batuasa,
Kec. Werinama

2022 Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Jalan Usaha Tani 200 Km Kec. Bula Barat,
Kec. Pulau

Gorom, Kec.
Kesui Watubela,

Kec. Gorom
Timur, Kec.

Seram Timur,
Kec. Kilmury,

Kec. Tutuk Tolu,
Kec. Lian Fitu,

2022 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064249 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-407-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Inkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Werinama,
Kec. Siwalalat,

Kec. Kian Darat,
dan Kec. Teluk

Waru
Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

3 Paket Kab. Seram
Basian Timur

2022-
2024

Kementerian
Perhubunsan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jalan Bula -
Masiwang - Air Nanang (SYC to
IvtYC)

7 Km Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Jembatan Wai
Arkay, CS (SYC to MYC)
(Pembangunan Jembatan Trans
pada 18 Pulau Tertinggal,
terluar, dan Terdepan (MPll

38 M Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Pasahari -
Kobisonta - Banggoi - Bula
(Preservasi Jembatan)

388 M Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Pasahari -
Kobisonta - Banggoi - Bula
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

139 Km Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064250C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-408-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi l{ebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Pasahari -
Kobisonta - Banggoi - Bula
(Preservasi Rutin Jembatan)

t.t70 M Kab. Seram
Bagian Timur

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Pasahari -
Kobisonta - Banggoi - Bula (SYC
to MYC)

3 Km Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Jembatan Wai
Anggumela, CS (SYC to MYC)
(Pembangunan Jembatan Trans
pada 18 Pulau Tertinggal,
terluar, dan Terdepan (MP))

2to M Kab. Seram
Bagian Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Karakteristik Daerah
Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan peralatan kebencanaan
trailer tangki air

1 Kabupaten Kab. Seram
Bagian Timur

202t Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengelolaan sumber daya
ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan

4 Lokasi Desa Waisamet,
Desa

Waimatakabu,
(Bula Barat),

Desa Kian (Kian
Darat), dan Desa

Bula (Bula)

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064823C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-409-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

70 Pendamping Kab. Seram
Bagian Timur

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengembangan Kawasan
Konservasi Pulau Koon

1 Kabupaten Kec. Pulau
Gorom

202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Bula 2023 Badan Nasiona-l
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Maluku
Barat Daya

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Desa Solath,
Desa Klis, Desa
Welora, Desa

Tutukey, Desa
Abusur, Desa
Lebelau, Desa

Letrurung, Desa
Lurang, Desa

Manuwui, Kesa
Kuai-Melu, dan

Desa Yamluli

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064824C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4to-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penguatan BUM Desa yang
terintegrasi dengan Produk
Ungzulan Desa

t17 Desa Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Alat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan [iagung dan ketela
pohon)

9 Lokasi Kec. Pulau-
Pulau Babar,

Kec. Babar
Timur, Kec.

Mdona Hyera,
Kec. Leti, Kec.
Pulau-Pulau

Terselatan, Kec
Wetar, Kec.

Wetar Timur,
Kec. Wetar
Barat, Kec.
Wetar Utara

2021-
2022

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari padi dengan
jagung

200 Ha Kec. Pulau-
Pulau Babar,
Kec. Pulau-

Pulau

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064825C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4tt-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Terselatan, Kec.
Kepulauan

Romang, Kec.
Babar Timur,

dan Kec. Mdona
Hyera

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jagung,
bawang merah, kambing

5 [.okasi Kec. Pulau
Lakor, Kec.
Pulau-Pulau

Terselatan, Kec.
Kisar Utara, Kec.

Letti, Kec.
hrlau-Pulau

Babar

202t Kementerian
Pertanian

Sarana produksi prapanen
(traktor roda 4)

5 Unit Kec. Pulau-
Pulau

Terselatan, Kec
Wetar Timur,

Kec. Wetar
Barat, Kec.

Babar Timur,
Kec. Pulau-
Pulau Babar

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064826C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4L2-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Pengembangan TTG pengolahan
pangan lokal di desa

7t7 Desa Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pertanian

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (cPR TV)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV)

1 Paket Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan terkait Pemasaran
Produk Unggulan Desa Berbasis
Digital

100 Kegiatan Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

B imbingan teknis peningkatan
kapasitas SDM pelaku usaha

1 Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2023 Kementerian
Perdagangan

Fasilitasi kemitraan pemasaran
produk UKM

I Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2023 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2023 Kementerian
Perdagangan

SK No 064827 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4t3-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

2.451 KPM Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Sentra
Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT)

Pengembangan SKPT
RO: Prasarana di SKPT Maluku
Barat Daya

I Paket Kab. Maluku
Barat Daya

202r Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensori earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kec. Wetar
Timur, Kec.
Wetar Utara,
Kec. Pulau-

Pulau
Terselatan, Kec.
Kisar Utara, Kec.

Pulau-Pulau
Babar

202L Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

AIat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan (budi daya rumput
laut basah dan kering)

5 Lokasi Kec. Wetar
Barat, Kec.
Kepulauan

Romang, Kec.
Mdona Hyera,

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 06482-8 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4t4-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegialan:^ Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Pulau
Wetang, dan
Kec. Marsela

Alat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan [iagung dan ketela
pohon)

9 Lokasi Kec. Pulau-
Pulau Babar,
Kec. Babar
Timur, Kec.

Mdona Hyera,
Kec. Leti, Kec.
Pulau-Pulau

Terselatan, Kec.
Wetar, Kec.

Wetar Timur,
Kec. Wetar

Barat, dan Kec.
Wetar Utara

202t-
2022

Kementerian Desa
PDTT

Alat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan (perikanan tangkap)

10 Lokasi Kec. Moa, Kec.
Pulau-Pulau

Terselatan, Kec.
Leti, Kec. Kisar

Utara, Kec.
Kepulauan

Romang, Kec.
Wetar Barat,

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064829 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-415-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Ta.l.un-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Marsela,
Kec. Mdona
Hyera, Kec.

Dawelor Dawera,
dan Kec. Pulau-

Pulau Babar
Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kec. Dawelor-
Dawera, Kec.
Pulau-Pulau

Terselatan, Kec.
Kepulauan

Romang, Kec.
Masela, Kec.
Mdona Hyera

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan promosi Produk
Unggulan Desa

1.t7 Desa Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan TTG pengolahan
pangan lokal di desa

tt7 Desa Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sarana produksi prapanen
(traktor roda 4)

5 Unit Kec. Pulau-Pulau
Terselatan, Wetar

Timur, Wetar
Barat, Babar

Timur, Pulau-
Pulau Babar

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064830 C



FRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-4t6-

Provinsi/
I(abupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [.okasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Penyediaan Pengolahan Produksi
Kelautan Perikanan di
Kabupaten Maluku Barat Daya

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar:

Perbatasan Pkt
(Pulau Wetar,
Desa Ruma

Lewanel Kecil

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Da;ra Manusia
Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang

Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah Khusus t9,74 Persen Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan pelatihan
vokasi (penyuluhan
kepada masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan hasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Jaringan Irigasi
Air Tanah Dangkal

5 Kegiatan Kec. Leti, Kec.
Damer, Kec.

Babar Timur,
Kec. Wetar, Kec

Pulau-Pulau
Terselatan

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064831 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4t7 -

Provinsil
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l.okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan Manajemen
Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kec. Moa 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

82 Paket Kec. Damer, Kec.
Dawelor Dawera,
Kec. Kepulauan
Romang, Kec.

Kisar Utara, Kec.
Mdona Hyera,

Kec. Moa Lakor,
Kec. Pulau
Lakor, Kec.

Pulau Leti, Kec.
Pulau Masela,

Kec. Pulau
Wetang, Kec.
Pulau-Pulau
Babar, Kec.
Pulau-Pulau
Babar Timur,
Kec. Pulau-

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064832C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-418-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pulau
Terselatan, Kec.

Wetar, Kec.
Wetar Barat,
Kec. Wetar

Timur, dan Kec.
Wetar Utara

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan air
minum yang layak

Pembangunan jaringan
perpipaan SPAM kawasan
perbatasan Oirata Cs.
Kabupaten Maluku Barat Daya

I Unit Kab. Maluku
Barat Daya

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

I Kabupaten Kab. Maluku
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064833 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4L9-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas
Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Darat

Pembangunan / Rehabilit
asi/Pengembangan
Fasilitas Transportasi
Darat

CAC-Sarana Bidang
Konektivitas Darat

1 Kegiatan Kec. Pulau-
Pulau

Terselatan, Kec.
Leti, dan Kec.

Moa

202L-
2022

Kementerian
Perhubungan

CBP-Prasarana Bidang
Konektivitas Darat

2 Kegiatan Kec. Moa dan
Kec. Letti

2027 Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jembatan [,oke
Tepa VI dan Loke Tepa VII

110 M Kab. Maluku
Barat Daya

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

Pemeliharaan Rutin Holding di
Pulau Babar dan Marsela
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

5 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064834C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESTA

-420-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan Rutin Holding di
Pulau Moa, Leti, Kisar dan
Lirang (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

2l Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Holding di
Pulau Wetar (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

6 Km Kab. Maluku
Barat Daya

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jalan di
Pulau Babar dan Marsela
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

67 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jalan di
Pulau Moa, Leti, Kisar Dan
Lirang (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

16 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jalan di
Pulau Wetar (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

t4 Km Kab. Maluku
Barat Daya

202t Kementerian
Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Pemeliharaan Rutin Jembatan
di Pulau Babar dan Marsela
(Preservasi Rutin Jembatan)

168 M Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064835 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-42r-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program*Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan Rutin Jembatan
di Pulau Moa, Lrti, Kisar dan
Lirang (Preservasi Rutin
Jembatan)

116 M Kab. Maluku
Barat Daya

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Jembatan
di Pulau Wetar (Preservasi Rutin
Jembatan)

590 M Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi di
Pulau Babar dan Marsela
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

t9 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi di
Pulau Moa, Leti, Kisar dan
Lirang (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

24 Km Kab. Maluku
Barat Daya

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemeliharaan Rutin Kondisi di
Pulau Wetar (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

25 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Preservasi Jalan di Pulau Wetar
(SYC to MYC) (Jalan Trans pada
18 Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan (MP))

1 Km Kab. Maluku
Barat Daya

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064836 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-422-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah
Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Maluku
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

46 Pendamping Kab. Maluku
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Desa Wonreli
Kec. Pulau-

Pulau Terselatan

2023 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Buru
Selatan

Perekonomian M asyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung produk
unggulan desa (Peningkatan
kapasitas pelaku usaha)

10 Desa Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064837 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-423-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan alat pengolahan
pascapanen minyak atsiri

I Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan komoditi di
wilayah 3T dan perbatasan
(kelapa dan cokelatl

2 Lokasi Kec. Namrole
dan Kec. Leksula

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan kawasan
perkebunan kopra putih

1 Kabupaten Kec. Namrole 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
perkebunan minyak atsiri,
minyak kayu putih, minyak
cengkeh

1 Kabupaten Kec. Fenafafan 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
peternakan sapi

1 Kabupaten Kec. Fenafafan 2021 Kementerian
Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

30 Orang Kab. Buru
Selatan

202L Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064838 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-424-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan kkasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kec. Namrolet,
Kec. Ambalau,
Kec. Waesama,
Kec. Leksula,

Kec. Fena Fafan,
dan Kec. Kepala

Madan

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Peningkatan Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Neseri

Fasilitasi dan pembinaan
UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelen ggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.510 KPM Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Kapal Perikanan (5 GT) I Kabupaten Kab. Buru

Selatan
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064839 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-425-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran

PenanggungJawab

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan alat pengolahan
pascapanen minyak atsiri

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang

Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

26,30 Persen Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan pelatihan
vokasi (penyuluhan
kepada masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan Prasarana
Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
(perluasan iaringan internet)

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064840 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-426-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPD'I VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

PenanggungJawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Bantuan mobil refrigerasi
(berpendingin)

I Unit Kab. Buru
Selatan

202r Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Portable Cold Storage 1 Kabupaten Kab. Buru

Selatan
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
rFM)

I Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Buru Selatan

6 Unit Kab. Buru
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pengaturan, Penetapan, dan
Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 [,embaga
Penyalur

Kab. Buru
Selatan

2020-
2021

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064841 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-427-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Buru
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan Desa 11 Km Desa Uneth 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Jalan Strategis
(Non-DAK)

55 Km Kec. Namrole
dan Kec. Leksula

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Jalan Trans
Pulau Buru (Namrole - Leksula)

8 Km Kab. Buru
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064842C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-428-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Namlea -
Marloso - Mako - Modanmohe -
Namrole (Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (MP))

I Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan Namlea -
Marloso - Mako - Modanmohe -
Namrole (Preservasi Jembatan)

66 M Kab. Buru
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Namlea -
Marloso - Mako - Modanmohe -
Namrole (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

t29 Km Kab. Buru
Selatan

2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Namlea -
Marloso - Mako - Modanmohe -
Namrole (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.188 M Kab. Buru
Selatan

2o21 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Namlea -
Marloso - Mako - Modanmohe -
Namrole (SYC to MYC) (Jalan
Trans pada 18 Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan (MP))

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064843 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-429-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Inkasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Karalrieristik Daerah
Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan peralatan kebencanaan
rnobll pick up

1 Kabupaten Kab. Buru
Selatan

2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

34 Pendamping Kab. Buru
Selatan

2022-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Namrole 2021 Badan Nasional
Pencarian dan
Pertolongan
(Basarnas)

Maluku Utara
Kepulauan
Sula

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Kepulauan
Sula

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064206C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-430-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I.akasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

2 Kawasan Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pertanian

Pembibitan Kawasan Kelapa 5 Lokasi Kec. Mangoli
Utara, Kec.

Mangoli Tengah,
dan Kec. Mangoli

Timur

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan Komoditas
Unggulan Kelapa (alat pengering
kopra putih)

1 Lokasi Kec. Mangoli
Utara, Kec.

Mangoli Tengah,
dan Kec. Mangoli

Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Rehabilitasi tanaman cengkeh 300 Ha Kec. Sanana,
Kec. Mangoli
Timur, Kec.

Sulabesi Barat,
dan Kec. Mangoli

Barat

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064845 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

1 Paket Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Disital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Peningkatan Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

Fasilitasi dan pembinaan
UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinqsal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2023 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga.
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

439 KPM Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Bantuan Alat Penangkapan Ikan
dan Kapal Perikanan (5 GT)

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2027-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064846C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-432-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem) dan
duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalarn
rangka peningkatan produktivitas
komoditi unggulan dan
implementasi pertanian presisi di
daerah tertinggal (Drone spraAer,
drone surueillance, soil and
ueather senso4 early utarning
sgstem dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064847 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-433-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,akasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan komoditas
unggulan kelapa (alat pengering
kopra putih)

1 Lokasi Kec. Mangoli
Utara, Kec.

Mangoli Tengah,
dan Kec. Mangoli

Timur

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan sarana dan
prasarana pengolahan potensi
kelautan dan perikanan

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar: Desa

Bajo Kec.
Sanana

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Pelatihan Masyarakat KP dan
Penyuluh Kelompok Pelaku
Utama

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064848 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-434-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lnkasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Sarana dan Prasarana
Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Program Nilai Tambah dan
Daya Saing Industri

Pemasaran Hasil
Kelautan dan Perikanan

Sarana pemasaran 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Sarana dan Prasarana
Perikanan Budi Daya

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Penugasan Lainnya di Watuwila,
Mangoli Tengah

30 Unit Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Pembangunan IPA Kap. 30
L/det SPAM IKK Sulabesi
Tengah Kab. Kepulauan Sula

8 Km Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064849 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INEIONESIA

-435-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-KegSatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lrkasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pengaturan, Penetapan, dan
Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

5 Lembaga
Penyalur

Kab. Kepulauan
Sula

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

i Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064850 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-436-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Frogram-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Kepulauan
Sula

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Sanana Pohea
Malbufa dan Sanana Manaf
(MYC)

1 Km Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Sanana - Pohea -
Malbufa dan Sanana - Manaf
(Preservasi Jembatan)

2tt M Kab. Kepulauan
Sula

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Sanana - Pohea -
Malbufa dan Sanana - Manaf
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

58 Km Kab. Kepulauan
Sula

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Sanana - Pohea -
Malbufa dan Sanana - Manaf
(Preservasi Rutin Jembatan)

695 M Kab. Kepulauan
Sula

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064851 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-437-

Provinsi/
Kabupaten Program-I(egiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Peningkatan nilai tambah dan

pemasaran kepada masyarakat
melalui pembekalan materi
kewirausahaan, sistem logistik
serta rantai pasok, literasi
digital, dan keg'asama
pemasaran (online dan offlinel dr
daerah tertinggal rawan pangan

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202r Kementerian
Pertanian

Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Sanana 202r Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Pulau
Taliabu

Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

t4 Desa Kec. Taliabu
Selatan, Kec.

Taliabu Timur
Selatan, Kec.

Taliabu Utara,
Kec. Taliabu

Barat, dan Kec
Lede

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064852C



PRES I DEN
REPIJBLIK INDONESIA

-438-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Fasilitasi Bimbingan Teknis
Pengelolaan BUM Desa

7t Desa Kab. Pulau
Taliabu

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
denqan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Pulau
Taliabu

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengadaan alat pengering
cengkeh

8 Unit Kec. Lede, Kec.
Taliabu Barat

Laut, Kec.
Taliabu Utara,

Kec. Taliabu
Barat, Kec.

Taliabu Selatan,
Kec. Tabona,

dan Kec. Taliabu
Timur Selatan

202r Kementerian
Pertanian

Pengadaan pemarut kelapa dan
pemeras santan

100 Unit Kab. Pulau
Taliabu

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan Perontok Cengkeh 8 Unit Kec. Lede, Kec.
Taliabu Barat

Laut, Kec.
Taliabu Utara,

Kec. Taliabu
Barat, Kec.

Taliabu Selatan,

202t Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab

SK No 064853 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-439-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegpatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Tabona,
dan Kec. Taliabu
Timur Selatan

Pengadaan Pestisida 100 Ton Kab. Pulau
Taliabu

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan Pupuk NPK, UREA,
TP, KCL

100 Ton Kab. Pulau
Taliabu

202r Kementerian
Pertanian

Pengadaan Rumah Pengasapan
Kelapa dan Peralatannya

20 Unit Kab. Pulau
Taliabu

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Disital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Pulau
Taliabu

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

247 KPM Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064854C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-440-

Provinsil
Kabupaten

Progra-m-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vofume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Kebun bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Pulau

Taliabu
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang

Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah Khusus 45,13 Persen Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan pelatihan
vokasi (penyuluhan
kepada masyarakat)

Penl'uluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064855 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

.Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Sarana dan Prasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan gudang
penyimpanan cengkeh

1 Kabupaten Desa Talo Kec.
Taliabu Barat

202t Kementerian
Pertanian

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan Manajemen
Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Pulau
Taliabu

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengaturan, Penetapan, dan
Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangu nan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064856 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-442-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan paj ak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Felatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linskup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Pulau
Taliabu

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 06485i C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-443-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan produksi 60 Km Kab. Pulau
Taliabu

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Jalan strategis
yang dibangun/ditingkatkan di
daerah tertinggal dalam rangka
mendukung aksesibilitas
(Pembangunan Jalan Poros)

47 Km Kab. Pulau
Taliabu

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya lainnya
di daerah tertinggal rawan
pangan (penyediaan sumur bor
untuk irigasi pertanian)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di
daerah tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya lainnya
di daerah tertinggal rawan
pangan (penyediaan sumur bor
untuk irigasi pertanian)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064858 C



FRES IDEN
REPIJBLIK INDONESlA

-444-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Frogram-Keglatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Prov. Daerah Tertinggal
Kab.
Daerah
Tertinggal

Perekonomian Masyarakat
Pengembangan Sistem
Inovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

20 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
inovasi berketahanan
sosial

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/ desa inovasi
berketahanan sosial

18 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2027 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Sarana dan Prasarana
Perencanaan, Pembangunan
dan Pengawasan
Infrastruktur Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

43 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil survei
lapangan

2021 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Perencalaan, Pembangunan
dan Pengawasan
Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi

Konverter Kit BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk
Nelayan Sasaran

Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk Nelayan
Sasaran

to.759 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil verifikasi

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064859 C
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REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Bantuan stimulan
rumah swadaya

Pen in gkatan kualitas bantuan
stimulan rumah swadaya

I Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202r-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Aksesibilitas
Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202t-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah
Penanganan bencana melalui
program tanggap darurat jika
terjadi bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana melalui
program tanggap darurat jika
terjadi bencana di daerah
tertinggal

I Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

Terdampak
Bencana

202t-
2024

Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Bimas Katolik Bimbingan Masyarakat
Katolik

Bimbingan Masyarakat Katolik 1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinssal

202t-
2024

Kementerian
Agama

SK No 064860 C
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-446-
D. Program-Kegiatan Strategis PPDT Wilayah Nusa Tenggara

"fabel 4.4- Program-Kegiatan Strategis PPDT Tahul2O2O-2O24 di Wilayah Nusa Tenggara

Kementerian
Pertanian

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Nusa Tenggara Barat

Lombok
Utara

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

10 Desa Kec. Bayan,
Kayangan, Kec.
Gangga, Kec.
Tanjung, dan

Kec. Pemenang

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

5 Kegiatan Kec. Bayan, Kec
Ka1'anU.rr, *"".
Gangga, Kec.
Tanjung, dan

Kec. Pemenang

202r
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Budi Daya Tanaman Porang l4 Lokasi Kec. Gangga
(Desa Bentek (3),

Desa Rempek
Darussalam,
Desa Selelos),

2027

SK No 064861 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-447 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Kec. Bayan
(Desa Loloan (2),

Desa Sambik
Elen (2), Desa
Senaru, Desa

Sukadana, Desa
Akar-Akar), Kec.
Tanjung (Desa

Tegal Maja), Kec.
Pemenang (Desa
Pemenang Barat)

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Pengolahan Porang

5 Kecamatan Kec. Bayan, Kec.
Kayangan, Kec.
Gangga, Kec.
Tanjung, dan

Kec. Pemenang

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan sarana industri
pengolahan (daun cengkeh-
minyak asiri)

4 Lokasi Kec. Bayan, Kec.
Kayangan, Kec.

Gangga, dan
Kec. Tanjung

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064862C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Ta.l.un-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengadaan sarana industri
pengolahan Kelapa (Kopra, VCO,
dan Minyak Goreng)

5 Lokasi Kec. Bayan, Kec.
Kayangan, Kec.

Gangga, Kec.
Tanjung, dan Kec.

Pemenang

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata 6 Lokasi Kec. Bayan (Desa
Bayan, Desa
Karang Bajo,

Desa Senaru),
Kec. Tanjung

(Desa Medana),
Kec. Pemenang
(Desa Malaka),

dan Kec. Gangga
(Desa

Gensselarrs)

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

15 Lokasi Desa Gili Indah,
Desa Cili

Trawangan, Desa
Senaru, Desa

Kertaharja, Desa
Malimbu, dan

Desa Genggelang

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064863 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Lombok
Utara

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

2021 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

7.90t KPM Kab. Lombok
Utara

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian

5 Kegiatan Kab. Lombok
Utara

202L Kementerian
Pertanian

SK No 054864C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensorl earlg uarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Lombok
Utara

2021-
2024

Kernenterian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

4 Lokasi Kab. Lombok
Utara

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendampingan,
Pengawasan, Penyuluhan,
dan Peningkatan SDM
Koperasi

QDD/Kelompok
Masyarakat untuk
Membentuk Koperasi

Pendampingan Kelompok Usaha
Produktif Masyarakat di Sektor
Pangan

4 Orang Kab. Lombok
Utara

2020-
202L

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064t65 C
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REPIJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Lombok
Utara

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan kerja
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/ PBK 1 Kegiatan Kab. Lombok
Utara

2021-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Peny'uluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064866C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Lombok
Utara

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan jaringan sumur
eksplorasi/produksi dan
fasilitas lainnya di Kabupaten
Lombok Utara dan Kabupaten
Lombok Timur

4 Km Kab. Lombok
Utara

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Rehabilitasi JIAT serta
prasarana pendukung lainnya di
Kabupaten Lombok Timur dan
Kabupaten Lombok Utara

2 Km Kab. Lombok
Utara

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Chest Freezer 1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. L,ombok
Utara

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064867 C
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REPUBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM IKK Gangga
(Sekeper) Kabupaten Lombok
Utara

1 Unit Kab. Lombok
Utara

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan jaringan
perpipaan SPAM Sigar Penjalin
untuk kawasan Gili Air Kab.
l,ombok Utara (MYC Lanjutan)

1.000 SR Kab. L,ombok
Utara

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penyelenggaraan
Permukiman dan
Bangunan Gedung

Penataan Kawasan 3 Gili
Kabupaten Lombok Utara

5 Ha Kab. Lombok
Utara

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penyelenggaraan
Sanitasi yang Layak

Pembangunan IPLT Kabupaten
lombok Utara

4.000 KK Kab. Lombok
Utara

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064868 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Frovinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-KegSatarr Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan retribusi
daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. l,ombok
Utara

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Lombok
Utara

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Lombok
Utara

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pembinaan dan Penerapan
Smart Citg

Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah
D aer ah / M aste rplan S mart
Citg

Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah D ae r ah / Maste rplan
Smart Citg

1 Paket Kab. Lombok
Utara

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Karalrteristik Daerah

Pengadaan sarana dan
prasarana jaringan
komunikasi pusdalops

Penyelenggaraan layanan
bidang data, informasi
dan komunikasi
penanggulangan bencana

Penyediaan sarana dan prasarana
jaringan komunikasi pusdalops
bidang data, informasi dan
komunikasi penanggulangan
bencana

1 Kabupaten Kab. Lombok
Utara

2027 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

SK No 064869 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

80 Pendamping Kab. Lombok
Utara

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Tanjung 202r Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Nusa Tenggara Timur
Sumba
Barat

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ung{ulan Desa

10 Desa Kab. Sumba
Barat

2027-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (mesin potong
padr, packaging keripik pisang,
singkong, abon daging, dan
ikan)

3 Lokasi Kec. Tana Righu,
Kec. Wanokaka,

Kec. Laboya
Barat, Kec. Kota

Waikabubak,
Kec. Loli, dan
Kec. Lamboya

202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064207 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Frovinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 3.O00 Ha Kab. Sumba
Barat

202t Kementerian
Pertanian

Fasilitas sarana produksi budi
daya kedelai

500 Ha Kec. Tana Righu,
Kec. Loli, dan

Kec. Kota
Waikabubak

2021 Kementerian
Pertanian

Fasilitasi sarana produksi budi
daya kacang hijau

100 Ha Kec. Tana Righu,
Kec. Kota

Waikabubak,
Kec. Lamboya,

dan Kec.
Wanokaka

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan kebun induk
tanaman kelapa

2 Ha Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan kopi 5 Kegiatan Kec. Wanokaka,
Kec. Kota

Waikabukak,
Kec. Laboya

Barat, dan Kec.
Lamboya

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab

Sl( No 064871C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Satuan Penanggung Jawab
Provinsi/

Kabupaten Program-Kegiatan Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume lpkasi Tahun-

Anggaran

Peningkatan penyediaan
prasarana dan sarana pertanian
Uagu.rg, padi, pinang, kelapa,
jambu mete, perikanan,
peternakan)

I Lokasi Kec. Tanu
Righu,

Kec.Wanokaka,
dan Kec. Loli

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
cabai, bawang merah, bawang
putih

1 Lokasi Kec. Loli, Kec.
Kota

Waikabubak,
dan Kec.
Lamboya

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kunyit

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Pertanian berbasis organik 1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

30 Orang Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Masyarakat yang memperoleh
pemberdayaan dan pembinaan
kemitraan usaha sebagai
pemasok industri pariwisata

5 Lokasi Kab. Sumba
Barat

2022-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

SK No 064872C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival desa wisata (Pasola
bulan Februari-Maret, Festival
tenun ikat, Festival Wulla Podu,
Tinju Tradisional Pajura)
(Festival (Peragaan, pameran,
u.torkshop, seminar dan lomba))

5 Paket Kec. Kota
Waikabubak,

Kec. Wanokaka,
Kec. Lamboya,
Kec. Loli, dan

Kec. Tana Riehu

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Festival Desa Wisata (Pasola,
Festival tenun ikat, Festival
Wulla Podu, Tinju Tradisional
Paiura)

5 Paket Kab. Sumba
Barat

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

I Lokasi KSPN
Waikabubak-

Manupeu-Tanah
Daru Dskt

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Promosi Desa Wisata (Kampung
Adat di Kecamatan (Kecamatan
Tana Righu, Loli, Kota
Waikabubak (Desa Tebara),
Lamboya, Wanukaka, Laboya
Barat), air Terjun Lapopu di
Wanukaka, Pantai Lailiang di
Wanukaka, Pantai Rua di
Wanukaka, Pantai Kerewei di
Laboya, Pantai Dasang di

5 Paket Kec. Kota
Waikabubak,

Kec. Wanokaka,
Kec. Lamboya,
Kec. Loli, dan

Kec. Tana Righu

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064200C
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REPIJBLIK INDONESIA
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Laboya Barat, Pacuan Kuda di
Kecamatan Kota Waikabubak,
Lamboya, dan Lamboya Barat)
(media cetak, media elektronik,
dan influencei

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

1 Paket Kab. Nias
Selatan

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

3 Lokasi KSPN Teluk
Dalam Dskt

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan sarana-prasarana
di desa Wisata Budaya (Bantuan
Gazebo di Desa Boronadu,
Tetegewo, Hilinamazihono
Moale, Ehosakhozi, Puncak
Lolomatua, O1ayama, Sifaoroasi,
Labuhan Hiu, Simuk, Baluta,

t94 Unit Kec. Boronadu,
Kec. Siduaori,

Kec. Amandraya,
Kec. O'o'u, Kec.
Maniamolo, Kec.

Huruna, Kec.
Lolomatua, Kec.

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 0648i4C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-460-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sibaranun, Pantai Tetezou
Lahusa)

Ulunoyo, Kec.
Pulau-Pulau
Batu, Kec.

Pulau-Pulau
Batu Timur, Kec

Pulau-Pulau
Batu Utara, Kec

Tanah Masa
Peningkatan sarana-prasarana
di desa Wisata Budaya (bantuan
penyediaan toilet di Desa
tetegewo, Mondrowe, Boronadu,
Sinar Helaowo, Lolomoyo,
Sorake, Botohili Salo'o, Ulunoyo,
Onohajumba)

250 Unit Kec. Siduaori,
Kec. Huruna,

Kec. Boronadu,
Kec. Fanayama,
Kec. Amandraya,
Kec. Maniamolo,
Kec. O'o'u, Kec.
Lolowau, Kec.
Ulunoyo, Kec.
Onohazumba

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064875 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-46t-

Pruvinsi/
Katrupaten

Frogram-Kegiatan Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

t23 KPM Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

202t Kementerian
Pertanian

SK No C'o4876 C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-462-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penangguag Jawab

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produ ktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan penyediaan
prasarana dan sarana pertanian
Uagung, padi, pinang, kelapa,
jambu mete, perikanan,
peternakan)

1 Lokasi Kec. Tana Righu,
Kec. Wanokaka,

dan Kec. Loli

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'T

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kunyit

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 0648'77 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-463-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
shtnting di desa

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

42,82 Persen Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan
Konservasi

Pengembangan Potensi
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Non-Wisata Alam di Kawasan
Konservasi

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sumba
Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064878 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-464-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di
Sumba Barat

3 Lokasi Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Ralcyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064879 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-465-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Sumba
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Peningkatan jalan Poros desa
strategis

25 Km Kec. Lamboya,
Lamboya Barat,
Dan Wanokaka

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Waikelo - Kota
Waikabuba

0,40 Km Kab. Sumba
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064880 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-466-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan 5.000 Batang Kab. Sumba
Barat

202L-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Sumba
Timur

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya

3 Lokasi Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'f

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Sumba' Timur
202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (pemipih jagung
dan perajane kopi)

3 Lokasi Kec. Kambera,
Kec. Pinu Pahar,

dan Kec.
Tabundunq

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064881 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-467-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiat^n Indikasi Itebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

1 Kawasan Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pakan olahan dan bahan pakan 2.000 Ton Kab. Sumba
Timur

202L Kementerian
Pertanian

Pemeliharaan kebun induk
tanaman kelapa tahun

5 Ha Kab. Sumba
Timur

2021. Kementerian
Pertanian

Pencegahan dan pengamanan
penyakit hewan

1.OOO Dosis Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
tanaman substitusi impor (tebu)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan lahan dan
pengolahan kelapa dan kemiri

5 Lokasi Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan mutu genetik
sapi

5.000 Ekor Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
cabai, bawang merah, bawang
putih, jambu mete, tebu, sapi
potong

1 Lokasi Kec. Karera, Kec.
Pinu Pahar, Kec.

Lewa Tidahu,
dan Kec. Lewa

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064882 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-468-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kemiri

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202r Kementerian
Pertanian

Penumbuhan KEK Melolo-
Waingapu di Kabupaten Sumba
Timur (kawasan transmigrasi
serta agroindustri gula,
peternakan, perikanan tangkap,
dan pariwisata) dilengkapi
keberadaan SKPT Sumba Timur

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202t Kementerian
Pertanian

Sarana Pemasaran Peternakan 1 Unit Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)

72 Desa Kab. Sumba
Timur

202L Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab

SK No 064883 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-469-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitas Sarana Produksi Budi
daya Kedelai dan Kacang Tanah

700 Ha 500 Ha kedelai
di Kec. Nggaha
Ori Angu, Kec.
Umalulu, Kec.
Karera, Kec.

Lewa Tidahu,
dan 200 Ha

kacang tanah di
seluruh

kecamatan

202t Kementerian
Pertanian

Fasilitas Sarana Produksi Budi
daya Tumpangsari Padi dengan
Jagung, Kedelai dengan Jagung,
dan Kedelai dengan Padi

1.750 Ha 10O0 Ha padi
dengan jagung di

seluruh
kecamatan, 250

Ha kedelai
dengan jagung di

7 Kecamatan
(Kec. Umalulu,

Kec. Nggaha Ori
Angu, Kec.
Rindi, Kec.

Pandawai, Kec.
Karera, Kec.

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064884 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-470-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Mahu, dan Kec.
Kota Waingapu),

dan 500 Ha
kedelai dengan

padi di
7 Kecamatan

(Kec. Lewa, Kec.
L,ewa Tidahu,

Kec. Pandawai,
Kec. Nggaha Ori

Angu, Kec.
Kambera, Kec.
Umalulu, dan

Kec. Katala
Hamu Lingu)

Pengembangan Komoditas
Unggulan Padi (Lewa) dan Tebu
(Melolo)

1 Lokasi Kec. Lewa dan
Kec. Melolo
(Umalulu)

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064885 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47r-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Frogram-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202L Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

tt.293 KPM Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2027-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan bibit rumput laut I Kabupaten Kab. Sumba

Timur
2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Sentra
Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT)

Pengembangan Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu (SKPT)

1 Paket Kab. Sumba
Timur

202r Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064886 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-472-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [.okasi

Tahun-
Anggarau Penanggung Jawab

(Drone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, earlg uarning system
dan lainnya)

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg u.tarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

J Lokasi Kab. Sumba
Timur

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Komoditas
Unesulan Padi

1 Lokasi Kec. [,ewa 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Komoditas
Unggulan Tebu

1 Lokasi Kec. Melolo
(Umalulu)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kemiri

5 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064887 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-473-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jarvab

Sarana Pemasaran Peternakan 1 Unit Kab. Sumba
Timur

2021-
2024

Kementerian Desa
PDT'T

Pengolahan Produksi Kelautan
Perikanan di Kabupaten Sumba
Timur

1 Kabupaten Pulau Kecil dan
Terluar: Desa Prai

Sa-lura dan Kec.
Karera

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

29,23 Persen Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sumba
Timur

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064E88 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-474-

Provinsil
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi l{ehutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

I Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Embung
Serbaguna di Sumba Timur

2 Unit Kab. Sumba
Timur

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di
Sumba Timur

3 Lokasi Kab. Sumba
Timur

202t

2021

Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pengembangan Jaringan
Irigasi Permukaan,
Rawa, dan Non-Padi
(hanya irisasi primer)

Lanjutan pembangunan
bendung dan jaringan irigasi
Sub D.l. Baing D.I. Baing di
Sumba Timur

1 Km Kab. Sumba
Timur

Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana-
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan 1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064889 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-475-

Frovinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi I{ebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Masyarakat Daerah Tertinggal 30 Unit Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Sumba Timur 1

9 Unit Kab. Sumba
Timur

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Sumba
Timur

2020-
2022

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064890 C



FRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-476-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GlSA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/GISA di wilayah
3T)

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Sumba
Timur

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064891 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-477-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan BTS. Kota
Waikabubak-Batas Kabupaten
Sumba Timur (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

65 Km Kab. Sumba
Timur

202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan BTS. Kota
Waikabubak-Batas Kabupaten
Sumba timur (Preservasi Rutin
Jembatan)

258 M Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

SK No 064892C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-478-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Waikelo - Kota
Waikabubak (Preservasi
Jembatan)

8 M Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Waikelo - Kota
Waikabubak (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

43 Km Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Waikelo - Kota
Waikabubak (Preservasi Rutin
Jembatan)

57 M Kab. Sumba
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Sumba
Timur

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

79 Pendamping Kab. Sumba
Timur

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064208C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-479-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Angtqaran Penanggung Jawab

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Kota
Waingapu

2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Kupang Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Kupang 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
densan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Kupang 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Alat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan Uagung, penepung
jagu.rg, penggilingan mi jagung,
dan sapi)

10 Lokasi Jagung di Kec.
Sulamu, Kec.

Semau Selatan,
Kec. Amarasi,
Kec. Amarasi

Timur, dan Kec.
Amarasi Selatan;

sapi di Kec.
Kupang Timur,
Kec. Amfoang
Selatan, Kec.

Amfoang Tengah,

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064193 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-480-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegntarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Takari, dan
Kec. Sulamu

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan bibit ternak sapi,
kambing, babi

15.000 Ekor Kec. Sulamu, Kec.
Fatuleu, dan Kec.

Takari

202r Kementerian
Pertanian

Ekstensihkasi dan intensilikasi
untuk meningkatkan
produktivitas jagu ng (pengadaan
embung, sumur bor, pengadaan
alat pengolahan pascapanen)

1 Kabupaten Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pertanian

Inseminasi buatan, asuransi
ternak, pakan, embung
peternakan

I Kabupaten Kab. Kupang 202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi j agung,
kedelai, cabai, bawang merah,
kelapa, sapi potong

3 Lokasi Kec. Kupang
Timur, Kec.

Amarasi Selatan,
dan Kec. Semau

Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Masyarakat yang memperoleh
pemberdayaan dan pembinaan
kemitraan usaha sebagai
pemasok industri pariwisata

3 Lokasi Kec. Semau
Selatan, Kec.

Amarasi Selatan,
Kec. Kupang

Barat, dan Kec.
Amarasi

2022-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

SK No 064895 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media -

Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

I Paket Kab. Kupang 2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pembinaan SDM dan Penguatan
Kapasitas Desa wisata di daerah
tertinggal (stimulan, pelatihan
pengelolaan aset dan
manajemen wisata, dan monev
untuk pengembangan
pariwisata)

5 Paket Kec. Fatuleu,
Kec. Kupang
Tengah, Kec.

Kupang Barat,
Kec. Fatuleu
Tengah, Kec.
Semau, Kec.
Amarasi, dan
Kec. Semau

Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertingqal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Kupang 2021 Kementerian
Perdagangan

SK No 064896 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-482-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

15.940 KPM Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Penataan dan
pemanfaatan jasa
kelautan

Sarana-pras ar ar:a Wisata
Bahari

1 Kabupaten Kab. Kupang 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pengelolaan perbenihan
ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar dan bibit
rumput laut

1 Kabupaten Kab. Kupang 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan alat penangkapan ikan I Kabupaten Kab. Kupang 2027-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Kupang 202t-

2024
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone spranter, drone

5 Kegiatan Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 464897 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

-483-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lolcasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

surueillance, soil and uteather
sensor, earlg wanning sgstem
dan lainnya)

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Fanning 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensori earlg uanning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kupang 2027-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan'
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Kupang 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Alat pengolahan pascapanen
produk unggulan daerah
perbatasan Uagung, penepung
jagung, penggilingan mi jagung,
dan sapi)

10 Lokasi Jagung di Kec.
Sulamu, Kec.

Semau Selatan,
Kec. Amarasi,
Kec. Amarasi

Timur, dan Kec.
Amarasi Selatan;

sapi di Kec.
Kupang Timur,

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064194C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-484-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Amfoang
Selatan, Kec.

Amfoang
Tengah, Kec.

Takari, dan Kec.
Sulamu

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan keda
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/PBK I Kegiatan Kab. Kupang 202t-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stuntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

1 Paket Kab. Kupang 2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

37,50 Persen Kab. Kupang 2020-
2024

BKKBN

SK No 06a899 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-485-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatart Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Inkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelaiaran

Peningakatan mutu dan
relevansi pendidikan
Agama Buddha

Pembinaan Sekolah 1 Orang Kec. Kupang
Tengah dan Kec.

Kelapa Lima

202r Kementerian
Agama

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Pelatihan Masyarakat KP dan
Penl'uluh Kelompok Pelaku
Utama

I Kabupaten Kab. Kupang 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Memperkuat pelayanan
kesehatan rujukan di RS
Rujukan Nasional, provinsi dan
regional serta daerah pariwisata

1 Kabupaten Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinglal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Kupang (di
Lokasi Prioritas

Perbatasan)

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Kupang 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064900 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-486-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Frogram-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS/ Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

24 Paket Kec. Amfoang
Barat Daya, Kec
Amfoang Barat

Laut, Kec.
Amfoang

Selatan, Kec.
Amfoang

Tengah, Kec.
Amfoang Utara,

Kec. Fatuleu
Barat, Kec.

Semau, Kec.
Sulamu, dan
Kec. Takari

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan elektrifikasi di
desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan

40 Lokasi Kab. Kupang 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan
bendungan, danau, dan
bangunan penampung
air Lainnya

Pembangunan Bendungan
Manikin di Kabupaten Kupang

1 Unit Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064901 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-487-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Perbaikan sumur, pompa,
mesin, solar cell, dan aksesoris
Air Tanah untuk Air Baku di
Pulau Flores, P. Lembata, dan
Kepulauan

10 Lokasi Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa,
dan non-padi (hanya
irigasi primer)

Rehabilitasi Bendung dan
Jaringan Irigasi D.I. Netemannu
(8OO Ha) Di. Kab Kupang
(Perbatasan RI - Timor Leste), 1

benduns, 1 benduns, F, K, SYC

1 Bendung Kab. Kupang 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Rehabilitasi Bendung dan
Jaringan Irigasi D.l. Tilong di
Kabupaten Kupang (Premium
Bendungan Tilong), 1 bendung,
I bendung, F, K, SYC

1 Bendung Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ralqgat

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Kupang 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Portable Cold Storage 1 Kabupaten Kab. Kupang 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064902C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-488-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lnkasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Optimalisasi SPAM IKK Oepoli,
Kabupaten Kupang

45 SR Kab. Kupang 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pembangunan IPA Kap.40 x2
L/det SPAM Kabupaten Kupang
(Bendungan Raknamo)

80 Liter/Detik Kab. Kupang 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang

L2 Unit Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

5 Lembaga
Penyalur

Kab. Kupang 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064903 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-489-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Prograrn-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Kupang 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Kupang 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Bolow - Seba -
Mesara (Preservasi Rutin
Jembatan)

258 M Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Dalam Kota
Kupang-Bolok-Tenau
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

5 M Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064904C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-490-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Oesapa-Batas
Kota Soe (Pelebaran Jalan
Menuju Standar)

I Km Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Oesapa-Batas
Kota Soe (Penanganan Drainase,
Trotoar dan Fasilitas
Keselamatan Jalan)

10 Km Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Oesapa-Batas
Kota Soe (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

4 Km Kab. Kupang 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat
Preservasi Jalan Bolow - Seba -
Mesara (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

65 Km Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Dalam Kota
Kupang-Bolok-Tenau
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

62 Km Kab. Kupang 2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Dalam Kota
Kupang-Bolok-Tenau
(Preservasi Rutin Jembatan)

809 M Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064905 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Safiran Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Oesapa-Batas
Kota Soe (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

101 Km Kab. Kupang 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Oesapa-Batas
Kota Soe (Preservasi Rutin
Jembatan)

915 M Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Papela-
Pantebaru-Baa (Preservasi
Jembatan)

20 M Kab. Kupang 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Papela-
Pantebaru-Baa (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

54 Km Kab. Kupang 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Papela-
Pantebaru- Baa (Preservasi Rutin
Jembatan)

246 M Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

S]( No 064906 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-492-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tallun-
Anggaran PenanggungJawab

Karakteristik Daerah

Akses PLBN Akses PLBN Akses PLBN Oepoli 1 Kabupaten Kab. Kupang 2024 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Jalan
Perbatasan

Pembangunan Jalan
Perbatasan

Pembangunan Jalan Akses
PLBN Oepoli-Noelelo

1 Kabupaten Kab. Kupang 2022 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kegiatan Kab. Kupang 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Pembangunan pengaman pantai
Oesapa, Kota Kupang

o,20 Km Kab. Kupang 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan 5.O00 Batang Kab. Kupang 2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK t{o 064907 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-493-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kota Oelamasi 202t Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Timor
Tengah
Selatan

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unqzulan Desa

r69 Desa Kab. Timor
Tengah Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'T

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

8 Kegiatan Kab. Timor
Tengah Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (alpukat)

7 Lokasi Kec. Kota Soe,
Kec. Fatumnasi,
Kec. Amanuban

Tengah, Kec.
Nunkolo, Kec.
Mollo Selatan,

Kec. Mollo Utara,
dan Kec.
Kot'Olin

2020-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064908 C



PRES IDEN
REPUELIK INOONESIA

-494-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan AIat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (pemipil jagung,
pengering, dan penepung
jagung)

5 Lokasi Kec. Amanuban
Selatan, Kec.
Amanatun

Selatan, Kec.
Amanuban

Barat, Kec. Mollo
Utara, dan Kec.

Amanatun Utara

2020-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari padi dengan
jagung

500 Ha Kec. Amanuban
Selatan, Kec.

Mollo Barat, Kec.
Batu Putih, Kec.
Mollo Selatan,
Kec. Oenino,

Kec. Mollo Utara,
Kec. Amanuban

Timur, Kec.
Polen, Kec.

Kuatnana, Kec.
Nunbena, dan

Kec. Tobu

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064909 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-495-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi l{ebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jarvab

Fasilitasi pembuatan sumur bor
di lokasi potensial
pertanian/perkebunan

32 Paket Kab. Timor
Tengah Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Pembangunan / rehabilitasi Balai
Penyuluh Pertanian

28 Paket Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan benih dan perluasan
areal tanam alpukat (belum
sebagai usaha perkebunan)

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan bibit dan alsintan
jagung

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi j agu ng,
cabai, bawang putih, jeruk, sapi
potong

32 Paket Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

3 Kegiatan Kab. Timor
Tengah Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Promosi desa wisata media
cetak, media elektronik, dan
inJluencer (wisata pe gu nu ngan,
pantai, kampung adat, dan
Kampung Adat Boti)

6 Paket Desa Fatumnasi
Kec. Fatumnasi,

Desa Oetune
Kec. Kualin,

Desa Boti Kec.

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064910 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-496-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Kie, Desa
Fatuulan Kec.

Kie, Desa Bu'at
Kec. Mollo

Selatan, dan
Desa Oehala

Kec. Mollo
Tengah

Festival Desa Wisata (Festival
(Peragaan, pameran, uorkshop,
seminar dan lomba))

5 Paket Kec. Kualin, Kec
Kie, Kec.

Fatumnasi, Kec.
Mollo Selatan,
dan Kec. Mollo

Tensah

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

I Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Perdagangan

SK No 064251 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-497-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

t7.597 KPM Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

1 Paket Kab. Timor
Tengah Selatan

202r Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

32 L,okasi Kab. Timor
Tengah Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan benih dan
pascapanen kelapa

1 Kabupaten Kab. Timor
Tensah Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064912C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-498-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan L,akasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kelapa

3 Kegiatan Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembinaan Gizi
Masyarakat

Pengadaan sarana-prasarana
kesehatan di posyandu
(Pengadaan alat ukur
stunting / Antropometri)

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064913 C



PRES I DEN
REPIJBLIK INDONESIA

-499-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/ BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspof di daerah
tertinggal

15 Paket Kec. Fatumnasi,
Kec. Kot'olin,

Kec. Mollo Barat,
Kec. Mollo Utara,

dan Kec.
Nunbena

202r Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan
bendungan, danau, dan
bangunan penampung
air lainnya

Lanjutan pembangunan
Bendungan Temef di Timor
Tengah Selatan

1 Unit Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Optimalisasi SPAM IKK
Amanuban Timur, IKK Kie, dan
IKK Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan

115 SR Kab. Timor
Tengah Selatan

2021. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Timor Tengah
Selatan 1

t4 Unit Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064914C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-500-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Vohrme Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Timor
Tengah Selatan

2022-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Timor
Tengah Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064915 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-501-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan penin gkatan
jalan desa strategis

100 Km Ruas Jalan
Hoineno-

Nunkolo Kec.
Nunkolo, Ruas
Jalan Lotas-
Bokong Kec.

Kokbaun Dan
Toianas, Ruas
Jalan Lilana-

Fetomone-
Oelamasi Kec.

Nunbena, Ruas
Jalan Loli-

Usapimamapa
Kec. Polen, Ruas

Jalan Fenun-
Kueleu Kec.
Amanatun

Selatan, Ruas
Jalan

Nekemunifeto-
Lelobatan Kec.

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064916 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-502-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Mollo Tengah
Dan Mollo Utara,

Ruas Jalan
Besnam-

Nunfutu Kec.
Fatukopa, Ruas

Jalan
Mnelaanen-

Fatukopa-Kiki
Kec. Amanuban
Timur Dan Kec.

Fatukopa
Karakteristik Daerah

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yang efektif

Bantuan Peralatan
Kebencanaan Tenda Pengungsi

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan

kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

1 Kabupaten Kab. Timor
Tengah Selatan

202L Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

SK No 064917 C



PRES tDEN
REPUBLIK INDONESIA

-503-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Keburuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial

48 Pendamping Kab. Timor
Tengah Selatan

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Kota Soe 2023 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnasl

Belu Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Belu 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 3.000 Ha Kec. Tasifeto
Barat, Kec.

Tasifeto Timur,
Kec. Raimanuk,

dan Kec.
Lamaknen

Selatan

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064209 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-504-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengadaan kendaraan traktor
roda (TR) untuk komoditas
jagung

I Unit Kec. Tasifeto
Barat, Kec.

Tasifeto Timur,
Kec. Raimanuk,

dan Kec.
Lamaknen

Selatan

202L Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jagung,
cabai, bawang merah, bawang
putih, mangga, jambu mete,
sapi potong

4 Lokasi Kec. Tasifeto
Barat, Kec.
Lamaknen

Selatan, Kec.
Lamaknen

Selatan, dan
Kec. Tasifeto

Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Petani Go Online 250 Orang Kec. Tasifeto
Barat dan Kec.

Malaka

2021 Kementerian
Pertanian

Pelatihan sistem agrobisnis
usahatani ternak sapi

1 Lokasi Kec. Tasifeto
Timur, Kec.

Tasifeto Barat,
Kec. Raimanuk,

Kec. Kakuluk

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064919 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-s05-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Mesak, dan Kec
Lamaknen

Selatan
Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah tertinggal

Pengembangan Desa Wisata di
Daerah Perbatasan

5 Kegiatan Kab. Belu 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Promosi Desa Wisata melalui
Media Cetak, Media Elektronik,
dan influencer (wisata:
pegunungan, kerajinan tenun
pewarna alami)

5 Paket Desa Tulakadi
Kec. Tasifeto
Timur, Kec.
Raimanuk

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Nelayan Go Online 100 Kegiatan Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi lokal
berbasis ekonomi disital

100 Kegiatan Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
UMKM Go Online 100 Kegiatan Kab. Belu 2020-

2024
Kementerian

Komunikasi dan
Informatika

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan Pemasaran
Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/Online

10 UMKM Kab. Belu 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064920 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-506-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Neseri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Belu 202r Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

6.700 KPM Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Belu 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bioflok I Kabupaten Kab. Belu 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Belu 202r Kementerian
Pertanian

SK No 064921 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-507-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
ser6or, earlg warning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Belu 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pelatihan penanganan penyakit
hama, teknologi produksi untuk
komoditas jagung dan bawang
merah

4 Pelatihan Kec. Tasifeto
Barat, Kec.
Lamaknen

Selatan, Kec.
Lamaknen

Selatan, dan
Kec. Tasifeto

Timur

202L Kementerian
Pertanian

Pelatihan Penanganan penyakit
ternak, teknologi produki dan
pembuatan pakan ternak

1 [okasi Kec. Raimanuk,
Kec. Tasifeto
Timur, Kec.

Tasifeto Barat,
dan Kec.

Kakuluk Mesak

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064922C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-508-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Insentif Guru PAK Non-
PNS

Insentif Guru PAK Non-PNS 2 Orang Kab. Belu 2020-
2021

Kementerian
Agama

T\rnjangan Profesi Guru
PAK Non-PNS

Tunjangan Profesi Guru PAK
Non-PNS

3 Orang Kab. Belu 2020-
2021

Kementerian
Agama

Tunjangan Profesi Guru
PAK PNS

Ttrnjangan Profesi Guru PAK
PNS

24 Orang Kab. Belu 2020-
2021

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
yang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Belu 2020-
202t

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064923 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-509-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tallun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyuluh
Agama Kristen Non-PNS

T\rnjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

60 Orang Kab. Belu 2020-
202t

Kementerian
Agama

Program Kualitas
Pengajaran dan
Pembelajaran

Peningakatan mutu dan
relevansi pendidikan
agama Buddha

Pembinaan Sekolah 1 Paket Kec. Atambua
Barat

202r Kementerian
Agama

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Belu 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertingeal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Belu (di
Lokasi Prioritas

Perbatasan)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064924C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-510-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

BAKTI Internet (Penyediaan
Akses Internet)

1 Kabupaten Kab. Belu 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan elektrifikasi di
desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan elektrihkasi
di desa lokasi prioritas
perbatasan dan daerah
tertinggal

Penyediaan Akses Listrik 5 Kegiatan Kab. Belu 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan

40 Lokasi Kab. Belu 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan
bendungan, danau, dan
bangunan penampung
air lainnya

Pembangunan Bendungan
Welikis di Kabupaten Belu

1 Unit Kab. Belu 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan jaringan irigasi
Air Tanah Perpipaan Sprinkler
Kabupaten Belu

l4 Km Kab. Belu 2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064925 C



PRES IDEN
REpUBI ;. lNIr(rNESlA

-511-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Rehabilitasi dan Peningkatan
Jaringan Irigasi Spinkler
Kabupaten Belu (Paket I) 11 Km
dan (Paket II) 12 Km

23 Km Kab. Belu 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Sarana-Prasarana UPR/ HSRT 1 Kabupaten Kab. Belu 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Kemampuan Keuaagan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Belu 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Belu 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064926C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5t2-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Bts. Kota
Kefamenanu - Atambua -
Motaain (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

5 Km Kab. Belu 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Preservasi Jalan Bts. Kota
Kefamenanu - Atambua -
Motaain (Preservasi Rutin
Jembatan)

566 M Kab. Belu 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Bts. Kota
Kefamenanu - Atambua -
Motaain (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

119 Km Kab. Belu 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Inventarisasi, verihkasi,
dan pendampingan
analisis kebutuhan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pascabencana

Pemulihan sarana dan
prasarana sosial,
ekonomi, dan
produktivitas sumber
daya alam pada daerah
terdampak
pascabencana

Melaksanakan inventarisasi,
verifikasi, dan pendampingan
analisis kebutuhan rehabilitasi
dan rekonstruksi untuk
pemulihan daerah terdampak
pascabencana

I Kegiatan Kab. Belu 202r Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-513-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Belu 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian Banjir,
Lahar, Pengelolaan
Drainase Utama
Perkotaan, dan
Pengaman Pantai

Lanjutan Pembangunan
Sarana/ Prasarana Pengendalian
Banjir Sungai Motaain Belu

0 50 Km Kab. Belu 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan
Sarana/ Prasarana Pengendalian
Banjir Sungai Malibaka -
Haekesak 1 I(m dan Sungai
Malibaka Ruas Turiskain -
Tonabibie 2 Km di Kabupaten
Belu

3 Km Kab. Belu 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Kota
Atambua

2022 Badan Nasional
Pencarian dan
Pertolongan
(Basarnas)
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-514-

Provinsil
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun*

Anggaran
Penanggung Jawab

Alor Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Alor 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Alor 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (Food Seller
Padi)

1 Lokasi Kec. Pantar
Timur

2021-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan Qtower tresher
padi)

40 Unit Kec. Alor Barat
Daya

202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pemeliharaan kebun induk
tanaman vanili

2 Ha Kec. Mataru,
Kec. Alor

Selatan, Kec.
Alor Tengah

Utara, Kec. Alor
Timur Laut, dan
Kec. Alor Timur

2021 Kementerian
Pertanian
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-515-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pemeliharaan kebun sumber
benih unggul tanaman vanili

3 Ha Kec. AIor Selatan,
Kec. Mataru, Kec.

Alor Tengah
Utara, Kec. Alor
Timur Laut, dan
Kec. Alor Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gazebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto cafe,
toilet, taman outbond, d,an
taman bermain anak)

1 Lokasi Desa Otvai Kec.
Alor Barat Laut

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jambu
mete, kakao, kopi, pala

4 Lokasi Kec. Pantar
Tengah

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kenari

5 Kegiatan Kab. Alor 202t Kementerian
Pertanian

Perluasan tanaman pala 150 Ha Kec. Alor Barat
Laut, Kec. Alor

Barat Daya, Kec.
Alor Selatan, dal

Kec. Pantar
Tengah

202t Kementerian
Pertanian
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-516-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l.okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pembinaan SDM dan penguatan
kapasitas desa wisata di daerah
tertinggal

3 Kegiatan Pulau Pantar 2022-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
Pengembangan desa
wisata di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pembinaan SDM dan penguatan
kapasitas desa wisata di daerah
tertinggal

5 Kegiatan Pulau Pantar 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyertaan modal desa wisata 4 Kegiatan Kab. Alor 202t Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kec. Pantar
Tengah

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

6.Ot7 KPM Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian Sosial
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5t7 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uaming sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Alor 202r Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnyal

5 Kegiatan Kab. Alor 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi kenari

5 Kegiatan Kab. Alor 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-518-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiataf,i
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan GZi
Masyarakat

Pelaksanaan 25 Indikator
penanganan stunting

I Kabupaten Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai
shtnting

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

I Paket Kab. Alor 2024 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

33,62 Persen Kab. Alor 2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Alor 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064933 C



PRES IDEN
REPI,JBLIK INDONESIA

-519-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinssal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Alor (di
Lokasi Prioritas

Perbatasan)

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. AIor 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Alor 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di Alor

2 Lokasi Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Alor 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064934 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-520-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang l.ayak

Optimalisasi SPAM IKK Teluk
Mutiara dan IKK Kokar
Kabupaten Alor

2 Unit Kab. Alor 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Penyelenggaraan
Sanitasi yang Layak

Pembangunan TPA Lembur
Kabupaten Alor

12.000 KK Kab. Alor 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan Kegiatan Sanitasi I Lokasi Kab. Alor 2021 Kementerian

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat
Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana-prasarana Sekolah
Kabupaten Alor

10 Unit Kab. Alor 202t Kementerian
Pekedaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Alor 202t-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064935 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi l{ebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Alor 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Alor 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Peningkatan Jalan Strategis
(Peningkatan jalan desa
strategis)

86 Km Kec. Alor
Selatan, Kec.

Alor Barat Daya,
Kec. Alor Timur,
Kec. Alor Tengah
Utara, dan Kec.
Pantar Tengah

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064936C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-522-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Baranusa -
Kabir (Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

L4 Km Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Baranusa -
Kabir (Preservasi Rutin
Jembatan)

110 M Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Kalabahi-
Taramana dan Junction-Lapter
Mali (Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

1 Kabupaten Kab. Alor 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat .

Preservasi Jalan Kalabahi-
Taramana dan Junction-Lapter
Mali (Preservasi Rutin
Jembatan)

299 M Kab. Alor 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Taramana -
Lantoka - Maritaing (Preservasi
Rutin Jembatan)

544 M Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rairyat

SK No 064937 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-523-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegqalan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Baranusa -
Kabir (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

24 Km Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Kalabahi-
Taramana dan Junction-Lapter
Mali (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

55 Km Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Preservasi Jalan Taramana -
Lantoka - Maritaing (Preservasi
Jembatan)

33 M Kab. Alor 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Taramana -
Lantoka - Maritaing (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

57 Km Kab. Alor 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan

1 Lokasi Kec. Pantar
Tengah

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064938 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-524-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan (Alat Ukur
Kadar Air)

5 Unit Kec. Pantar 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan (Food Seller
Padi)

I Lokasi Pantar Timur 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan (Pouter Tresher
Padi)

40 Unit Alor Barat Daya 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Alor 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial

59 pgldamping Kab. Alor 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064939 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-525-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Iftbutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Lembata Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Lembata 2027-
2024

Kementerian Desa
PDT'T

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terin tegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Lembata 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pembangunan Sentra Produksi
Unggulan Lokal di daerah
tertinggal (kelapa)

1 Lokasi Kec. Omesuri,
Kec. Wulandoni,
Kec. Buyasuri,

dan Kec.
Nubatukan

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Rumah
Pengolahan / Produksi Unggulan
l,okal di daerah tertinggal
(kelapa)

5 Kegiatan Kab. Lembata 2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Sentra Produksi
Unggulan Lokal di Daerah
Tertinggal (Kelapa)

5 Kegiatan Kab. Lembata 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064940C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-526-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengembangan Kawasan Kelapa 4 Lokasi Kec. Omesuri,
Kec. Wulandoni,
Kec. Buyasuri,

dan Kec.
Nubatukan

202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan Kapasitas
Peny'uluh Swadaya

5 Kegiatan Kec. Buyasuri,
Kec. Nubatukan,

dan Kec.
Omesuri

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi Jambu
Mete

1 Lokasi Kec. Ile Ape, Kec.
Nubatukan, Kec.

Omesuri, dan
Kec.

Nagawutung

202t Kementerian
Pertanian

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Masyarakat yang Memperoleh
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemitraan Usaha Sebagai
Pemasok Indu stri Pariwisata

3 Kegiatan Kab. Lembata 2022-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

I Paket Kab. Lembata 2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 06494t C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-527 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Lembata 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Lembata 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

5.634 KPM Kab. Lembata 2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surveillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning sAstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Lembata 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064942C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-528-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
ser6or, earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Lembata 202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pembangunan Rumah
Pengolahan / Produksi Unggulan
Lokal di Daerah Tertinggal
(Kelapa)

5 Kegiatan Kab. l,embata 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Sentra Produksi
Unggulan Lokal di Daerah
Tertinggal (Kelapa)

5 Kegiatan Kab. Lembata 202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sarana-Prasarana Pengolahan
Produksi Kelapa di Kabupaten
Lembata

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar: Desa

Benihading Kec.
Buyasuri

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064943 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-529-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pembinaan Gizi
Masyarakat

Konvergensi pencegahan
sfitnting di desa

I Kabupaten Kab. Lembata 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

36,22 Persen Kab. Lembata 2020-
2024

BKKBN

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Lembata 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Lembata 2021 Kbmenterian
Koperasi dan UKM

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di
Lembata

2 Lokasi Kab. l,embata 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Lembata2

t2 Unit Kab. L,embata 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064944 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-530-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Lembata

11 Unit Kab. Lembata 2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangu nan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Lembata 2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Lembata 2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Lembata 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Lembata 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064945 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-531-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus l,embaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus L,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Lembata 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembaqaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Lembata 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktu r konektivitas
transportasi laut

Prasarana bidang
konektivitas laut

Pembangunan gedung kantor
pelabuhan Lewoleba (luncuran
penu ndaan ke giatan 2O2Ol

1 Kegiatan Pulau Lembata
dan Kec.

L,ebatukan

2021 Kementerian
Perhubungan

Karakteristik Daerah

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan
Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan 5.OOO Batang Kec. Atadei, Kec.
Ile Ape, dan Kec.

Nubatukan,

202L-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064946C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-532-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Rote Ndao Perekonomian Masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan (Rice Milling
Unitl

30 Unit Kec. Lobalain,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote

Barat Daya, Kec.
Rote Tengah,

Kec. Rote Timur,
Kec. Pantai
Baru, Kec.

Landuleko, Kec.
Rote Barat, dan

Kec. Rote
Selatan

202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (3 unit Rice
MillirLg Unit, 6 unit Pouter
Threshefl

3 Lokasi Kec. l,obalain,
Kec. Rote Barat
Daya, dan Kec.

Pantai Baru

202r-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064947 C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-533-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keg1atarr Indikasi l{ebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Kebutuhan irigasi dan embung I Kabupaten Kab. Rote Ndao 202L Kementerian
Pertanian

Pembukaan lahan pertanian 500 Ha Kab. Rote Ndao 2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan handtractor 100 Unit Kab. Rote Ndao 202t Kementerian
Pertanian

Pengadaan mesin pompa air 200 Unit Kab. Rote Ndao 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gazebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto caf€,
toilet, taman outbond, dan
taman bermain anak)

3 Lokasi Kec. Rote Barat
Laut (Desa

Tualima), Kec.
Rote Timur

(Desa
Mukekuku), dan

Kec. Rote
Selatan (Desa

Pilasue dan Desa
Tebole)

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
cabai, bawang merah
7. hondtractor sebanyak 560

l0 Kecamatan Kec. Lobalain,
Kec. Rote Barat
Laut,Kecamatan
Rote Barat Daya,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064195 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-534-

Prcvinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Fenanggung Jawab

unit
2. benih/bibit padi sebanyak

1.500 kg
3. bawang merah sebanyak

5.000 kg
6. cabai sebanyak 5 kg
7. pupuk sebanyak 100 liter,

hand sprager 12 unit
8. herbisida sebanyak 1OO liter
9. pestisida sebanyak lOO liter,
lO. pouterthresher sebanyak 12

unit
I 1. sapi potong sebanyak 3.OOO

ekor bibit sapi unggul

Kec. Rote
Tengah, Kec.

Rote Timur, Kec.
Pantai Baru,

Kec. Landuleko,
Kec. Rote Barat,

Kec. Rote
Selatan, dan

Kec. Ndao Nuse

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi gula nira (lontar)

6 Kegiatan Kec. Rote Barat
Laut (Desa

Daudolu), Kec.
Rote Barat

(Dusun Tuaneo
Desa

Nemberala), Kec.
Rote Barat Laut
(Desa Tualima),
Kec. Rote Barat

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064197 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-535-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Daya (Desa
Oetefu), Kec.
Rote Barat

(Dusun Mbore
Desa Sedeoen),
dan Kec. Rote
Timur (Desa
Mukekuku)

Bantuan benih padi inbrida
lahan kering - benih padi
inbrida unggul lahan kering

6.000 Ha Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote

Barat Daya, Kec.
Pantai Baru,

Kec. Rote
Selatan, Kec.

Rote Barat, Kec.
Rote Timur, Kec.

Lobalain, Kec.
Landuleko, Kec.

Rote Tengah,
dan Kec. Ndao

Nuse

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064210 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-536-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pembinaan SDM dan penguatan
kapasitas desa wisata di daerah
tertinggal (stimulan, pelatihan
pengelolaan aset dan
manajemen wisata, dan monev
untuk pengembangan
pariwisata)

9 Paket Kec. Rote Barat
(Desa Nemberala
dan Desa Boa),
Kec Landu Leko
(Desa Daiama),

Kec.Rote Selatan
(Desa Inaoe dan
Desa Dodaek),

Kec. Rote Tengah
(Desa Maubesi),

Kec. Lobalain
(Desa Baadale,
Desa Kuli, dan
Desa Suelain),

Kec. Rote Barat
Laut (Desa

Holulai dan Desa
Tolama), Kec.

Rote Barat Daya
(Desa Oelasin,
Desa Fuafuni,
Desa Oebou,

Desa Oeseli, dan
Desa Landu)

2021-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

SK No 064951 C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-537-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival Desa Wisata (pelatihan
manajemen kegiatan)

6 Kegiatan Kec. Rote Barat
(Desa Nemberala
Dan Desa Boa),
Kec. Landu Leko
(Desa Daiama),

Kec. Rote
Tengah (Desa
Nggodimeda),
Kec. Lobalain
(Desa Baadale

Dan Desa Kuli),
Kec.Rote Barat

Laut (Desa
Oelua), dan Kec.
Rote Barat Daya

(Desa Oeseli)

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan

10 Kegiatan Kec. Rote Barat
(Desa

Nemberala, Desa
Boa, Oenggaut,

Sedeoen, Oelolot
Dan Mbueain),

Kec. Landu Leko
(Desa Daiama,

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064952C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-538-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Desa Pukuafu,
Desa Sotimori

Dan Desa
Tenalai), Kec.
Rote Selatan
(Desa Inaoe,

Desa Dodaek),
Kec. Rote

Tengah (Desa
Maubesi), Kec.
Lobalain (Desa
Baadale, Desa

Kuli, Desa
Suelain) , Kec.

Rote Barat Laut
(Desa Holulai

Dan Desa
Tolama), Kec.

Rote Barat Daya
(Desa Oelasin,
Desa Fuafuni,

Desa Oebou Dan
Desa Oeseli,
Desa Landu,

SK No 064953 C



PRESIDEN
REPUBLIK INOONESlA

-539-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Desa Oetefu),
Kec. Pantai Baru
(Desa Nusakdale

dan Desa
Oeledo), Kec.
Rote Timur

(Desa Faifua),
dan Kec. Ndao

Nuse
Koordinasi pengembangan desa
wisata di wilayah 3T dan
perbatasan (FGD, MOU, dan
Workslrcpl

10 Paket Kec. Rote Barat
(Desa

Nemberala, Desa
Boa, Oenggaut,
Sedeoen, Oelolot
Dan Mbueain),

Kec. Landu Leko
(Desa Daiama,
Desa Pukuafu,
Desa Sotimori

Dan Desa
Tenalai) Kec.
Rote Selatan
(Desa Inaoe,

Desa Dodaek),

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064954C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-540-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Rote
Tengah (Desa
Maubesi), Kec.
Lobalain (Desa
Baadale, Desa

Kuli,
Desa Suelain),
Kec Rote Barat

Laut (Desa
Holulai Dan

Desa Tolama),
Kec. Rote Barat

Daya (Desa
Oelasin, Desa
Fuafuni, Desa

Oebou Dan Desa
Oeseli, Desa
Landu, Desa
Oetefu), Kec.
Pantai Baru

(Desa Nusakdale
Dan Desa

Oeledo), Kec.
Rote Timur

SK No 064955 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-541 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

(Desa Faifua),
dan Kec.Ndao

Nuse
Pembinaan SDM dan penguatan
kapasitas desa wisata di daerah
tertinggal (stimulan, pelatihan
pengelolaan aset dan
manajemen wisata, dan monev
untuk pengembangan
pariwisata)

9 Paket Kec. Rote Barat
(Desa Nemberala
Dan Desa Boa),

Kec. Landu L,eko
(Desa Daiama),

Kec. Rote
Selatan (Desa
Inaoe, Desa

Dodaek), Kec.
Rote Tengah

(Desa Maubesi),
Kec. Lobalain

(Desa Baadale,
Desa Kuli, Desa
Suelain), Kec.

Rote Barat Laut
(Desa Holulai

Dan Desa
Tolama), Kec.

Rote Barat Daya
(Desa Oelasin,

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064956C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-542-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Desa Fuafuni,
Desa Oebou Dan

Desa Oeseli,
Desa Landu,
Desa Oetefu),

Kec. Pantai Baru
(Desa

Nusakdale), Kec.
Rote Timur

(Desa Faifua)
Promosi desa wisata (pelatihan
manajemen kegiatan) (media
cetak, media elektronik, dan
influencer)

10 Paket Kec. Rote Barat
Kecamatan

Landuleko, Kec.
Rote Selatan,
Kec. Lobalain,

Kec. Rote Barat
Daya Kec. Rote
Barat Laut Kec.

Rote Tengah,
Kec. Rote Timur,

Kec. Pantai
Baru, Kec. Ndao

Nuse

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064199 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-543-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Promosi desa wisata (pelatihan
manajemen kegiatan)

10 Kegiatan Kec. Rote Barat,
Kec. Landuleko,

Kec. Rote
Selatan, Kec.
Lobalain, Kec.

Rote Barat Daya,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote
Tengah, Kec.

Rote Timur, Kec.
Pantai Baru,

Kec. Ndao Nuse

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Festival desa wisata (pelatihan
manajemen kegiatan (festival
(peragaan, pameran, uorkshop,
seminar dan lomba)

10 Paket Kec. Rote Barat
(Desa

Nemberala, Desa
Boa, Oenggaut,
Sedeoen, Oelolot
Dan Mbueain),

Kec. Landu Leko
(Desa Daiama,
Desa Pukuafu,
Desa Sotimori

Dan Desa
Tenalai), Kec.

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064958 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-544-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Rote Selatan
(Desa Inaoe,

Desa Dodaek),
Kec. Rote

Tengah (Desa
Maubesi), Kec.
Lobalain (Desa
Baadale, Desa

Kuli, Desa
Suelain), Kec.

Rote Barat Laut
(Desa Holulai

Dan Desa
Tolama), Kec.

Rote Barat Daya
(Desa Oelasin,
Desa Fuafuni,

Desa Oebou Dan
Desa Oeseli,
Desa Landu,
Desa Oetefu),

Kec. Pantai Baru
(Desa Nusakdale

Dan Desa

SK No 064959 C



PRES IDEN
REFUBLIK INDONESIA

-545-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegtatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Oeledo),
Kec.Rote Timur
(Desa Faifua),
dan Kec. Ndao

Nuse
Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

5.879 KPM Kab. Rote Ndao 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Rote Ndao 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal (1.
Drone Sprager 10 unit, 2. Drone
Surueillance 10 unit, 3. Soil and
Weather Sensor 10 unit, 4.Earlg
Warning Sgstem 10 unit)

10 BPP (Balai
Pelatihan
Pertanian)

Kec. Lobalain,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote

Barat Daya, Kec.
Rote Tengah, Kec.
Rote Timur, Kec.
Pantai Baru, Kec.
Landuleko, Kec.
Rote Barat, Kec.

Rote Selatan, dan
Kec. Ndao Nuse

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064960 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-546-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peralatan
Pengembangan Produk
Unggulan Desa Berbasis
Kelautan (peralatan pengolahan
hasil laut, peralatan budi daya
kepiting, peralatan
pengembangan usaha rumput
laut, peralatan pengembangan
usaha garam)

10 Kecamatan Kec. Rote Barat,
Kec. Landuleko,

Kec. Rote
Selatan, Kec.
Lobalain, Kec.

Rote Barat Daya,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote
Tengah, Kec.

Rote Timur, Kec.
Pantai Baru, dan
Kec Ndao Nuse

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pen gadaan sarana-prasarana
tambak garam

4 Lokasi Kec. Landuleko,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote
Timur, dan Kec.

Pantai Baru

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi gula nira (lontar)

6 Kegiatan Kec. Rote Barat
Laut (Desa

Daudolu), Kec.
Rote Barat

(Dusun Tuaneo
Desa

Nemberalal, Kec

2027-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064961 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-547-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Rote Barat Laut
(Desa Tualima),
Kec. Rote Barat

Daya (Desa
Oetefu), Kec.
Rote Barat

(Dusun Mbore
Desa Sedeoen),
dan Kec. Rote
Timur (Desa
Mukekuku)

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Rote Ndao 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
sfitntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

I Paket Kab. Rote Ndao 2022 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

32,79 Persen Kab. Rote Ndao 2020-
2024

BKKBN

SK No 064962C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-548-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinegal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Rote Ndao
(di Lokasi
Prioritas

Perbatasan)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Rote Ndao 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kec. Ndao Nuse
(Pasar Dhao

Paroa Desa Ndao
Nuse, Kec. Rote

Barat Daya
(Pasar

Sakubatun,Desa
Sakubatun),

Kec. Rote Barat
Daya (Pasar

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

SK No 064963 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-549-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Mbueain, Desa
Mbueain), Kec.

Rote Barat
(Pasar Oebou,
Desa Oebou),
dan Kec. Rote

Barat Laut
(Pasar Lidor,
Desa Lidor)

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

I Kabupaten Kab. Rote Ndao 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Pen ingkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di Rote
Ndao

3 Lokasi Kab. Rote Ndao 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Rote Ndao 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Rote Ndao

23 Unit Kab. Rote Ndao 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064964C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-550-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Rote Ndao 2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Rote Ndao 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064965 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 551 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lrkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Administrasi
Kependudukan/GlSA di
wilayah 3T)

Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Kependudukan/GISA di wilayah
3r)

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 202t-
2024

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Rote Ndao Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Rote Ndao 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

1 Kegiatan Kab. Rote Ndao 2023 Kementerian
Perhubungan

SK No 064966C



PRES IDEN
REFLIBLIK INDONESIA

-552-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi dan Pelebaran Jalan
Papela-Pantebaru-Baa

I Km Kab. Rote Ndao 202L Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (Rice Milling
Unit)

30 Unit Kec. Lobalain,
Kec. Rote Barat
Laut, Kec. Rote

Barat Daya, Kec.
Rote Tengah,

Kec. Rote Timur,
Kec. Pantai
Baru, Kec.

Landuleko, Kec.
Rote Barat, dan

Kec. Rote
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di Wilayah 3T
dan Perbatasan (3 Unit Rice
Milling Unit, 6 Unit Power
Thresher)

3 Lokasi Kec. Lobalain,
Kec. Rote Barat
Daya, dan Kec.

Pantai Baru

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064967 C



FRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-553-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan
kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

1 Kabupaten Kab. Rote Ndao 2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Rote Ndao 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata
(sarana-prasarana desa wisata)

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar: Desa
Daiama, Kec.

Landuleko

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Optimalisasi SPAM kawasan
rawan air di Kecamatan Pantai
Baru Kabupaten Rote Ndao

150 SR Kab. Rote Ndao 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Desa Baa Kec.
Lobalain

2021 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 06496,8 C



PRES IDEN
REPIJBL:1' IFTnCNESIA

-554-

Provinsi/
Eabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumba
Tengah

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Desa Anakalang,
Desa Waimanu,
Desa Wairasa,

Desa Weluk
Praimemamng,

Desa Padira
Tana, Desa

Wendewa Utara,
Desa Okawacu,
Desa Waimanu,
Desa Anapallu,

dan Desa
Matawai Kaiawi

2022 Kementerian Desa
PDTT

Moda Transportasi untuk
pengembangan BUM Desa

5 Unit Desa Anapallu,
Desa Waimanu,
Desa Okawacu,
Desa Matawai
Kajawi, dan

Desa Wendewa
Utara

2022 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064969 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5s5-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Pelatihan Kab. Sumba
Tengah

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Fasilitasi pelatihan dan
peralatan kewirausahaan

10 Kelompok Kab. Sumba
Tensah

2022 Kementerian
Perindustrian

Pengadaan alat produksi
pascapanen (kakao dan jambu
mete)

3 Lokasi Kec. Mamboro
dan Kec. Umbu

Ratu Nggay

2023 Kementerian
Perindustrian

Pengadaan alat produksi
pascapanen perikanan tangkap
(peralatan pembuat abon,
sambal dan pengemasan)

2 Paket Desa Anakalang
Kec. Katikutana

dan Desa
Waimanu Kec.

Katikutana
Selatan.

2022 Kementerian
Perindustrian

Pengadaan alat produksi
pascapanen (kopi)

5 Paket Desa Okawacu,
Desa Wairasa,

Desa Dewa Jara,
Desa Umbu

Pabal dan Desa
Mbilur Pangadu

2022 Kementerian
Perindustrian

SK No 064970 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-556-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih Pajale 10.ooo Ha Kec. Mamboro,
Kec. Umbu Ratu

Nggay, Kec.
Umbu Ratu

Nggay Barat,
Kec. Katikutana,

dan Kec.
Katikutana

Selatan

202L Kementerian
Pertanian

Fasilitas budi daya sarana
produksi budi daya padi organik

20 Ha Kecamatan
Katikutana

Selatan Desa
Waimanu,
Kecamatan
Umbu Ratu
Nggay Desa

Praikaroku Dan
Desa Manuwolu
Di Kecamatan

Mamboro

2021 Kementerian
Pertanian

Ketersediaan pupuk untuk
pertanian

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tensah

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064971 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-557-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iakasi Tahun-

Angqaran
Penanggung Jawab

Pembangunan bendungan,
irigasi, dam parit, sumur bor
dan longstrage daerah 3T

20 Lokasi Kec. Katikutana,
Kec. Katikutana

Selatan, Kec.
Umbu Ratu
Nggay, Kec.
Umbu Ratu

Nggay Barat,
Kec. Umbu Ratu
Nggay Tengah,

dan Kec.
Mamboro

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gazebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto caf€,
toilet, taman outbond, dan
taman bermain anak)

1 Lokasi Desa Ngadu Olu
Kecamatan
Umbu Ratu

Nggay

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan kopi 2 Lokasi Desa Okawacu
Dan Desa

Manurara Di
Kecamatan
Katiku Tana

Selatan

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064972C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-558-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan kawasan
tanaman substitusi impor
(sorzum)

1.OOO Ha Kec. Umbu Ratu
Nggay dan Kec.

Mamboro

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
tanaman substitusi impor (tebu)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Tengah

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan komoditi bawang
dan cabai

200 Ha Kec. Umbu Ratu
Nggay dan Kec.

Mamboro

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
cabai

1 Lokasi Kab. Sumba
Tengah

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival Desa Wisata 3 Paket Desa Makata
Kerr (Euent

Purung
Takadonga
Ratu), Desa
Umbu Pabal

Selatan (Euent
Purung Taliang
Marapu), dan

Desa Wendewa
Selatan (Duent

Taunatau
Usumanu)

2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064973 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-559-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Festival desa wisata (festival
(peragaan, parneran, utorkshop,
seminar dan lomba))

3 Paket Desa Makata
Keri (Euent

Purung
Takadonga
Ratu), Desa
Umbu Pabal

Selatan (Euent
Purung Taliang
Marapu), dan

Desa Wendewa
Selatan (Euent

Taunatau
Usumanu)

2022 Kementerian Desa
PDTT

Promosi desa wisata alam
(Pantai Kondamaloba, Pantai
Aili, Pantai Hahar, Pantai
Mamboro, Air Terjun
Matayangu, Air Terjun Bola, dan
Air Terjun Harunda)

5 Lokasi Kec. Katiku Tana
Selatan, Kec.
Umbu Ratu

Nggay, dan Kec.
Mamboro

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan
dan Kapasitas Logistik
Perdagangan

Fasilitasi dan
Pembinaan Lembaga

Pelatihan pengelola/ pedagang
pasar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

202t Kementerian
Perdagangan

SK No 064252C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-560-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penguatan Kapasitas Usaha BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan Pemasaran
Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Desa Anakalang
Kec. Katiku Tana

dan Desa
Anajiaka Kec.

Umbu Ratu Nggay
Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

t.744 KPM Kab. Sumba
Tengah

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Perikanan
Tangkap dan Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

2027-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPIEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smari Farming daJarr

rangka peningkatan produktivitas
komoditi unggulan dan
implementasi pertanian presisi di
daerah tertinggal
(Drone spraAer, drone surueillance,
soil and ueather sensor, earlg
warninq sustem dan lainnya)

5 Paket Desa Wairasa
Kecamatan Umbu
Ratu Nggay Barat

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064975 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-561-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 L,okasi Desa Anakalang
di Kecamatan
Katiku Tana,

Desa Okawacu
di Kecamatan
Katiku Tana
Selatan dan

Desa Anajiaka di
Kecamatan
Umbu Ratu
Nqgay Barat

2022 Kementerian Desa
PDTT

Pelatihan peralatan dan
teknologi pascapanen

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan alat produksi
pascapanen (kakao dan jambu
mete)

3 L,okasi Kec. Mamboro
dan Kec. Umbu

Ratu Nseay

2023 Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan alat produksi
pascapanen perikanan tangkap
(peralatan pembuat abon,
sambal dan pengemasan)

2 Paket Desa Anakalang
Di Kecamatan

Katikutana Dan
Desa Waimanu
Di Kecamatan

Katikutana
Selatan.

2022 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064976C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-562-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengadaan alat produksi
pascapanen (kopi)

5 Paket Desa Okawacu,
Desa Wairasa,

Desa Dewa Jara,
Desa Umbu

Pabal Dan Desa
Mbilur Pansadu

2022 Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

36,62 Persen Kab. Sumba
Tengah

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masvarakat)

Peny'uluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Penampung Air Lainnya

t2 Unit Kec. Katiku
Tana, Kec.

Katiku Tana
Selatan, Kec.
Umbu Ratu
Nggay, Kec.
Umbu Ratu

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 0649'/7 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-563-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Nggay Barat ,

Kec. Umbu Ratu
Nggay Tengah,

dan Kec.
Mamboro

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sumba
Tengah

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan / BT S / La-stmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blank-spot di daerah
tertinggal

2l Paket Kec. Katiku Tana
Selatan, Kec.
Umbu Ratu

Nggay, dan Kec.
Umbu Ratu
Nggay Barat

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Embung
Serbaguna di Sumba Tengah

6 Unit Kab. Sumba
Tengah

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

SK No 064978C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-564-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lnkasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di
Sumba Tengah

2 Lokasi Kab. Sumba
Tengah

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang l,ayak

Optimalisasi SPAM IKK
Mamboro, Kabupaten Sumba
Tengah

110 SR Kab. Sumba
Tengah

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Sumba Tengah dan
Kabupaten Sumba Barat

10 Unit Kab. Sumba
Tengah

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Sumba
Tengah

2020-
202t

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064979 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-565-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lckasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
penRelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengeiolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sumba
Tengah

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sumba
Tengah

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Sumba
Tengah

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064980 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONES]A

-566-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis

250 Km Kec. Umbu Ratu
Nggay, Kec.
Umbu Ratu

Nggay Barat,
Kec. Umbu Ratu
Nggay Tengah,

dan Kec.
Mamboro

2020-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Jalan Usaha Tani 100 Km Kec. Umbu Ratu
Nggay, Kec.
Umbu Ratu

Nggay Barat,
dan Kec. Umbu

Ratu Nggay
Tengah

2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan Jalan Usaha Tani 200 Km Kec. Katiku
Tana, Kec.

Katiku Tana
Selatan, dan

Kec. Mamboro

2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064981 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-567-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I.okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
lokal dan Lantai Jemur di
daerah tertinggal rawan pangan

3 Lokasi Desa Umbu
Kawolu

Kecamatan
Umbu Ratu

Nggay Barat,
Desa Wendewa

Selatan
Kecamatan

Mamboro Dan
Desa Mbilur

Pangadu
Kecamatan
Umbu Ratu
Ngqay Barat

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung dan
Penampung Air Lainnya

t2 Unit Kec. Katiku
Tana, Kec.

Katiku Tana
Selatan, Kec.
Umbu Ratu
Nggay, Kec.
Umbu Ratu

Nggav Barat,

2020-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064982C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-568-

Provinsi/
Kabupaten Program*Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Kec. Umbu Ratu
Nggay Tengah,

dan Kec.
Mamboro

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan
(komoditi kelor)

5.OOO Batang Kec. Katku Tana
Selatan

2021-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Peningkatan PenSruluhan Pemberdayaan, pendampingan

masyarakat di kawasan hutan
35 Desa Kab. Sumba

Tengah
2021-
2022

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

85 Pendamping Kab. Sumba
Tengah

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pengelolaan Kawasan
Konservasi

Pengelolaan sumber daya hutan
dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan

28 Desa Kab. Sumba
Tengah

202r-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Sumba
Barat
Daya

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Peningkatan kapasitas berbasis
inovasi teknologi bidang
produksi mendukung prukades
di daerah tertinssal melalui

5 Kegiatan Kec. Wewewa
Tengah

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064211 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-569-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

pelatihan peningkatan kapasitas
BUM Desa (Kopi Aroma Sumba)
(Proses pemetikan kopi,
pengolahan, barista, packaoino I

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan fiagung)

7 Lokasi Kec. Kodi Utara,
Kec. [,oura, Kec.
Wewewa Utara,

Kec. Kodi
Bangedo, Kec.
Kodi, Kec. Kota
Tambolaka, dan

Kec. Kodi
Balaghar

2027-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan fambu mete)

6 Lokasi Kec. Kodi Utara,
Kec. Kodi

Balaghar, Kec.
Kodi Bangedo,
Kec. Kodi, Kec.

Kota Tambolaka,
dan Kec. Loura

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (kelapa)

3 Lokasi Kec. Wewewa
Barat, Kec.

Wewewa Selatan,
dan Kec. Kodi

Bangedo

202L-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064253C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-570-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,ckasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (padi)

8 Lokasi Kec. Wewewa
Timur, Kec. Kodi
Utara, Kec. Kodi
Bangedo, Kec.

Loura, Kec.
Wewewa Selatan,

Kec. Kodi, Kec.
Kota Tambolaka,

dan Kec.
Wewewa Barat

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (peternakan)

9 Lokasi Kec. Wewewa
Timur, Kec.

Wewewa Selatan,
Kec. Wewewa
Utara, Kec.

Wewewa Barat,
Kec. Wewewa
Tengah, Kec.

Kodi Utara, Kec.
Kodi Balaghar,

Kec. Kodi
Bangedo, dan

Kec. l,oura

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064985 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-571-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan trkasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (pinang)

5 Lokasi Kec. Wewewa
Timur, Kec.

Wewewa Selatan,
Kec. Wewewa
Utara, Kec.

Wewewa Barat,
dan Kec. Wewewa

Tengah

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Fasilitas sarana produksi budi
daya kedelai

750 Ha Kec. Wawewa
Selatan, Kec.

Kodi, dan Kec.
Kodi Balaehar

202r Kementerian
Pertanian

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari padi dengan
iazuns

500 Ha Kab. Sumba
Barat Daya

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gazebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto cafe,
toilet, taman outbond, dan
taman bermain anak)

I Lokasi Desa Maliti
B6ndo Ate

202t Kementerian
Pertanian

Pengolahan kopi, kopi aroma
sumba fiuara nasional)

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064986 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-572-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lckasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jambu
mete

1 Lokasi Kab. Sumba
Barat Daya

202t Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Peningkatan kapasitas berbasis
inovasi teknologi bidang
produksi mendukung prukades
di daerah tertinggal (Kopi Aroma
Sumba) (Proses pemetikan kopi,
pengolahan, barista, packaging I

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

2021. Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival desa wisata (Festival
Kuda Sandalwood, Kain Tenun
Ikat dan Tenun Pewarna Alami,
Pasola)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengelolaan festival desa wisata
(Festival Kuda Sandalwood, Kain
Tenun Ikat dan Tenun Pewarna
Alami, Pasola)

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1 1,100 KPM Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064987 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-573-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Perlindungan dan
pemanfaatan kawasan
konservasi dan
keanekaragaman hayati
laut

Kawasan mangroueyang
direhabilitasi

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan perbenihan
ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi un ggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and weather
sensor, early utarning system
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

2021. Kementerian
Pertanian

SK No 064988 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-574-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan I,okasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Peningkatan kapasitas berbasis
inovasi teknologi bidang
produksi mendukung prukades
di daerah tertinggal melalui
pelatihan peningkatan kapasitas
BUM Desa (kopi aroma Sumba)
(Proses pemetikan kopi,
pengolahan, barista, packaginq I

5 Kegiatan Kec. Wewewa
Tengah

2021 Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stuntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

1 Paket Kab. Sumba
Barat Daya

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064212 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-575-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

29,O3 Persen Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(peny'uluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan rawat inap di 2
puskesmas

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sumba
Barat Daya

202r Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pen gelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS/Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

1 Paket Kodi Balaghar 202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di
Sumba Barat Daya

3 Lokasi Kab. Sumba
Barat Daya

202t Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064990 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-576-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Optimalisasi SPAM IKK Kota
Tambolaka Kabupaten Sumba
Barat Daya

300 SR Kab. Sumba
Barat Daya

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

4 Lembaga
Penyalur

Kab. Sumba
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Neseri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

I Kabupaten Kab. Sumba
Barat

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064991 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-577-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Frogram-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Angqaran Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sumba
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064992C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-578-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur di
Daerah Tertinggal Rawan
Pangan

1 L,okasi Kec. Wewewa
Timur, Kec.

Wewewa Barat,
Kec. Wewewa
Selatan, Kec.

Wewewa Tengah

2021 Kementerian
Pertanian

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan bendungan
dalam rangka penyediaan air
bersih dan embung di 5 lokasi

1 Kabupaten Kec. Wewewa
Barat

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

5 Kegiatan Kab. Sumba
Barat Daya

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Manggarai
Timur Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Manggarai
Timur

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064993 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-579-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur
(pembangunan rumah produksi)

1 Unit Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pemeliharaan kebun induk
tanaman kopi tahun

2 Ha Kec. Poco
Ranaka, Kec.
Poco Ranaka

Timur, Kec. Kota
Komba, dan Kec.

Elar Selatan

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan agrowisata
(gapura, gezebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto cafe,
toilet, taman outbond, dan
taman bermain anak)

1 Lokasi Desa Colol Kec
Poco Ranaka

Timur

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Kawasan Kopi 5 Kegiatan Kec. Poco
Ranaka, Kec.
Poco Ranaka

Timur, Kec. Kota
Komba, dan Kec.

Elar Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064994C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-580-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

1 Lokasi Kec. Kota Komba
dan Kec. Borong

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi bawang
merah, kopi, cengkih

I Lokasi Kec. Poco
Ranaka, Kec.
Poco Ranaka

Timur, dan Kec.
Kota Komba

2021 Kementerian
Pertanian

Penyediaan Gudang Pangan dan
Lantai Jemur

1 Unit Kec. Kota
Komba, Kec.
Borong, Kec.
Poco Ranaka

Timur, dan Kec.
Elar Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Perluasan tanaman kopi arabika 200 Ha Kec. Poco
Ranaka, Kec.
Poco Ranaka

Timur, Kec. Kota
Komba, dan Kec.

Elar Selatan

202t Kementerian
Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Meningkatkan
Produktivitas

30 Orang Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064259 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-581-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegratan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinesal (UMKMI

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

t2.423 KPM Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian Sosial

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 061996C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-582-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vofume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

3 Lokasi Kab. Manggarai
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan potensi sumber
daya pertanian

I Lokasi Kec. Kota
Komba, Kec.

Borong

202L-
2024

Kementerian Desa
PDT'f

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
shtntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

1 Paket Kab. Manggarai
Timur

2023 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064997 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-583-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa,
dan non-padi (hanya
irigasi primer)

Rehabilitasi j aringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
D.I. Satarbeleng Manggarai
Timur (IPDMIPI

0,10 Km Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Rehabilitasi j aringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
D.l. Wae Dingin Manggarai
Timur (IPDMIP)

0,10 Km Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064998C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-584-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatart Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tal.un-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Peserta didik LPKB di Kevikepan
Borong Dioses Ruteng

43 Unit Kab. Manggarai
Timur

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Manggarai Timur

5 Unit Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064999 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INOONESIA

-585-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus L,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pembinaan dan
Penerapan Smart Citg

Fasilitasi dan
pembinaan pemerintah
daerahf masterplan
smart citu

Fasilitasi dan pembinaan
pemerintah d,aerah / masterplan
smart citg

I Paket Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan peningkatan
jalan strategis

2 Km Kec. Kota Komba 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan BTS. Kota
Ruteng - Km. 210 (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

6 Km Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 065000 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-586-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegpatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan BTS. Kota
Ruteng - Krfl. 2lO (Preservasi
Rutin Jembatan)

320 M Kab. Manggarai
Timur

202r Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Km. 210 -
batas Kabupaten Manggarai
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

1 Kabupaten Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Km. 21O -
batas Kabupaten Manggarai
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

4 Km Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan I(m. 210 -
Batas Kabupaten Manggarai
(Preservasi Rutin Jembatan)

2ss M Kab. Manggarai
Timur

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan BTS. Kota
Ruteng - Km. 2lO (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

48 Km Kab. Manggarai
Timur

2o21 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat

Preservasi Jalan I(m. 210 -
Batas Kabupaten Manggarai

46 Km Kab. Manggarai
Timur

2021 Kementerian
Pekeriaan Umum

SK No 064090 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-587-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

dan Perumahan
Rakyat

Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur/
pembangunan lumbung pangan
lokal

1 Unit Daerah Rawan
Pangan (Kec.

Rana Mese Desa
Watu Mori)

2021 Kementerian
Pertanian

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

1 Paket Daerah Rawan
Pangan (Kec.

Rana Mese Desa
Watu Mori)

2021 Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah dan
Pemasaran Kepada Masyarakat
melalui Pembekalan Materi
Kewirausahaan, Sistem Logistik
serta Rantai Pasok, Literasi
digital, dan Kerjasama Pemasaran
(online dan ofJlinel di daerah
tertinggal rawan pangan

30 Orang Daerah Rawan
Pangan

202t Kementerian
Pertanian

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan 5.000 Batang Kec. Kota Komba
dan Kec. Borong

202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064190 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-588-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Safian Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

1 Paket Daerah Rawan
Pangan (Kec.

Rana Mese Desa
Watu Mori)

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan sarana-prasarana
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

5 Kegiatan Kab. Manggarai
Timur

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sabu
Raijua

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Pengembangan usaha ekonomi
desa yang terintegrasi dengan
BUM Desa

58 Desa Kab. Sabu
Raijua

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi bawang
merah

1 Kegiatan Kec. Sabu Barat,
Kec. Sabu

Tengah, Kec.
Sabu Liae, Kec.

Sabu Timur, dan
Kec. Hawu

Mehara

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064092C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-589-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pemberdayaan dan pembinaan
kemitraan usaha bagi
masyarakat sebagai pemasok
industri pariwisata

2 Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

2022-
2024

Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi IGeatif

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kab. Sabu
Raijua

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

3.887 KPM Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Perbenihan
Ikan

Bantuan benih ikan air laut, air
payau, air tawar

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan bibit rumput laut 1 Kabupaten Kab. Sabu

Raijua
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064093 C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-590-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan i Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning system
dan lainnya)

I Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

202t Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinsgal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinqsal

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi saram

2 Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masvarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064094C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-591-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

28,91 Persen Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penl.uluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal perbatasan

4 Unit Kab. Sabu
Raijua (di Lokasi

Prioritas
Perbatasan)

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
disitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Sabu
Raijua

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

I Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064095 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-592-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi tr{ebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan / Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Tanah untuk Air Baku di Sabu
Raiiua

2 L,okasi Kab. Sabu
Raijua

2021 Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang Layak

Optimalisasi SPAM Goriola
Kawasan Pulau Kecil Terluar
Kecamatan Sabu Barat
Kabupaten Sabu Raiiua

150 SR Kab. Sabu
Raijua

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Sabu Raijua

13 Unit Kab. Sabu
Raijua

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangu nan
Penyalur BBM Satu Harga

4 Lembaga
Penyalur

Kab. Sabu
Raijua

2020-
2023

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064096 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-593-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raiiua

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/GISA di wilayah
3r)

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

2021.-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064097 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-594-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-KegSatarr
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingku p
Regional

1 Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan dan penin gkatan
jalan desa strategis

20 Km Kec. Raijua, Kec.
Hawu Mehara,

Kec. Sabu Barat,
Kec. Sabu Liae,
dan Kec. Sabu

Tengah

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064098 C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-595-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Penyediaan dan
Pengembangan Moda
Transportasi

Moda Transportasi Laut Penyelenggaraan angkutan laut
perintis R-19 dan R-23 yang
melintasi sabu Raijua

2 Trayek Kab. Sabu
Raijua

202t Kementerian
Perhubungan

Karakteristik Daerah

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen gabah dan
iazung)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'f

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Bimtek pengembangan desa
wisata

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar: Desa
Loborai, Kec.

Sabu Timur, dan
Kab. Sabu

Raijua

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064099 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-596-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lnkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan sarana-
prasarana Desa Wisata

1 Kabupaten Pulau Kecil Dan
Terluar: Desa
Loborai, Kec.

Sabu Timur, dan
Kab. Sabu

Raijua

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Penyediaan sarana-prasarana
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan

I Kegiatan Kab. Sabu
Raijua

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Malaka Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Ungzulan Desa

10 Desa Kab. Malaka 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 2.000 Ha Kec. Kobalima,
Kec. Wewiku,

Kec. Rinhat, dan
Kec. Malaka

Barat

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064100 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-597-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari kedelai
denqan iazung

500 Ha Kec. Kobalima 2021 Kementerian
Pertanian

Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

I Kawasan Kab. Malaka 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan ekonomi
terintegrasi dengan kawasan
transmigrasi (iagung, garam,
sayur/kultivator)

1 Unit Kab. Malaka 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan
bawang merah berupa Kerja
sama dengan mitra untuk
pemasaran produk unggulan

1 Kabupaten Kec. Malaka
Tengah dan Kec

Malaka Barat

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan jagung
berupa Kerja sama dengan
mitra untuk pemasaran produk
unggulan

I Kabupaten Kab. Malaka 2027 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kelembagaan
ekonomi dan pengelolaan SDM
produk unggulan

5 Kegiatan Kab. Malaka 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064254C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-598-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegqalan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-

Anggaran Penangggng Jawab

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jagung,
bawang merah, bawang putih,
iambu mete

3 Lokasi Kec. Kobalima,
Kec. Malaka

Barat, dan Kec.
Kobalima Timur

2021. Kementerian
Pertanian

Penyaluran fasilitas sarana
pengolahan tanaman pangan -
unit pengolahan hasil iagung

1 Unit Kec. Kobalima 2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Disital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Fasilitasi dan pembinaan UMKM 1 Kabupaten Kab. Malaka 202). Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

7.t97 KPM Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan

5 Kegiatan Kab. Malaka 2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064102C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-599-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertingsal

3 [,okasi Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan ekonomi &
pengelolaan SDM produk
unggulan

5 Kegiatan Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penl'uluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Peningkatan Kapasitas SDM
Pengelola Produk Unggulan di
Kawasan Transmigrasi

5 Kegiatan Kab. Malaka 202t Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064103 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-600-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan Uraian

Frogram-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

41,55 Persen Kab. Malaka 2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

I Kabupaten Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Penyediaan jaringan
telekomunikasi

1 Kabupaten Kab. Malaka 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Malaka 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064104C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-601-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

I Kabupaten Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

I Kabupaten Kab. Malaka 2027-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GlSA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/GISA di wilayah
3r)

1 Kabupaten Kab. Malaka 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064105 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-602-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Malaka 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Malaka 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur konektivitas
transportasi darat

Pembangunan/
rehabilitasi/
pengembangan fasilitas
transportasi darat

CBP-Prasarana Bidang
Konektivitas Darat

1 Kegiatan Kab. Malaka 2021 Kementerian
Perhubungan

SK No 064106 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-603-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegtatan

Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Bantuan pengolahan
pascapanen produk
unggulan daerah
perbatasan

Penyediaan sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(alat pascapanen pisang dan
jagung)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan

2021.-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Malaka 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kota Betun 2024 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 064101 C
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-604-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Provinsi Daerah Tertinggal

Kab.
Daerah
Tertinggal

Perekonomian Masyarakat

Pengembangan Sistem
Inovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

20 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
inovasi berketahanan
sosial '

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa inovasi
berketahanan sosial

18 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Sarana dan Prasarana

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Enersi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

43 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil survei
lapangan

2021 Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Konverter Kit BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk
nelayan sasaran

Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk nelayan
sasaran

ro.759 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil verifikasi

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064108 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INOONESIA

-605-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Bantuan stimulan
rumah swadaya

Peningkatan kualitas bantuan
stimulan rumah swadaya

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202r-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

I Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2027-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Karakteristik Daerah

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika teq'adi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana melalui'
program tanggap darurat jika
te{adi bencana di daerah
tertinggal

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

Terdampak
Bencana

202t-
2024

Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Bimas Katolik Bimbingan Masyarakat
Katolik

Bimbingan Masyarakat Katolik I Kabupaten Kab. Daerah
Tertingsal

2021-
2024

Kementerian
Agama

SK No 064109 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-606-
E. Prograrn-Kegiatan Strategis PPDT Wilayah Sulawesi

Tabel 4.5. Program-Kegiatan Strategis PPDT Tahun 2O2O-2O24 di Wllayah Sulawesi

Program-Kegiatan
Provinsi/

Kabupaten
Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PeuanggungJawab

Sulawesi Tengah
Donggala Perekonomian Masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (jagung)

4 Lokasi Kec. Sindue
Tombusabora,

Kec. Sindue
Tobata, Kec.

Sindue, dan Kec
Labuan

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (kelapa sawit)

3 Lokasi Kec. Sojol, Kec.
Balaesang, Kec.
Sindue Tobata,

dan Kec.
Banawa Selatan

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Penyediaan Alat Pascapanen
Produk Unggulan di wilayah 3T
dan perbatasan (padi)

5 Kegiatan Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, Kec.
Sojol Utara, dan

Kec. Sirenja

202L-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064217 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-607-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan kawasan kakao 5 Kegiatan Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, Kec.
Sindue Tobata,
Kec. Balaesang,

dan Kec. Rio
Pakava

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan peranjang bawang 5 Kegiatan Kec. Labuan,
Kec. Tanantovea,

Kec. Sojol, dan
Kec. Sindue

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan kelapa 5 Lokasi Kec. Dampelas,
Kec. Balaesang,
Kec. Sojol, dan

Kec. Sindue

2021 Kementerian
Pertanian

Penggemukkan sapi 5 Kegiatan Kec. Dampelas,
Kec. Sirenja,

Kec. Balaesang,
dan Kec. l,abuan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengolahan coklat 5 Kegiatan Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, Kec.
Sindue Tobata,

dan Kec.
Balaesang

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064164C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-608-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggarart Penanggung Jawab

Peningkatan penyediaan
prasarana dan sarana pertanian
(padi, perikanan, kelapa sawit,
iazung)

4 Lokasi Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, dan
Kec. Banawa

202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
cabai, bawang merah, bawang
putih, kelapa, kakao, cengkih,
sapi potong

I Lokasi Kec. Labuan,
Kec. Tanantovea,
Kec. Sindue, dan

Kec. Sindue
Tobata

2021 Kementerian
Pertanian

Peremajaan tanaman kakao 300 Ha Kec. Sindue
Tombusabora,
Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, Kec.
Sindue Tobata,

dan Kec.
Balaesang

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Festival desa wisata (Festival
(Peragaan, pameran, uorkshop,
seminar dan lomba))

5 Paket Kec. Banawa
Selatan, Kec.

Sojol, dan Kec
Dampelas

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064255C



FRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-609-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-KegtraLan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Neseri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinssal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Donggala 202t Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

tt.793 KPM Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Donggala 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensori earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Donggala 202r Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi un ggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal

5 Kegiatan Kab. Donggala 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064113 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-610-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

lDrone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensor, early u.tarning sgstem
dan lainnya)

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pascapanen tanaman kelapa 2 Unit Kec. Dampelas,
Kec. Balaesang,
Kec. Sojol, dan

Kec. Sindue

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan peranjang bawang 5 Kegiatan Kec. Labuan,
Kec. Tanantovea,

Kec. Sojol, dan
Kec. Sindue

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengolahan coklat 5 Kegiatan Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, Kec.
Sindue Tobata,

dan Kec.
Balaesang

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan penyediaan
prasarana dan sarana pertanian
(padi, perikanan, kelapa sawit,
jagung)

4 L,okasi Kec. Sojol, Kec.
Dampelas, dan
Kec. Banawa

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sl( No 064114 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

- 611 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume $atuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

I Kabupaten Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan kerja
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/ PBK 1 Kegiatan Kab. Donggala 202t-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Donggala 202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064115 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-612-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan PSU Rumah
Umum Provinsi Sulawesi
Tengah dukungan rehabilitasi
rumah rusak berat

I Kabupaten Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembangunan mang ICU dan
NICU di RS Pratama Tambu dan
RS Tipe C Kabeloka

1 Kabupaten Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

45 Paket Kec. Balaesang,
Kec. Balaesang
Tanjung, Kec.

Banawa Selatan,
Kec. Banawa
Tengah, Kec.

Pinembani, Kec.
Rio Pakava, Kec.

Sindue, Kec.
Sirenja, dan Kec.

Sojol

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064116C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-613-

Provinsil
Kabupaten Progra.m-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PFDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Donggala 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Air
Minum yang l.ayak

Optimalisasi SPAM
pascabencana di Kota Palu,
Kabupaten Sigi dan Kabupaten
Donqgala

3 Unit Kab. Donggala 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi, renovasi dan
rekonstruksi sarana-prasarana
sekolah / fasilitas pendidikan
dasar (MYC Laniutan)

16 Unit Kab. Donggala 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Kemampua:r Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
penselolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Donggala 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Donggala 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064117 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6t4-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Ke$atan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan
pengurus kelembagaan
desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Donggala 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan strategis 50 Km Kec. Pinimbane -
Kec. Balaesang

Taniung

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur konektivitas
transportasi laut

Prasarana bidang
konektivitas laut

Emerg encg Assistance For
Rehabilitation And
Reconstruction (DARR) Port Of
P antolo an D o nq q ala Wani

1 Kegiatan Kab. Donggala 202t Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Malala -
Ogotua - Ogoamas -
Tonggolobibi (MYC) (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

t2 Km Kab. Donggala 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064118 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-615-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun'
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Malala -
Ogotua - Ogoamas -
Tonggolobibi (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

156 Km Kab. Donggala 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tompe-
Pantoloan-Surumana (Preservasi
Rutin Jembatan)

2.294 M Kab. Donggala 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Malala -
Ogotua - Ogoamas -
Tonggolobibi (Preservasi
Jembatan)

26 M Kab. Donggala 202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tompe-
Pantoloan-Surumana (Preservasi
Jembatan)

t94 M Kab. Donggala 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tompe-
Pantoloan - Surumana (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

152 Km Kab. Donggala 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tonggolobibi-
Sabang-Tambu-Tompe
(Preservasi Jembatan)

i00 M Kab. Donggala 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064119 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6t6-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Tonggolobibi-
Sabang-Tambu-Tompe
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

110 Km Kab. Donggala 2021. Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Karalrteristik Daerah

Budaya Sadar Bencana Penyelenggaraan
kegiatan mewujudkan
masyarakat sadar
bencana

Pelatihan ketahanan bencana
dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah tangguh
bencana

1 Kabupaten Kab. Donggala 2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

93 Pendamping Kab. Donggala 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pantai Tanjung
Karang

202t Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan

Tojo Una-
Una

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'f

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064213 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6t7 -

Frovinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih jagung hibrida 5.O00 Ha Kec. Ulubongka,
Kec. Ampana

Tete, dan Kec.
Toio

202r Kementerian
Pertanian

Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang dikembangkan
ekonominya

3 Kawasan Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pertanian

Masterplan kawasan irigasi 1 Lokasi Kec. Ulubongka 2021 Kementerian
Pertanian

Pemasaran hasil pertanian 6 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pertanian

Pembinaan dan pengembangan
kopra putih

t2 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202r Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi jagung,
cabai, kelapa, sapi potong

1 Lokasi Kec. Una-Una,
Kec. Tojo Barat,

Kec. Walea
Besar, dan Kec.

Walea
Kepulauan

2021 Kementerian
Pertanian

Penyelenggaraan bantuan
ALSINTAN hand tractor dan
Jonder

60 Unit Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pertanian

Peremajaan tanaman kelapa 250 Ha Kec. Tojo Barat,
Kec. Toio,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064218 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-618-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Ke$atan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Ulubongka, Kec.
Walea Besar,

Kec. Walea
Kepulauan, Kec.

Togean, Kec.
Una-Una, Kec.
Batudaka, Kec.
Talatako, Kec.
Ampana Tete,
Kec. Ampana

Kota, dan Kec.
Ratulindo

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pembinaan SDM dan penguatan
kapasitas desa wisata di daerah
tertinggal

75 Orang Kec. Una-Una
dan Kec. Tojo

Barat

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

20 Lokasi Kec. Walea
Kepulauan, Kec

Walea Besar,
Kec. Una-Una,
Kec. Togean,

Kec. Talatako,
dan Kec.
Batudaka

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064122C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6t9-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegtatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Dieital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertingsal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

4.360 KPM Kab. Tojo Una-
Una

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan alat penangkapan ikan I Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Dermaga apung I Kabupaten Kab. Tojo Una-

Una
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Tojo Una-

Una
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian

5 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064t23 C



PRES IDEN
REPIJELIK INDONESIA

-620-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg uarning system
dan lainnya|

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem) dan
duta petani muda

Smart Fanning 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Fanning dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg utarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinesal

5 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemasaran hasil pertanian 6 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembinaan dan pengembangan
kopra putih

t2 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi perikanan tangkap

5 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202r-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064124C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62r-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Auggaran PenanggungJawab

Sumher Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan shtnting 1 Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi

Pengembangan
standardisasi
kompetensi kerja dan
pelatihan kerja
binalattas

Pelatihan Bidang Industri/ PBK 96 Orang Kab. Tojo Una-
Una

2021-
2022

Kementerian
Ketenagakerjaan

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung 7 Paket Kec. Ulubongka,
Kec, Tojo Barat,
Kec. Tojo, Kec.
Tete, Kec, Una-

Una, Kec. Togean,
dan Kec. Talatako

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064125 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-622-

Provinsi/
Kabupaten Program-KeSiatan Uraian

Frogram-Kegratan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Pengembangan Manajemen
Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
dieitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Tojo Una-
Una

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Mesin dan Bahan Baku Pakan 1 Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan
sanitasi yang layak

Pembangunan TPA sampah
Kabupaten Tojo Una-Una (MYC)

15.000 KK Kab. Tojo Una-
Una

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

7 Lembaga
Penyalur

Kab. Tojo Una-
Una

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064126C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-623-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah
Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Darat

Pembangunan / Rehabilit
asi/Pengembangan
Fasilitas Transportasi
Darat

CAC-Sarana Bidang
Konektivitas Darat

1 Unit Kec. Ampana
Kota

202L-
2022

Kementerian
Perhubungan

CBP-Prasarana Bidang
Konektivitas Darat

2 Paket Kec. Walea
Kepulauan dan

Kec. Walea Besar

2022-
2024

Kementerian
Perhubungan

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Ampana -
Balingara - Bunta - Pagimana
MYC

t7 Km Kab. Tojo Una-
Una

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064127 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-624-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Ampana -
Balingara - Bunta - Pagimana
(Pelebaran Jalan Menuju
Standar)

1,0 Km Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ampana -
Balingara - Bunta - Pagimana
(Preservasi Rutin Jembatan)

t.407 M Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tagolu - Malei -
Uekuli-Marowo-Ampana
(Pelebaran Jalan Menuju
Standar)

4 Km Kab. Tojo Una-
Una

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tagolu - Malei -
Uekuli-Marowo-Ampana
(Preservasi Rutin Jembatan)

1.841 M Kab. Tojo Una-
Una

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Tagolu - Malei -
Uekuli - Marowo - Ampana MYC
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

9 Km Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Ampana -
Balingara - Bunta - Pagimana
(Preservasi Jembatan)

300 M Kab. Tojo Una-
Una

202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064128C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-625-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Preservasi Jalan Ampana -
Balingara - Bunta - Pagimana
(Preservasi Pemeliharaan Ru tin
Jalan)

160 Km Kab. Tojo Una-
Una

2021, Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat
Preservasi Jalan Tagolu - Malei -
Uekuli-Marowo-Ampana
(Preservasi Pemeliharaan Ru tin
Jalan)

145 Km Kab. Tojo Una-
Una

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RaIryat
Preservasi Jalan Tagolu - Malei -
Uekuli - Marowo - Ampana MYC
(Preservasi Jembatan)

7 M Kab. Tojo Una-
Una

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Inventarisasi, verifikasi,
dan pendampingan
analisis kebutuhan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana

Pemulihan sarana dan
prasarana sosial,
ekonomi, dan
produktivitas sumber
daya alam pada daerah
terdampak
pascabencana

Melaksanakan inventarisasi,
verifikasi, dan pendampingan
analisis kebutuhan rehabilitasi
dan rekonstruksi untuk
pemulihan daerah terdampak
pascabencana

1 Kegiatan Kab. Tojo Una-
Una

2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

44 Pendamping Kab. Tojo Una-
Una

2027-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064214C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-626-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l.okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pantai Ampana 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Sigi Perekonomian Masyarakat
BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

Fasilitasi pengembangan BUM
Desa dan KUKM berbasis
produduk unggulan pertanian
mendukung KEK Palu

l5 Paket Kab. Sigi 2027 Kementerian Desa
PDTT

Pelatihan manajemen keuangan
koperasi/BUM Desa
bersama/BUM Desa

1 Kegiatan Kab. Sigi 2o21 Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pembangunan rumah produksi
mebel rotan dan kelapa

5 Unit Kec. Dolo
Selatan, Kec.

Dolo Barat, Kec.
Dolo, dan Kec.

Gumbasa

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

Peralatan home industry pangan
komoditi unggulan pertanian
dan perikanan serta rantai
pasar yang baik

100 Paket Kec. Sigi
Biromaru, Kec.
Tanambulava,
Kec. Gumbasa,

Kec. Kulawi, dan
Kec. Lindu

2021 Kementerian
Perindustrian

SK No 064130 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-627 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan kawasan kakao 5 Kegiatan Kab. Sigi 202t Kementerian
Pertanian

Pemeliharaan kebun entres
kakao tahun

I Ha Kec. Palolo, Kec.
Kulawi, Kec.
Pipikoro, dan
Kec. Kulawi

Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan ekonomi lokal di
daerah tertinggal melalui
bantuan peningkatan nilai
tambah prukades (iagung,
packaginq kopi, bawang goreng)

5 Kegiatan Kec. Palolo 2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi,
jagung, kedelai, cabai, bawang
merah, bawang putih, kakao,
sapi potong

I Lokasi Kec. Palolo, Kec
Kulawi, Kec.
Pipikoro, dan
Kec. Kulawi

Selatan

202r Kementerian
Pertanian

Peralatan home industry par,garr
komoditi unggulan pertanian
dan perikanan serta rantai
pasar yang baik

100 Paket Kec. Sigi
Biromaru, Kec.
Tanambulava,
Kec. Gumbasa,

Kec. Kulawi, dan
Kec. Lindu

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064188 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-628-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi pengembangan BUM
Desa dan KUKM berbasis
produduk unggulan pertanian
mendukung KEK Palu

15 Paket Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pertanian

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

1 Paket Kab. Sigi 2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan desa wisata
di daerah tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

20 Lokasi KSPN Lore Lindu
Dskt

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Fasilitasi kemitraan pemasaran
produk UKM

1 Kabupaten Kab. Sigi 2021 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

6.353 KPM Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian Sosial

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin
dan rentan

15.154 KPM Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064132C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-629-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Sigi 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and ueather
sensori earlg u.tarning system
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sigi 2021, Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem) dan
duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komod iti unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprayer, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064133 C



PRES IDEN
REPI,JBLIK INDONESIA

-630-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pembangunan rumah produksi
mebel rotan dan kelapa

5 Unit Kec. Dolo
Selatan, Kec.
Dolo Barat,

Kec.Dolo, dan
Kec. Gumbasa

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan ekonomi lokal di
daerah tertinggal melalui
bantuan peningkatan nilai
tambah prukades fiagung,
packaging kopi, bawang goreng)

5 Kegiatan Kec. Palolo 202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan jaringan
koperasi berbasis pertanian

1 Kegiatan Kab. Sigi 2021 Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Peningkatan Kapasitas Ekonomi
Masyarakat Desa melalui
Penanaman dan Pengolahan
Kopi dan Kakao

100 Orang Kab. Sigi 202L Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Sosialisasi Pelayanan Mobil
Klinik Berjalan Sehat Sigi

2 Kegiatan Kab. Sigi 2021 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064134C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-631-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan sfitnting 1 Kabupaten Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pembinaan Kesehatan
Masyarakat

Pembinaan upaya
kesehatan kerja dan
olahraga

Orientasi Peningkatan
Kesehatan Kerja bagi
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas SDM SCF/pengurus atau
pengelola koperasi yang
diberikan pelatihan

Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Organisasi dan
Usaha Koperasi

10 Orang Kab. Sigi 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyuluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Sigi 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064030 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-632-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangun an greenhouse dan
lantai jemur untuk
pengembangan kopra putih

1 Kabupaten Kab. Sigi 202t Kementerian
Pertanian

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan sarana
distribusi perdagangan dan
kapasitas logistik
perdaqangan

Pembangunan/
Revitalisasi Pasar Ralgrat

Pembangunan Pasar Maranatha
yang roboh tanggal 28
September 2018 akibat gempa

1 Kabupaten Kab. Sigi 2022 Kementerian
Perdagangan

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

i Kabupaten Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

48 Paket Kec. Dolo Barat,
Kec. Dolo

Selatan, Kec.
Gumbasa, Kec.
Kinovaro, Kec.
Kulawi, Kec.

Kulawi Selatan,
Kec. Lindu, Kec.
Marawola Barat,

2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064031 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-633-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indika.si Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Kec. Palolo, dan
Kec. Pipikoro

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengembangan Jaringan
Air Tanah dan Air Baku

Pembangunan Intake dan
jaringan transmisi Air Baku
Paneki di Sigi

0,10 Km Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Works for PASIGALA raw utater
transmi.ssion system
rehabilitation (Paket I dan 2l

0,10 Km Kab. Sigi 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa,
dan non-padi (hanya
irigasi primer)

Improuement of Gumbasa Main
Channel (BGKn.S4 - BGKn.S9)

Km Kab. Sigi 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Improuement of Se condary,
Tertiary, Drainage Channels and
Paddg Field Recouery

1 Km Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekeg'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Rehabilitation of Paneki Irrig ation
System (Intake, Main, Secunder
and Tertiary Canal-274 ha) and
Bangga lrigation Sgstem (Main,
Secunder and Tertiary Canal-3lO
ha)

I Km Kab. Sigi 202t Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064032C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-634-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahrrn-
Anggaran Penanggung Jawab

Workfor Tertiary Channels of
Gumb as a Irrig ation Sg stem
(BGKn.1 - BGKn.7)

1 Km Kab. Sigi 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Rehabilitation and
Re constructio n of Gumb as a
Irrigation Sgstem (Main Canal
BGKn.24-BGKn.42-2458
hectares) 9Km, (Main Canal
BGKn.42-BGKn.S4-1815
hectares) 7Km, (Weir and Main
Canal BGKn.7 - BGKn.24 - 2695
hectares) TOKw

26 Km Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Rehabilitation D.I. Gumbasa Weir
and Groundsill Constntction,
Sigi, SulauesiTengah, O km, O

hektar, F, K, MYC

I Bendung Kab. Sigi 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Mesin dan bahan baku pakan I Kabupaten Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Sigi 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064033 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-635-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satua* Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan air
minum yang layak

Optimalisasi SPAM pasca
bencana di Kota Palu,
Kabupaten Sigi dan Kabupaten
Donqgala

3 Unit Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pembangunan IPA Kap.20
L/det dan jaringan perpipaan
SPAM Huntap Pombewe
Kabupaten Sigi (CSRRP)

20 Liter/Detik Kab. Sigi 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan jaringan
perpipaan SPAM IKK Bora
untuk Kawasan Huntap
Pombewe Kabupaten Sigi
(CSRRP)

1 Unit Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ral<yat

Penyelenggaraan
Permukiman dan
Bangunan Gedung

C e ntr al Sulanl e si R e hab ilitatio n
and Re constntction Proje ct
/cSRRP/

t57 Ha Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Penyelenggaraan
Sanitasi yang Layak

Pembangunan TPA sampah
Kabupaten Sigi (Lanjutan)

15.000 KK Kab. Sigi 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064034C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-636-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi, renovasi dan
rekonstruksi sarana-prasarana
sekolah/ fasilitas pendidikan
dasar (MYC Laniutan)

11 Unit Kab. Sigi 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Sigi 2020-
202t

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah
Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan retribusi
daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

I Kabupaten Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064035 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

-637 -

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutqhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus L,embaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembasaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Sigi 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas
Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strateRis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan / peningkatan
jalan desa strategis di Daerah
Tertinggal

5 Kegiatan Kab. Sigi 2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pembangunan Usulan Ruas
Jalan Nasional (Trans Tengah
Sulawesi)- Ruas Palu - Kulawi -
Gimpu - Peana - Seko (Bts
Sulsel)

I Kabupaten Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Ihrakteristik Daerah
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan usaha tanaman
pekarangan bagi kelompok
perempuan pascabencana

20 Kelompok Kec. Sigi
Biromaru, Kec.
Dolo Barat, Kec.

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064036 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-638-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

melalui pegembangan Rumah
Pangan Lestari

Dolo Selatan,
Kec.

Tanambulava,
Kec. Kulawi,

Kec. Lindu, dan
Kec. Kulawi

Selatan
Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
lahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Polder Sgstem Pilot Project in
Lende Sirenja Village

1 Unit Kab. Sigi 202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Riuer Improuement (Doun Stream
of Palu Riuer Considering
T sunami C ounte rme asur e )

1 Unit Kab. Sigi 202L Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Countermeasure for Liquifaction -

Landslide in Balaroa, Jono Oge,
Petobo, Sibalaga

1 Unit Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Flood and Sediment Disaster
C ounte rme asur e ag ains t
relocation areas in Dugu, Petobo,
Pombeute, Tondo

1 Unit Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064037 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-639-

Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Riuer Improuement and Sediment
Control in Middle Stream of Palu
Riuer Tributary, Bangga Riuer,
Kulaui Riuer, Leutara Riuer, Miu
Riuer, Namo Riuer, Omu Riuer,
Paneki Riuer, Paneki Riuer
(Middle Stream Nalodo Area),
Poboga Riuer, Poi Riuer, Salua
Riuer, Tuua Riuer

1 Unit Kab. Sigi 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

3.031 Ha Kab. Sigi 2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Peningkatan Kapasitas
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha
perhutanan sosial

46 Pendamping Kab. Sigi 202t-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kec. Sigi
Biromaru

202t Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 064215 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-640-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
PenanggungJawab

Provinsi Daerah Tertinggal
Kab.
Daerah
Tertinggal

Perekonomian Masyarakat
Pengembangan Sistem
Inovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

20 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

202r Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
inovasi berketahanan
sosial

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa inovasi
berketahanan sosial

18 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Sarana dan Prasarana
Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

43 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil survei
lapangan

202t Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Konverter Kit BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk
nelayan sasaran

Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk nelayan
sasaran

ro.759 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil verihkasi

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064039 C
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-64t-

Provinsil
Kahupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kehutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Bantuan stimulan
rumah swadaya

Peningkatan kualitas bantuan
stimulan rumah swadaya

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202t-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Aksesibilitas
Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2021-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Karakteristik Daerah

Penanganan bencana
melalui program tanggap
daruratjika terjadi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika te{adi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana melalui
program tanggap darurat jika
tefadi bencana di daerah
tertinggal

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

Terdampak
Bencana

2021-
2024

Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Bimas Katolik Bimbingan masyarakat
Katolik

Bimbingan masyarakat Katolik 1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2027-
2024

Kementerian
Agama
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F. Program-Kegiatan Strategis PPDT Wilayah Sumatera

Tabel 4.6. Program-Kegiatan Strategis PPDT Tahun 2O2O-2O24 di Wilayah Sumatera

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumatera Utara

Nias Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kec. Gido, Kec.
Idanogawo, Kec

Bawolato

202t Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terin tegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kec. Gido, Kec.
Bawolato, Kec.
Hiliserangkai,

Kec. Idanogawo,
Kec. Hiliduho

2022 Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan benih padi inbrida
lahan kering

800 Ha Kec.
Somolomolo,

Kec. Gido, Kec.
Bowalato, Kec.

Idanogawo, Kec
Sogaeadu

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 06404r C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I.akasi

Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Fasilitas budi daya sarana
produksi budi daya padi organik

100 Ha Kec.
Somolomolo,Kec

Gido,Kec.
Bowalato, Kec.

Idanogawo, Kec.
Sogaeadu

202L Kementerian
Pertanian

Pembangunan embung I Lokasi Desa Awonilauso
Kec. Idanogawo

202L Kementerian
Pertanian

Pengembangan tanaman karet 50 Ha Kec. Hiliduho,
Kec. Somolo-

Molo, Kec.
Botomuzoi, Kec

Sogaeadu

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi
(ekstensifi kasi produksi
pertanian terkendala pada
pemanfaatan lahan yang berada
pada wilavah hiiaul.

1 Lokasi Kec. Gido, Kec.
Bawolato,Kec.

Idanogawo, Kec.
Sogaeadu

202L Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal

5 Kegiatan Kec. Gido, Kec.
Idanogawo, Kec.

Bawolato

202r Kementerian
Pertanian

SK No 064165 C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [akasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

lDrone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, early uarning sgstem
dan lainnya)

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

I Paket Kab. Nias 2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Disital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
lokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Nias 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/ Online

10 UMKM Kec. Gido, Kec.
Idanogawo, Kec

Bawolato

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Ban tuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

378 KPM Kab. Nias 2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064043C
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Provinsil
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT VoIume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Pencegahan dan
pemulihan kerusakan
pesisir dan pulau-pulau
kecil

Kawasan mangroueyang
direhabilitasi

1 Kabupaten Kab. Nias 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Penataan dan
pemanfaatan jasa
kelautan

Sarana-prasarana wisata bahari 1 Kabupaten Kab. Nias 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Nias 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal berupa pemasaran
hasil produk unggulan (cokelat,
karet)

5 Kegiatan Kec. Gido, Kec.
Idanogawo, Kec.

Bawolato

2021 Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Nias 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064044C
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Ta.}.un-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stuntinq

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai sfitnting

1 Paket Kab. Nias 2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

36,33 Persen Kab. Nias 2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyu luh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Nias 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit
Tipe D

1 Kabupaten Kab. Nias 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kec. Gido, Kec.
Bawolato, Kec.
Hiliserangkai,

Kec. Idanogawo,
Kec. Hiliduho

202t Kementerian
Koperasi dan UKM
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Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Prograrn-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Penyediaan akses jaringan
telekomunikasi dan informasi,
khususnya j aringan internet

1 Kabupaten Kab. Nias 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan Tenaga Listrik Penyediaan Tenaga
Listrik

Penyediaan j aringan elektrifikasi 1 Kabupaten Kab. Nias 2022-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

I Kabupaten Kab. Nias 2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Portable Cold Storage 1 Kabupaten Kab. Nias 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasar€rna
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi sarana
prasana sekolah Kabupaten
Nias

23 Unit Kab. Nias 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Kemampual Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi terutama di
wilavah 3T

1 Kabupaten Kab. Nias 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064256C
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Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegatarr Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran

investasi terutama di
wilayah 3T

mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Nias 2021.-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan jembatan 5 Lokasi Desa Hiliweto
Kec. Gido,Desa

Lasara
Siwalubanua

Kec. Ma'u, Desa
Lolofaoso Lalai

Dan Desa
Orahili Idanoi

Kec.
Hiliserangkai,

Desa T\rhewaebu
Kec. Idanogawo

2023 Kementerian Desa
PDTT

PenanggungJawab
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan BTS. Gunung
Sitoli - Tethosi - Lahusa - Teluk
Dalan dan Jalan Dalam Kota
Gunung Sitoli

13 Km Kab. Nias 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil teriuar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Nias 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pencarian dan Pertolongan
pada Kecelakaan dan
Bencana - Pembinaan
Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pantai Indah
Tagaule

2021 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Nias
Selatan

Perekonomian Masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengembangan sarana prasana
pengrajin (pembangunan galeri
seni, peningkatan sarana-
prasarana pengrajin,
penyediaan alat pengrajin)

1 Lokasi Kab. Nias
Selatan,

Kecamatan
Fanayama (Desa

Lahusa Fau,
Desa

Bawomataluo)

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Gerakan Sadar Wisata SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

3 Lokasi KSPN Teluk
Dalam Dskt

2023 Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan fular Dome 3 Unit Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pemberdaya an home industry
kopi robusta

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan tanaman
tahunan dan penveqar (kopi)

100 Ha Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Penyediaan bibit, pupuk dan
obat-obatan untuk jagung dan
kopi arabika

100 Paket Kab. Nias
Selatan 0'agung
lOO paket di 15

kecamatan, kopi
arabika 75

paket)

2021 Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather

5 Kegiatan Kab. Nias
Selatan

202L Kementerian
Pertanian

SK No 064049 C
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Provinsi/
Kabupaten

Program-Kegiatan Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

Pemberian bantuan modal
kepada pelaku usaha kopi
robusta

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Kawasan
Pertanian (Kopi dan Jagung)

16 Kegiatan Kec. Hllimegai
dan 15

Kecamatan Lain

202t Kementerian
Pertanian

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV, Komik
Komunika)

1 Paket Kab. Nias
Selatan

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

3 Lokasi KSPN Teluk
Dalam Dskt

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penin gkatan sarana-prasarana
di desa Wisata Budaya (bantuan
gazebo di Desa Boronadu,
tetegewo, Hilinamazihono Moale,
Ehosakhozi, Puncak Lolomatua,
Olayama, Sifaoroasi, Labuhan

t94 Unit Kec. Boronadu,
Kec. Siduaori,

Kec. Amandraya,
Kec. O'o'u, Kec.
Maniamolo, Kec.

Huruna, Kec.
Lolomatua, Kec.

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-
Anggaran

Hiu, Simuk, Baluta, Sibaranun,
Pantai Tetezou Lahusa)

Ulunoyo, Kec.
Pulau-Pulau
Batu, Kec.

Pulau-Pulau
Batu Timur, Kec

Pulau-Pulau
Batu Utara, Kec,

Tanah Masa
Pen in gkatan sarana-prasarana
di desa Wisata Budaya (Bantuan
Penyediaan Toilet di Desa
tetegewo, Mondrowe, Boronadu,
Sinar Helaowo, L,olomoyo,
Sorake, Botohili Salo'o, Ulunoyo,
Onohajumba)

250 Unit Kec. Siduaori,
Kec. Huruna,

Kec. Boronadu,
Kec. Fanayama,

Kec. Amandraya,
Kec. Maniamolo,
Kec. O'o'u, Kec.
Lolowau, Kec.
Ulunoyo, Kec.
Onohazumba

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penanggung Jawab
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2024 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\:nai
Bersyarat bagi keluarga miskin

3.204 KPM Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pengembangan Tanaman
Tahunan dan Penyegar (Kopi)

100 Ha Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan bibit, pupuk dan
obat-obatan untuk jagung

100 Paket Kab. Nias
Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Penyediaan bibit, pupuk dan
obat-obatan untuk kopi arabika

75 Paket Kab. Nias
Selatan

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064052C



PRES I DEN
REPUBLIK INOONESIA

-654-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [.okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Jaminan Kesehatan
Nasional

Pelayanan publik kepada
masyarakat (penugasan
khusus tenaga
kesehatan secara
individu)

Nusantara Sehat 1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting I Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

24,46 Persen Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Penyrrluh / Pelatihan Kelompok
Pelaku Utama

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064053 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-655-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I,okasi Tahun-
Anggaran

Fenanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

I Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pembangunan / Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana-
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan I Kabupaten Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Sarana dan prasarana Sistem
Rantai Dingin lainnya (selain
rFM)

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi sarana
prasana sekolah Kabupaten
Nias Selatan

26 Unit Kab. Nias
Selatan

202L Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064054C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-656-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iokasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangu nan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

I Kabupaten Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan paj ak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Nias
Selatan

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengunrs kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Nias
Selatan

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064.055 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-657 -

Provinsil
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan:.

Indikasi Kebutuhan PPDT Voh,rme Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jembatan Eho 40 M Perbatasan Kec.
Amandraya Dan
Kec. Maniamolo

2021.-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Darat

Pembangunan/
rehabilitasi/
pengembangan fasilitas
transportasi darat

CBP-Prasarana Bidang
Konektivitas Darat

1 Unit Kec. Teluk
Dalam, Kec.
Lahusa, Kec.
O'o'u, Kec.

Pulau-Pulau
Batu, Kec.

Tanah Masa,
Kec. Simuk, Kec.

Hibala

2021 Kementerian
Perhubungan

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Udara

Pelayanan Transportasi
Udara

Pelayanan transportasi udara I Lokasi Kec. Telukdalam 2020-
2024

Kementerian
Perhubungan

Pembinaan Pelayanan
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan
Bergerak

Penyediaan digital he althg
sg stem, drone pengiriman
darah, AMMDes Pengumpan
Ambulan, rumah tunggu ibu
hamil, layanan kesehatan
mobilel

I Kabupaten Kab. Nias
Selatan

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064055C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-658-

Provinsi/
Kabupaten Program-Keglaten Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran PenanggungJawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Jembatan BTS.
Kota Gunung Sitoli - Teluk
Dalam (Preservasi Jembatan)

397 M Kab. Nias
Selatan

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan Jembatan BTS.
Kota Gunung Sitoli - Teluk
Dalam (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

110 Km Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Jembatan BTS.
Kota Gunung Sitoli - Teluk
Dalam (Preservasi Rutin
Jembatan)

772 M Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Jembatan
Teluk Dalam - Lolowau
(Preservasi Jembatan)

68 M Kab. Nias
Selatan

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Jembatan
Teluk Dalam - Lolowau
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

55 Km Kab. Nias
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064057 C



PRES lDEN
REPUELIK INDONESIA

-659-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan Jembatan
Teluk Dalam - Lolowau
(Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

0,04 Km Kab. Nias
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Jembatan
Teluk Dalam - l,olowau
(Preservasi Rutin Jembatan)

506 M Kab. Nias
Selatan

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Karakteristik Daerah

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pantai Baloho 2022 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Nias Utara Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Desa Hiligawolo,
Desa

Balefadorotuho,
Desa Siheneasi
Kec. Lahewa;

Desa Banuagea,

2021-
2022

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064167 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-660-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satual Lakasi
Tahun-

AnEqaran Penanggung Jawab

Desa
Silimabanua,

Desa Botolakha
Kec.

Tuhemberua;
Desa Ombolata

Afulu Kec. Afulu;
Desa Hilindruria
Kec. Lotu; Desa
Umbubalodano,

Desa Fadoro
Fulolo Kec.
Sitolu Ori

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Desa
Balefadorotuho,
Desa Siheneasi

Kec. Lahewa

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Alat pengasapan ikan kepada
kelompok UMKM beserta alat
pengemasan

2 Kegiatan Desa Balefadoro
Tuho dan Desa
Siheneasi Kec.

Lahewa

202t-
2024

Kementerian
Perindustrian

SK No 064059 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66r-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatarr Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Alat pengolahan produk kelapa 10 Unit Desa Hiligawolo
Kec. Lahewa,

Desa Hiliduruwa
Kec. Sawo, Desa
Sitolubanua Kec.

Tuhemberua

202t Kementerian
Pertanian

Pembangun an green house
untuk mendukung budi daya
kopra putih

1 Kabupaten Kec. Lahewa
(Desa Siheniasi,
Desa Hiligawolo),
Kec. Afulu (Desa
Ombolata Afulu)

202t Kementerian
Pertanian

Pembangun an Long Storage 10 Lokasi Desa Lauru I
Kec. Afulu, Desa
Hiligawoni Kec.

Alasa, Desa
Mazingo Kec.

Alasa Talumuzoi,
Desa Ononazara
Kec. Tugala Oyo,

Desa Onozitoli
Kec. Sawo, Desa
Tetehosi Maziaya
Kec. Sitolu Ori,
Desa Dahana

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064060 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

-662-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Tahun-
Angtqaran Penanggung Jawab

Hiligodu Kec.
Namohalu

Esiwa, Desa
Laowowaga Kec.
Lahewa Timur,
Desa Banuagea

Kec.
Tuhemberua,

Desa Baho Kec.
Lotu

Pembangunan solar dome dan
gudang penyimpanan

3 Lokasi Desa Hiligawolo,
Desa Siheneasi
Kec. Lahewa,

Desa Ombolata
Kec. Afulu

202t Kementerian
Pertanian

Pengadaan benih unggul 1 Kabupaten Kec. Sitolu Ori 2021 Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Fasilitasi Smart Fanning dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather

5 Kegiatan Desa
Umbubalodano
Kec. Sitolu Ori,
Desa Banuagea

dan Desa
Botolakha Kec.
Tuhemberua,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064061 C



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-663-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Ta-l.un-
Anggaran Penanggung Jawab

senso,i early uarning system
dan lainnya)

Desa Desa
Hiliduruwa Kec.

Sawo, Desa
Lauru Fadoro

Kec. Afulu, Desa
Hiligawoni Kec.

Alasa
Pengembangan kawasan
pertanian (kopra putih)

1 Kabupaten Kec. Lahewa
(Desa Siheniasi,

Desa Hiligawolo);
Kec. Afulu (Desa
Ombolata Afulu)

202t Kementerian
Pertanian

Pelatihan Bidang
Pariwisata

SDM Pariwisata yang
difasilitasi pelatihan dan
pembinaan masyarakat

Pelatihan Sumber Daya
Manusia pariwisata Kabupaten
Nias Utara (pramuwisata,
pembuatan suvenir/cendera
mata, dan receptionist
pariwisata)

50 Orang Desa Balefadoro
Tuho Kec.

Lahewa, Desa
Lauru Fadoro

Kec. Afulu

2023 Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Ifteatif

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Nias Utara 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064168 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-664-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan lndikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 2024 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tu nai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.882 KPM Kab. Nias Utara 2020-
2024

Kementerian Sosial

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan 1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202t-

2024
Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Alat pengasapan ikan kepada
kelompok UMKM beserta alat
pengemasan

2 Kegiatan Desa Balefadoro
Tuho Dan Desa
Siheneasi Kec.

Lahewa

2021.-
2024

Kementerian Desa
PDTT

AIat pengolahan produk kelapa 10 Unit Desa Hiligawolo
Kec. Lahewa;

Desa Hiliduruwa
Kec. Sawo; Desa
Sitolubanua Kec.

Tuhemberua

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064063 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-665-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Frogram-Kegiatan Indikasi l{ebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Inovasi pengolahan komoditi
pisang menjadi bahan penganan

40 Kelompok Desa Banua
Sibohou I, Desa
Banua Sibohou
Ii, Desa Bitaya,
Desa Dahana
Alasa, Desa

Dahana Tugala
Oyo Kec. Alasa;
Desa Hilimbowo

Kare, Desa
Mazingo Kec.

Alasa Talumuzoi;
Desa Banuagea,

Desa Ladara,
Desa Botolakha,

Desa
Siofabanua,

Desa
Silimabanua

Kec.
T\rhemberua;
Desa Lauru

Fadoro, Desa
Faekhunaa Kec.

202t-
2022

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064064C



PRES IDEN
REPIJBLIK INOONESIA

-666-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tal.un-

Anggaran Penanggung Jawab

Afulu; Desa
Sisobahili Kec.

Namohalu; Desa
Laowowaga,

Desa Lukhulase,
Desa Aha Kec.

Lahewa

Pelatihan keterampilan usaha
produktif bidang bordir dan
jahit bagi UKM wanita

100 Orang Desa Banuagea,
Desa Ladara

Kec.
T\rhemberua

2022-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Pembangun an long storage 10 Lokasi Desa Lauru I
Kec. Afulu; Desa
Hiligawoni Kec.

Alasa; Desa
Mazingo Kec.

Alasa Talumuzoi;
Desa Ononazara
Kec. Tugala Oyo;

Desa Onozitoli
Kec. Sawo; Desa
Tetehosi Maziaya
Kec. Sitolu Ori;

202t-
2024

Kementerian Desa
PDT'I

SK No 064065 C



PRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-667 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Desa Dahana
Hiligodu Kec.

Namohalu
Esiwa; Desa

Laowowaga Kec.
Lahewa Timur;
Desa Banuagea

Kec.
T\rhemberua;

Desa Baho Kec.
Lotu

Peningkatan nilai tambah dan
pemasaran kepada masyarakat
melalui pembekalan materi
kewirausahaan, sistem logistik
serta rantai pasok, Iiterasi
digital, dan kerjasama
pemasaran (online dan offline)
terkait hasil produksi
pascapanen beras, pisang dan
jagung

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan, Daerah
Rawan Bencana

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064066C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-668-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan takasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia
Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang

Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting berupa
tenaga kesehatan, usaha
kesehatan berbasis masyarakat

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
SDM

DAA/UKM yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui
penguatan kapasitas
vang terstandar

Pelatihan Vocational 30 Orang Kab. Nias Utara 2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

41,30 Persen Kab. Nias Utara 2020-
2024

BKKBN

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Pelatihan Masyarakat KP dan
Penyuluh Kelompok Pelaku
Utama

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya

4 Lokasi Desa Banua Gea
Kec.

Ttrhemberua,
Desa Hiligodu
Aha Kec. Lotu,

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064067 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-669-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Desa Dahana
Hiligodu Kec.

Namohalu
Esiwa, Desa

Hiligawoni Kec.
Alasa

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur/
pembangunan lumbung pangan
lokal

1 Unit Daerah Rawan
Pangan (Kec.

Afulu, Kec. Alasa
Talu Muzoi, Kec.
Tugala Oyo, Kec.

Sawo, Kec.
Sitolu Ori, Kec.

Namohalu
Esiwa, Kec.

Lahewa Timur,

202t Kementerian
Pertanian

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064185 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-670-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Desa Hilimbosi,
Desa Hilisaloo,
Desa Ombolata
Kec. Sitolu ori;

Desa
Silimabanua

Kec.
Tuhemberua;

Desa Sawo Kec.
Sawo; Desa

Dahana Hiligodu
Kec. Namohalu

Esiwa; Desa
Muzoi Kec.

Lahewa Timur;
Desa Teolo Kec.

Tugala Oyo;
Desa Hilimbowo
Kare Kec. Alasa

Talumuzoi

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan /Akses Internet

Pembangunan/ Peningkatan
Akses Sinyal Telepon dan
Internet

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064069 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-67t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Ke$atan Uraian

Program-Kegtatan: Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

1 Unit Kab. Nias Utara 202t Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana-
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan 1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

Nelayan di Desa Centai,
Kecamatan Pulau Berbau

30 Unit Kab. Nias Utara 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasana Sekolah
Kabupaten Nias Utara

22 Unit Kab. Nias Utara 2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064070 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-672-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan I-okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Nias Utara 202r-
2022

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Nias Utara 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengums kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Nias Utara 2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 06407t C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-673-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan Produksi
Perikanan

13 Km Desa Hilimbosi
Kec. Sitolu Ori;
Desa Sawo Kec.

Sawo; Desa
Lauru I Kec.
Afulu; Desa
Moawo Kec.

Lahewa; Desa
Tefao Kec.

Lahewa Timur;
Desa Hiligeo Aha
Kec. [,otu; Desa

Ladara Kec.
Tuhemberua

2021 Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Jalan strategis
(Desa Sifahandro untuk
mendukung pariwisata bahari)

1 Km Desa Sifahandro
Kec. Sawo

2021 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064072C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-674-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Safuan L,okasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Karakteristik Daerah

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan Embung
dan Bangunan Air
Lainnya di daerah
tertinggal dan rawan
pangan

Pembangunan dan rehabilitasi
embung dan bangunan air
lainnya

6 Lokasi Desa Banua
Gea, Kec.

Tuhemberua;
Desa Hiligodu

Aha, Kec. Lotu;
Desa Dahana
Hiligodu, Kec.

Namohalu
Esiwa; Desa

Hiligawoni, Kec.
Alasa; Desa
Hilisataro

Ehosofayo, Kec.
Toma; Desa
Hiligeo, Kec.

Lotu)

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pemberian bantuan
sarana- prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Nias Utara 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064073 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-675-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kepatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pantai Indah
Tureloto

2023 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

Nias Barat Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa (peningkatan
kapasitas pengelola BUM Desa)

105 Desa Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
densan BUM Desa

105 Kegiatan Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pengembangan budi daya dan
pengolahan pisang

8 Kegiatan Kab. Nias Barat 202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan Kelapa 950 Ha Kec. Sirombu,
Kec. Mandrehe

Barat, Kec.
Moro'o

2021 Kementerian
Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Pengembangap agrowisata
(gapura, gazebo, jalan setapak,
mesin penunjang, resto cafe,
toilet, taman outbond, dan
taman bermain anak)

I Lokasi Kec. Mandrehe
Utara

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064074C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-676-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan kawasan
pertanian kopra hitam

I Kabupaten Kec. Sirombu,
Kec. Mandrehe

Barat, Kec.
Moro'o, Kec.
Mandrehe

202r Kementerian
Pertanian

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan sarana-
prasarana desa wisata
(bo ardut alk, kios kuliner,
gapura, gazebo, hiker hut,
jaringan wifi, taman, toilet,
ruang pertemuan, amphitheater)

2 Lokasi Desa Sisarahili I
Dan Desa
Lolowau

2021-
2022

Kementerian Desa
PDT'I

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Digital

Literasi digital pemasaran
produk unggulan daerah
tertinggal

100 Kegiatan Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2024 Kementerian
Perdagangan

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan T\rnai
Bersyarat bagi keluarga miskin

1.200 KPM Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064169 C



PRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA

-677 -

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

Bantuan sarana-prasarana dan
percontohan produksi dan
usaha perikanan budi daya

I Kabupaten Kab. Nias Barat 202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pembangunan kolam bioflok
bagi kelompok pembudi daya
ikan (bantuan sarana-prasarana
dan percontohan produksi dan
usaha perikanan budi daya)

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pengembangan kawasan
perikanan tangkap (kerapu,
tuna, lobster)

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi un ggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensori earlg warning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Nias Barat 2021 Kementerian
Pertanian

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di daerah
tertinggal

105 Desa Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064076C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-678-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Insentif dan Tunjangan
Profesi Guru PAK

Tunjangan Profesi Guru
PAK Non-PNS

T\rnjangan Profesi Guru PAK
PNS dan Non-PNS

t46 Orang Kab. Nias Barat
(PNS 142 orang,

Non-PNS 4
orang)

2020-
202r

Kementerian
Agama

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gizi masyarakat

Penanganan stunting I Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi mengenai
stunting

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi mengenai stunting

1 Paket Kab. Nias Barat 2027 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Program Bangga Kencana Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

Pelayanan KB di Wilayah
Khusus

32,41 Persen Kab. Nias Barat 2020-
2024

BKKBN

SK No 064077 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-679-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Bimas Kristen Tunjangan Penyrrluh
Agama Kristen Non-PNS

Tlrnjangan Penyuluh Agama
Kristen Non-PNS

rL2 Orang Kab. Nias Barat 2020-
2021

Kementerian
Agama

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelavanan Kesehatan

Pengembangan Rumah Sakit
Pratama Nias Barat

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manajemen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kec. Mandrehe,
Kec. Sirombu,

Kec. Ulu Moro'O,
Kec. Lahomi,

Kec. Mandrehe
Utara, dan Kec.

Lolofitumoi.

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/Akses Internet

Pengadaan sarana dan
prasarana TIK dalam pelayanan
publik

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengadaan sarana pusat
pengendali operasional
(PUSDALOPS)

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064078C



PRES IDEN
REPLJBLIK INDONESIA

-680-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Pengembangan aplikasi
teknologi informasi, komunikasi
dan kehumasan

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Sarana Pengembangan
Kawasan/BTS / Lastmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspol di daerah
tertinggal

10 Paket Kec. Sirombu 2021 Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasana Sekolah
Kabupaten Nias Barat

19 Unit Kab. Nias Barat 202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

4 Lembaga
Penyalur

Kab. Nias Barat 2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Nias Barat 202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064184C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-681-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

I Kabupaten Kab. Nias Barat 202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

I Kegiatan Kab. Nias Barat 202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Darat

Pembangunan / Rehabilit
asi/Pengembangan
Fasilitas Transportasi
Darat

CAC-Sarana Bidang
Konektivitas Darat

2 Unit Kec. Sirombu 202L-
2022

Kementerian
Perhubungan

Karakteristik Daerah

Bantuan peralatan
kebencanaan

Bantuan peralatan
untuk penanganan
bencana yane efektif

Bantuan peralatan kebencanaan
trailer tangki air

I Kabupaten Kab. Nias Barat 2021 Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana
Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Kab. Nias Barat 2024 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)

SK No 064080 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-682-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sumatera Barat

Kepulauan
Mentawai

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

202L-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Fasilitasi pendaftaran produk,
merek dagang, sertifikat halal

6 Lokasi Desa Pasakiat
Taileleu, Desa
Katurei, Desa
Sagulubbeg,

Desa Maileppet,
Desa

Goisooinan,
Desa

Nemnemleleu

202t-
2024

Kementerian
Agama

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan pupuk kandang dan
NPK untuk perkebunan,
peternakan dan agroindustri
berbasis kawasan (sentra
produksi)

24 Poktan Desa Pasakiat
Taileleu, Desa
Katurei, Desa
Sagulubbeg,

Desa Maileppet,

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064081 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-683-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Pragram-Kegiatan Indikasi Itebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Desa
Goisooinan,

Desa
Nemnemleleu,
Desa Sipora

Jaya, Desa Bukit
Pamewa

Pembangunan Gudang Pangan
Lokal dan Lantai Jemur
(pembangunan rumah produksi)

6 Unit Desa Bulasat,
Desa Matobe,
Desa Muara
Sikabaluan

2021 Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi pisang, keladi

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

2021 Kementerian
Pertanian

Pengadaan alat pengolahan
Kelapa menjadi minyak kelapa,
VCO, Arang, pisang, keladi,
sagu menjadi keripik atau
tepung

25 Kelompok Desa
Betumonga, Kec.
Sipora Selatan,

Kec. Sipora
Utara, Kec.

Siberut Barat
Daya (Kelapa 1O

Kelompok), Kec.
Siberut Selatan,

Kec. Siberut

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064082C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

-684-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Iakasi Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Utara, Kec. Pagai
Selatan, Kec.

Siberut Tengah
(Pisang & Sagu
15 Kelompok)

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Pembangunan dan
Pengembangan kawasan
agrowisata

5 Paket Desa Maileppet,
Desa

Goisooinan,
Desa

Nemnemleleu

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan Bisnis
UKM Jasa

QDG/UKM yang
difasilitasi peningkatan
manajemen dan mutu di
sektor jasa

Fasilitasi standardisasi dan
sertifikasi bagi UKM jasa kuliner

5 UKM Desa Pasakiat
Taileleu, Desa
Katurei, Desa
Sagulubbeg,

Desa Maileppet,
Desa

Goisooinan,
Desa

Nemnemleleu

2022 Kementerian
Koperasi dan UKM

Sl'( No 064083 C



PRES IDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-685-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa wisata
dalam mendukung KSPN

1 Lokasi KSPN Siberut
Dskt

2021-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pembangunan Desa Wisata
Muntei, Desa Wisata Madobag,
Desa Wisata Bahari Mapadegat,
Desa Wisata Katiet dan Sarana-
prasarana Desa Wisata di Pulau
Kecil dan Terluar

4 Lokasi Desa Madobag,
Desa Muntei,

Desa Tuapejat,
Dusun Katiet
Desa Bosua,

Pulau Kecil dan
Terluar: Dusun

Katiet Kec.
Siberut Selatan

2021,-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Fasilitasi kerja sama pemasaran
produk

100 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinggal

100 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Peningkatan Penggunaan
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Fasilitasi dan
pembinaan UMKM

Fasilitasi kemitraan pemasaran
produk UKM

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2024 Kementerian
Perdagangan

Literasi digital pemasaran
Produk Unggulan Daerah
Tertinesal (UMKM)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2024 Kementerian
Perdagangan

SK No 064170 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-686-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegpatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lnkasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

2.038 KPM Kab. Kepulauan
Mentawai

2020-
2024

Kementerian Sosial

Program kualitas
lingkungan hidup

Perlindungan dan
pemanfaatan kawasan
konservasi dan
keanekaragaman hayati
laut

Kawasan konservasi perairan,
pesisir dan pulau - pulau kecil
yang operasional

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pengembangan
Perikanan Tangkap dan
Budi Daya

KJA budi daya laut 1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Premi Asuransi Nelayan I Kabupaten Kab. Kepulauan

Mentawai
202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Pengembangan Sentra
Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT)

OM Prasarana SKPT Kepulauan
Mentawai

I Paket Kab. Kepulauan
Mentawai

2021 Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam

rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone spranler, drone

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064085 C



a

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-687 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satua-n Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

surueillance, soil and weather
sensor, earlg utarning system
dan lainnya)

Smqrt Fanning 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggu lan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
(Drone sprager, drone
surueillance, soil and ueather
sensor, earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Pelatihan pengolahan kelapa
menjadi minyak kelapa, VCO,
arang, dan lain-lain

5 Kegiatan Desa
Betumonga, Kec
Sipora Selatan,

Kec. Sipora
Utara, Kec.

Siberut Barat
Daya

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064216C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-688-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Peningkatan produksi,
pengolahan, dan pemasaran
komoditi pisang, keladi

5 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan alat pengolahan
kelapa menjadi minyak kelapa,
VCO, arang, dan pisang, keladi,
sagu menjadi keripik atau
tepung

25 Kelompok Desa Betumonga,
Kec. Sipora

Selatan, Kec.
Sipora Utara, Kec,

Siberut Barat
Daya (Kelapa 1O

Kelompok); Kec.
Siberut Selatan,

Kec. Siberut
Utara, Kec. Pagai

Selatan, Kec.
Siberut Tengah
(Pisang & Sagu
15 Kelompok)

202t-
2023

Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pelatihan pengolahan Kelapa
menjadi minyak kelapa, VCO,
arang, dan lain-lain)

5 Kegiatan Desa Betumonga,
Kec. Sipora

Selatan, Kec.
Sipora Utara, Kec.

Siberut Barat
Daya

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064171 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-689-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian / perkebunan

24 Poktan Desa Pasakiat
Taileleu, Desa
Katurei, Desa
Sagulubbeg,

Desa Maileppet,
Desa

Goisooinan,
Desa

Nemnemleleu,
Desa Sipora

Jaya, Desa Bukit
Pamewa

2021. Kementerian
Pertanian

Sumber Daya Manusia

Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi

Pendidikan dan
pelatihan vokasi
(penyuluhan kepada
masyarakat)

Pelatihan Masyarakat KP dan
Penyuluh Kelompok Pelaku
Utama

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2021-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan baru RS Pratama
Sikakap

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064088 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-690-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Keglatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [akasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Penyediaan dan
Pengelolaan Infrastruktur
Telekomunikasi dan
Informasi

Sarana Pengembangan
Kawasan/ BTS / La.stmile

Penyediaan BTS 4G (4.0) di
daerah yang blankspot di daerah
tertinggal

11 Paket Kec. Pagai
Selatan, Kec.

Siberut Selatan,
Kec. Siberut
Tengah, Kec.
Siberut Utara,
Kec. Sikakap,

Kec. Sipora
Selatan

202t Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastru ktur
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

1 Unit Kab. Kepulauan
Mentawai

202r Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri

Peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri (sarana-
prasarana pengolahan
dan pemasaran di sektor
KP)

Bantuan peralatan pengolahan I Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

SK No 064089 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69t-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebufuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Logistik Hasil Kelautan
dan Perikanan

Chest Freezer I Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Pembangunan Sarana dan
Prasarana KP

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202L-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
Rehabilitasi Prasarana
Pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

5 Unit Kab. Kepulauan
Mentawai

202t

Rehabilitasi dan renovasi sarana
prasana sekolah Kabupaten
Mentawai 2

10 Unit Kab. Kepulauan
Mentawai

2021. Kementerian
Pekerl'aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

3 Lembaga
Penyalur

Kab. Kepulauan
Mentawai

202r-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

SK No 064172C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-692-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Dalam
Neseri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/ GISA di wilayah
3r)

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064183 C



PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA

-693-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Darat

Pembangunan/ Rehabilit
asi/Pengembangan
Fasilitas Transportasi
Darat

CAC-Sarana Bidang
Konektivitas Darat

I Unit Kab. Kepulauan
Mentawai

2022-
2023

Kementerian
Perhubungan

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Udara

Prasarana Bidang
Konektivitas Udara

Prasarana Bidang Konektivitas
Udara

3 Kegiatan Pulau Sipora 202r-
2023

Kementerian
Perhubungan

SK No 064003 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-694-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
.Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Toa Pejat -
Rokot-Sioban-Katiet
(Penggantian Jembatan)

6 M Kab. Kepulauan
Mentawai

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Toa Pejat -
Rokot-Sioban-Katiet
(Preservasi Pemeliharaan Rutin
Jalan)

78 Km Kab. Kepulauan
Mentawai

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan Toa Pejat -
Rokot-Sioban-Katiet
(Preservasi Rutin Jembatan)

372 M Kab. Kepulauan
Mentawai

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

t
Karakteristik Daerah

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan Embung dan
Bangunan Air Lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan

8 Embung Desa Pasakiat
Taileleu, Desa
Katurei, Desa

Maileppet, Desa
Goisooinan,

Desa
Nemnemleleu,

Desa Mara, Desa
Bulasat, Desa
Monganpoula

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064004 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-695-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Penyediaan Sarana peralatan
produksi dan pascapanen di
daerah tertinggal rawan pangan
(tindak lanjut dari refocusing
kegiatan diTA 2O2O terkait
pemberian alat pascapanen
pengolah pisang)

1 Kabupaten Daerah Rawan
Pangan: Desa
Bulasat, Kec.
Pagai Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kegiatan Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Bimtek Pengembangan Desa
Wisata

I Kabupaten Kab. Kepulauan
Mentawai

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Peningkatan kapasitas berbasis
keterampilan dan
kewirausahaan dalam
mendukung diversihkasi pangan
di daerah tertinggal (komoditas
unggulan: pisang)

I Kabupaten Daerah Rawan
Pangan: Desa

Bulasat,
Kecamatan Pagai

Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064005 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INOONESIA

-696-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Keburuhan PPDT Volume Satuan L,okasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Sumatera Selatan

Musi
Rawas
Utara

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

10 Desa Kab. Musi
Rawas Utara

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Bantuan alat pengolahan
pascapanen karet

7 Lokasi Kec. Nibung,
Kec. Rawas Ulu,

Kec. Karang
Jaya, Kec.
Rawas Ilir

2023 Kementerian
Perindustrian

Bantuan Peralatan Produksi
UMKM

20 Kelompok Kab. Musi
Rawas Utara

2022 Kementerian
Perindustrian

Pembangunan pabrik mini
pengolahan karet atau sawit

T4 Unit Kec. Nibung,
Kec. Rupit, Kec.
Rawas llir, Kec.

Karang Dapo

2021 Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Bantuan bibit unggul pertanian
(sawit, kopi, karet, dan cokelat)

100.000 Bibit Kab. Musi
Rawas Utara

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064182C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-697 -

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPFT Volume Satuan Lokasi Talun-

Anggaran
Penanggung Jawab

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Nilai Tambah dan Daya
Saing Industri Pertanian

Pembangunan pabrik mini
pengolahan karet atau sawit

t4 Unit Kec. Nibung,
Kec. Rupit, Kec.
Rawas Ilir, Kec.

Karang Dapo

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan karet 4 Lokasi Kec. Nibung,
Kec. Rawas Ulu,

Kec. Karang
Jaya, Kec.
Rawas Ilir

202t Kementerian
Pertanian

Pengembangan kawasan kopi 5 Kegiatan Kec. Rupit, Kec.
Karang Jaya,

Kec. Rawas llir,
Kec. Rawas Ulu

202r Kementerian
Pertanian

Pengelolaan Konten dan
Diseminasi Informasi
Publik

Komunikasi
Publik/Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV)

Komunikasi Publik/ Diseminasi
Informasi melalui media
Kominfo (GPR TV)

1 Paket Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2022

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/ Literasi
Digital

Pelatihan kewirausahaan dalam
rangka pengembangan produk
unggulan daerah tertinssal

100 Kegiatan Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika
Pelatihan wirausaha dalam
rangka pengembangan produk
unggulan daerah tertinggal

100 Kegiatan Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

SK No 064007 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-698-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Ta}un-

Anggaran
Penanggung Jawab

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensorl earlg utarning sgstem
dan lainnva)

5 Kegiatan Kab. Musi
Rawas Utara

202t Kementerian
Pertanian

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and weather
sensorl earlg uarning sgstem
dan lainnya)

5 Kegiatan Kab. Musi
Rawas Utara

202t-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Bantuan alat pengolahan
pascapanen karet

7 Lokasi Kec. Nibung,
Kec. Rawas UIu,

Kec. Karang
Jaya, Kec.
Rawas Ilir

2023 Kementerian Desa
PDTT

SK No 064008 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-699-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Bantuan peralatan produksi
UMKM

20 Kelompok Kab. Musi
Rawas Utara

2022 Kementerian Desa
PDTT

Bantuan sarana dan prasarana
pengolahan pascapanen hasil
produksi pertanian di kawasan
perdesaan

7 Kelompok Desa Pauh, Desa
Pauh I, Desa
Batu Kucing,

Desa Remban,
Desa Beringin

Jaya, Desa
Napal Licin,
Desa Bukit

Langkap

2022-
2024

Kementerian Desa
PDTT

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Masyarakat Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

SK No 064009 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-700-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Sarana dan Prasarana

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Pengembangan
Manajemen Koperasi

QDF/Koperasi yang
difasilitasi sistem
digitalisasi

Penerapan Manaj emen Koperasi
Modern

5 Koperasi Kab. Musi
Rawas Utara

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Musi Rawas Utara

31 Unit Kab. Musi
Rawas Utara

202r Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

c Lembaga
Penyalur

Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
202t

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

SK No 064010 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-70t-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vohrme Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Kemampuan Keuangan Daerah

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

1 Kabupaten Kab. Musi
Rawas Utara

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

I Kabupaten Kab. Musi
Rawas Utara

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Regional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Musi
Rawas Utara

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Aksesibilitas

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Fasilitasi pembangunan
peningkatan jalan desa
strategis

Pembangunan Jalan
Produksi/Jalan Usaha Tani

40 Km Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian Desa
PDTT

SK No 064011 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-702-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan l,okasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Rutin Jalan dan
Jembatan Ruas BTS. Prov
Jambi - Maur - Terawas - BTS.
Kota Lubuk Linggau - SP. Periuk
- Muara Beliti (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

t34 Km Kab. Musi
Rawas Utara

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Preservasi Rutin Jalan dan
Jembatan Ruas BTS. Prov
Jambi - Maur - Terawas - BTS.
Kota Lubuk Linggau - SP. Periuk
- Muara Beliti (Preservasi Rutin
Jembatan)

57t M Kab. Musi
Rawas Utara

202t Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ralcyat

Karakteristik Daerah

Program Ketahanan
Bencana dan Perubahan
Iklim

Pencegahan Kebakaran
hutan dan Lahan

Pencegahan kebakaran hutan
dan lahan

1 Kabupaten Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Lahan Bekas
Pertambangan Rakyat
yang Dipulihkan

Pelaksanaan pemulihan
lingkungan pada lahan akses
terbuka

3 Desa Desa Lesung
Batu Muda,
Desa Lubuk
Kemang, dan
Desa Remban

202r-
2022

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

SK No 064012 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-703-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan

Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan
Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
untuk TORA

4.655,
78

Ha Kab. Musi
Rawas Utara

2020-
2024

Kementerian
Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Lampung

Pesisir
Barat

Perekonomian Masyarakat

BUM Desa yang
dikerribangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
desa

BUM Desa yang dikembangkan
untuk mendukung Produk
Unggulan Desa

11 Desa Kab. Pesisir
Barat

202t Kementerian Desa
PDTT

Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yan g terintegrasi
dengan BUM Desa

5 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

202). Kementerian Desa
PDTT

Fasilitasi dan Pembinaan
Industri

Fasilitasi dan
Pembinaan Industri

Pengadaan sarana pengolahan
pascapanen (pengupas,
penggiling, pengering) (padi,
kelapa, jagung, perikanan
tangkap, getah damar, kelapa)

J Paket Kec. Karya
Penggawa, Kec.
Pesisir Selatan,

Kec. Pesisir
Tengah, Kec.
Bangkunat

2027 Kementerian
Perindustrian

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Ketersediaan Akses dan
konsumsi Pangan
Berkualitas

Pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi tersier dan
sumber-sumber air

50 Unit Kec. Bangkunat,
Kec. Ngambur,

Kec. Pesisir
Selatan, Kec.
Lemong, Kec.

2027 Kementerian
Pertanian

SK No 064181 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-704-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Ngaras, Kec.
Pesisir Utara,

Kec. Pulau
Pisang, Kec. Krui

Selatan, Kec.
Pesisir Tengah,

Kec. Karya
Pengqawa

Pen gembangan peternakan sapi
beserta sarana pendukungnya

500 Ekor Kec. Bangkunat,
Kec. Ngaras,

Kec. Ngambur,
Kec. Pesisir

Selatan, Kec.
Karya Penggawa,

Kec. Pesisir
Utara, Kec.

Lemong

2021 Kementerian
Pertanian

Pengembangan, rehabilitasi
kawasan tanaman kelapa dalam

30.000 Bibit Kec. Pesisir
Selatan dan

Ngambur

202t Kementerian
Pertanian

Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditi padi

15.OO0 Ha Kec. Karya
Penggawa,

Pesisir Selatan

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064173 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-705-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Penyediaan hand tractor selaku
prasarana pengolahan tanah

100 Unit Kec. Bangkunat,
Kec. Ngambur,

Kec. Pesisir
Selatan, Kec.
Lemong, Kec.
Ngaras, Kec.
Pesisir Utara,

Kec. Pulau
Pisang, Kec. Krui

Selatan, Kec.
Pesisir Tengah,

Kec. Karya
Penggawa

2021 Kementerian
Pertanian

Fasilitas sarana produksi budi
daya tumpangsari kedelai
dengan jagung dan padi dengan
jagung

8.500 Ha Kec. Bangkunat,
Kec. Ngambur,

Kec. Ngaras
(Kedelai &

Jagung 1.000
Ha), Kec. Karya
Penggawa, Kec.
Pesisir Selatan
(Padi & Jagung

7.50O Ha)

202t Kementerian
Pertanian

SK No 064219 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-706-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Vohrme Satuan Lokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan desa
wisata di daerah
tertinggal

Pengembangan kapasitas
pengelola desa wisata

3 Kegiatan Pekon Mandiri
Sejati Kec. Krui
Selatan, Pekon
Way Sindi Kec.

Karya Penggawa,
Kec. Pulau

Pisang

202r Kementerian Desa
PDTT

Pengembangan Literasi
Digital bagi masyarakat

Fasilitasi dan
Pembinaan
Masyarakat/Literasi
Dieital

Pelatihan dan pengembangan
pemasaran produk ekonomi
Iokal berbasis ekonomi digital

100 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian
Komunikasi dan

Informatika

Penguatan Kapasitas
Usaha

BDG/Usaha Mikro yang
Difasilitasi Perluasan
Jangkauan Pemasaran
Melalui E-Commerce/
Online

Perluasan Jangkauan
Pemasaran Usaha Mikro Melalui
E-Commerce/Online

10 UMKM Kab. Pesisir
Barat

2023-
2024

Kementerian
Koperasi dan UKM

Penyelenggaraan Program
Sembako

Bantuan keluarga
(keluarga yang
memperoleh bantuan
sosial pangan sembako)

Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin

4.852 KPM Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian Sosial

SK No 064016 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-707 -

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegpatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan [,okasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Penataan dan
Pemanfaatan Jasa
Kelautan

Pembangunan pusat informasi
wisata TIC/dan
perlengkapannya (Pantai
Tanjung Setia)

RO: Sarana-prasarana Wisata
Bahari

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Penataan landscape dan
pertamanan (Pantai Labuhan
Jukung, Pantai Tanjung Setia,
Pulau Pisang, Goa Matu, Pantai
Way Jambu, dan Batu Tihang)

RO: Sarana-prasarana Wisata
Bahari

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

Riset dan Inovasi IPTEK Riset dan Inovasi IPTEK Fasilitasi Smart Fanning dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, early utarning sAstem
dan lainnva)

5 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064017 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-708-

Provinsil
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegratan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan tokasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Smart Farming 4.0
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Smart Farming 4.O
(Penciptaan ekosistem)
dan duta petani muda

Fasilitasi Smart Farming dalam
rangka peningkatan
produktivitas komoditi unggulan
dan implementasi pertanian
presisi di daerah tertinggal
lDrone sprager, drone
surueillance, soil and uteather
sensor, earlg u-nrning sgstem
dan lainnva)

5 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian Desa
PDTT

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades di
daerah tertinggal

Bantuan Peningkatan
Nilai Tambah Prukades
di daerah tertinggal

Fasilitasi Akses Kerja Sama
dalam Pengembangan dan
Pemasaran Produk Unggulan
Desa

1 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

202r Kementerian Desa
PDTT

Pengadaan sarana pengolahan
pascapanen (pengupas,
penggiling, pengering) (padi,
kelapa, jagung, perikanan
tangkap, getah damar, kelapa)

3 Paket Kec. Karya
Penggawa, Kec.
Pesisir Selatan,

Kec. Pesisir
Tengah, Kec.
Bangkunat

202t Kementerian Desa
PDTT

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Pen5ruluhan

Pendidikan, Pelatihan
Vokasi, dan Penyuluhan

Peningkatan kapasitas ekonomi
masyarakat desa melalui
penanaman dan terasering

100 Orang Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pertanian

SK No 064018 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-709-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Sumber Daya Manusia

Jaminan Kesehatan
Nasional

Pelayanan publik kepada
masyarakat (penugasan
khusus tenaga
kesehatan secara
individu)

Penugasan khusus tenaga
kesehatan secara individu

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Kesehatan Masyarakat Pelatihan Bidang
Pendidikan tentang
pertumbuhan bayi dan
anak serta pembinaan
gLi masyarakat

Penanganan stunting 1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sarana Bidang
Kesehatan Fasilitasi dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Usaha kesehatan berbasis
masyarakat

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Sertifikasi Kompetensi
SDM Pariwisata

SDM pariwisata yang
tersertifikasi

SDM tersertihkasi dan
memperoleh pembekalan bidang
pariwisata

5 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

2023 Kementerian
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

SK No 064180 C



PRES IDEN
REPI.JBLIK INDONESIA

-7ro-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja Melalui Pelatihan
dan Pemagangan

Program peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja melalui pelatihan
dan pemagangan

Peningkatan Kompetensi tenaga
kerja pada Balai Latihan Ker;'a
(BLK) Kalianda

240 Orang Kab. Pesisir
Barat

2022 Kementerian
Ketenagakerjaan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan dan
JKN

Pembinaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Peningkatan / Pembangu nan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit Pratama/Klinik Kesehatan

I Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian
Kesehatan

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis
BBM Tertentu dan BBM
Khusus

Pendistribusian jenis BBM
Tertentu dan BBM Khusus

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
Program Pengelolaan
Perikanan dan Kelautan

Pemasaran hasil
kelautan dan perikanan

Pembangunan pusat kuliner
dan kios cendera mata (Goa
Matu, Pantai Way Jambu)

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202r-
2024

Kementerian
Kelautan dan

Perikanan
Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah
Khusus

MBR (Pemkab Pesisir Barat) 44 Unit Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

SK No 064258C



PRES lDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-7tt-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan Indij<asi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran

Penanggung Jawab

Pembangunan dan
rehabilitasi prasarana
pendidikan

Rehabilitasi dan renovasi
sarana-prasarana sekolah
Kabupaten Pesisir Barat

10 Unit Kab. Pesisir
Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat
Pengaturan, Penetapan,
dan Pengawasan pada
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

Supervisi Progres
Pembangunan Penyalur
BBM Satu Harga

Supervisi Progres Pembangunan
Penyalur BBM Satu Harga

2 Lembaga
Penyalur

Kab. Pesisir
Barat

2020-
202r

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Kemampuan Keuangan Daerah

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

Bimtek dan pembinaan
pengelolaan aset desa

i Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

2021-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan
belanja APBD yang
berorientasi pada SPM
pelayanan dasar

Fasilitasi penerapan belanja
APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Fasilitasi peningkatan
pajak daerah dan
retribusi daerah

Evaluasi rancangan
peraturan daerah
mengenai pajak dan
retribusi

Fasilitasi peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064021 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7t2-

Provinsi/
Kabupaten Prograrn-Kegratan

Uraian
Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan L,okasi

Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan
pencatatan sipil di
wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan
Indonesia Sadar
Administrasi
Kependudukan/GISA di
wilayah 3T)

Pemberian layanan pencatatan
sipil di wilayah 3T (Fasilitasi
Penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi
Kependudukan/ GISA di wilayah
3r)

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi
daerah yang bersifat
tematik yang
mendukung iklim
investasi terutama di
wilayah 3T

Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik yang
mendukung iklim investasi
terutama di wilayah 3T

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202L-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Pelatihan Aparat
Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Linekup Resional

Pelatihan aparat
pemerintah desa dan
pengurus kelembagaan
masyarakat desa

Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional

1 Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa
(peningkatan kompetensi
pemerintah dan pengurus
kelembagaan desa)

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

Penguatan kelembagaan
pemerintah desa

I Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

202t-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

SK No 064022C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7t3-

Provinsi/
Kabupaten Frogram-Kepatan Uraian

Program-Kegiatart
Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Preservasi Jalan Ruas SP.
Gunung Kemala - Sanggi (CT)

11 Km Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas BTS. Provinsi Bengkulu -
SP. Gunung Kemala - Padang
Tambak (Penanganan Drainase,
Trotoar dan Fasilitas
Keselamatan Jalan)

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas BTS. Provinsi Bengkulu -
SP. Gunung Kemala - Padang
Tambak (Preservasi Jembatan)

436 M Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas BTS. Provinsi Bengkulu -

SP. Gunung Kemala - Padang
Tambak (Preservasi
Pemeliharaan Rutin Jalan)

145 Km Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

SK No 064023C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7t4-

Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan

Uraian
Program-Kegiatan

Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan lakasi Tahun-
Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas BTS. Provinsi Bengkulu -

SP. Gunung Kemala - Padang
Tambak (Preservasi
Rekonstruksi, Rehabilitasi
Jalan)

I Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202t Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas BTS. Provinsi Bengkulu -
SP. Gunung Kemala - Padang
Tambak (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.614 M Kab. Pesisir
Barat

2027 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas SP. Gunung Kemala -

Sanggi (Preservasi Jembatan)

257 M Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas SP. Gunung Kemala -

Sanggi (Preservasi Pemeliharaan
Rutin Jalan)

t26 Km Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

RakYat
Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas SP. Gunung Kemala -

Sanggi (Preservasi Rekonstruksi,
Rehabilitasi Jalan)

1 Kabupaten Kab. Pesisir
Barat

202r Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lokasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Preservasi Jalan dan Jembatan
Ruas SP. Gunung Kemala -
Sanggi (Preservasi Rutin
Jembatan)

1.391 M Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Peke{aan Umum
dan Perumahan

Rakyat
Karakteristik Daerah

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan
sarana-prasarana
pemerintahan di
perbatasan negara dan
pulau-pulau kecil terluar

Pemberian bantuan sarana-
prasarana pemerintahan di
perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar

i Kegiatan Kab. Pesisir
Barat

202r-
2024

Kementerian Dalam
Negeri

Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Pengendalian banjir,
Iahar, pengelolaan
drainase utama
perkotaan, dan
pengaman pantai

Pembangunan pengaman pantai
pesisir barat Desa Kerbang
Dalam (Lanjutan) Kabupaten
Pesisir Barat

o,10 Km Kab. Pesisir
Barat

2021 Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Pencarian dan
Pertolongan pada
Kecelakaan dan Bencana
- Pembinaan Potensi SAR

Fasilitasi dan
pembinaan
masyarakat/pelatihan
teknis potensi SAR

Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat/ pelatihan teknis
potensi SAR

50 Orang Pekon Kota Jawa
Kec. Bangkunat

2021 Badan Nasional
Pencarian dan

Pertolongan
(Basarnas)
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegiatan Uraian

Program-Kegiatan Indikasi Kebutuhan PPDT Volume Satuan Lakasi
Tahun-

Anggaran Penanggung Jawab

Provinsi Daerah Tertinggal

Kab.
Daerah

Tertinggal

Perekonomian Masyarakat

Pengembangan sistem
lnovasl

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
berinovasi

20 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

2021 Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa
inovasi berketahanan
sosial

Fasilitas dan pembinaan
pemerintah desa/desa inovasi
berketahanan sosial

18 Kegiatan Kab. Daerah
Tertinggal

202t Badan Riset Inovasi
Nasional (BRIN)

Sarana dan Prasarana

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi

Alat Penyimpan Daya
Listrik (APDAL)

Alat Penyimpan Daya Listrik
(APDAL)

43 Unit Lokasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil survei
lapangan

2021. Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral

Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengawasan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Konverter Kit BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk
nelayan sasaran

Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas untuk nelayan
sasaran

10.759 Unit L,okasi
ditetapkan

berdasarkan
hasil verifikasi

2020-
2024

Kementerian Energi
dan Sumber Daya

Mineral
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Provinsi/
Kabupaten Program-Kegratan

Uraian
Frogram-Kegiatan Indikasi Kebutnhan PPDT Volume Satuan Lokasi

Tahun-
Anggaran PenanggungJawab

Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Bantuan stimulan
rumah swadaya

Peningkatan kualitas bantuan
stimulan rumah swadaya

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2021-
2024

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Ralqlat
Aksesibilitas

Program Infrastruktur
Konektivitas

Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional

Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

202t-
2024

Kementerian
Pekeq'aan Umum
dan Perumahan

Ralryat

Karakteristik Daerah

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertingqal

Penanganan bencana
melalui program tanggap
darurat jika terjadi
bencana di daerah
tertinggal

Penanganan bencana melalui
program tanggap darurat jika
terjadi bencana di daerah
tertinggal

1 Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

Terdampak
Bencana

202t-
2024

Badan Nasional
Penanggulangan

Bencana

Program Bimas Katolik Bimbingan Masyarakat
Katolik

Bimbingan Masyarakat Katolik I Kabupaten Kab. Daerah
Tertinggal

2021-
2024

Kementerian
Aqama
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BAB V
STRATEGI PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN

Strategi pembinaan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal yang
telah terentaskan bertujuan untuk mendorong daerah tertinggal yang telah
terentaskan tahun 2OI9 menjadi daerah maju dan mandiri serta memastikan
agar tidak kembali menjadi daerah tertinggal.

1. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Papua

Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku
pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O22), untuk Pulau Papua berlokasi di 5 (lima) kabupaten berikut, antara
lain: Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan
Yapen, dan Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua, serta Kabupaten Raja Ampat di
Provinsi Papua Barat.

Upaya peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan selain
berbasiskan wilayah adat, juga mempertimbangkan pendekatan koridor
pertumbuhan dan pemerataan. Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan yang
masuk koridor pertumbuhan adalah Kabupaten Merauke, sedangkan Daerah
Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Biak
Numfor, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Raja Ampat.

Strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai berikut:
a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan

1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan
industri, peningkatan nilai tambah prukades, promosi dan kemitraan
antara lain perikanan, kelapa, sagu, kakao, kopi, dan pariwisata alam
dan budaya;

2) pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri, dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
melalui pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan
sejarah DPP Raja Ampat serta fasilitasi dan pembinaan Masterplan
Smart City Raja Ampat, revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan
Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di
Kabupaten Merauke, pengembangan sentra perikanan di SKPT
Merauke, pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis
komoditas unggulan di PKSN Merauke, pengembangan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi
antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
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dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN
Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Misool), dan KPPN Merauke
(Kawasan Perdesaan Berkelanjutan) ;

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, antara lain penyelenggaraan
angkutan perintis, pembangunan jalan akses DPP Raja Ampat,
Pelabuhan Merauke;

4l mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi
pengembangan IKM/KUKM dan BUM Desa, penumbuhan wirausaha,
pengembangan manajemen koperasi, dan penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah, serta fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi
pada SPM pelayanan dasar;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui pelatihan
aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat
desa, serta bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa;

7) menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat
dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha; dan

8) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, meningkatkan derajat
kesehatan penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kualitas
pendidikan serta kompetensi penguasaan teknologi dan
keterampilan.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan
1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara lain

Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan
Yapen, dan Kabupaten Sarmi;

2) penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain
Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi;

3) penyediaan sarana-prasarana air bersih dan sanitasi melalui
pengembangan jaringan air tanah dan air baku antara lain
Kabupaten Sarmi;
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4l penyediaan sarana-prasarana penyediaan infrastruktur dasar listrik
di daerah terpecil dan terluar melalui perencanaan, pembangunan
dan pengawasan infrastruktur energi baru terbarukan dan
konservasi energi; dan

5) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.

2. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Maluku
Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku

pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O221, yang mana untuk Pulau Maluku berlokasi di 6 (enam) kabupaten
berikut, antara lain: Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi
Maluku serta Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi
Maluku Utara.

Upaya peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan dilakukan
dengan pembangunan wilayah Maluku yang akan dilakukan pada kerangka
koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan
yang masuk koridor pertumbuhan adalah Kabupaten Halmahera Timur dan
Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang
masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Buru, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Barat.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebSgai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan

1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan
industri, peningkatan nilai tambah prukades, pengembangan
industri pengolahan minyak atsiri, ketersediaan akses dan konsumsi
pangan berkualitas dengan penyediaan benih dan bibit unggul
pertanian, promosi dan kemitraan antara lain jagung, kelapa, kakao,
ubi kayu, jeruk, perikanan tangkap, dan pariwista alam dan sejarah;

2) pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah
sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi tokal
melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai, revitalisasi kawasan
transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Kobisonta di
Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di
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Kabupaten Pulau Morotai; pengembangan sentra perikanan di SKPT
Morotai, pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis
komoditas unggulan di PKSN Saumlaki dan PKSN Daruba,
pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan BUM Desa Bersama di KPPN Maluku Tengah
(Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan) dan KPPN Morotai (Kawasan
Perdesaan Daruba);

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui penyediaan
infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa,
manusia dan menjadi penghubung yang elisien antara sumber bahan
baku, pusat produksi dan pasar, penyediaan listrik yang memadai
dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas
jangkauan pemasaran dan distribusi, penyediaan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan arus
informasi dengan lebih luas dan cepat antara lain pengembangan dan
penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara
yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans
Pulau Morotai, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan
penyeberangan di Kabupaten Halmahera Timur, pembangunan jalan
desa strategis di Kabupaten Halmahera Barat, serta pengadaan
prasarana listrik terbarukan di Kabupaten Buru;

4l mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi
pengembangan IKM/KUKM dan BUM Desa, pengembangan
manajemen koperasi, penguatan kapasitas usaha dan penerapan
inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui pelatihan
aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat
desa, bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa,
penguatan kelembagaan pemerintah desa, serta program literasi
digital; dan
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7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk dan
tenaga kerja, pembinaan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas
pendidikan dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, serta
pendayagunaan teknologi informasi untuk pembelaj aran.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan

1) pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan antara
lain Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten
Halmahera Timur;

2) penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar dan pembinaan
fasilitas pelayanan kesehatan antara lain Kabupaten Buru,
Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, dan
Kabupaten Halmahera Selatan;

3) penyediaan sarana-prasarana penyediaan infrastruktur dasar
perumahan, air bersih dan sanitasi antara lain Kabupaten Halmahera
Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera
Selatan; dan

4) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.

3. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah Nusa Tenggara

Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku
pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O22), yang mana untuk Pulau Nusa Tenggara berlokasi di 12 (dua belas)
kabupaten berikut, antara lain: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu,
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok
Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat serta Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten
Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Upaya peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah
Nusa Tenggara difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah
berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang
akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun Daerah
Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pertumbuhan adalah Kabupaten
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur,
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Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten
Dompu, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten
Nagekeo, dan Kabupaten Ende, sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang
masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan
1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pembangunan fresh

market hortikultur, pengembangan usaha garam ralqrat, peningkatan
nilai tambah prukades, promosi dan kemitraan komoditi kelapa, kopi,
ternak sapi, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, industri
kerajinan, dan pariwisata alam;

2l pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri, dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya
alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada
KI Sumbawa Barat, destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah
sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal
melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo, pengembangan KppN
melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas
unggulan yang terintegrasi dengan BUMKam Bersama di KPPN
Manggarai Barat (Kawasan Perdesaan Labuan Bajo), KPPN Sumbawa
(Kawasan Perdesaan Jasa Prima), KPPN Dompu (Kawasan Perdesaan
Raba), KPPN Lombok Timur (Kawasan Perdesaan Keruwak-
Jerowaru), KPPN Lombok Tengah (Kawasan Perdesaan Praya), KPPN
Timor Tengah Utara dan KPPN Bima, revitalisasi kawasan
transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima,
Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa, Kawasan
Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara,
pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas
unggulan di PKSN Kefamenanu, peningkatan pembangunan sarana-
prasarana pariwisata di Kabupaten Lombok Barat serta penataan
kawasan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat;

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui preservasi jalan dan
jembatan untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan
menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat
produksi dan pasar, penyediaan listrik yang memadai dan menjadi
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insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan
pemasaran dan distribusi, penyediaan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi untuk memudahkan arus informasi
dengan lebih luas dan cepat antara lain pengembangan dan
penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara
yang terintegrasi antara lain Jalan Akses DPP Labuan Bajo,
Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo; pembangunan
dermaga ralryat, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Wini Timor Tengah
Utara, pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah
Utara, pembangunan Pelabuhan Marapokot Nagekeo (Kawasan
strategis Nasional), trayek perintis dengan pangkalan di Pelabuhan
Kupang serta peningkatan prasarana listrik;

4) mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui ketersediaan,
akses, dan konsumsi pangan berkualitas, pengembangan IKM/KUKM
dan BUM Desa untuk memenuhi kebutuhan desa, bantuan
pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan,
pengembangan manajemen koperasi, penguatan kapasitas usaha dan
penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi, serta pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner di
Kabupaten Sumbawa;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui fasilitasi dan
pembinaan pemerintah desa (Desa Berinovasi), pelatihan aparat
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa,
bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, penguatan
kelembagaan pemerintah desa, serta program literasi digital; dan

7l meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pembinaan guru dan tenaga
kependidikan, pendayagunaan teknologi informasi untuk
pembelajaran, pembinaan gizi masyarakat, pembinaan fasilitas
pelayanan kesehatan, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
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b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan

1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara lain
Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa,
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Nagekeo,
Kabupaten Ende, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten
Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai;

2l penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain
Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa,
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Nagekeo,
Kabupaten Ende, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten
Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai;

3) penyediaan sarana-prasarana air bersih melalui pengembangan
jaringan air tanah dan air baku; dan

4) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.

4. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Sulawesi
Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku

pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2OI9, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O221, yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 (lima belas)
kabupaten berikut, antara lain: Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo
Utara, dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Kabupaten
Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Banggai Kepulauan,
Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara,
Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah
serta Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah Sulawesi
akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun
Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pertumbuhan adalah
Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten
Konawe, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Polewali Mandar, dan
Kabupaten Mamuju Tengah, sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang
masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten
Boalemo.
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Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan
1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan

industri, peningkatan nilai tambah prukades, pengembangan desa
wisata, penyediaan alat pascapanen produk unggulan, promosi dan
kemitraan komoditi unggulan antara lain kelapa, cengkeh, kakao,
kelapa sawit, lada, perikanan, dan pariwisata alam;

2) pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
pengembangan KPPN melalui penguatan sinergi antardesa berbasis
komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUM Desa Bersama di
KPPN Buol (Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto), KPPN Mamuju
Tengah (Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong), KPPN
Boalemo (Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari), KPPN Gorontalo
Utara (Kawasan Perdesaan Wisata Ponelo Kepulauan), KPPN Konawe,
revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tobadak
di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Air Terang di
Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di
Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Sumalata di
Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pawonsari di
Kabupaten Boalemo serta pengembangan destinasi pariwisata;

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara . sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui pembangunan
terminal dan fasilitas bandara di Kabupaten Toli-Toli, pelayanan
transportasi laut trayek perintis R-49, R-52 di Kabupaten Parigi
Moutong, R-57 di Kabupaten Morowali Utara, dan R-40 di Kabupaten
Boalemo, preservasi jalan untuk memperlancar arus barang, jasa,
manusia, dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber
bahan baku, pusat produksi dan pasar, pengembangan gardu induk
di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Konawe untuk
penyediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk
membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan
distribusi, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi antara lain BTS/Iastmile untuk memudahkan arus
informasi dengan lebih luas dan cepat antara lain pengembangan'dan
penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara
yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan
jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, yaitu
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pengembangan Bandara Pahuwato, pengembangan Bandara Banggai
Laut serta pembangunan dermaga;

4) mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi
pengembangan IKM/KUKM, pengembangan manajemen koperasi,
dan penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah, dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui bimbingan
teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa, serta
penguatan kelembagaan pemerintah desa; dan

7\ meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan,
pengembangan pusat perencanaan dan pendayagunaan SDMK di
Kabupaten Buol, diseminasi informasi mengenai sfunting, pembinaan
gizi masyarakat, peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi
pangan berkualitas, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan,
pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program literasi digital.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuha4 SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan

1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan serta
pendayagunaan teknologi informasi untuk pembelajaran antara lain
Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol,
Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-
Toli, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten
Konawe Kepulauan;
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2) penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain
Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong,
Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Bombana;

3) pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan nonpadi;

4) penanganan potensi bencana dengan pengendalian banjir, lahar, dan
pengamanan pantai; dan

5) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.

5. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Kalimantan
Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku

pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O221, yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 (dua belas)
kabupaten yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten
Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat;
Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten
Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah; Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur; dan Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara.

Upaya peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah
Kalimantan akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan
pemerataan. Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor
pertumbuhan adalah Kabupaten Ketapang, sedangkan Daerah Tertinggal
Terentaskan yang masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan
Kabupaten Landak.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan
1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan

industri, peningkatan nilai tambah prukades, promosi dan kemitraan
komoditi unggulan antara lain perikanan tangkap, kelapa sawit,
karet, kelapa, batubara, dan industri logam;
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2l pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah
antara lain DPP Baru Sambas-Singkawang, revitalisasi kawasan
transmigrasi antara lain di Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di
Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa
dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas,
pengembangan ekonomi PKSN kawasan perbatasan berbasis
komoditas unggulan di PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN
Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, pengembangan
sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN antara
lain KPPN Bengkayang (Kawasan Perdesaan Ledo), KPPN Nunukan
(Kawasan Perdesaan di Perbatasan Negara), KPPN Sambas (Kawasan
Perdesaan Pengambangan Agro Teknologi) dan KPPN Kayong Utara;
pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain PLBN
Bengkayang dan PLBN Nunukan, pengembangan destinasi pariwisata
serta pembangunan kawasan pariwisata;

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui penyediaan
infrastruktur transportasi pengembangan penerbangan perintis
melalui KPA perintis Bandara APT Pranoto Samarinda dan pelayanan
jaringan trayek perintis R-43 Pelabuhan Pangkal Kwandang untuk
memperlancar arus barang, jasa, dan manusia dan met'rjadi
penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi
dan pasar, penyediaan listrik yang memadai antara lain
pengembangan transmisi dan gardu induk di Kabupaten Nunukan
agar dapat dan menjadi insentif untuk membangun industri serta
memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi melalui
perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur energi
baru terbarukan dan konservasi energi, penyediaan sarana
telekomunikasi dan pengembangan BTS/Iastmile untuk
memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat,
pembangunan/pengembangan dermaga penyeberangan, serta
peningkatan transportasi perdesaan (kapal feri penyeberangan);

4l mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui fasilitasi dan
penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi, dan perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro
melalui e-commerce;
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5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah, dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar;

6l peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah, antara lain melalui
bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan
aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat
desa, serta penguatan kelembagaan pemerintah desa; dan

7l meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk dan
tenaga kerja, meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan tenaga
kerja, pembinaan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas
pendidikan serta kompetensi penguasaan teknologi dan
keterampilan.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan

1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara ,lain
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang,
Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten
Seruyan, dan Kabupaten Nunukan;

2) penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara,
dan Kabupaten Nunukan;

3) penyediaan sarana-prasarana penyediaan infrastruktur dasar
perumahan, air bersih dan sanitasi antara lain Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten
Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten
Kayong Utara;

4) penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan dan
Daerah Tertinggal; dan

5) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.
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6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Jawa

Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku
pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O221, yang mana untuk Pulau Jawa berlokasi di 6 (enam) kabupaten
berikut, antara lain: Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang di Provinsi
Banten serta Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
Sampang, dan Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan di Wilayah Jawa
dilakukan dengan pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan
pemerataan. Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor
pertumbuhan adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten
Situbondo, sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor
pemerataan adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Bondowoso.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan

1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan
industri, peningkatan nilai tambah, promosi dan kemitraan antara
lain tebu, kopi, perikanan tangkap dan budi daya, kelapa, dan
pariwisata alam;

2) pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
pengembangan KPPN melalui penguatan sinergi antardesa berbasis
komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUM Desa Bersama di
KPPN Pandeglang (Kawasan Perdesaan Mina-Agro Wisata Krakatau);

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui penyediaan
infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa,
manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan
baku, pusat produksi dan pasar, penyediaan listrik yang memadai
antara lain pembangunan gardu induk di Kabupaten Bondowoso,
serta pembangunan transmisi dan gardu induk di Kabupaten
Bangkalan dan Kabupaten Sampang sehingga dapat dan menjadi
insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan
pemasaran dan distribusi melalui pengembangan transmisi dan
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gardu induk, penyediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan
arus informasi dengan lebih luas dan cepat antara lain pengadaan
prasarana listrik (genset/solar sel/energi terbarukan lainnya);

4l mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi dan
penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung
iklim investasi;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah, dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui bimbingan
teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa, serta
penguatan kelembagaan pemerintah desa; dan

7l meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk dan
tenaga kerja, meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi
pangan berkualitas, pembinaan gizi masyarakat, diseminasi
informasi mengenai stunting, meningkatkan kualitas pendidikan
serta kompetensi penguasaan teknologi dan keterampilan.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan
1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan antara lain

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten
Sampang;

2l penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain
Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten
Sampang;

3) penyediaan sarana-prasarana penyediaan infrastruktur dasar
perumahan, air bersih dan sanitasi antara lain Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan

4l peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.
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7 . Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Sumatera
Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku

pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 (enam puluh dua) daerah
tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun
(2O2O-2O22\,yang mana untuk Pulau Sumatera berlokasi di 6 (enam) kabupaten
berikut, antara lain: Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh; Kabupaten
Seluma di Provinsi Bengkulu; Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung;
Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera
Barat, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah
Sumatera mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi
daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pertumbuhan
adalah Kabupaten Musi Rawas, sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang
masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lampung
Barat.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai
berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan

1) optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan
industri, peningkatan nilai tambah prukades, promosi dan kemitraan
komoditi unggulan antara lain karet, kelapa sawit, kopi, perikanan,
jeruk, pariwisata alam, dan budaya;

2l pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata
secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain
penyediaan sarana-prasarana, pengelolaan dan zonasi Kawasan
Konservasi Perairan Daerah, pengembangan Kawasan Mandiri
Pangan serta pengembangan Kawasan Padi Agrobisnis;

3) membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem
transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka
membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui replacement sisi laut
fasilitas Pelabuhan Pulau Banyak, penyelenggaraan angkutan laut
perintis R-2 di Pelabuhan Pangkal Sinabang, penyediaan
infrastruktur transportasi melalui preservasi jalan dan jembatan
untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi
penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi
dan pasar, penyediaan listrik yang memadai antara lain
pembangunan gardu induk di Kabupaten Solok Selatan sehingga
dapat dan menjadi insentif untuk membangun industri serta
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memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi dengan
perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur energi
baru terbarukan dan konservasi energi, penyediaan infrastruttur
teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan arus
informasi dengan lebih luas dan cepat pembangunan dermaga;

4l mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi
pengembangan IKM/KUKM dan BUM Desa untuk memenuhi
kebutuhan desa, pengembangan sarana-prasarana pengrajin
pengembangan manajemen koperasi, dan penerapan inovasi daerah
yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi;

5) peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan
daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi
daerah, dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada
SPM pelayanan dasar;

6) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk
meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui bimbingan
teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat
pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa, serta
penguatan kelembagaan pemerintah desa; dan

7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,
melalui pendayagunaan teknologi informasi untuk pembelaj arat1,
peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas,
pembinaan gtzi masyarakat, diseminasi informasi mengenai stunting,
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta sertifikasi
profesional bidang pariwisata.

b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal
Terentaskan

1) pembangunan dan rehabilitasi prasaranan pendidikan antara lain
Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lampung
Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Musi Rawas;

2) pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan antara lain Kabupaten
Lampung Barat; dan

3) peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP

STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2024 diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan penyusunannya berpedoman pada RPJMN 2O2O-2O24.
STRANAS-PPDT Tahun 2O2O-2O24 terdiri dari batang tubuh beserta
lampirannya yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Isu, Kebijakan, dan Sasaran
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bab III Strategi Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal, Bab IV Program-Kegiatan Strategis Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang sekaligus memuat matriks kegiatan
kementerian/lembaga dr 62 (enam puluh dua) kabupaten daerah tertinggal
tahun 2O2O-2O24, Bab V Strategi Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan,
serta Bab VI Penutup.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24, terdapat 62 (enam puluh dua) kabupaten
daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24 yang tersebar di 5 (lima) wilayah Sumatera,
Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perumusan program dan
kegiatan di 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal tersebut berangkat dari
usulan masing-masing daerah tertinggal yang kemudian diafirmasi oleh program
dan kegiatan dari kementerian/lembaga, dengan mempertimbangkan prioritas
intervensi di masing-masing daerah tertinggal yang merujuk pada 22 (dua puluh
dua) indikator penyebab ketertinggalan dari 6 (enam) kriteria (perekonomian
wilayah, sarana-prasarana, sumber daya manusia, aksesibilitas, kemampuan
keuangan daerah, dan karakteristik daerah).

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun
2O2O-2O24 antara lain pengembangan perekonomian masyarakat melalui
digitalisasi pemasaran dan fasilitasi akses pemodalan, peningkatan kualitas
sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,
percepatan pembangunan sarana-prasarana untuk pemenuhan layanan dasar
serta peningkatan konektivitas antarwilayah, pemanfaatan teknologi dan
informasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal,
peningkatan kemandirian daerah tertentu sesuai dengan karakteristik wilayah,
pembinaan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2Ol9
melalui peningkatan daya saing dan kerja sama dalam bidang ekonomi,
infrastruktur, sarana-prasarana, kesehatan, serta pendidikan untuk
mendukung kemajuan dan kemandirian daerah.
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Selain untuk mengentaskan daerah tertinggal dengan target pengentasan
25 (dua puluh lima) kabupaten pada tahun 2024, pencapaian sasaran
percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2O2O-2O24 adalah untuk
meningkatkan IPM dan menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah
tertinggal sehingga dapat menghilangkan ketimpangan antarwilayah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,
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